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ABSTRAK

Potret Sistem Perkawinan Taambik Anak di Kabupaten Empat Lawang Sumatra
Selatan (Studi Analisis Dalam Bingkai Pemahaman Figh Dan Peraturan
Perundang-UndanganTentang Perkawinan di Indonesia)

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kehidupan
dimuka bumi ini karena ia merupakan hak azasi setiap makhluk dalam rangka
melanjutkan keturunannya, manusia adalah salah satunya. Sistem perkawinan
yang ada di Indonesia bermacam ragamnya sesuai dengan suku dan adat budaya
masyarakatnya. Sistem perkawinan taambik anak misalnya. Sistem perkawinan
ini ada kemiripan dengan perkawinan sistem semendo ambil anak. Oleh karena
itu peneliti mengangkat permasalahan, bagaimana konstruksi sistem faambik
anak, makna filosofis dan bagaimana rekonstruksi perkawinan sistem taambik
anak dalam bingkai pemahaman figh dan peraturan perundang-undangan tentang
perkawinan yang berlaku di Indonesia. Agar dapat memberikan kontribusi
ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan teori-teori lokal wisdem mengenai
konstruksi dan rekonstruksi perkawinan sistem faambik anak. Jenis penelitian ini
adalah kualitatifyang menghasilkan data deskriftif analitik dan data diambil
melalui tiga cara, yakni, wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Kekerabatan
masyarakat Lintang adalah patrilineal, masyarakatnya mayoritas beragama Islam
dan pengikut sunni yang taat, sangat menjunjung tinggi keberadaan laki-laki
sebab kepemimpinan mutlak di tangan laki-laki, hubungan persaudaraannya
dikenal melalui garis puyang. Perkawinannya bersifat jujur, artinya jujur dan
mahar dibayar tunai oleh laki-laki dan bahkan sebagian dana pesta perkawinan
tetap kewajiban laki-lakii. Wali bagi anak-anaknya adalah hak bapaknya, antara
anak dan ayahnya saling mewarisi jika terjadi perceraian harta dapat dibagi dua,
satu bagian untuk istri dan satu bagian lagi untuk suami. Antara anak angkat dan
orang tua angkatnya tidak saling mewarisi.Selama perkawinan harta dalam
kekuasaan istri, hak suamipun sangat terbatas sehingga kepemimpinan suami
dalam keluarga sebatas legalitas saja dan tidak mempunyai otoritas yang kuat.
Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa perkawinan sistem taambik anak adalah
sistem perkawinan semendo ambil anak semu yang berakibat pada kekerabatan
patrilineal terbatas karena tidak bertujuan mempertahankan kekerabatan ibu.
Prilaku memposisikan suami yang telah memenuhi kewajibannya sebagai kepala
rumah tangga sebagai pemimpin tanpa mempunyai otoritas yang kuat tidak
relevan dengan nilai-nilai keislaman dan undang-undang tentang perkawinan
yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu masyarkat Islam harus menjalankan
hidup berumah tangga berdasarkan hukum Islam, sebagamaina terterah dalam
ajaran teori receptio in camlexu yang menyatakan bahwa hukum itu berlaku
sesuai dengan agamanya dan teori syahadah atau kredo’keharusan menjalan
hukum Islam sebagai konsekwensi logis atas pengucapan kredonya”. Maka dari
itu diharapkan kepada semua pihak baik pihak pemerintah maupun pihak swasta
untuk bersinergi dalam mensosialisasikan Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam kepada masyarakat, agar masyarakat dapat berprilaku
sesuai dengan hukum Islam.
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ABSTRAC

Portrait of Taambik Anak Marriage System in Empat Lawang District of South
Sumatra (Figh and Indonesia Marriage Law Perspective)

This study examinesthe construction of marriage system of Taambik Anak, its
philosophical meaning and its reconstruction.The marriage system of Taambik
Anak similar to that of semendo. Unlike the marriage system of semendo whose
purpose is to change the kinship system in order to maintain kinship of mother,
the marriage system of Taambik Anak does not aim to maintain mother kinship.
This study uses qualitative approach that produces descriptive data. It employs
data collection methods ranging from interview, observation and
documentation. This study aims at developing local wisdom the ories about the
construction and reconstruction of marriage system in TaambikAnak.

This study demonstrates that the kinship of Lintang society is patrilineal
muslim majority,the followers of devout Sunni and upholding the existence
and the power of men. The kinship is known through the line of great-grand
parents. The marriage system of Taambik Anakis honest, the dowry as a
marriage fund remains a man's duty and is paid in cash. The guardian for their
children is the right of father, children and father inherit each other,and
whenever divorce happens, property can be divided into two parts: one part is
for the husband and the other is for the wife. However, foster children and
foster father do not inherit each other. Thewife is the controller of wealth
andthe husband’s right is limited; therefore, the husband’s leadership in the
family is limited to legality only and ‘does not have strong authority. This
study argues that the marriage system of Taambik Anak is pseudo semendo that
results in the formation of limited patrilineal kinship without maintaining the
matrilineal one. Placing a husband who fulfils his obligation as the leader
without authority in the household does not comply with Indonesia marriage
law. All Indonesians have to apply household life based on Islamic law, as
encroached in the theory of receptio in camlexustating that the law is effective
according to the religion. Theory of syahadah or kredo is the obligation to
apply Islamic law as a logical consequence of stating the kredo.All parties both
the government and private parties have to synergize in socialising the law No.
1/1974 concerning marriage and compilation of Islamic law. Therefore, the
society members can behave in accordance with Islamic law.

Vii



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Disertasi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
) Alif Tidak dilambangkan Tidak
dilambangkan
o Ba’ b be
< Ta’ t te
& Sa’ S es (dengan titik di
atas)
z Jim ] je
c Ha’ h ha (dengan titik di
bawah)
s Kha’ kh ka dan ha
5 Dal d de
3 Zal z zet (dengan titik di
atas)
g Ra r er
3 zai z zet
o sin S es
& syin Sy es dan ye
P sad S es (dengan titik di
bawah)
o dad d de (dengan titik di
bawah)
b ta’ t te (dengan titik di
bawah)
b za’ y4 zet (dengan titik di
bawah)
¢ ‘ain ¢ koma terbalik di
atas
¢ gain g ge
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o fa’ f ef
& qaf q qi
A kaf k ka
J lam 1 el
o mim m em
R) nun n en
P waw W W

Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

dddae

dus

ditulis
ditulis

Muta ‘addidah
‘iddah

Ta’ marbitah

Semua ta’ marbiitahditulis dengan 4, baik berada pada akhir kata tunggal
ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata
sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah
terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali

dikehendaki kata aslinya.

o ditulis hikmah
K ditulis illah
ids ditulis karamah al-auliya’
el jiﬂ\fubf
. Vokal Pendek dan Penerapannya
——————- Fathah ditulis A
R Kasrah ditulis i
— Dammah ditulis u
J;,t Fathah ditulis fa‘ala
s Kasrah ditulis zukira
A3 Dammah ditulis yazhabu
Rl
Vokal Panjang
1. fathah + alif ditulis a
idal> ditulis Jjahiliyyah
, . ditulis
2. fathah + ya fnatl ditulis p
o ditulis tansa
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf

I

ditulis

E

, . ditulis

3. Kasrah + ya’ mati ditulis 7
S karim

4. Dammah + wawu mati u
PP Jurid

Vokal Rangkap
1. fathah + ya’ mati ditulis ai
o ditulis bainakum

2. fathah + wawu mati d}tul%s au

ditulis qaul

Apostrof
r,_;ﬁ ditulis Aantum
LY ditulis U ‘iddat
s ditulis La in syakartum

awal “al”

of Al
w\.ﬁ\

-

ditulis
ditulis

Al-Quran
Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf -Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama

Syamsiyyah tersebut

ditulis
ditulis

As-Sama’
Asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penulisannya

23893
Bl Jal

ditulis
ditulis

Zawi al-furid
Ahl al-sunnah
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam sejarah kehidupan
makhluk di muka bumi ini. Setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk
melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, khususnya makhluk yang
disebut manusia. Perkawinan dalam hukum Islam adalah perbuatan yang suci
dan bernilai ibadah karena merupakan pengamalan salah satu perintah Allah
Swt, perkawinan merupakan kebutuhan semua makhluk Allah swt, sebab
perkawinan adalah merupakan sunatullah yang umum berlaku pada semua
makhluk ciptaan Allah swt, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-
tumbuhan.

Dengan perkawinan'manusia diharapkan mampu menjaga diri dari
perbuatan zina sebab Allah swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk
ciptaanNya yang lain. Ciptaan Allah swt yang lain hidup bebas mengikuti
hanya nalurinya. Karena itu demi menjaga kehormatan, martabat serta
kemulyaan manusia itu sendiri, Allah swt memberikan aturan hukum dan
negara juga memberikan aturan hukum khusus manusia dalam rangka
mencegah terjadinya perbuatan zina dengan menetapkan aturan pencatatan
bagi yang akan melakukan perkawinan..

Manusia dapat menjalani kehidupan berkeluarga,” berumah tangga
serta berkerabat dengan baik jika sesuai aturan perkawinan baik aturan agama

maupun aturan pemerintah. Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat

! Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan
untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakananya adalah ibadah.Kompilasi Hukum Islam pasal
II. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.UU No 1 Tahu 1974 pasal 1. lalu pasal berikutnya yaitu pasal 4-5 KHI dan pasal 2 UU No 1
1974 dijelsakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan
dicatat oleh pegawai pencatan nikah.

? Sebab keluarga mempunyai multi fungsi, yaitu fungis seksual dan juga reproduksi, fungsi
ekonomis, fungsi edukatif, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan agama, fungsi rekreatif, fungsi
sosial dan fungsi sosialisasi anak. Lihat Khairuddin Nasution, Hukum Perkawinan dan Kewarisan
di Dunia Muslim Modern, (Yogyakarta; ACAdeMIA, 2012), h. 289-293.



dalam rangka mentaati perintah Allah swt dan bagi yang melaksanakannya
adalah ibadah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah warohmah,” pertemuan antara laki-laki dengan perempuan
bukanlah tidak disengaja sebab Allah memang telah menciptakan

makhluknya berpasang-pasangan, sebagaimana firman Allah swt ini.*
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Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.
Rasulullah saw menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk

kawin dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana hadis yang

1 . 5
beikut ini
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“Wahai pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka
menikahlah karena yang demikian itu bisa menjaga pandangan dan juga dapat
menjaga hawa nafsu, jika kamu belum mampu untuk menikah, maka
berpuasalah”. HR. Bukhari dan Muslim.

Dengan perkawinan terbentuklah keluarga baru yang terdiri dari

suami dan istri, untuk selanjutnya baru akan lahir anak-anak. Suami dalam

rumah tangga adalah kepala keluarga,’suami juga pembimbing terhadap istri

* Kompilasi Hukum Islam, pasal 3 dan 4

* Al- Quran al Karim surat Al Rirm ayat 21.

> Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, Sohih Muslim, (Semarang : Toha Putra,
tth), juj 1 hal, 584-585.

6 Pengertian keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, se isi rumah, ibu bapak, anak-
anaknya, orang-orang se isi rumah yang menjadi tanggungan, atau satuan kekerabatan yang sangat
mendasar. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar bahasa Indonesia,(Jakarata;
Balai Pustaka. 1988), h. 413 dan W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 470. Keluarga juga diartikan dua orang atau lebih yang hidup
bersama, yang mempunyai hubungan darah, perkawinan atau karena pengangkatan. Bisari Mustofa
dan Elisa Vindi Maharani, Kamus Lengkap Sosiologi, (yogyakarta; Panji Pustaka, 2008), h. 103.



dan anak-anaknya, mengenai urusan rumah tangga diputuskan oleh suami
sebab suami yang mencari nafkah dan mengatur keluarga.” Salah satu fungsi
kepala keluarga adalah melindungi anggota keluarga sehingga keluarga
merasa nyaman dan aman. Posisi suami sebagai pemimpin dijelaskan dalam
Nas Al-Qurén,”®
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“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menatkahkan sebagian dari harta
mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah
memelihara (mereka).

Penjelasan di atas memberikan pemahaman yang kongkrit bahwa
hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
mengakui benar serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban suami dan istri
yang sesuai dengan porsinya masing-masing dan tidak mengakui bentuk
kekerasan baik bagi suami, istri ataupun anggota keluarga lainnya.

Setiap tindakan hukum, seperti halnya perkawinan ada tujuan, akibat
serta pengaruhnya terhadap keseimbangan hubungan antara individu suami

istri ataupun kelompok keluarga kedua belah pithak dan anggota masyarakat

lainnya, karena keluarga merupakan sistem perikatan suci dalam kehidupan

Dan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan Keluarga
Sejahtera Bab Ketentuan Umum, menjelaskan bahwa keluarga merupakan unit (Lembaga) terkecil
dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri , atau suami istri dan anaknya, atau ayahnya
dengan anaknya, atau ibu dengan ayahnya. Adapun hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama
dua orang lawan jenis yang bukan mahramnya yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan
beserta anak keturunannya yang dihasilakn dari akibat tersebut. Pengertian keluarga memiliki dua
dimensi; pertama, keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu, ini merujuk pada hubungan
darah dan perkawinan. Kedua “rumah tangga” dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting,
namun yang menjadi penekanan adalah kesatu hunian dan ekonomi. Sedangkan dalam al Qur’an
surat Thaha:132 dan surat al Tahrim: 6, keluarga di istilahkan dengan al/ Ahlu (Famili, keluarga
dan kerabat).

7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 33- dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79
dinyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

¥ Al- Quran al Karim surat Al- Nisd’,(4) ayat 34



berkelompok yang menimbulkan implikasi terhadap hak dan kewajiban setiap
individunya.

Perkawinan’tidak hanya menitikberatkan pada kebolehan melakukan
hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, akan tetapi mencakup
segi tujuan dan akibat hukumnya. Nilai-nilai dan norma-norma yang tertuang
dalam ajaran Islam telah direkonstruksi melalui proses dialektika pemahaman
manusia untuk melahirkan suatu sistem. Sistem itulah disebut hukum, hukum
berfungsi sebagai social control dan adakalanya sebagai social engineering'’.
Sistem inilah yang kemudian mengatur dan membimbing perilaku manusia
dalam menjalankan roda kehidupan, baik yang berhubungan dengan agama,
politik, ekonomi, sosial, budaya dan ataupun keluarga. Sehingga apapun
aktivitas umat muslim tidak boleh lepas dari nilai-nilai ketuhanan (aqidah).
Perkawinan bisa dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda disesuaikan
dengan kebudayaan atau kultur masyarakat, namun tetap memperhatikan
aturan hukum yang berlaku.

Aturan yang tidak tertulis namun erat hubungannya dengan kultur
masyarakat disebut hukum adat. Hukum adat disamping tidak tertulis juga
merupakan hukum non sttatutair “yang tidak diundangkan” kendati ada yang
tertulis, namun tetap dikatakan non sttatutair, yang tertulis itu sebagian kecil
saja dari hukum adat dan sebagian besar tidak tertulis. Hukum tertulis yang
dimasukan ke dalam hukum adat oleh para ahli hukum di Indonesia muncul
dalam bentuk peraturan-peraturan para raja dan sultan pada masa lampau,
seperti hukum perdata adat Jawa, dan hukum perdata adat Jawa Tengah.''
Oleh karena itu aturan hukum adat khususnya perkawinan di berbagai daerah
di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat,
letak geografis dan kepercayaan masyarakat yang juga berbeda. Perbedaan

antara suku, letak geografis ataupun bangsa merupakan nikmat yang Allah

? Karena perkawinan juga merupakan perjanjian, maka dari padanya lahir hak-hak dan
kewajiban dari dan kepada setiap orang yang terikat di dalamnya (suami, istri dan anak yang
dilahirkan, termasuk hak waris). al Quran al Karim surat Al- Nisa’ (4) ayat 32-33

1 Social control ; pegawas prilaku masyarakat, social engineering; pengerak masyarakat

! Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta; CV. Mas Agung,
1994) , h. 22



swt berikan untuk umat manusia agar saling mengenal, melengkapi sebagai
wadah penopang kemajuan dan perkembangan zaman.

Allah swt menciptakan manusia berpasang-pasangan dan terdiri dari
berbagai macam suku dan adat tertuang dalam firman Allah swt,'? berikut ini;
F{Fey 53 e (,&J» &‘Jf—’w Sexls ) 0Tl
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Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di
antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengetahui.

Perbedaan yang ada pada setiap daerah khususnya daerah-daerah yang
ada di Indonesia merupakan sebuah kewajaran dan patut dihargai perbedaan
itu. Adapun perkawinan menurut adat di berbagai daerah di Indonesia bukan
hanya berarti sebagai perikatan perdata saja, akan tetapi juga perikatan adat
dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.' Perikatan ini
menunjukkan bahwa ikatan perkawinan selain membawa akibat pada hak dan
kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban
orang tua, hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan
ketetanggaan, upacara-upacara adat dan keagamaan. Hukum adat juga
berguna untuk mengatur tata perkawinan di kalangan masyarakat di masing-
masing daerah yang menganut perbedaan prinsip dan asas-asas.'*

Salah satu bentuk perkawinan yang masih berlaku dalam adat adalah
sistem perkawinan semendo ambil anak. Menurut Djamanat Samosir yang
dimaksud dengan perkawinan mengambil anak adalah seorang anak laki-laki
diambil untuk suami dari seorang gadis, gadis tersebut adalah berhukum

patrilineal, dengan tujuan agar anak menantu laki-laki itu menjadi anaknya

2" Al-Qurdn al Karim surat al-Hujardt (49) ayat 13

" Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia:menurut perundangan, hukum adat
dan hukum agama,(Bandung:Cv Mandar Maju, 2007), h.8

' Perundang-undangan yang dimaksud adalah buku perundangan, Sending Delapan dan
Undang-Undang Adat Lembaga Raja Melayu, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990)
pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan terdapat dalam pasal 3-8.



sendiri, menjadi ahli waris dan anak-anak yang dilahirkan menjadi keturunan
dari klan istrinya."

Bentuk sistem perkawinan semendo ambil anak dalam masyarakat
matrilineal'® adalah bentuk perkawinan yang bertujuan mempertahankan garis
keturunan pihak ibu, di mana calon mempelai pria dan ataupun kerabatnya
tidak memberikan jujur.'’Pasangan suami istri masih tetap dalam keluarga
kerabat masing-masing namun anak keturunannya masuk keluarga istri, si
bapak tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anak dan hartanya. Dengan
kata lain bahwa perkawinan semendo ambil anak atau Inlijk Huwelijk dalam
bahasa Belandanya, adalah mengambil anak laki-laki sebagai menantu untuk
menjadi ahli waris mertuanya.'®

Menurut Talib Setiadi perkawinan semenda ambil anak bisa juga
terjadi pada masyarakat patrilinial apabila si calon suami tidak membayar jujur
atau pembayaran jujurnya masih terhutang. Jika terjadi perceraian maka si
suami dipersilahkan meninggalkan tempat kediaman dan kekerabatan istri
tanpa sesuatu hak baik hak terhadap harta maupun terhadap anak-anak. Bentuk
perkawinan ini bertujuan mempertahankan garis keturunan pihak ibu, hak dan
kekuasaan istri dalam keluarga lebih dominan. Kedudukan sosial istri lebih
tinggi dari suami, suami bukan kepala keluarga, istri menguasai harta kekayaan
dan tidak ada harta bersama karena semua harta milik istri."’

Perkawinan sistem semendo ambil anak pada hakekatnya terjadi pada

masyarakat matrilineal saja, yang mana suami yang menerima jujur dan bisa

" Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan
Hukum di Indonesia, (Bandung: Cv Nuansa Auli. 2013) , h. 283

'®Masyarakat matrilineal adalah masyarakat yang tersusun berdasarkan garis keturunan ibu,
sehingga yang menjadi ukuran hanyalah pertalian darah dari garis ibu. Dan dalam hukum waris,
persekutuan ini lebih mementingkan pihak perempuan. Soerojo Wignjodipoero, Op,. Cit, h. 109

"Secara yuridis, pemberian jujur adalah untuk mengubah status keanggotaan calon pengantin,
secara ekonomi, membawa pergeseran dalam harta kekayaan dan secara sosial, penyerahan jujur
mempunyai arti pihak si wanita mempunyai kedudukan yang dihormati. Bushar Muhammad,
Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar Menuju ke Sistem Bilateral-Parental (Pandangan
Sosiologis-Yuridis) (Jakarta: 1986), h. 42 Jujur artinya adalah pemberian/pembayaran oleh pihak
laki-laki kepada pihak perempuan, (pintaan)

'8 Djamanat Samosir, Op,.Cit h. 284-285.

' Talib Setiady, “Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam kajian Kepustakaan. (Bandung: Cv
ALFABETA, 2013),h. 238.



juga yang menerima jujur si istri akan tetapi belum dibayarkan karena masih
dalam posisi hutang. Pada kondisi jujur dalam masa hutang hubungan antara
menantu laki-laki dengan keluarga istri, seperti buruh dan majikan. Jika jujur
tidak dibayar maka menantu laki-laki di kemudian hari akan menjadi anaknya
sehingga si laki-laki berhak mendapatkan harta warisan dari mertua yang telah
mengangkatnya sebagai anak dan anak-anak yang dilahirkan otomatis menjadi
keturunan dari klan ibunya.

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia.
Masyarakatnya terdiri dari bermacam suku dan adat istiadat, seperti suku
Komring, suku Besemah, suku Lintang dan sebagainya. Suku Lintang sendiri
berdomisi di kabupaten Empat Lawang yang mayoritas penduduknya beragama
Islam. Secara geografis letak kabupaten Empat Lawang memang tidak strategis
dan kurang menguntungkan, sehingga kurang menarik bagi investor, pebisnis
dan pelancong baik luar maupun dalam negeri untuk melakukan aktivitas bisnis
dan menanamkan modal, masyarakat suku Lintang di Empat Lawang tidak
melepaskan tradisi perkawinan sistem mengambil anak, dengan sebutan dalam
bahasa Lintang perkawinan taambik anak.

Masyarakat suku Lintang termasuk dalam masyarakat Melayu dan
hampir keseluruhan masyarakatnya beragama Islam, namun demikian masih
banyak ditemukan praktik ritual adat. Mata pencarianya adalah sebagai petani
dan usaha ternak, hal ini dikarenakan struktur tanah di wilayah Empat Lawang
gembur, subur serta mengandung banyak humus. Bertani merupakan pekerjaan
para kaum prianya sedangkan para wanita bekerja mengurus rumah tangga, hal
ini dikarenakan masyarakat Empat Lawang menganut sistem kekeluargaan
Patrilineal.”

Perekonomian masyarakat kabupaten Empat Lawang masih sangat

memprihatinkan, sehingga mereka tidak segan-segan melakukan hal-hal yang

% Sistem kekeluargaan Patrilineal adalah masyarakat yang susunan kekeluargaannya ditarik
menurut garis keturunan kebapakan (garis laki-laki). Bapak adalah pancaran dari bapak asal dan
menjadi penentu dalam keturuan anak cucu, wanita yang kawin dengan laki-laki ikut suaminya
dan anak-anaknya menjadi keluarga ayahnya, dalam hukum waris lebih mementingkan laki-laki.
Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: Rajawali, 1988), h. 80-
82



negatif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu untuk memacu
laju pembangunan dan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
Empat Lawang, pembangunan di segala bidang harus dilakukan baik fisik
material maupun mental spritual, sehingga keberadaan Empat Lawang dapat
sejajar dengan daerah lain. Masyarakat Empat Lawang adalah masyarakat yang
ramah, mereka banyak memiliki kekhasan kebudayaan dan adat, seperti di
antaranya sistem perkawinan taambik anak.

Sistem perkawinan taambik anak adalah sistem perkawinan di mana
seorang menantu laki-laki diangkat menjadi anak oleh mertuanya, makna ini
sama dengan semendo mengambil anak. Di mana akibat hukum sistem
perkawinan seperti ini adalah keduanya menetap dan mencari natkah di rumah
pihak istri. Perkawinan semacam ini tidak populer terjadi bagi masyarakat yang
menganut sistem kekerabatan patrilineal, apalagi jujur dibayar tunai oleh
mempelai laki-laki, yang melamar juga pihak laki-laki namun yang berkuasa
terhadap harta adalah perempuan, tetapi hal ini terjadi pada masyarakat
kabupaten Empat Lawang yang berkerabatan patrilineal”’ Sistem perkawinan
taambik anak di Empat Lawang bukan bertujuan untuk mempertahankan
kekerabatan ibu, laki-laki mempunyai tanggung jawab lebih terhadap keluarga
pihak istri dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya, martabatnya
lebih rendah dari istrinya. Sehingga suami terindikasi diperlakukan tidak
semestinya, sepertilaki-laki bukanlah pemimpin keluarga walau dia sudah
melaksanakan kewajiban sebagai suami, yakni mencari nafkah, pelindung, dan
pengayom bagi keluargnya.

Kenyataan ini bertolak belakang dengan beberapa teori perkawinan
semendo mengambil anak baik yang terjadi pada kekerabatan matrilineal
maupun patrilineal, sebab menurut teori sistem perkawinan semendo
mengambil anak baik kekerabatan matrilineal maupun patrilineal, perkawinan
semacam ini bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan pihak ibu
sehingga si laki-laki dijadikan anak angkat, menjadi ahli waris, laki-laki tidak

membayar jujur, jujur hutang dan laki laki juga bukan yang melamar.

*! Informasi ini penulis dapatkan dari pengamatan dan juga wawancara dengan masyarakat.



Beranjak dari latar belakang inilah peneliti sangat berkeinginan untuk

melakukan penelitian berbentuk disertasi secara mendalam mengenai potret

sistem perkawinan taambik anak di kabupaten Empat Lawang Sumatera

Selatan. Dengan judul penelitian “Potret Sistem Perkawinan Taambik Anak di

Kabupaten Empat Lawang (Studi Analisis dalam Bingkai Pemahaman Figh

dan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan di Indonesia)

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia khususnya bagi

masyarakat di kabupaten Empat Lawang yang sampai saat ini masih

meninggalkan masalah tersendiri bagi kepastian hukum di Indonesia. Di

sisi lain hukum perkawinan juga menyuguhkan pilihan yang kadang kala

bertolak belakang dengan kenyakinan masyarakatnya dan juga bertolak

belakang dengan fakta yuridis. Oleh karena itu peneliti sudah

mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini yang meliputi;

a.

b.

e

Pelaku taambik anak adalah laki-laki kaya dan miskin

Yang melamar adalah pihak laki-laki.

Uang jujur dibayar tunai oleh pihak laki-laki

Sebagian dana pesta perkawinan ditanggung pihak laki-laki

Selama dalam perkawinan suami tidak mempunyai kekuasaan terhadap
harta maupun anak

Sistem kekeluargaan adalah patrilineal

Seolah- olah terputusnya hubungan suami dengan keluarga pihaknya
sendiri.

Istri yang mengendalikan keluarga

Kekuasaan istri lebih tinggi dari suami

Pelaku taambik anak tidak dijadikan ahli waris.

Jika terjadi perceraian laki-laki tetap harus bertanggung jawab terhadap
anaknya baik nafkah ataupun lainya

Harta yang didapat selama perkawinan harus di bagi dua.
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2. Pembatasan Masalah

Guna mengefektifkan pembahasan dalam penelitian ini, maka
diperlukan pembatasan masalah. Dalam hal ini batasan masalah yang
peneliti maksud adalah:

a. Konstruksi Sistem Perkawinan taambik anak.
b. Kedudukan suami istri dalam rumah tangga
c. Lokasi penelitian di Kabupaten Empat Lawang provinsi Sumatera

Selatan

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan peneliti di atas
maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:
a. Bagaimana konstruksi sistem perkawinan taambik anak di Kabupaten
Empat Lawang provinsi Sumatera Selatan ?
b. Bagaimana makna filosofi sistem perkawinan taambik anak di
Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan ?
c. Bagaimana rekonstruksi sistem perkawinan taambik anak di

Kabupaten Empat Lawang ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa

sistem perkawinan taambik anak suku Lintang di kabupaten Empat Lawang

Sumatera Selatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

1.

Untuk mengetahui secara mendalam tentang konstruksi sistem perkawinan
taambik anak di Kabupaten Empat Lawang provinsi Sumatera Selatan
Untuk mengetahui makna filosofis sistem perkawinan taambik anak di
Kabupaten Empat Lawang provinsi Sumatera Selatan.

Untuk mengetahui dan memahami secara mendalam tentang rekonstruksi

sistem perkawinan faambik anak di Kabupaten Empat Lawang
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D. Kegunaan/manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik

secara akademis maupun praktis.

1. Kegunaan secara Akademis/teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan

kontribusi ilmiah bagi pengembangan teori-teori lokal wisdom (budaya

lokal) mengenai konstrusi dan rekonstruksi sistem perkawinan faambik

anak di Kabupaten Empat Lawang provinsi Sumatera Selatan dalam

pemahaman figh dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan

di Indonesia.

2. Kegunaan secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan

a.

Dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya budaya lokal
tentang ragam sistem perkawinan di Indonesia, khususnya konstruksi
sistem perkawinan tfaambik ana di Kabupaten Empat Lawang provinsi
Sumatera Selatan

Manfaat lain diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi para
pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan dan arahan pada

masyarakat tentang budaya dan adat perkawinan.

. Dapat menambah informasi tentang kearifan lokal. Khususnya tentang

ragam sistem perkawinan di Indonesia

. Menjadi rujukan masyarakat dalam menjalani kehidupan berumah

tangga.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun referensi yang membahas masalah perkawinan adat bersistem

perkawinan semendo mengambil anak adalah tulisan Hilman Hadikusuma,

yang berjudul Hukum Perkawinan Indonesia Menurut perundang-undangan,

Hukum Adat dan hukum agama dan Hukum perkawinan Indonesia yang

diterbitkan oleh Mandar Maju, Bandung. Karya Hilman Hadikusuma ini
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memberikan gambaran yang luas tentang sistem perkawinan yang berlaku di
berbagai daerah di Indonesia, seperti di Batak, Lampung, Bali Minangkabau
dan Semendo.”

Pembahasan tentang sistem perkawinan dengan bentuk mengambil anak
yang merupakan suatu perkawinan pada kekerabatan patrilineal, adalah apabila
laki-laki tidak membayar jujur sehingga anak-anak keturunan menjadi generasi
penerus pihak kakek dari ibunya.”” Bentuk semendo ambil anak adalah suatu
perkawinan yang bersistem kekerabatan matrilineal dimana laki-laki diambil
menjadi anak dan dinikahkan dengan anak perempuannya dan kemudian
dijadikan sebagai ahli warisnya. Dalam perkawinan semendo ambil anak ini
yang membayar jujur adalah pihak perempuan. Lalu ada istilah perkawinan
sistem mengabdi, perkawinan mengabdi adalah sistem perkawinan yang
menganut sistem kekeluargaan patrilineal tapi laki-laki tidak dapat membayar
uang jujur atau uang jujur dalam keadaan hutang, selama uang jujur belum
lunas, maka si laki-laki harus mengabdi dengan cara bekerja untuk kepentingan
kerabat pihak istri.

Tulisan Hilman Hadikusuma ini belum menyinggung sistem
perkawinan mengambil anak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal
yang laki-lakinya membayar uang jujur, mahar secara tunai yang tidak
dijadikan ahli waris dan si laki-laki int hanya tidak mempunyai kekuasaan
dalam mengelolah harta, seperti yang terjadi pada suku Lintang Empat Lawang

Penelitian lainnya adalah tulisan yang berjudul Intisari Hukum Adat
Indonesia oleh Tolib Setiady, Pt Alpabeta. Bandung.** Di dalamnya ini
dijelaskan bahwa sistem perkawinan adat terbagi tiga, yaitu sistem endogami,
exsogami dan eleutherogami. Kemudian bentuk perkawinan adat adalah
perkawinan jujur, semendo, bebas, campuran dan perkawinan lari. Bentuk

perkawinan semendo adalah merupakan perkawinan yang terjadi pada

22 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia:menurut perundangan, hukum adat
dan hukum agama,(Bandung:Cv Mandar Maju, 2007),5-10

 Hilman Hadikusuma,.. ibid., h. 8

** Talib Setiady, "Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam kajian Kepustakaan. (Bandung: Cv
ALFABETA, 2013),h. 230-238
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masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal atau juga
patrilineal alternerend, kebapakan beralih-alih®® Perkawinan semenda berlaku
dilingkungan masyarakat adat yang matrilineal dalam rangka mempertahankan
garis keturuan pihak ibu. Dalam perkawinan semenda calon mempelai laki-laki
tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak perempuan, bahkan yang
melamarpun adalah pihak perempuan. Sehingga hubungan antara menantu
laki-laki dan mertua seperti buruh dan majikan

Tulisan Tolib Setiady ini hanya menjelaskan sistem perkawinan secara
umum, singkat dan belum menyentuh pada persoalan sistem perkawinan yang
ada di daerah—daerah secara rinci, sepertinya Tolib Setiady mengeneralisir
bahwa sistem perkawinan semendo mengambil anak hanya berlaku bagi laki-
laki yang miskin dan semata-mata hanya bertujuan mempertahankan garis
keturunan pihak ibu seperti di Rejang dan Lampung. Tulisan ini juga belum
sama sekali menyentu bagaimana keunikan sistem perkawinan semendo ambil
anak yang terjadi di daerah Melayu lainnya seperti sistem perkawinan taambik
anak di Empat Lawang Sumatera Selatan. Sehingga menjadikan peneliti
melakukan penelitian bagaimana potret sistem perkawinan taambik anak.

Kemudian tulisan Djamanat Samosir yang berjudul “Hukum Adat
Indinesia” Bandung. PT Nuansa Aulia. Memaparkan dan menjelaskan juga
tentang sistem ' perkawinan.. Menurut - tulisan beliau bahwa kekerabatan
masyarakat patrilineal bentuk perkawinannya adalah jujur. Perkawinan sistem
jujur adalah perkawinan dengan pembayaran jujur atau belis oleh pihak laki-
laki ke pihak perempuan.”’® Sedangkan bentuk perkawinan pada masyarakat
matrilinear dinamakan perkawinan semendo. Perkawinan semendo adalah
bentuk perkawinan yang bertujuan mempertahankan garis keturunan pihak ibu,
semendo berarti laki-laki dari luar. Pada bentuk sistem semendo calon
mempelai pria dan kerabatnya tidak memberikan jujur pada pihak perempuan.
Sejak perkawinan suami dan istri tetap dalam keluarga kerabat masing-masing.

Tetapi anak keturunannya masuk keluarga istrinya dan bapak tidak mempunyai

> Talib Setiady, ibid
*% Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan
Hukum di Indonesia, (Bandung: Cv Nuansa Auli. 2013) , h. 275-285
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kekuasaan terhadap anak-anaknya. Tulisan beliau ini juga tidak menyinggung
sama sekali bagaimana sistem perkawinan taambik anak di Empat Lawang,
kelemahan inilah yang peneliti teliti dalam bentuk disertasi.

Lalu tulisan Ahmad Bastari Suan, yang berjudul Lampik Mpat Mandike
Duwe, Pagaralam 2008. dijelaskan bahwa masyarakat Basemah mengutamakan
kedudukan laki-laki dibanding perempuan, karena kekerabatannya menganut
sistem kekerabatan patrilineal.”” Anak laki-laki yang lahir pertama tidak
diperbolehkan meninggalkan rumah orang tuanya, karena harus bertanggung
jawab atas kehidupan adik-adiknya terutama yang belum berkeluarga.
Perkawinannya jujur yang dikeluarkan oleh pihak laki-laki, sehingga berakibat
pada kekuasaan dalam keluarga adalah laki-laki. Anak dan harta adalah milik
suami dan di bawah kekuasaannya, istri berada dalam kekuasaan keluarga
suaminya, namun si istri bukanlah ahli waris dari kerabat suaminya, tapi dia
hanya dapat menikmati hasil dari harta.

Perkawinan semendo dalam masyarakat Basemah, yaitu perkawinan
yang apabila dalam suatu keluarga yang sama sekali tidak mempunyai anak
laki-laki, sehingga laki-laki diangkat jadi anak dan dikawinkan dengan anak
perempuannya, tanpa uang jujur, si laki-laki harus menetap dan berkedudukan
dalam rumah keluarga istri, suami juga melepaskan hak dan kedudukannya di
pihak kerabatnya sendiri.*® Tulisan ini belum sama sekali menyetuh sistem
perkawinan taambik anak masyarakat Lintang Empat Lawang. Kekosongan
inilah yang peneliti manfaatkan dan isi dengan penelitian berbentuk disertasi.

Mas’udi dengan peneltian yang berjudul Implementasi Fungsi Keluarga
pada Masyarakat Sosial Agresif di Kabupaten Pemekaran Empat Lawang
Sumatera Selatan, 2008. Dalam penelitian ini hanya membahas tentang fungsi
keluarga pada masyarakat Empat Lawang. Dalam penelitiannya menggunakan
metode kualitatif dengan fokus penelitian pada karakteristik fungsi keluarga
dalam pendidikan dan pembinaan anak dan tidak sama sekali menyentuh

tentang sistem perkawinan ataupun sistem kekeluargaan, sehingga peluang

" Ahmad Bastari Suan, Lampik Empat Mandike Duwe Sindang Medeke ke Kota Perjuangan,
(Pagar Alam, 2008), h. 20-23
28 Ahmad Bastari Suan, /bid
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inilah yang menjadikan peneliti bersemangat untuk meneliti dan menulis
budaya perkawinan pada suku Lintang di Empat Lawang.

Referensi lain yang dirujuk dalam membahas adat perkawinan adalah
tulisan yang dilakukan oleh direktorat Sejarah dan nilai tradisional yang
berjudul Adat dan Upacara Perkawinan Daerah. Dalam buku ini dijelaskan
bahwa perkawinan semendo “mendatangkan seseorang ke dalam lingkungan
suatu keluarga akibat perkawinan” dalam adat perkawinan suku bangsa Melayu
ada tiga bentuk. Yaitu semendo bleket, Semendo Taambik anak; Semedo rajo-
rajo. Tulisan ini sama-sekali tidak menjelaskan bagaimana pelaksanaan
perkawinan taambik anak pada masing-masing daerah di Sumatera Selatan. Di
sini hanya memberikan penjelasan bentuk perkawinan suku Melayu.
Sedangkan penelitian dalam disertasi ini menjelaskan secara rinci dan jelas
bentuk perkawinan taambik anak masyarakat suku Lintang Empat Lawang.

Sending Delapan dan Undang-undang adat Lembaga Raja Melayu
yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan kebuadayaan. Dan buku
yang berjudul, Koempoelan Oendang-oendang Adat Lembaga Dari Sembilan
Onderrafdeelingen oleh Hoesin, Ki Agues Palembang. 1938. Kedua buku ini
hanya menjelaskan tentang aturan yang terdiri dari pasal-pasal, diantara pasal-
pasal itu menjelaskan tentang aturan adat Semendo Ambil Anak , dalam pasal
tersebut di jelaskan bahwa seorang laki-laki yang melakukan pernikahan
semendo ambil anak tidak memberikan uang jujur atau apapun bentuknya
walau hanya sedikit, sehingga jika si laki-laki meninggal atau bercerai, maka
semua harta benda dan anak-anak milik si istri dan si suami tidak mendapatkan
apapun kecuali pakaian yang di badan.”

Kemudian Hukum Keluarga Indonesia yang ditulis oleh Ahmad
Tholabi Kharlie, buku ini menjelaskan bahwa persekutuan-persekutuan hukum
yang terdapat di Indonesia berbeda satu sama lain dalam susunannya, seperti
persekutuan hukum geneologis berdasarkan keturunan dan persekutuan hukum

teritorial berdasarkan kependudukan, yakni persekutuan hukum yang di

¥ Departemen Pendidikan dan Kebuadayaan., Sending Delapan dan Undang-undang adat
Lembaga Raja Melayu dan Hoesin, Ki Agues, Koempoelan Oendang-oendang Adat Lembaga
Dari Sembilan Onderrafdeelingen (Palembang. Sriwijaya Media Utama 1938), h. 1-20
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pengaruhi, baik geneologis maupun faktor teritorial.** Dalam persekutuan
hukum yang geneologis ada tiga tipe tata susunan, yaitu patrilineal, matrilineal
dan parental. Menurut sistem patrilineal keturunan diambil dari garis
keturuanan bapak dan menjadi penentu dalam keturuan anak cucu. Wanita
yang kawin dengan seorang laki-laki harus ikut suaminya dan anak anaknya
menjadi keluarga ayahnya.

Di sini hanya menjelaskan bahwa masyarakat yang menganut sistem
patrilineal mengakui bahwa yang menjadi penguasa adalah laki-laki, celah ini
peneliti jadikan untuk meneliti lebih lanjut tentang sistem perkawinan yang
berkekeluargaan patrilineal yang bersistem jujur, seperti sistem perkawinan
taambik anak masyarakat Lintang Empat Lawang.

Posisi perempuan dalam perkawinan taambik anak sangatlah dominan
dimana perempuan menguasai harta sedangkan suami hanya “pekerja’.
Perbedaan posisi ini tidak sama sekali disinggung oleh Ratna Batara Munti,
sehingga memberi peluang bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih

lanjut dalam bentuk disertasi.

F. Kerangka Teoritis

Hukum di Indonesia berkembang melalui tiga sistem hukum, ketiga
sistem hukum itu mempunyai coraknya masing masing, yakni hukum Barat,
hukum adat dan hukum Islam, ketiganyapun diberlakukan pada waktu yang
berbeda. Saat orang Belanda datang, mereka masuk ke bidang hukum, hukum
yang dikehendaki adalah hukum Barat, padahal jauh sebelum mereka datang
Islam telah masuk ke Indonesia melalui India yang dibawah oleh kaum mistik
dan sufi.

Islam di perlihatkan melalui perdagangan dan perkawinan, dan jika ada
seorang saudagar yang akan kawin dengan seorang wanita pribumi, maka
perkawinannya itu harus dilangsungkan menurut hukum Islam. Keluarga ini

kemudian mengikat tali persaudaraan dengan anggota masyarakat lain secara

% Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta, Pt Sinar Grafika 2013), H.
10-15
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islami dan segala ketentuan-ketentuan disesuaikan dengan norma hukum
Islam. Hukum Islam sebagai bagian dari agama Islam telah diterapkan dan
berkembang di masyarakat Indonesia, disamping hukum adat yang ada di
Indonesia dan berakar secara normatif dalam kebudayaan Indonesia.

Adapun salah satu bentuk sistem perkawinan berdasarkan adat pada
masyarakat Lintang Empat Lawang adalah sistem perkawinan taambik anak.
Untuk melihat potret sistem perkawinan faambik anak masyarakat Lintang
Empat Lawang dalam bingkai pemahaman Figh dan perundang-undangan
tentang perkawinan di Indonesia peneliti mengunakan grand theory, middle
theory dan applied theory sebagai alat ukur yang digunakan dalam membahas
hasil penelitian. Ketiga teori ini saling melengkapi dan menguatkan satu sama
lainnya.

Grand theory penelitian ini adalah maslahah mursalah yang terdiri
dari dua kata yaitu maslahah dan mursalah. Maslahah adalah bermakna
manfaat’’ atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat sedangkan
mursalah adalah lepas dari tunjukan Nas secara khusus. Menurut Imam al
Gazali maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan
dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’, Al-Gazali memandang bahwa
suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’ sekalipun
bertentangan dengan tujuan—tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia
tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syari’ tetapi sering didasarkan

kepada kehendak hawa nafsu. Sedangkan makna maslahah mursalah **

o 5l b jlest (o 2 a1 (B 3 o] dnkeas S g2

“Adalah setiap kemaslahatan yang tidak terdapat dalam nash syariat dalam

mengambil pengajarannya pada wujud dan macam-macam”

' Ed Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopidia Hukum Islam, (Jakarta: Pt Ikhtiar Baru Van Hoev,
1999), h 1143 ' '
32 Mustafa Ahmad Zarqa’l, Al-Madkhal al Figh al Am al-Addid, (Damasiq; 1978), h. 90
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Kemaslahatan yang disyari’atkan oleh syari’ dalam rangka mewujudkan dan
menjaga tujuan hukum, menciptakan kemaslahatan ummat.*> Maslahah
mursalah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariah Islam yang tidak
ditopang oleh sumber dalil yang khusus baik bersifat melegitimasi atau
membatalkan maslahat tersebut.’* Imam Malik sendiri juga menerima
maslahah mursalah sebagai hujjah.

Teori maslahah mursalah menurut Muslehuddin terikat pada konsep
tujuan syari’at untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi memberikan
kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan ummat.*

Adapun Maslahah Mursalah ada beberapa macam ditinjau dari
berbagai segi yakni
1. Maslahah daruriyah,

yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat
manusia di dunia dan diakhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini
adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara

keturunan dan memelihara harta.

2. Maslahah hajjiyah,

yaitu  kemaslahatan ~yang dibutuhkan dalam menyempurnakan
kemaslahatan ' pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk
mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya

dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas salat.

3. Maslahah tahsiniyah,

yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasan yang dapat
melengkapi dua kemashatan sebelumnya. Misalnya, makan makanan yang

bergizi dan berbagai macam cara menghilangkan najis.

33 Abdul Wahab Khalaf, IImu Usitl Figh, Ali Bahasa, KH. Masdar Helmy (Bandung:
Gema Risalah Press, 1997), h. 142

3* Muh Abu Zahrah, Usitl Figh, Penerjemah, Saefullah Ma’sum, Dkk (Jakarta; Pustaka
Firdaus, 1994) h 427

> Muhammad Muslehuddin, Philosophy of Islamic Law and The Orientalis A
Camparativ Study of Islamic Legal System alih bahasa Wahyudi Asmin, (Yogyakarta; Tiara
Wacana, 1991), h. 127
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Adapun syarat menuju kemaslahatan itu, yakni:

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil
yang terdiri dari tujuan-tujuan syariat. Maslahat tidak boleh menegaskan
bertentangan dengan dalil yang gath’iy. Akan tetapi harus seseuai dengan
maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh syar’i. Misalnya
jenis maslahat itu tidak asing meskipun tidak diperkuat dengan adanya

dalil khas.

2. Maslahat itu harus masuk akal “rational”, mempunyai sifat yang sesuai

dengan pemikiran yang rasional, agar diterima oleh kaum rasionalis

3. Penggunaan dalil maslahat ini dalam rangka menghilangkan kesulitan
yang terjadi raf’u haraz lazim, sebab seandainya malashat yang dapat

diterima akal tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.*

4. Harus benar-benar maslahah. Maksudnya ialah agar pembentukan hukum
itu mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. jika maslahah
itu berdasarkan dugaan tanpa mempertimbangkan apakah maslahat itu
bisa lahir lantaran pembentukan hukum itu atau tidak berarti maslahat itu
hanya diambil berdasarkan dugaan semata. Misalnya, maslahat dalam hal
merampas hak suami dalam menceraikan isterinya dan kemudian hak talak

itu dijadikan sebagai hak gadhi dalam seluruh suasana.

5. Maslahah itu sifatnya umum, maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya
dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau maslahah dapat
melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar
dapat terwujud, karena itu hukum tidak bisa disyariatkan lantaran hanya
membuahkan kemaslahatan secara khusus kepada pimpinan atau orang-

orang tertentu dengan tidak menaruh perhatian kepada kemaslahatn umat.

3% Syarat-syarat (a,b,dan ¢) adalah yang diajukan oleh Imam Malik. Abd. Aziz Dahlan. H
427-428 dalam Ensiklopidia Hukum Islam.
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Dengan kata lain kemaslahat itu harus memberi manfaat bagi seluruh

umat.37

6. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahat tidak berlawanan
dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma’ Karena itu
tuntutan kemaslahatan untuk mempersamakan antara hak laki-laki dan
perempuan dalam hal pembagian harta warisan, merupakan maslahah

yang tidak bisa dibenarkan.

Syarat di atas tersimpul dalam lima jaminan dasar kemaslahatan manusia
syakni keselamatan keyakinan, keselamatan jiwa, keselamatan akal atau
kehormatan, keselamatan keluarga, keselamatan keturunan, dan ke
selamatan harta benda. Kelima jaminan dasar ini selaras dengan magasid
as-syariah, yakni untuk memelihara lima rukun kehidupan manusia yaitu
agama, akal, keturunan, harta, dan j iwa.*® Lima dasar inilah yang menjadi
patokan untuk mengatakan sesuatu itu maslahah atau tidak. Asy Syatibi

mengungkapkan definisi magasid al-asyari’ah adalah;
e Ll ol B egrdlas ol B gy Wil b e B Cag L dagptdl o

“Sesungguhnya syari’at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia
di dunia dan akhirat”

Fathi al-Duraini mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat
dan ditujukan untuk hukum itu sendiri melainkan dibuat dan ditujukan untuk
tujuan lain yakni kemaslahatan.* Muhammad Abu Zahrah juga menegaskan
bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan dan tidak satupun

hukum yang disyari’atkan baik dalam al-Quran maupun dalam Sunnah

*” Abd. Aziz Dahlan. Ensiklopidia Hukum Islam, h. 427-428 .

% Kelima unsur ini (Dariiriyyah) di isyaratkan oleh Allah swt dalam Al Qur’an surat al
Mumtahanah ayat 12. Menurut para ahli Ushul walaupun ayat ini tertuju pada wanita, akan tetapi
hal ini juga berlakup pada kaum pria. Tidak syirik; dalam rangka menjaga agama, tidak mencuri;
dalam rangka menjaga harta, tidak berzina; dalam rangka menjaga keturunan dan kehormatan dan
tidak membunuh dalam rangka menjaga jiwa.

% Al- Sydtibl, al Muwéfaqat fi ihsul al syaridh ( Kairo: Mustafd Muhammad, Tth) jil I,
h. 20

0" Fathin al Duraini, al-Manahij al Usuliyyah bi a- Ra’yi fi al-Tasyri’, (Damasyik: Dar
al- Kutub al-Hadist, 1975), h. 28
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melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.*'Dalam mewujudkan dan

memelihara kelima pokok kehidupan manusia itu, yakni ada tiga tingkatan

kebutuhan itu, yakni,

1.

Dariiriyah yang berarti mendasar, yakni kemaslahatan mendasar dalam
mempertahankan dan melidungi eksistensi kelima kemaslahatan pokok.
Apabila kemaslahatan itu hilang manusia bisa hancur. Sebab menurut as
Syatibi adanya kelima dasar ini agama dan dunia dapat berjalan seimbang
dan jika dipelihara dapat memberikan kebahagian bagi masyarakat dan
juga pribadi.*?

Hajiyyah adalah kemaslahatan tambahan dalam rangka mempertahankan
dan melindungi agar keperluan dalam melestarikan lima pokok tesebut
tetap aman, tetapi kadar kebutuhannya berada di bawah kebutuhan ad-
darariyyah. Tidak terpeliharanya al-hdjiyvah tidak akan terancamnya
eksistensi kelima pokok tersebut, akan tetapi akan membawa kesempitan
dan kepicikan baik dalam usaha mewujudkan maupun pelaksanaanya.
Padahal Allah swt memerintahkan kepada umat manusia untuk
menyingkirkan kepicikan dan kesempitan, sebagaimana firman-Nya

dalam surat al Bagarah : 185
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“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan

hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan
kepadamu, supaya kamu bersyukur.

3. Tahsiniyyah adalah kemaslahatan dalam rangka mewujudkan peningkatan

kualitas kelima pokok kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, yakni

menyangkut yang terkait dengan makarim al akhlak. Jika kemaslahatan

*! Muhammad bu Zahrah, Usiil al-Figh, (Mesir; Dar al-Fikr al-Arabi, 1968), h. 366
2 Al Syitibi, Op.,Cit, h 4
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ini tidak terpelihara, maka akan menyalahi kepatuhan dan menurunkan
martabat pribadi ataupun masyarakat saja.*

Jadi jelas bahwa kemaslahatan itu dapat terungkap jika sesuai dengan
magqasid al-Syari’ah yang tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang
mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari’atkan Allah swt
terhadap manusia. Sebab magasid al-syari’ah bertujuan untuk mengetahui
tujuan yang hendak dicapai oleh Allah, sehingga yang menjadi alasan
utamanya adalah mengenai masalah hikmah dan illat ditetapkannya hukum.
Oleh sebab itu tujuan hukum merupakan salah satu faktor penting dalam
menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad.

Adapun dasar hukum yang menjadi alasan bahwa setiap hukum harus
mengandung maslahat bagi manusia adalah Al-Quran.*
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Kami utus Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar

supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya

Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi
semesta alam.”
Adapun dalil umum yang diungkap oleh ulama yang menjadikan
maslahah mursalah sebagai hujjah, adalah sebagai berikut:
1. Amalan para sahabat, sahabat mengumpulkan Al-Quran kedalam beberapa
mushaf, padahal Rasulullah tidak pernah menyuruh. Dengan tujuan untuk

menjaga kitab ini dari kepunahan. Kemudian contoh yang lain adalah saat

“ As Syatibi, Op.,Cit, h 4
* Al-Quran Surat Al-Nisd’;165 dan surat Al-Anbiya’ ayat 107
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Umar bin Khattab memerintahkan para penguasa agar memisahkan antara
harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaan agar

terhindar dari manipulasi.

2. Adanya maslahah sesuai dengan magqasid al- syari’ah , dengan mengambil
maslahah berarti sama dengan merealisasikan magdashid al-syari’ah.
Menggunakan dalil maslahah atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum

pokok yang berdiri sendiri.

3. Seandaiya maslahah tidak diambil pada setiap kasus yang mengandung
maslahah selama berada dalam magqgdashid as-syari’ah, maka orang-orang

mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.

Kemaslahatan umat manusia itu sifatnya selalu aktual, karena itu jika
tidak ada hukum yang berdasarkan maslahah mursalah dalam hal masalah
baru niscaya pembentukan hukum hanya akan terkunci berdasarkan maslahah
yang tidak berdasarkan maslahah yang mendapat pengakuan syar’i, dengan
demikian kemaslahatan yang dibutuhkan umat manusia di setiap masa
menjadi terabaikan. Hal ini tidaklah cocok dan tidaklah sesuai dengan
maksud syari’at yang ingin mewujudkan kemaslahahatan bagi kehidupan
umat manusia. ,*

Oleh karena itu untuk memahami sistem perkawinan taambik anak
suku Lintang dalam bingkai pemahaman figh dan peraturan perundang-
undangan tentang perkawinan di 'Indonesia perlu penelaahan secara
mendalam tentang sistem kekerabatan dan konsekuensi hukum sistem
perkawinan faambik anak baik terhadap hak dan kewajiban suami ataupun
istri, kekerabatan anak, kekuasaan harta dan kewarisan. Pola-pola itu akan
dibahas dan dikritisi melalui teori-teori yang dipaparkan baik teori dalam
kerangka pikir maupun yang ada dalam landasan teori.

Masukan dan kritik yang baik merupakan langkah yang utama dalam

memahami potret sistem perkawinan taambik anak suku Lintang serta sangat

* Nasrun Haroen, Usil Figh I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu , 1977),. h. 128
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diperlukan dalam rangka untuk membebaskan masyarakat yang terkungkung
dalam dilema sistem perkawinan faambik anak, sehingga pendekatan,
pemikiran dan pemaknaan sistem perkawinan bisa lebih dinamis, relevan
dengan hukum Islam dan perundang-undangan tentang perkawinan yang
berlaku di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan analisa yang sungguh-sungguh
dan berbagai pendekatan yang relevan untuk mengungkap sistem perkawinan
taambik anak suku Lintang ini.

Sedangkan middle theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah

al-"urfu dan al-‘adah. al-‘ddah secara bahasa adalah sesuatu yang sering

berulang karena terambil dari bahasa Arab ss4 3 (3315) yang berarti y Sl

yakni pengulangan®® ia merupakan perbuatan yang sering berulang sehingga

mudah terlaksananya bahkan dapat pula dikatakan tabiat. Menurut istilah,

ulama Ushul Figh adatadalah Jé&s & s & e 5,Sad 1,0 Y1 “pekerjaan yang

berulang-ulang terjadinya tanpa menggunakan rasional”.*’ Sedangkan

Jalaluddin Abdurahman mengatakan adat adalah :
S5 ade (349 Lghad ade Jgud andi Aol 2 Ol | IS a3kl L

“Suatu kebiasaan setiap diri manusia yang mudah terlaksana dan sulit untuk

meninggalkannya dan masih bersifat individu belum bersifat umum”.**

Muhammad Abu Zahrah dalam buku Ushul Figh mengatakan:
50l deds Calinly O Malre o WUl sl s

“Apa yang dibinasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap

49
dalam urusan-urusannya”.

% Karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan adat, walaupun tidak

ada ukuran seberapa banyak hal itu telah dilakukan. Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta,
Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 363 .

" Musthafa Ahmad al-Zarqa’, al-Magdal ‘ald al-Fighi al-Am , (Beirut; Darul Fikr, 1968),

Jil 3, h. 838

* Jalaluddin Abdurahman, Ghayah Usiil ad Daga’lg Ilm al-Usiil, (Mesir; Darul Kutub,

1992), h. 343

* Muhammad Abu Zahrah, Usil Figh (Mesir; Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 288
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Abdul Wahab Khalaf, juga memberikan komentarnya dengan &eSows 85

“Adat adalah syari’ah muhkamah”.>

Dengan demikian secara umum pengertian adat dapat disimpulkan
bahwa adat merupakan suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus
dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinu
manusia mau mengulangnya.’’ Adapun pengertian adat dalam istilah Ushul
Figh adalah adat merupakan sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia
dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan dan
perbuatan yang dilakukan berulang.’*

Adapun menurut Amir Lutfi ‘urf adalah sesuatu yang dibiasakan dan
diketahui oleh rakyat umum atau golongan masyarakat.”> Pengertian ini
menunjukkan bahwa antara adat dan ‘urf mempunyai perbedaan. Adat tidak
semuanya sesuai dengan dalil syar’i dan tidak bisa dijadikan hujjah atau
sandaran hukum. Sedangkan urf dapat dijadikan sebagai sandaran hukum.
Ahmad Azarqa’ berpendapat bahwa sesungguhnya adat lebih luas dari ‘urf
karena adat adalah gabungan seluruh amal yang lahir dari kebiasaan individu
sedangkan ‘urf adalah kebiasaan mayoritas kaum, dengan singkat kata setiap
‘urf adalah adat dan setiap adat belum tentu ‘urf. Adat lebih dahulu datangnya
dibanding ‘urf karena asal ‘urf adalah adat dan ‘urf itu sendiri cocok dengan
dalil syara’.’*

Menurut Abdul Wahab ‘urf terbagi dua yaitu ‘urf sahihah dan ‘urf
fasidah. ‘Urf sahihah adalah sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan
tidak berlawanan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan
tidak mengugurkan kewajiban. Misalnya saling pengertian tentang jumlah

maskawin. ‘Urf sahihah merupakan kebiasaan yang diterima oleh banyak

0 Abdul Wahab Khalaf, Masddir al-Tasyri’ Fi ma ld Nashshah Fih, (Kuwait: Dar-al-
Qalam, 1983), h. 90
3 Abdul Walid’ ¢ Kumpulan Kaidah Usul Figh’ (Jogjakarta; IRCiSoD, 2014), h. 150-151

A 335 Al gale g Jslaall aSa o ddle (il el La Balal)
32, Balall panayg &3 gl Jad o) JgB (ha Al )9y Laa g uldl) e L
3 Amir Lutfi”, Hukum Perubahan Struktur Kekuasaan; pelaksanaan Hukum Islam
dalam kesultanan Melayu Siak,1901-1942, (Pekan Baru; Suska Press, 1991), h. 20
> Musthafa Ahmad al-Zarqa’ ibid, h. 834
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orang, dan tidak bertentangan dengan syara’. Rasulullah saw bersabda

sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad.

U Ogabenad) 8Tylag o ) i g5 L O pakenadl 0Tyl 1 hasg ake ) o 0V Sy JUB

dof 01y . g dil dis g3

“ Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan, maka ia

disisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum

muslimin merupakan keburukan, maka ia juga dipandang Allah keburukan.”
HR Ahmad®

‘Urf  sahihah dapat digunakan sebagai hujjah sedangkan ‘urf fasidah
tidak dapat digunakan sebagai hujjah dalam rangka untuk melihara hukum dan
proses peradilan.56 Para mujtahid tentu harus melestarikan dan
memeliharanya. Sesuatu yang sudah saling dimengerti oleh manusia dan yang
telah disepakati, dinggap sebagai kemaslahatan serta tidak bertentangan
dengan syara’ harus dijaga dan dilestarikan. ‘Urf" fasidah adalah segala sesuatu
yang sudah dikenal oleh manusia tetapi berlawanan dengan syara’. Misalnya
manusia saling mengerti untuk berbuat zhalim. ‘Urf fasidah adalah kebiasaan
yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun
bertentangan dengan syara’, undang-undang dan juga sopan santun.

‘Urf yang dijelaskan oleh Abdul Wahab ini peneliti jadikan patokan
sebagai salah satu alat menganalisa hasil penelitian tentang sistem faambik
anak masyarakat Lintang. Adapun kaidah figh yang di gunakan sebagai dasar
bahwa ‘urf di jadikan sebagai metode dan sumber ijtihad, yaitu kaidah

S Sl ad arp Al B Yy ad el Yy ks ¢ 20l a3y b JS

“Setiap yang datang dengannya syara’ secara mutlak, dan tidak ada

ukuranya dalam syara’ maupun dalam bahasa, maka kembalikan pada ‘urf.”>’

> Kitab Hadis 9. Kitab Ahmad.

%6 Abdul Wahab Khalaf, /lmu Ushul Figh, (Kuwait: Dar ul al Qalam. 1983), h. 89

7 Abdul Waid ‘Kumpulan Kaidah Ushul Figh Terlengkap dan Up To Date. (Jogkarta
IRCiSoD, 2006), h. 154
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Kaidah &St 83WiLalu kaidah cyee 4l ks 33 Lwor Ogakonddl oy L dan 29l

b, byiadS B lalu Sl Jad g Wl (B Uil Wy Was ¢ 2 4y 359 b IS

“Semua yang diatur oleh syara’ secara mutlak, namun belum ada ketentuan
dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan kepada ‘urf.*®

Jadi dapat dipahami bahwa kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang
baik berupa perkataan maupun perbuatan dan berlaku khusus maupun berlaku
umum yang bertentangan dengan dalil syar’i disebut ‘urf fasidah sehingga
tidak dapat dijadikan sebagai hujjah sedangkan ‘urf sahihah kebiasaan yang
tidak bertentangan dengan dalil syar’i dan dapat dijadikan sebagai hujjah.

Untuk melihat apakah kebiasaan itu termasuk ‘urf sahih atau ‘urf fasid
dapat melalui magasid al- syari’ah,. Maksudnya adalah jika perbuatan atau
perkataan itu tidak melanggar magqashid al- syari’ah, yakni menjaga agama,
menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga kehormatan
atau akal, maka kebiasaan itu termasuk ‘urf sahihah, namun jika dapat diduga
kuat bahwa kebiasaan itu merusak salah tujuan penegakan hukum atau yang
disebut magqdashid al- syari’ah, maka kebiasaan itu dipastikan adalah ‘urf
fasidah.

Demi untuk mendapatkan hasil yang baik, ilmiah dan objektif yang
berdasarkan pada grand dan middle theory, diperlukan juga teori terapan
‘applied theory’. Yakni teori receptio in complexu dan teori syahadah atau
kredo. Secara bahasa, receptio in complexu bermakna penerimaan secara utuh
atau meresepsi secara sempurna. Mr.Lodewijk Willem Charistian Van Den
Berg (1945-1972), sebagai pencetus teori ini mengatakan bahwa bagi
pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya sendiri. Untuk kaum
Hindu berlaku hukum Hindu, untuk kaum Kristen hukum Kristen dan untuk

kaum Islam berlaku hukum Islam.>® Menurut ahli hukum dari Belanda ini

*% Abdul Waid ‘Kumpulan Kaidah Ushul..., Ibid

% Pendapat L.W.C. Van Den Barg ini dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, di
antaranya: Soekanto, meninjau Hukum adat di Indonesia Suatu Pengantar untuk Mempelajari
hukum Adat, (Jakarta; Rajawali Press, 1981), h. 53. Sajuti Thalib, Reseptio a Contrario,(Jakarata;
Academica, 1980), h .5. Bushar Muhammad, A4sas-asas Hukum Adat, suatu Pengantar,(Jakarta;
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hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Ajaran ini telah diungkapkan
sebelumnya oleh Carel Frederik Winter, ahli mengenai Jawa-Javanici (lahir
dan meninggal di Yogyakarta 1799-1859). Kemudian dikembangkan dan
diberi nama oleh L.W.C. Van Den Berg dengan teori Receptio in
Complexu.*°Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, demikian menurut
Van Den Berg, sebagaimana dikutip oleh Soekanto, maka menurut ajaran ini
hukum pribumi ikut agamanya. Jika memeluk suatu agama, maka harus juga
mengikuti hukum agama itu dengan setia. Jika dapat dibuktikan satu atau
beberapa bagian, adat-adat seutuhnya atau bagian-bagian kecil sebagai
kebalikannya, maka terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam hukum
agama itu.’’ Penyimpangan-penyimpangan yang dimaksud di sini adalah
ajaran agama yang telah berasimilasi dengan tradisi lokal, baik dalam
pelaksanaan upacara kematian atau perkawinan.Van Den Berg memang

membicarakan hukum agama secara umum, namun dalam uraian-uraiannya

Pradnya Paramita, 1994), h. 4. Buku asal karangan van den Berg sendiri mengenai hukum Islam
berjudul: “De Beginselen van het Mohammadaansche Recht, volgens de Imams Aboe Hanifah en
Syafi’i (Dasar-dasar hukum Islam menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i), (Batavia, Ernst en Co.
S’Gravenhage, M. Nijhorf, 1883). Buku ini dapat kritikan serius oleh Snouck Hurgronje yang
tertuang dalam: “ Verspreide geschrifien van Snouck Hurgronje” (Kumpulan karangan Snouck
Hurgronje), (Bonn dan Lepzig, 1923) mengenai hukum Islam, terjemahan INIS (/ndonesia n-
Netherlands Coorporation in Islamic Studies), (Jakarta; INIS,-1995). Soepomo, Bab-bab Tentang
Hukum Adat,(Jakarta, PT Pradnya Paramita,1986), h. 3-20

% Jika Van Den Barg berpendapat demikian, sebagaimana yang dikemukakan antara lain
oleh Soekanto di atas, kiranya perlu diteliti kembali. Dalam agama Kristen tidak ada hukum
seperti pada agama Islam; yang ada hanya moral (moral keagamaan). Hukum Injil tidak
berpengaruh kepada umat Kriten karena umatnya berpegang kuat kepada ajaran Paulus yang anti
kepada hukum agama karena dipandangnya sebagai kutuk. Agama Hindu memang ada hukum
yang disadur dari Hindia Timur dan disusun ke dalam bahasa Jawi. Di Jawa hal ini tidak
ditemukan lagi, tetapi di Bali dan Lampung masih ada. Cuma nilai kemurniannya juga diragukan,
sebab aturan-aturan Hindu yang asli telah bercampur baur dengan tradisi lokal, bahkan juga
dengan Islam, seperti ada dongeng-dongen dan pelajaran budi pekerti. Sayangnya tidak dapat
dikatakan hukum Hindu asli yang tertulis dan tidak pula hukum (adat) yang hidup yang tidak
tertulis (lihat van Vollenhoven), Orientatie in het Adatrecht van Nederlansch-Indie (Orientasi
dalam Hukum Adat Indonesia), (E.J. Brill, Leiden, 1918-1933), h. 161-162. Hal senada juga
dikemukakan oleh Hazeu dalam Pepakem Cirebon, h.124-126, 128 dan 141. Di Bali misalnya
agama Hindu menyatu dengan adat Bali sehingga antara agama Hindu dan adat Bali merupakan
satu kesatuan dan tak dapat dipisahkan (Lihat Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, (Jakarta;
Bina Aksar, 1981), h. 56-57. Kendati demikian, Van Den Barg lebih menitik beratkan uraiannya
tentang hukum Islam, sesuai dengan mayoritas penduduk Indinesia yang beragama Islam. Inilah
yang menjadi polemik berkepanjangan oleh para ahli hukum sesudahnya, antara hukum adat dan
hukum Islam.

%! Soekanto, Ibid
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lebih fokus pada hukum Islam, maka pembahasan mengenai teorinya ini lebih
diarahkan kepada kedudukan hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia.

Menurut teori ini, hukum yang berlaku di daerah-daerah yang
masyarakatnya memeluk agama Islam adalah hukum Islam. Penganut teori ini
memandang bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat Islam adalah
hukum Islam. Teori ini bertitik tolak dari pengamatannya pada politik hukum
kolonial pada waktu itu, yang memberlakukan hukum Islam bagi pribumi
yang beragama Islam, hal ini senada dengan ungkapan dalam Regeerings
Reglement, Staatsblad 1854: 129 dan Staatsblad 1855: 2 Pasal 75, 78, dan
109. Dan pada tahun 1882 ditetapkan Staatsblad 1882: 152 tentang
reorganisasi lembaga peradilan. Reorganisasi ini pada prinsipnya bertujuan
membentuk pengadilan agama yang baru di samping Landraad (Pengadilan
Negeri).

Banyak tulisan Van Den Berg tentang Islam, termasuk Islam di
Indonesia. Satu di antara tulisannya adalah Hukum Keluarga dan Hukum
Waris Islam di Jawa dan Madura dengan berbagai Penyimpangan.®* Buku
ini merupakan dukungan sekaligus panduan terhadap pengadilan agama untuk
pulau Jawa dan Madura seperti yang diatur dalam Stbl. 1882: 152. Dalam
buku Hukum Kekeluargaan dan Hukum Kewarisan Islam di Jawa ini Van
Den Berg menguatkan pendapatnya, bahwa bagi orang Islam di Indonesia
berlaku hukum Islam. Dasar pemikiran Van Den Berg, di samping
penelitiannya di daerah jajahan, juga  karena melihat konsep VOC.
Sebelumnya pemerintah VOC mengakui berlakunya hukum perdata Islam
(Civiele wetten der Mohammedansche) yang dituangkan dalam Resclusi
tanggal 25 Mei 1760 (Resolutie der Indische Regeering). Isinya adalah
kumpulan aturan hukum perkawinan dan kewarisan menurut hukum Islam

untuk dipakai pada pengadilan VOC bagi orang Indonesia, yang dikenal

62 Yang dimaksud Penyimpangan adalah praktek-praktek tradisi dalam upacara tertentu
yang bercampur dengan ajaran Islam, seperti upacara kematian, perkawinan dan lainya. Sebagai
warisan dari pengaruh Hindu sebelumnya yang kemudian menyatu dengan tradisi Jawa.
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dengan Compendium Freijer.*Ada juga kumpulan peraturan hukum
perkawinan dan kewarisan Islam yang ditetapkan di daerah-daerah seperti
Cirebon, Semarang dan Makasar.®*yang mayoritas masyarakatnya kuat
memeluk Islam.

Menurut Sujuti Thalib bahwa kenyataannya hukum Islam berlaku
bagi penduduk asli Indonesia dan telah berjalan lama sebelum tahun 1885.
Diperkuat peraturan perundang-undangan, seperti dimuat dalam Stbl, 1854:
129 atau Stbl. 1855:2 ditegaskan berlakunya hukum Islam bagi orang Islam
Indonesia, dinyatakan bahwa “Hakim Indonesia hendaknya memberlakukan
undang-undang agama dan kebiasaan penduduk Indonesia”. Sementara ayat
(4) menyatakan bahwa “undang-undang agama, insteling dan kebiasaan itu
pula yang dipakai untuk mereka oleh hakim Eropa pada pengadilan yang
lebih tinggi jika terjadi banding”.® Dengan demikian Sajuti Thalib
berkesimpulan bahwa Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang tertulis dan tegas telah mengakui bahwa
undang-undang agama Islam dengan istilah Goddientige Weten (peraturan
atau hukum Tuhan) berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam.
Bahkan peradilan yang diberlakukan untuk mereka juga peradilan hukum
Islam.®®

Dari keterangan 'ini dapat disimpulkan bahwa hukum asli atau

hukum yang hidup bagi bangsa Indonesia menurut Van Den Berg itu adalah

83 Asro Sastroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta,
Bulan Bintang, 1975), h. 11. Soepomo mengatakan bahwa Compendium Freijer itu berupa buku
yang berisikan aturan-aturan hukum kawin dan hukum waris menurut hukum Islam untuk dipakai
oleh pengadilan V.O.C. Soepomo dan Djokosutono, Sejarah Politik Hukum Adat,(Jakarta;
Djambatan, 1995). jId II. h.30.

%4 Sujuti Thalib, op.cit., h.6

% Ibid., h. 6-7. Tapi Sajuti Thalib tidak menjelaskan pada pengadilan mana undang-
undang Islam itu harus diberlakukan. Sebab di samping ada pengadilan agama yang diatur oleh
pemerintah Hindia Belanda, juga ada Pengadilan Negeri (Landraad) untuk perdata dan perkara
sipil bagi semua warga negara di wilayah jajahan. Lagi pula kewenangan Pengadilan Agama
waktu itu terbatas pada soal perkawinan dan kewarisan; selebihnya masih tetap memakai
Landraad. Kendati pasa 78 R.R, tersebut menyatakan bahwa jika terjadi perkara perdata antara
sesama orang Indonesia atau dengan mereka yang dipersamakan dengan pribumi, namaun mereka
harus tunduk kepada putusan hakim agama atau kepala masyarakat menurut undang-undang
agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka; termasuk juga orang Arab, Moor dan Cina, baik
beragama Islam maupun tidak beragama (Pasal 109).

66 Sajuti Thalib, op.cit., h. 7-8.
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hukum agamanya sendiri. Bagi umat Islam sebagai konsekwensi terhadap
agama yang di anutnya harus tunduk kepada hukum agamanya itu, yang
dalam istilah al-Qur’an disebut kaffah.

Sajuti Thalib mengatakan lebih lanjut, bahwa Van Den Berg orang
Belanda yang memperlihatkan secara tegas pengakuannya atas kenyataan
bahwa hukum Islam berlaku di Indonesia. Van Den Berg mengusahakan agar
hukum kewarisan dan perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim
Belanda dengan bantuan penghulu/Qadi Islam.®’

Kegiatan dakwah dalam Islam adalah orang-orang Islam yang
datang ke Indonesia pada mulanya untuk berdagang, kegiatan untuk
mengajak memeluk agama Islam bukanlah merupakan utusan suatu
organisasi atau kelompok keagamaan. Setiap pribadi berhak menjadi juru
dakwah secara individu sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena itu para
pedagang dari Hadramaut merupakan da’i-da’i independen. Aktifitas dakwah
yang dilakukan oleh para perantau Minangkabau dan Bugis di segenap
pelosok nusantara, yang berprofesi sebagai pedagang, nelayan, politisi, dan
guru. Oleh sebab itu Van Den Berg mengakui bahwa para pedagang dari
Hadramaut, baik melalui Gujarat India maupun yang datang langsung dari
negeri Arab tidak melakukan tugas-tugas dakwah. Melainkan hanya semata-
mata urusan ekonomi dan pengumpulan harta.

Islam diterima secara damai di seluruh kepulauan nusantara dan
itulah kenyataannya, maka @Van Den Berg menggunakan kriteria Kristen
dalam menilai aktifitas dakwah pedagang-pedagang Hadramaut tersebut. Jika
Van Den Berg mengatakan bahwa kedatangan pedagang Islam yang
bermotifkan dagang berdampak pula kepada perkembangan Islam secara
damai di Indonesia. Atas dasar inilah Van Den Berg (penganut agama
Kristen) mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam di
Indonesia adalah hukum Islam, karena dia melihat cara praktek penyebaran
keagamaan di lingkungan agamanya sendiri. Jika adat yang dipakai oleh

masyarakat sehari-hari adalah bagian dari hukum agamanya sendiri. Dan

57 Ibid., h. 6.
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inilah yang dimaksud oleh Van Den Berg dengan berbagai penyimpangan
yang diterima secara keseluruhan (in complexu gerecipieerd).®®

Pra dan saat penjajahan Belanda atas Indonesia, masyarakat telah
menerima dan memberlakukan hukum Islam secara keseluruhan. Proses
peradilan dan putusan hakim di Pengadilan Agama mencakup seluruh hukum
sipil bagi perkara-perkara yang di ajukan, berdasarkan hukum Islam. Dengan
teori ini peneliti dapat melakukan penelitian bagaimana masyarakat suku
Lintang di kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan memahami dan
penerapan sistem perkawinan faambik anak dalam bingkai pemahaman Figh
dan peraturan perundang—undangan tentang perkawinan di Indonesia.

Di samping itu ada istilah teori receptio a contrario, secara bahasa
berarti penerimaan yang tidak bertentangan, adanya perbedaan antara hukum
Islam dengan hukum adat, maka ia berarti hukum yang berlaku bagi umat
Islam di Indonesia adalah hukum Islam, adapun hukum adat baru bisa
berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Gagasan demikian ini
dikemukakan oleh Hazairin (1906-1975), kemudian dilanjutkan oleh Sajuti
Thalib (1929-1990).

Di Indonesia, demikian menurut teori ini memang ada hukum yang
hidup yakni hukum adat, tetapi yang dipedomani oleh masyarakat adalah
hukum agamanya itu. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam,
maka teori ini lebih terfokus kepada hukum Islam. Sehingga hukum Islam
adalah hukum Islam dan hukum adat adalah hukum adat. Hazairin sebagai
seorang doktor dalam bidang hukum adat sangat menentang pendapat yang
mengatakan bahwa hukum Islam baru berlaku kalau telah diresepsi oleh
hukum Adat. Karena ia mendalami betul hukum adat di Indonesia, maka
dengan ilmunya itu pula ia memahami kelemahan-kelemahan hukum adat dan
keutamaan hukum Islam. Ia dikenal juga sebagai salah seorang pengajar dan

ahli dalam bidang hukum Islam. Hazairin melihat kesalahan dalam

68 Soepomo dan Djokosutono, Sejarah Politik Hukum Adat,(Jakarta; Djambatan, 1995).
JId 1I. h.30.
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memahami tentang posisi hukum adat dan hukum Islam di Indonesia.®Teori
juga menentang pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam adalah
hukum adat dan hukum adat adalah hukum Islam. Boleh jadi hukum adat
adalah bagian dari hukum Islam tetapi selama ia tidak bertentangan dengan
hukum Islam. 7

Dalam kesempatan yang lain Hazairin pernah mengatakan bahwa
sekarang kita harus melihat hukum agama itu sedang bersiap-siap hendak
membongkar diri dari ikatan hukum adat. Boleh jadi dikatakan pada zaman
sekarang jika dibandingkan dengan keadaan pada waktu kolonial,
penghidupan secara Islam lebih berkembang.”’

Ungkapan Hazairin merupakan kritikan kepada ulama Islam agar
berupaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam di
Indonesia. Tanpa menunjuk pasal berapa dan ayat berapa peraturan
Gubernemen yang dimaksud, Hazairin seakan-akan menghujat bahwa
peraturan produk pemerintahan Gubernemen itu menghalalkan perzinaan.
Jika yang dimaksud Hazairin dengan acara bebas di sebagian tempat yang
dipraktekkan oleh segelintir masyarakat itu agaknya bukan kebiasaan yang
dibenarkan oleh hukum adat setempat, tetapi termasuk tindakan buruk yang
sudah terbiasa mereka lakukan. Tetapi jika yang dimaksud adalah aturan
dalam hukum pidana, agaknya' dapat dibenarkan. Dalam hukum pidana,
sanksi hukum perzinaan hanya dapat diterapkan jika dilakukan terhadap istri

orang lain, anak di bawah umur atau dengan cara perkosaan. Sementara suka

% Hazairin dalam penelitiannya mengupas tentang Hukum Adat Rejang yang ditulis
dalam bahasa Belanda dengan judul : “De Redjang” sebanyak 242 halaman. Karya ini merupakan
gambaran hukum yang hidup dalam masyarakat Rejang (sekarang masuk Propinsi Bengkulu).
Karya ini diterbitkan oleh ACN dan Co. Bandung pada tahun 1936 dan telah diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia oleh Firdaus Burhan pada tahun 1982.

™ Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, ( Jakarta; Tintamas 1986), h. 8. Di siini
Hazairin mengemukakan bahwa menurut teori Respsi, hukum an sich bukanlah hukum, keculai
kalau ia telah menjadi hukum adat. Tergantunglah kepada kesediaan masyarakat adat penduduk
setempat untuk menjadikan hukum Islam yang bukan hukum itumenjadi hukum adat.

! Bushar Muhammad, sebagaimana dikutip dari Utrecht, Op.Cit, h. 183. Utrecht
mengatakan bahwa perkembangan penghidupan Islam itu tidak akan mungkin melepaskan diri dari
asimilasi ke arah Barat. Karena dalam Islam tidak ada bentuk-bentuk yang tersedia yang dapat
menangkap perkembangan masyarakat dan kebudayaa, dikemudian hari sebagai akibat
modernisasi. Benar atau tidaknya pendapat Utrecht, demikian menurut Bushar Muhammad, pada
saat sekarang ini usaha kita sedang diuji untuk “ kembali kepada keperibadian Indonesia”.
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sama suka luput dari ancaman hukum perzinaan. Namun demikian, dari
penjelasan di atas terlihat bahwa Hazairin (sebagaimana dalam Islam
seharusnya), sebab Allah swt memerintahkan kepada umat Islam untuk
mematuhi ajaran Islam secara menyeluruh, sebagai konsekwensi seseorang
terhadap agamanya.”

Perhimpunan penghulu dan pegawainya berpendapat bahwa
penerapan hukum adat terhadap kewarisan menyalahi prinsip kesucian
kelanjutan kehidupan umat Islam. Sebab menurut hukum adat, anak yang
tidak sah bahkan anak yang tidak beragama Islam tetap mendapat warisan.
Yang lebih parah lagi menurut mereka adalah bahwa hukum adat tidak bisa
menghasilkan keputusan yang sama kepada semua yang tersangkut perkara,
karena masing-masing mereka mempunyai hukum adat yang berlainan,
bahkan ada yang telah kadaluarsa.”’Karena itu organisasi ini mengusulkan
dan memprotes agar hukum Islam dapat diberlakukan kembali bagi umat
Islam di Indonesia, termasuk dalam soal kewarisan.

Departemen Agama pada tanggal 3 Januari tahun 1946 membentuk
kepengurusan peradilan agama sehingga kewenangan dialihkan dari
departemen kehakiman tentang keagamaan ke departeman agama.”* Anehnya
perluasan ini seperti tidak ada artinya karena excecutoir verklaard oleh
pengadilan. umum “terhadap ‘putusan pengadilan ' agama tetap saja
dipertahankan, bahkan pengadilan tinggi Bukit Tinggi pernah memutuskan
bahwa penetapan mahkamah syari’ah mengenai kewarisan tidak ada sangkut
pautnya dengan penyelesaian mengenai harta pencaharian.”” Pengalihan
wewenang ini menurut Daniel S. Lev tidak membawa hasil yang maksimal.
Karena terdapat beberapa bukti bahwa pengadilan umum tidak lebih tepat

mengadili perkara-perkara kewarisan umat Islam dibanding dengan

> QS al-Baqarah 208.

PR A o - < FE_ - Z . o S2e g B _gE
(T ot 58 2 ) T s 1,5 Ny B Ll 13T 100 2l e
PIbid., h.23.

74 Hooker, M. B, Adat Law in Modern Indonesia, (Kuala Lumpur; Oxford university
Press, 1978) h.103.

PKeputusan Pengadilan Tinggi Bukut Tinggi, 9 Desember 1967 No.308/PT BT,
dikuatkan oleh Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1970 No.236 K/Sip/1969.
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pengadilan agama. Tidak pula dapat dibuktikan bahwa pengadilan umum
dapat dinyatakan lebih mampu menerapkan hukum adat yang sesuai dengan
kasus yang diajukan dari pada pengadilan agama. Karena para hakim di
pengadilan umumnya orang Belanda yang kurang memahami hukum adat
secara mendalam, sehingga dalam memberi keputusan sering diwarnai oleh
sistem hukum Barat (Belanda).”

Hazairin berpendapat bahwa keinginan pemerintah Hindia Belanda
mengalihkan wewenang perkara kewarisan umat Islam ini ke pengadilan
umum tak terlepas dari usaha kolonialis itu untuk menyetop kegiatan para
raja Islam di Jawa menyebarkan hukum Islam di kalangan rakyatnya. Jika
kegiatan ini terhenti, maka pengetahuan umat Islam, terutama kalangan
bawah akan sulit memahami bagaimana sebenarnya pembagian warisan
secara Islam. Bahkan, kata Hazairin, mempelajari hukum waris Islam
membutuhkan waktu yang lama dan kecerdasan yang tinggi.”” Walaupun
demikian hukum Islam itu tidak harus disandarkan kepada teori resepsi, tetapi
harus berlaku bagi semua orang Islam.

Menurut Hazairin, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para
pemeluknya, tidak perlu dicemaskan, sebagaimana tertuang dalam Piagam
Jakarta tanggal 22 Juni 1945 itu. Karena piagam Jakarta itu merupakan
perjanjian antara sembilan tokoh yang representatif rakyat Indonesia,”® yang
secara gotong-royong antara semua aliran dan agama hendak mendirikan
Pancasila dan secara gotong-royong ppula- membangunnya.” Dalam sidang
panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, rumusan

pembukaan UUD 1945 yang tertuang dalam Piagam Jakarta itu diubah, yang

76 Lihat Daniel S.Lev, Islamic Court... op.cit. h. 42, 336

77 Hazairin, Ibid.

" Kesembilan tokoh tersebut adalah, Agus Salim, Ahmad Soebardjo, Wahid Hasyim,
Mohammad Yamin dan A.A Maramis. Hanya A.A Maramis yang beragama Kristen, selebihnya
beragama Islam, Endang Sjaifuddin Anshari dalam Piagam Djakarta 22 juni 1945, (Bandung,
Pustaka,1983), h. 3.

7 Ibid., h. 10-13. Sebagaimana diketahui, bahwa tujuh kata dalam kalimat tersebut dihapus
dan hanya tinggal kalimat “Ketuhanan Yang Maha esa” sebagai sila ke satu. Perlu juga diketahui,
bahwa kata-kata “kewajiban” tersebut bukan dalam arti yang sangat luas, tetapi tertuju kepada
bidang hukum, terutama aspek hukum kekeluargaan. Kewajiban ini ditegaskan kembali oleh
MPRS No.II tanggal 3 Desember 1960 yang menyuruh mengatur syariat Islam itu dengan undang-
undang dengan syarat hidup kekeluargaan menurut sistem parental.
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mana kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya” itu dicoret dari pembukaan dan pasal 29 ayat 1. Kemudian Pasal
6 ayat 1 yang semula berbunyi: “Presiden adalah orang Indonesia asli yang
beragama Islam, diubah menjadi “Presiden adalah orang Indonesia asli’.
Kalimat beragama Islamnya dihilangkan. Melalui cara kompromi antara
kelompok nasionalis dengan kelompok Islam, akhirnya piagam Jakarta itu
dapat diterima secara bulat oleh sidang PPKL.*

Menurut Hazairin pula sampai hari kiamatpun orang Islam di Indonesia
akan tetap hidup dalam iman yang terpecah jika feori resepsi dipatuhi oleh
umat Islam. Oleh karenanya umat Islam harus hidup dengan mengimani dan
mengamalkan al-Qurdn®'dan hukum Islam, bukanlah hukum adat. Hukum
Islam bersumber dari ketetapan-ketetapan Allah Swt dan Rasul-Nya. Hukum
adat tidak dapat dan tidak boleh dicampur adukkan dengan hukum Islam.
Hazairin juga berkeinginan agar hukum pidana Islam juga dikodifikasikan
dan karena itu harus dituangkan dalam bentuk pasal-pasal pidana
sebagaimana yang dianut dalam pasal 1 KUHP, “nullum delictum poena sine
praevia lege poernali”, suatu rumusan Latin yang comporm dengan norma
al-Quran.*” Pada dasarnya jauh sebelum bangsa Indonesia dikuasai oleh
Belanda rakyat Indonesia telah mengenal dan menerapkan teori syahadah
atau kredo. Penerapan teori syahadah 'di masyarakat Indonesia tidak lain
dikarenakan mayoritas penduduknya beragama Islam.

Teori kredo atau - syahadah® ' adalah teori yang mengharuskan
pelaksanaan hukum Islam kepada mereka yang telah mengucapkan dua

kalimat syahadat, sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Maka

% Terlepas dari kondisi yang mendesak demi terwujudnya Negara Republik Indonesia pada
waktu itu, menurut hemat penulis umat Islam Indonesia telah memberikan andil dan toleransi yang
sangat besar bagi bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam tersebut. Kendati kalimat
tersebut dihilangkan, namun secara tersirat keinginan para tokoh Islam untuk memberlakukan
hukum Islam bagi para pemeluknya tetap atau selalu ada.

¥ Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, (Jakarta; Bina Aksara, 1981), h. 62.

$ Ibid., h. 62-70

8 Sebagaimana di kutip oleh Haras Rasyid, Dinamika Hukum dan Aktualisasi Teori-teori
Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, (UIN Aluadin Makasar: Jurnal Hukum Diktum, Volume
11, Nomor 1, Januari 2013), h. 15-23. Lihat juga Suparman Usman, Hukum Islam Asas-Asas dan
Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta; Gaya Media Pratama,
2001), h. 119.
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dapat dinyatakan bahwa keberadaan hukum Islam di Indonesia adalah
bersamaan dengan keberadaan Islam di Indonesia, oleh sebab itu ketika
masyarakat menyatakan dirinya Islam dengan pengucapan syahadat, secara
otomatis mengakui otoritas hukum Islam dalam kehidupannya. **

Teori syahadah atau kredo dirumuskan dari ayat-ayat Al-Qurin®

diantaranya surat An Nur, ayat 51 dan 52.%
£ PPy 2 d < < _ 5 870 L 2 2 7
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Sesungguhnya jawaban oran-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada
Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka
ialah ucapan."Kami mendengar, dan Kami patuh". dan mereka Itulah orang-
orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-
Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, Maka mereka adalah
orang- orang yang mendapat kemenangan

Menurut. Juhaya.S Praja hukum Islam memiliki arti besar bagi
kehidupan para pemeluknya, karena hukum Islam telah turut serta
menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal
menetapkan apa yang dianggap baik dan buruk, perintah, anjuran, perkenaan,
dan larangan.*” Putusan hukum yurisprudensial dari hukum Islam telah
diserap menjadi hukum positif yang berlaku. Secara formal-yuridis hukum

Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda

$ Teori syahadah atau kredo ini menurut para ahli sangat ideal dalam menjamin eksistensi
dan prospek hukum Islam di Indonesia. Haras Rasyid, /bid

% Al-Fatihah: 5, Al- Bagarah: 172, Ali- Imron : 7, Al- Nisd’: 13, 14, 59, 63, 69 dan 105,
kemudian Al-Maidah; 44- 50

% Maksudnya adalah di antara kaum muslimin dengan kaum muslimin dan antara kaum
muslimin dengan yang bukan muslimin. Yang dimaksud dengan takut kepada Allah ialah takut
kepada Allah disebabkan dosa-dosa yang telah dikerjakannya, dan yang dimaksud dengan takwa
ialah memelihara diri dari segala macam dosa-dosa yang mungkin terjadi.

% Juhana, S. Praja, Hukum Islam di Indonesia , Pemikiran dan Praktik (Cet, 1; Bnadung
Rosada Karya, 1991), h. xv
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dengan masyarakat telah menjadi hukum positif, misalnya hukum
perkawinan, kewarisan, dan hukum perwakapan.®®

Jadi menurut beberapa teori di atas mengingat mayoritas penduduk
Indonesia beragama Islam maka hukum yang diterapkanpun harus hukum
Islam, bukan pada hukum adat apalagi hukum Barat. Kepatuhan ini dalam
rangka menjaga keimanan umat Islam itu sendiri. Suku Lintang mayoritas
beragama Islam dan sebagai konsekwensinya harus tunduk dengan hukum
Islam dalam rangka mengaktualkan dan menjaga eksistensi hukum Islam.
Hukum Islam itu sendiri berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang
terintegral darinya, yakni Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

% Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di
Indonesia (Cet 1 : Jakarta, P3M. 1987), h. 59
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BAB 11

SISTEM KEKERABATAN DAN PERKAWINAN DALAM ISLAM SERTA
ADAT DI INDONESIA

A. Sistem Kekerabatan dalam Islam dan Adat di Indonesia
1. Sistem Kekerabatan dalam Islam

Kekerabatan dalam Islam merupakan terjemahan dari kata bahasa
Arab al garabah atau zu a- qurbah: <&\ 33 ¢t <,& “keluarga atau karib

kerabat”.' Sebagaimana firman Allah swt berikut ini,

e (7 'a: aw' /f // 1 J/’J/ 2 El ‘:J/ }f/ \/939‘ < -
@\ﬁt\*s )..:\.:_: Y) M\ J‘) M‘) PEV-E dJ.nJ‘ I3 /C)‘;)

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada
orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu
menghambur-hamburkan hartamu secara boros.”

Kata yang mempunyai makna yang sama dengan keluarga atau
kerabat adalah al-musaharah “hubungan perkawinan” sebagai faktor
saling mewarisi bagi suami istri. Akan tetapi kata a- garabah mempunyai
makna lebih luas dari al-Musaharah, kata al-garabah mencakup semua
kerabat baik secara vertikal ataupun harizontal bisa masuk ke dalam
makna ini. Kekerabatan secara vertikal mulai dari kakek, nenek, ayah,
anak cucu dan lain-lain, sedangkan yang dimaksud dengan kekerabatan
secara harizontal, seperti saudara kandung seayah atau seibu, saudara ibu
atau saudara seayah. Kata al-musaharah hanya sebatas hubungan
perkawinan saja, walaupun nantinya akan melahirkan keturunan, mertua,
dan ipar, masalah kekerabatan Hazairinpun mengatakan;

“Bahwa sistem kekerabatan dengan sendirinya belum dapat dipastikan
denngan hanya melalui jenis hukum kewarisannya, jika hanya mengambil
contoh yang terjadi di Indonesia saja, seperti di Batak yang patrilineal

! Pengertian ini terambil dari al-Qurin surat al-Nisd; 7 tentang warisan yang diperoleh
para kerabat dengan menggunakan kata al-agrabun (kerabat) dan tentang keharusan memberi
nafkah kepada kerabat, orang miskin dan ibnu sabil. Al-Quran surat al-Isra’; 26 dan al-Rirm; 38.
Yang penulis tulis diatas.

* Al-Qurén surat Al-Isra’ ayat 26 dan Surat Al-Rirm ayat 38
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kadang-kadang menerapkan kewarisan kolektif dalam batas tertentu
sebagaimana kekerabatan masyarakat Minahasa yang menerapkan
kewarisan kolektif dalam batas tertentu juga. Sedangkan penisbahan anak
kepada ayahnya, tidak lain hanyalah karena kebiasaan belaka dan belum
bisa dijadikan dasar kalau masyarakat tersebut menganut sistem
kekerabatan patrilineal.” >

Dalam Islam perkawinan dengan sesusuan itu dilarang, pelarangan
ini tidak terkait sama sekali dengan kekerabatan patrilineal. Sebab anak
yang menyusu kepada salah seorang ibu tidak ada kaitannya dengan suami
dan atau ibu yang menyusui, begitu juga hubungan karena mertua atau
persemendaan. Islam melarang laki-laki kawin dengan perempuan yang
telah dikawini oleh ayahnya dan Islam juga melarang mengawini ibu
mertua, anak tiri, bekas istri anak dan menyatukan dua bersaudara sebagai
istri dan perempuan yang sedang menjadi istri orang lain.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Islam menginginkan
bentuk kekerabatan yang sangat luas dan tidak tertuju hanya kekerabatan
secara patrilineal saja ataupun kekerabatan hanya matrilineal saja. Kalau
dibandingkan antara ayat-ayat kewarisan dan ayat-ayat larangan kawin
dengan penetapan garis keturunan, maka akan terlihat perbedaannya.
Lingkungan kekerabatan dalam ayat-ayat kewarisan lebih sempit dari ayat-
ayat larangan perkawinan.4 Perbedaan itu nampak bahwa yang tidak boleh
dikawini hanya berdasarkan kepada hubungan darah dan susuan,
sedangkan dalam kewarisan selain hubungan darah ada juga hubungan
tanggung jawab.

Penjelasan tentang larangan kawin, hak waris, saling mewarisi
secara vertikal dan ataupun harizontal, hak dan kewajiban dalam rumah
tangga, pengasuhan anak, bentuk-bentuk kemasyarakatan, macam-macam
larangan perkawinan dan bentuk kewarisan, maka dapat disimpulkan

bahwa Islam menganut sistem kekerabatan parental bilateral.

3 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur’an dan Hadis, (Jakarta:
Timtamas, 1982). h. 15-16

* Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkup Adat
Minangkabau, (Jakarta; Gunung Agung, 1984), h. 37
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Menurut Hazairin apa yang Allah swt jelaskan melalui firman-Nya
dalam al Quran’merupakan bentuk pelarangan perkawinan, tetapi tidak
termasuk perkawinan sepupuh, semua bentuk perkawinan mulai cross-
cousins sampai bentuk parallel cousins,® maka sistem kekerabatan yang
dibangun adalah sistem kekerabatan bilaterallah yang sesuai dengan al-
Qurén.” Apabila berbagai larangan perkawinan sepupuh terhapuskan dan
larangan perkawinan dalam patrilineal dan matrilineal seluruhnya atau
hampir seluruhnya pararel dengan kawin satu garis keturunan, maka
dengan sendirinya ikut terhapus pula larangan kawin dengan satu garis
keturunan. Ini artinya al-Quran meninggalkan perkawinan exsogami, dan
jika itu telah tertinggalkan maka, timbulah masyarakat bilateral.®

Jadi dapat dipahami bahwa pada hakekatnya kekerabatan dalam
Islam adalah patrilineal sesuai dengan nash al-Qurdn surat al-Nisa:6
pemahman ayat al-Quran yang berbicara tentang perkawinan baik dilihat
dari hak, tanggung jawab terhadap pengasuhan, tanggungjawab nafkah,
tentang kewarisan, yang mana Islam memberikan warisan kepada laki-
laki dan perempuan, maka disimpulkan bahwa Islam menganut sistem
kekerabatan parental atau bilateral.

2. Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat di Indonesia
Keluarga merupakan kelompok masyarakat yang terdiri dari
ayah, ibu dan anak-anak’ menurut Murdock sebagaimana dikutip oleh
Lestari,

“Keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki
karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan
terjadi reproduksi. Keluarga itu ada tiga tipe, yakni keluarga inti
(nuclear Family) adalah merupakan kelompok sosial yang
bersifat universal, para anggota dari keluarga inti bukan hanya

> Al-Quran Surat Al-Nisd; 22-25

S Cross Cousin bentuk perkawinan anak-anak dari orang tua kakak beradik yang berbeda
jenis kelamin. Parallel Cousin adalah bentuk perkawinan anak-anak dari orang tua kakak beradik
yang sama jenis kelaminnya.

; Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral...Op.Cit, h. 13

1bid.

? Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial; Perspektif Klasik, Modren, Posmodren,

dan Poskolonial, (Jakarta; Rajawali Press, 2011)., h. 308
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membentuk kelompok sosial, melainkan juga menjalankan
fungsi-fungsi keluarga, seperti ekonomi, dan pendidikan."

Adapun keluarga poligami polygamous family dan keluarga
batih extended family menurut Kuerner dan Fitzpatrick didefinisikan
dalam tiga sudut pandang keluarga, yaitu definisi srtuktural, definisi
fungsional dan definisi interaksional. Definisi struktural ini dimana
keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidak hadiran
anggota keluarga, seperti orang tua, anak dan juga kerabat . Definisi ini
memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga sehingga
dari pengertian ini dapat muncul pengertian tentang keluarga sebagai asal
asul family of origin."

Sedangkan definisi keluarga fungsional merupakan keluarga
dengan menekankan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi
psikososial, fungsi tersebut mencakup perawatan dan sosial pada anak.
Adapun definisi transaksional adalah keluarga didefinisikan sebagai
kelompok yang mengembangkan keintiman melalui prilaku yang dapat
memunculkan rasa identitas sebagai keluarga family identity, berupa
ikatan emosi, pengalaman histori dan cita-cita.

Dalam sistem sosial, keluarga merupakan salah satu lembaga
sosial yang merupakan suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan
atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting.'> Karena dalam
masyarakatnya terdapat seperangkat peraturan yang mengatur individu
yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi individu di dalam upaya
memenuhi kebutuhanuntuk mencapai tujuan tertentu. >

Keluarga merupakan institusi elementer suatu masyarakat dan
yang memiliki kedudukan yang signifikan dalam masyarakat. Keluarga

merupakan sosial dasar yang universal, menjadi lembaga sosial pertama

' Sri Lestari, Psikologi Keluarga, Penanam Nilai dan Penanganan Komlik dalam
Keluarga, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2012)., h. 4

' Kuerner dan Fitzpatrick dalam Lestari,, Ibid., h. 5

2 Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto,(ED), Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan,
(Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2002 h. 216

" Nanang Mortono, Op..Cit.}h. 309
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yang dibutuhkan bagi pembentukan kepribadian. Keluarga juga menjadi
penting bagi keberfungsian institusi sosial lain dalam masyarakat dan dia
merupakan elemen sosial yang paling penting lagi prima bagi anggota
masyarakat, selain karena ikatan emosional yang intim dan interaksi
langsung yang inten dan sebagai pondasi sosial bagi terbentuknya sistem
kekerabatan masyarakat."*

Sistem kekerabatan masyarakat sangat erat hubungannya dengan
pemberlakuan hukum, sebab adanya kesatuan-kesatuan kemasyarakatan
mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri harus mempunyai
kesatuan hukum dalam rangka menentukan sistem kekerabatan suatu
masyarakat dan ini dapat difahami dari bentuk hukum kekeluargaan yang
berujung pada hukum perkawinan dan kewarisan yang mereka terapkan
pada komunitas mereka itu. Jadi pemberlakuan hukum perkawinan dan
kewarisan berdasar pada garis keturunan bukan yang lainnya, adapun
sistem kekerabatan yang dilahirkan dari bentuk keturunan ada tiga
macam. Pertama kekerabatan patrilineal, dalam kekerabatan patrilineal
ini melahirkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar dan setiap
orang itu dihubungkan keturunannya atas dasar garis keturunan ayahnya,
sehingga anak-anak seketurunannyapun ber clan ayahnya, bisa diartikan
bahwa patrilineal adalah masyarakat yang anggota-anggotanya menarik
garis keturunan hanya dari pihak ayah saja, terus menerus keatas. Dan
ciri-ciri kekerabatan patrilineal adalah;

a. Menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar, seperti klan,
marga dan suku
b. Garis keturunan dihubungkan dengan garis ayah (laki-laki)

. 15
Bentuk perkawinan exogamie..

4 Kamanto Sunartno, Pengantar Sosiologi.(Jakarta; F. Ekonomi UI, 2014), h. 66
> Dwi Narwoko dan Bagong Loc.Cit.
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Sistem patrilineal ini ada dua macam pula bentuknya, ada yang
patrilineal murni dan ada pula patrilineal beralih-alih. Sistem patrilineal
yang murni memang dalam keturunannya hanya dihubungkan ke dalam
klan ayahnya, dan dapat juga keturunannnya di hubungkan dengan klan
ibunya atau ayahnya, tergantung kepada bentuk perkawinan orang
tuanya.

Kedua kekerabatan matrilineal, kekerabatan matrilineal melahirkan
kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang menghubungkan garis keturunan
ibu, sehingga anak-anak keturunannya ber klan ibunya, masyarakat yang
anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak ibu saja,
terus menerus ke atas. Adapun ciri-ciri kekerabatan matrilineal adalah:

a. Menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar, seperti klan,
marga dan suku.

b Dasar hubungan kekeluargaan adalah melalui perempuan, dengan
demikian keturunan seseorang masuk klan ibunya.

b. Bentuk perkawinan adalah exogamie, artinya perkawinan hanya boleh
dengan orang di luar suku dan tidak dimungkinkan terjadi perkawinan
indogamie.

Ketiga kekerabatan parental bilateral, kekerabatan sistem ini
melahirkan kesatuan kekeluargaan yang menghubungkan keturunan atas
dasar garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu, sehingga anak-anak
keturunannya ber klan ayah dan ibunya dan ciri-cirinyapun meliputi;

a. Mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar

b. Menghubungkan diri dalam keturunan ayah dan ibu

c. Bentuk perkawinan dimungkinkan terjadi indogamie atau dibolehkan
juga melakukan perkawinan exogamie.'®

Masyarakat yang menarik anggotanya dari garis keturunan hanya

dari satu pihak yaitu pihak laki-laki yang disebut patrilineal ataupun dari

' Khairuddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (perdata) Islam
Indonesia, (Yogyakarta; ACAdeMIA & TAZZAFA, 2010), h. 84-85
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pihak perempuan yang dikenal matrilineal disebut masyarakat Unilateral.

Adapun ciri-ciri masyarakat unilateral ini adalah;

a. Menarik garis keturunan hanya dari satu pihak saja.

b. Masyarakat terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok yang disebut klan
dan sub klan.

c. Sistem perkawinan yang dilaksanakan adalah sistem exogamie.

d. Setiap kelompok atau klan mempunyai harta pusaka yang tidak boleh
di bagi-bagi."”

Sedangkan masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak
ayah dan ibu yang dilakukan bersama-sama berdasarkan hal tertentu'®
disebut sistem kekerabatan parental-bilateral dan juga masyarakat dabble
unilateral. Masyarakat bilateral terdiri dari dua macam, yaitu masyarakat
bilateral yang bersendikan pada kesatuan rumah tangga genzins, titik berat
dari masyarakat itu terletak pada rumah tangga,contohnya Jawa dan
Madura. Lalu masyarakat bilateral yang bersendikan pada rumpun-rumpun
trible, titik berat dari masyarakat terletak pada rumpunnya, contoh pada
orang Dayak.

Menurut Ilmu sosiologi-antropologi atau Etnologi ada tiga bentuk
kongkrit sistem kekerabatan yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi
susunan patrilineal, matrilineal dan bilateral.’Pada aspek patrilineal sistem
kekeluargaan yang dibangun adalah dengan menguatkan garis keturunan
ayah sebagai penentu segala kebijakan di dalam keluarga, dan dalam
hukum perkawinan berlaku pembayaran jujur, di mana setelah perkawinan

istri melepas kewargaan adat dari kerabat ayahnya dan memasuki adat

7 Perkawinan sistem exogami adalah perkawinan diluar lingkungan sendiri, perkawinan
ini membebaskan memilih jodoh diluar klan, kerabat, atau etnisnya. Sedangkan endogami adalah
perkawinan yang hanya dilakukan di dalam klan, kerabat maupun etnisnya, sistem ini tidak
memperbolehkan kawin dengan orang luar klan, kerabat ataupun etnisnya.

'8 Dalam hal pewarisan benda-benda yang dihubungkan dengan keperluan kewanitaan
diwariskan melalui garis keibuan, sedangkan benda-benda yang ada sangkut pautnya dengan ke
pria-an diwariskan melalui garis kebapakan.

" Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam, (Padang: Angkasa Raya,
1993),. h 144
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kerabat suaminya, untuk itulah maka kedudukan suami selanjutnya lebih
tinggi dari hak dan kedudukan istri.”’

Lebih lanjut Khairuddin Nasution mengatakan bahwa paling tidak
ada tiga macam ciri utama dalam kekerabatan ini, yakni, pertama, pasti
menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar, seperti klan, marga
dan suku, kedua, garis kekeluargaan dihubungkan melalui garis ayah.
Ketiga, bentuk perkawinannya adalah exogami, dimana perkawinan hanya
boleh dengan orang di luar marga atau klan dan dilarang perkawinan satu
suku indogami. *' Berdasarkan ketentuan itu, maka antara suami istri
diwajibkan saling cinta mencintai dan hormat menghormati, setia dan
memberi bantuan lahir batin biak antar suku sama lainnya, maupun kepada
orang tua atau mertua dan kerabat kedua belah pihak.”

Pada aspek kekerabatan matrilineal, penentu hak dan kewajiban
didominasi oleh garis ibu dengan bentuk perkawinannya adalah semendo,
dimana setelah terjadi perkawinan suami melepaskan kewargaan adatnya
dan memasuki kewargaan adat istri. Lebih lanjut Khairuddin Nasution
menjelaskan bahwa:,

Paling tidak ada tiga ciri utama dalam kekerabatan ini, yakni; Pertama,
pasti menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar, seperti klan,
marga dan suku. Kedua, dasar hubungan kekeluargaan adalah melalui mak
(perempuan), dengan demikian seseorang termasuk klan emaknya. Ketiga,
bentuk perkawinan adalah exogami, dimna nikah hanya boleh dengan
orang luar marganya/suku, klan. Berarti dilarang perkawinan antar suku

(indogami). Dengan demikian tidak mungkin terjadi indogami.”

Menurut Hilman suami adalah pembantu istri dalam menegakan
rumah tangga, mempertahankan dan meneruskan keturunan istri, karena
istri memiliki kendali yang besar dalam semua urusan baik rumah tangga,
keluarga dan kekerabatan. Jika istri adalah anak perempuan tertua dalam

keluarga sebagaimana terjadi di daerah Semende Muara Enim Sumatera

% Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat, (Jakarta: Fajar Agung, 1993),. h. 144

?'Khairuddin Nasutioan, Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia;
Pendekatan Intergratif dan Interkonektif dalam Pembangunan Keluarga Sakinah, ASY-SYIR’AH
Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 46, No 1, Januari-Juni 2012,. h. 92

*? Hilman Hadikusuma, Hukum., Op., Cit., h. 16-17

# Khairuddin Nasution, Arah.,. Loc. Cit
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Selatan maka ia bertugas sebagai penunggu harta peninggalan orang tua
nya, perempuan yang seperti ini disebut tunggu tubang, harta peninggalan
tidak terbagi-bagi, suami hanya dapat ikut serta mengurus dan menimati
saja tanpa adanya hak penguasaan. ** Jadi dalam hal saling mencintai,
hormat menghormati, kesetiaan, dan saling memberi bantuan lahir dan
batin antara satu dengan yang lain dikalangan masyarakat matrilineal,
lebih dititik beratkan pada kewajiban suami melindungi istri dan anak-
anaknya. %>

Dalam konteks sistem kekerabatan parental atau bilateral, tidak ada
dominasi kekuasaan hak dan kewajiban antara garis keturunan laki-laki
ataupun perempuan, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama baik di
hadapan keluarga dan masyarakat, bentuk perkawinannya adalah bebas
yang tidak mengenal jujur dan semendo, di mana setelah perkawinan
suami istri bebas memilih apakah akan menetap di tempat suami atau
tempat istri, atau membangun sendiri kehidupan baru yang lepas dari
pengaruh orang tua masing-masing.*

Khairuddin Nasution merinci ciri-ciri kekerabatan tersebut, yakni;
pasti  menimbulkan  kesatuan  kesatuan - kekeluargaan  besar,
menghubungkan diri dalam keturunan kepada ayah ataupun ibu dan bentuk
perkawinan bisa terjadi secara indogami dan juga secara exagami.”’

Pola kekerabatan parental atau bilateral di atas merupakan pola
dominan yang bergerak di bumi Indonesia, seperti Aceh, Kalimantan dan
lainnya, dan dia merupakan embrio dari participant culture yang mampu
menjadi rujukan dalam melahirkan hukum-hukum agresif namun tetap
responsif. Pada klasifikasi ini, setiap individu memiliki hak dan kewajiban

yang sama dalam hukum, sehingga dapat ikut serta menilai setiap

peristiwa hukum, merasa terlibat dalam kehidupan dan pembentukan

** Hilman Hadikusuma, Hukum..., Op Cit., h. 22
» Ibid., h. 24
% Ibid,. h.24
2 Ibid,. h 27
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hukum, baik yang menyangkut kepentingan umum ataupun kepentingan

keluarga dan pribadi. Pola ini menunjukkan bahwa kecukupan materi

bukanlah sesuatu hal yang dapat meningkatkan harkat dan martabat
masyarakat, melainkan hanya untuk menghadirkan penguatan nilai-nilai
fundamental kehidupan manusia.

Masyarakat alternered adalah masyarakat di mana garis keturunan
seseorang ditarik berganti-ganti sesuai dengan bentuk perkawinan yang
dilaksanakan. Jika perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya menurut
hukum keibuan maka anak-anak yang lahir dari perkawinan ini menarik
keturunan dari garis ibu dan jika menurut hukum kebapakan maka anak-
anak yang lahir menarik keturunan dari garis bapak namun jika yang
diinginkan adalah menarik dari kedua belah garis keturunan, maka
perkawinannya disebut semendo rajo-rajo.

Dari informasi ini dapat dipahami bahwa sistem kekerabatan yang
ada di Indonesia sangat beragam sekali. Keberagaman itu disebabkan oleh
keberagaman letak geografis, budaya dan lain sebagainya. Dengan adanya
keberagaman sistem kekerabatan, maka timbul juga macam-macam sistem
perkawinan. Adapun sistem perkawinan itu ada tiga macam, yaitu:

a. Sistem Endogamie. Sistem ini seseorang hanya boleh kawin dengan
seseorang dalam keluarganya sendiri (satu klan, hanya ada di Toraja).
Perkawinan semacam ini sudah jarang terjadi. Perkawinan ini juga pada
dasarnya tidak sesuai dengan tata susunan masyarakat yang menganut
sistem kekeluargaan parental.

b. Sistem Exogamie. Sistem ini mengharuskan seseorang kawin dengan
seseorang di luar sukunya, seperti di Tapanuli, Sul-Sel dll. Dalam
perkembangannyapun sistem ini mengalami proses pelunakan di mana
larangan perkawinan dilakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan
yang sangat kecil saja.

c. Sistem FEleuherogamie.Sistem ini tidak mengenal larangan-larangan
atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem endogamie dan

exogamie. Larangan yang berlaku dalam sistem ini adalah larangan
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yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan. Yakni larangan dikarenakan
nasab, seperti kawin dengan ibu, dan anak kandung, bibi, lalu karena
adanya hubungan musyaharah seperti dengan ibu mertua, menantu dan
lain-lain. **

Sistem kekeluargaan dan sistem perkawinan yang tergambar di atas
menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terbangun dari keaneka
ragaman suku, adat, letak geografis, dan agama yang terajut dalam
kemajemukan, sebagai masyarakat yang hidup dalam negara kesatuan
republik Indonesia yang berdaulat. Proses perajutannya yang berlangsung
cukup lama dalam pembentukan pengerucutan nilai-nilai, norma-norma,
dan etika sebagai value’s establishment, yakni sejak sebelum merdeka
hingga era otonomi daerah. Dengan demikian pluralisme budaya dalam
konteks wawasan nusantara dapat berkembang sebagai wahana dialog
antara pluralisme masyarakat untuk saling menyadari dan memahami
kultur masing-masing.

Pemeliharaan semangat hubungan yang harmonis dan sinergis
antara kelompok masyarakat baik secara internal maupun external sangat
diperlukan®’ agar mempersingkat ruang dan jarak pemaknaan antar suku
bangsa, golongan, dan kelompok keagamaan yang bersifat plural tersebut.
Kebudayaan Indonesia itu tidak terbentuk satu kesatuan yang sama, tetapi
memiliki beberapa bentuk yang jelas berbeda.

Hukum adat juga mengenal perempuan yang boleh dan tidak boleh
untuk dikawini. Perempuan-perempuan yang boleh dan tidak dibolehkan
untuk dikawini adalah sebagai berikut;

a. Dalam kekerabatan sistem patrilineal, dikalangan masyarakat Batak,
perempuan yang boleh untuk dikawini adalah perempuan yang bukan
semarga, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki-
laki dari tulang yang ada hubungan silsila dengan ibu si perempuan dan

perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki

 Talib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia,... Op..Cit, h. 252-253
¥ Fauzi Nurdin, Budaya Muakhi dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat
Bermartabat (Yogyakarta: Gama Media, 2009. h. 266-267
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dari saudara perempuan tersebut dan perempuan yang tidak mempunyai
penyakit turun temurun.

b. Dalam kekerabatan sistem matrilineal, sebagaimana pada masyarakat
Minangkabau setiap perempuan boleh dikawini, asalkan perempuan
yang tidak sesuku.

c. Dalam masyarakat sistem bilateral, seperti pada masyarakat Jawa,
perempuan yang boleh dikawini diantaranya adalah perempuan yang
bukan saudara sepupu ayahnya, perempuan yang bukan sudara ayahnya
atau ibunya, perempuan yang bukan kakak kandung dari istrinya. *°

Indonesia yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan baik
kekerabatan patrilineal, matrilineal maupun parental atau bilateral sangat
menjujung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalam kekerabatan itu
sendiri, ini menunjukkan bahwa hukum adat masih sangat dipatuhi oleh

masyarakatnya.

B. Sistem Perkawinan Dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di
Indonesia
1. Prinsip Perkawinan, Rukun, Syarat dan Tujuan Perkawinan

a. Prinsip Perkawinan
Perkawinan menurut makna bahasa adalah mengumpulkan.’’
Maksudnya adalah mengumpulkan dua orang yang semula terpisah dan

berdiri sendiri. Perkawinan merupakan terjemahan dari kata bahasa Arab

(@3] C'<'") dan menurut makna istilah menurut para ahli, di antaranya

menurut Abu Zahrah, perkawinan adalah

B po gl b oy Lagioliy 81 padly Jor ) s Bl o Sy s il
Olrlg 0 ads Loy

3% Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, (Bandung; Sitra Aditya Bakti, 1992)., h.
38-39
3! Wahbah Al-Zuhaili, al-Figh al-Islamy wa Adilatuhu, (Jakarta; Gema Insani, 2011), jil, 9,
h, 39
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Perkawinan adalah sebuah akad yang menjadikan halal hubungan antara
laki-laki dan perempuan. Sehingga keduanya dapat bekerja sama dalam
menjalankan hak dan kewajiban keduanya.*?

Ulama Hanafi mengatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah
akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara
segaja.”> Artinya adanya kebolehan seorang laki-laki bersenang-senang
dengan seorang perempuan. Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974
tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan
lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai
suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.’* Sedangkan dalam Kompilasi
Hukum Islam memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah akad
yang sangat kuat atau mitsaqgan ghalizan untuk mentaati atau mematuhi
perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan
akan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam serta tercatat
sebagaimana tercantum pasal 2 ayat 1.” Dengan demikian, dapat
dipahami bahwa hubungan suami dan istri merupakan pasangan yang
bermitra dan sejajar karenanya mereka harus bekerja sama, saling
melengkapi, menghargai, dan menghormati.

Islam membolehkan perkawinan indogami, perkawinan dua orang
yang mempunyai garis keturunan yang sama, baik garis keturunan ayah
maupun ibu. Ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki boleh mengawini
perempuan yang bapak keduanya kakak beradik, demikian pula seorang

laki-laki boleh menikahi perempuan yang ibu keduanya kakak beradik.

32 Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-syahsiyah, (Mesir; Dér al-fikr wa al-Araby, 1369) ,
h. 19
* Wahbah al-Zuhaili, ibid
3 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dan 4
3% Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab II, pasal 2. Pengertian ini senada dengan makna yang
terkandung dalam al-Qur’an Surat Al- Rum ayat 21. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa perkawinan
harus di catat oleh Pegawai pencatat nikah, sebagaimana di atur dalam UU No 22 Tahun 1946 jo
UU No 32 Tahun 45 dan pasal 6 di jelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar atau tidak
dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum
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Islam juga membolehkan perkawinan exogami,*® perkawinan dua orang
yang mempunyai garis keturunan berbeda, baik dari ayah maupun dari
ibu.

Ketentuan yang mutlak dalam hukum Islam tentang perkawinan
adalah tidak boleh adanya pemaksaan’’jelas calonnya, tidak terdapat
larangan kawin baik selamanya maupun sementara,*® bukan istri orang,
dan bukan pula wanita yang masih dalam masa iddah, dalam menjalani
perkawinan suami dan istri harus memahami prinsip perkawinan,*
artinya suami dan istri harus memahami dan sekaligus mengamalkan
dasar-dasar atau norma- norma umum dalam menempuh bahtera rumah
‘[angga.40

Ulama Maliki mutaakhirin mengatakan bahwa hukum perkawinan

itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagiannya lagi dan

3% Pemahaman tentang sistem indogami dan exogami dalam Islam terambil dari pemahaman
dari al-Qurén surat Al-Nisa : 22 -24. Yang bunyi ayatnya sudah penulis tulis dalam bab ini juga.

37 Menurut Imam Syafi’i, Ishak, dsn Ibn Hambal : ayah boleh memaksa anaknya yang telah
dewasa untuk kawinan, sesuai dengan kedudukannya sebagai wali mujbir. Sedangkan janda lebih
berhak menentukan jodohnya sendiri dan walinya hanya menyetujui pilihannya itu. Muhammmad
ibn Ismail al-San’ani, Subulu al-Salam, (Mesir; Mustafa al-Babi al-Halabt wa Awladith, 1950), h.
118-119 dan 122

¥ Larangan selamanya, seperti perempuan satu keturunan, secara garis lurus ke atas atau
menyamping, termasuk hubungan sesusuan. Sedangkan haram sementara seperti saudara dari istri,
kecuali istri sudah meninggal, dalam keadaan ihram. DIl. Abu Yahya Zakaria al-Ansari, Fath al -
Wahhab, (Mesir; Mustafa al-Babi al-wa Awladuhu,1984), h. 34

3% Kompilasi Hukum Islam pasal 2-3 “Perkawinan menurut hukum islam adalah perkawinan,
yaitu akad yang sangat kuat atau mistsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan pasal 77-79 berbunyi: Suami istri
memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri wajib saling mencintai,
hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya,
suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik
mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agama. Suami Istri
melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.
Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah kediaman yang dimaksud
dalam ayat 1, ditentukan oleh suami istri bersama. Suami adalah kepala rumah keluarga dan istri
ibu rumah tangga, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing masing
pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

0 Prinsip-prinsip perkawinan bisa dilihat dalam al-Qurdn dan Hadist. Adapun al-Qurdn
tertera dalam al-Baqarah: 187,228, 233. Al-Nisa’; 9,19, 32, 58. Al-Nahl; 90 dan surat al-Talaq; 7
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sebagian lainnya mubah.*' Hadis Nabi Muhammad saw yang dimaksud
adalah;*” axb oty tslandl 4z 5 .(.fﬂ\ vf“ S S8 1Sl

Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kawin, saya berlomba-
lomba memperbanyak umatku dengan umat yang lain diakhirat nanti.
diriwayatkan oleh Nasat dan Ibn Majah.

Melalui argumentasi dari prinsip dan pengertian perkawinan di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan
yang harus dipenuhi oleh setiap makhluk Allah swt yang ada di muka

bumi ini.

b. Rukun Perkawinan

Rukun menurut jumhur ulama merupakan hal yang menyebabkan
berdirinya dan adanya keberadaan sesuatu, sesuatu tersebut tidak akan
terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain merupakan hal
yang harus ada.*

Adapun rukun perkawinan yang di sepakati oleh para ulama figh
adalah ijab dan kabul.** Tjab kabul itu akan menimbulkan hubungan-
hubungan hukum antara kedua belah pihak. Pengucapan ijab dan kabul
merupakan simbol dan bukti persetujuan secara lahir oleh kedua belah
pihak. Oleh karena itu ijab dan kabul harus diucapkan dengan kalimat
yang mudah dimengerti,”> ijab dan kabul akan sah apabila dilakukan

dengan:

*! Tonu Rusdy, Bidaydtul Mujtahid Analisis Para Mujtahid judul asli Bidayatul Mujtahid wa
Nihayatul Mugqtashid, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta;
Pustaka Amani, 2007), jil, 2, h.394 dan terdapat juga Al Qur’an surat an Nisa’; 3 Mahmud Yunus,
Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta; Pustaka Mahmudah, 1956), h. 53

> A-Nasii dan Ibnu Mijah, Bab Al-Nikah, Kitab Hadis 9

# Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islamy Wa Adilatuhu ( Jakarta; Darul Fikir(Gema Insani),
2011), jil, 9 h. 45

4 Ijab berarti penyerahan calon istri oleh walinya kepada calon suami dengan ucapan” saya
nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama.... “sedangkan kabul berarti penerimaan calon
istri oleh calon suami dengan ucapan “saya terima nikahnya yang bernama ...” mahar disebutkan
jumlahnya baik tunai maupun tidak.

* Dengan jalan isarat dibolehkan bagi yang bisu. Sedangkan dengan tulisan jika salah satu
pihak berhalangan hadir karena alasan yang sah menurut syara’
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1) Diucapkan oleh orang yang sudah cakap bertindak secara hukum atau
diwakili oleh orang yang cakap.

2) Diucapkan dalam satu majlis atau tidak diselingi oleh pembicaraan
atau perbuatan lainnya.

3) Jjab harus dengan satu pengertian

4) Yang mengucapkan ijab tidak berpaling sebelum ada ucapan kabul.

5) Kedua belah pihak mendengar dan memahami satu sama lain

6) Pengucapannya harus final tanpa dikaitkan dengan syarat lain yang
bisa mempengaruhi akad.

Tulisan merupakan ganti diri yang melakukan ijab dan kabul,
oleh sebab itu statusnya dapat disamakan dengan kehadiran pelaku.*
Sedangkan menurut kalangan al-Syafi’i, Maliki dan Hambali yang
melakukan akad itu hadir atau tidak bisa menyebabkan perkawinannya
tidak sah sebab tulisan itu termasuk metafora saja.47 Sementara dalam
pasal 27 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa 1jab dan kabul harus
jelas beruntun dan tidak berselang waktu.*®

Rukun kedua yang disepakati adalah adanya calon suami dan
calon istri serta adanya wali*sebagian ulama mazhab al-sydfi’l
mengatakan bahwa rukun perkawinan dua orang saksi sebagaimana yang
ada dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” untuk calon
suami di syaratkan harus berakal, bebas dalam bertindak, jelas

identitasnya, dan walinya.’' Kehadiran wali dalam perkawinan mutlak

% Wahbah al-Zuhaili, Op,. Cit, jil, 9 h. 46-48

7 Ibid.

* Kompilasi Hukum Islam

* Inilah yang disepakati para ulama. Walaupun sebagian ulama asy Syafi’i berpendapat kalau
saksi itu masuk dalam rukun perkawinan. Ibnu Rusyd al Qurtub al Andalusi, Op,.Cit, Jil I, h. 13

% Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. bagian Kesatu, pasal 14 dinyata bahwa rukun
perkawinan adalah: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul.Calon
suami harus berumur minimal 19 tahun ( pasal 7 UU no I tahun 1974) dan calon Istri berumur 21
tahun( pasal 6 UU no I tahun 1974). Saksi harus orang muslim, adil, aqil, baligh tidak terganggu
ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir secara langsung. KHI pasal 24-26.

°! Abd al-Rahmén al Jaziri, Kitab al-Figh ald Mazahib al-Arba’ah, (Mesir; al Maktabah al-
Tijariyyah al-Kubra, 1969), h. 8 dan 20-23
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sangat diperlukan sebagaimana dalam Nas™ dan sabda Nabi besar

Muhammad saw: a1 819y . CIhird CERY

“Tidak sah perkawinan tanpa adanya wali” HR Ahmad
Menurut Abdul Hamid Hakim walau wali dekat diperbolehkan
untuk mengawinkan anaknya tanpa seizin anaknya itu, namun demi
ketentraman anaknya maka dianjurkan untuk memberikan alternatif dan
menganjurkan persetujuan anak yang sudah baligh.’*Persetujuan anak

gadis adalah diamnya, sebagaimana hadis Nabi saw; >

lagdly 3515 gl ar ) \Plooo @3y gl (2 s S5 e o gk 31 oY)

Janda-janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan
anak perawan dimintai pendapat tentang dirinya, dan persetujuannya
adalah diamnya. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi.

Dari sini juga dapat dipahami bahwa Allah swt memerintahkan
kepada wali untuk tidak melarang seorang istri yang ditalak rajt oleh
suaminya kembali kepada suaminya itu. Selain itu juga tidak boleh
dilarang oleh walinya untuk kawin dengan laki-laki lain. Dan menurut
imam Syafi’i ayat dan hadis di atas sesuai lagi selaras. Dengan demikian
berarti untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon
istri, wali, dua orang saksi, dan juga ijab dan kabul. Tanpa salah satu dari

kesemuanya itu perkawinan batal.

>2 Al-Qurin surat Al-Bagarah 232 dan surat al Bagarah: 221

3 Muhmmad Ibn Ismail al-San’ani, Subulu al-Salam, (Mesir Mustafa al-bibi al-Halabi wa
Awladuh, 1950). Jil 3, h. 117

% Abd al-Hamid Hakim, Mu’in al Mibi, (Bukit Tinggi; Makatabah Nusantara, 1925), h. 17-
18. Dan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 “Perkawinan harus di dasarkan atas
persetujuan kedua calon mempelai” dan Kompilasi Hukum Islam pasal 16 perkawinan atas
persetujuan calon mempelai, dapat berupa pernyataan tegas, tulisan, lisan, isyarat ataupun
diamnya.

> Abu Daud dan Tirmidzi, Kitab al-Nikah, Hadis 9 dan Muhmmad ibn Ismail As San’ani,
Subulu al- Salam, (Mesir Mustafa al-babi al-Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 119
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¢. Syarat Perkawinan.

Syarat-syarat semua akad, termasuk akad dalam perkawinan ada
empat macam, pertama syarat in igad yang terkait dengan kesempurnaan
atau prinsip pokok perkawinan. Syarat ini erat hubungannya dengan
beberapa syarat yang ditujukan pada kedua belah pihak dan di tujukan
pada proses ijab kabul.’® Persyaratan yang berhubungan dengan kedua
belah pihak adalah;

1) Mampu melaksanakan perkawinan, maksudnya adalah orang yang
mampu melaksanakan akad baik bagi dirinya maupun untuk orang
lain. Maksud dari harus mampu melakukan akad, seperti harus
tamyiz.

2) Mendengarkan perkataan orang, maksudnya adalah masing-masing
kedua bela pihak harus mampu mendengarkan perkataan orang lain.
Sekalipun secara hukmi saja, seperti melalui tulisan. Syarat yang
dikhususkan bagi perempuan adalah, pertama harus benar-benar
perempuan scjati, bukan waria (khunsd musykil)’® dan tidak

termasuk perempuan yang haram dikawini.

Persyaratan yang berhubungan dengan sighat akad mencakup
empat hal, yaitu;

1) Harus dalam satu majelis bagi yang bisa hadir, maksudnya ijab
kabul itu dilakukan dalam satu waktu untuk kesempurnaan akad.
Perkawinan yang dilangsungkan di majelis yang berbeda seperti
kata wali “aku kawinkan anakku denganmu, lalu mempelai laki-
laki berdiri sebelum mengucapkan kabul dan berkata saya terima
setelah waktu ini, maka akad ini tidak sah.

2) Kesesuaian dan ketepatan kalimat kabul dengan ijab serta ukuran
mas kawin yang ditetapkan. Jika tidak sesuai maka nikahnya tidak

sah.

°0 Wahbah Al-Zuhali, al-Figh al-Islamy...,. Op,. Cit, h. 54
*7 Khunsa Musykil adalah jenis kelamin yang sulit di bedakan mana yang dominan.
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3) Orang yang mengucapkan ijab tidak boleh menarik kembali
ucapannya.

4) Diselesaikan pada waktu proses akad, tidak boleh dikaitkan
dengan waktu tertentu dan tidak boleh dikaitkan dengan syarat
yang tidak ada kaitannya dengan waktu akad, misal saya kawini
kamu jika si anu sudah pergi.

Syarat kedua adalah syarat sahihah yakni berdasarkan susunan

akad,’® syarat ini ada sepuluh macam, yakni

1) Dihalalkan pada saat berikutnya, seperti mengawini dua
orang bersaudara setelah salah satunya meninggal atau
dihalalkan sejak awal. Seperti bagi yang bukan mahram.

2) Tidak dibatasi oleh waktu tertentu

3) Ada saksi.

4) Keduanya sama-sama rela atau bebas berikhtiar

5) Jelas identitasnya

6) Bukan sedang ihkram

7) Ada mahar

8) Akadnya tidak secara diam-diam

9) Hendaknya salah satu pihak atau keduanya tidak sedang
mengidap penyakit yang mengkhawatirkan (yang dapat
membawa kematian)

10) Ada wali. ”

%% Qyarat-syarat ini ada yang menjadi pendapat salah satu mazhab tetapi tidak ada dalam
mazhab lain, seperti kelangenggan dalam akad menjadi peganggan kalangan sunni.sementara syi’i
(mazhab syi’ah) membolehkan nikah mut’ah (kawin Kontrak) jika waktu itu berlalu maka
perkawinan otomatis menjadi habis(cerai), syarat mahar serta tidak ada kesempatan suami dengan
para saksi untuk melakukan perkawinan secara diam-diam hanya dipenganggi oleh kalangan
Maliki, sementara ulama lain tidak memasukkannya kedalam syarat sah perkawinan. Demikian
juga syarat tidak mengidap penyakit yang dapat membawa kematian yang bisa mempasakh
perkawinan, kendati setelah bergaul. Jika belum bergaul, maka perempuan tidak berhak mendapat
mabhar, jika sudah bergaul maka baginya hak mahar missil (mahal yang dibayarkan setelah akad
perkawinan). Dalam hal wali di syaratkan oleh mayoritas ulama figh kecuali Hanafi.

% Pembagian syarat ini menurut Wahbah az Zuahili adalah, 1) objek cabang (si perempuan
tidak diharamkan dalam waktu tertentu atau diharamkan selamanya). 2) mengekalkan singat akad
(tidak dengan sighat tamattu’/bersenang-senang. 3) ridha dan ikhtiyar. 4) menentukan pasangan. 5)
persaksian. 6) tidak sedang ihram haji/umrah. 7) harus dengan Mabhar. 8) tidak bersepakat saling
merahasiakan. 9) hendaknya salah satu atau keduanya sedang mengidap penyakit yang
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Adapun syarat yang ketiga, syarat yang berkaitan dengan tindakan
kedua belah pihak terhadap keabsahan akad. Persyaratan ini ada lima,
yakni :

1) Keduanya memiliki kewenangan bertindak untuk melakukan
akad.

2) Suami bebas bertindak atas dirinya sendiri

3) Harus ada kejelasan keizinan wali dekat sebelum dilimpahkan
kepada wali jauh.

4) Jika diwakilkan, maka orang yang menerima wakil diharuskan
menjalankan tugasnya sesuai kehendak yang mewakili.

5) Tidak sah akad bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.®°

Syarat yang keempat, adalah syarat lazim, syarat ini terkait dengan
kelestarian akad. Syarat lazim ini ada tiga macam, yakni;

1) Jika ayah atau kakek tidak berwenang bertindak karena kurang
waras, lalu yang bertindak adalah saudara atau paman, atau
dikawinkan masa kecil, maka keduanya boleh melakukan fasak
ketika halangan itu berlalu.

2) Kedua belah pihak harus setara (kafa’ah).

3) Suami bebas dari cacat yang menyengsarakan istri, seperti
impoten atau sejenisnya.

Saksi dalam perkawinan adalah syarat sahnya perkawinan.®'
Sebab saksi berfungsi sebagai wakil masyarakat yang menunjukan pada
kesaksian orang banyak, sehingga dapat menjaga hak-hak istri dan
anak, agar tidak dizalimi oleh ayahnya sehingga nasabnya jelas, untuk
menghindari tuduhan suami atas istrinya serta memberikan penjelasan

betapa pentingnya perkawinan itu. Oleh karenanya perlu andanya

mengkhawatirkan. 10) wali. Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islamy wa adilatuhu. (Jakarta; Gema
Insani, 2011), h. 65. Secara umum juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 27-29

%0 Keberadaan wali itu penting. Sebagaimana telah penulis jelaskan pada pembahasan tentang
rukun perkawinan.

'Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa saksi dalam perkawinan itu adalah rukun
pelaksanaan perkawinan. Pasal 24 ayat 1.
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pemilihan siapa yang menjadi saksi. Saksi dalam perkawinan itu dua

orang, Rsaw bersabda®. Sle oty gyl olgy . Jus sualisy Jgs ¥ Sy

Tidak ada perkawinan melainkan dengan wali, dan dua orang
saksi yang adil. HR Dar al-Qutniy dan Ibn Hibban

Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang
berlaku juga menjelaskan bahwa setiap perkawinan harus disaksikan
oleh dua orang saksi,“saksi itu harus laki-laki muslim, adil, aqil, baligh,
tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.** Saksi dalam
perkawinan harus mampu memerankan fungsi adilnya65agar
perkawinan itu sesuai menurut syara’.

Dan jikalau seorang yang adil susah untuk mendapatkannya,
maka beragama Islam saja. Orang Islam sudah dianggap adil karena
mereka melaksanakan aturan Allah swt, menjauhkan yang haram dan
yang makruh.’® Saksi dalam perkawinan mengandung hikmah, kepada
umat manusia khususnya umat Islam bahwa betapa pentingnya
perkawinan, menginformasikannya kepada masyarakat, agar terhindar
dari pra sangka ataupun fitnah, sehingga rumah tangga terjaga dari
fitnah dan sejenisnya, agar masyarakat turut menjaga kedua pasangan

untuk mejalankan perintah Allah swt dan juga menjauhi larangannya.

> Muhmmad ibn Ismail As San’ani, Subulu al-Salam, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa
Awladuh, 1950). Jil 3, h. 119

%3 Kompilasi Hukum Islam pasal 24 ayat 1 dan 2 saksi dalam perkawinan merupakan rukun
pelaksanaan akad nikah, dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

% Kompilasi Hukum Islam. Pasal 25. Pasal 26 nya menyatakan bahwa saksi itu harus datang
menyaksikan secara langsung akad serta menanda tangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat
akad nikah dilangsungkan. Wahbah al-Zuhaili dalam al-Figh al-Islamy wa Adilatuhu juga
mengatakan bahwa, syarat menjadi saksi perkawinan itu harus mempunyai kababilitas untuk
mengembanpersaksian, telah baligh dan berakal, dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud
makna mengumuman akan pernikahan tersebut dan terakhir hendaknya mampu menghargai
pernikahan ketika menghadirinya. Wahba al-Zuhaili, al- Figh al Islamy.. Op. Cith. 76

6 Al-Qurén surat al-Talaq: 2

% Ibnu Rusyd al Qurtubi al Andalusi, Bidayatul Mujtahid wa an Nihayah al Muqtasid.(Mesir;
Maktabah al Kuliyah al Azhariyyah, TTh), h. 346 Al Qur’an surat An Nur ayat 4 Ayat ini pada
mulanya berbicara tentang tuduhan berbuat zina terhadap orang lain tanpa saksi empat orang saksi.
Ia di dera delapan puluh kali dan tergolong orang fasik.
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d. Tujuan Perkawinan
Dalam al Qur’an tercantum tujuan perkawian yang tersebar

dibeberapa surat dan ayat.®” diantaranya

_ 2 . }:‘ . LI '{J/
Osba> gz 4) fa 2l
Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.
Sedangkan Sunnah yang membicarakan tentang tujuan

perkawinan, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,

berikut:

AN ey el a8l Wb g ald Bell o Sis pllaal o SLA! pde b

.M\ 9 Syl olgy slrg d A agaally addad ch:"'l (.J )

Wahai para pemuda barang siapa yang telah mampu untuk kawin, maka

lakukanlah, karena menikah itu dapat menundukan pandangan dan lebih

menjaga alat vital. Dan barang siapa yang belum mampu untk menikah,

maka hendaklah ia berpuasa, karena itu bisa menjadi obat baginya. HR.
Bukhari dan Muslim.”*’

Dari keterangan al-Quran dan Sunnah di atas, dapat disimpulkan
bahwa tujuan perkawinan itu adalah memperoleh ketenangan hidup
yang penuh cinta dan sayang menuju keluarga sakinah, mawaddah
warohmah, sebagai penerus generasi, pemenuhan biologis, menjaga
kehormatan dan wadah ibadah.”

Tujuan memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan

sayang disebutkan oleh Allah swt melalui firman-Nya.”'Sedangkan
tujuan yang mengarah pada pengembang biakan ummat manusia

disebutkan dalam surat al Strra;11, al-Nahl;72, al-Nisa:1 dan surat al -

Thariq; 6-7. Tujuan pemenuhan biologis terdapat dalam surat al-Baqarah:

57" Al Qur’an surat al-Baqarah (2): 187 dan 223. Al-Nis(4); 1-9 dan 24. Al-Nahl (16); 72. Al
-Mu’minun (23): 5-7. Al-Nur (24); 33. Al-Rirm (30); 21. Al-Shura (42); 11. Al-Ma’arij (70) ;29
dan Al-Thariq (67); 6-8

%% Al-Qurén surat al-Mu’miniin; 5-7

% Muhmmad ibn Ismail al-San’ani, Subulul-Salam, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa
Awladuh, 1950). Jil 3, h. 119 dan Al Bukhari, Kitab “A/- Nikdh. Bab at Targhibi fi al-Nikah,
Hadis Kitab 9

70 Khairuddin Nasution, Hukum Perkawinan I di lengkapi perbandingan UU Negara
Muslim Kontemporer (' Yogyakarta; ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), h. 43
"' Al-Qurén surat Al- Ritm 21
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187, 223. Al-Nur:33, al-Ma’arij: 29-31 dan al-Mu’mintin: 5-7 serta
tujuan perkawinan menjaga kehormatan tertera dalam surat al-Ma’arij:
29-31, surat al-Mu’mintrn: 5-7 dan surat al- Nisa’: 24. Dan tujuan ibadah
terdapat dalam hadis Rasulullah .”*

LSl B b s i e wlel wib dodlo 80 Al By

oSl 5 Sl ey,
“Siapa yang diberi karunia oleh Allah Swt, berupa istri yang sholehah,
sungguh Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan sebagian
agamanya. Maka hendaknya ia berkata kepada Allah swt pada sebagian
yang lain. HR. Thabrani dan Hakim dengan sanad yang shahih.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia’
menyatakan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sementara itu menurut
Khairuddin Nasution tujuan perkawinan itu adalah dalam rangka
memperoleh ketenangan hidup keluarga yang penuh cinta dan kasih dan
sayang, reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan

dan ibadah.”

2. Mahar Dalam Perkawinan

Islam memberikan perlindungan dan penghormati pada perempuan
dengan diberikan hak kepemilikan. Pada masa jahilah dahulu perempuan
menjadi pihak yang tertindas haknya dan teraniaya dalam pergaulan,
bahkan walinyapun menggunakan harta yang murni sebagai miliknya
tanpa menyisakan kesempatan untuk memanfaatkan harta menjadi
miliknya sendiri, oleh karena itulah Islam memberikan mahar sebagai
haknya. Kadang-kadang mahar disebut sebagai sedekah Allah swt

berfirman”

2 Muhmmad ibn Ismail as San’ani, Subulu al-Salam, (Mesir Mustafa al-babi al Halabi
wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 120 dan Thabrani dan Hakim dalam Mustadrak Hakim, Kitab Al-
Nikah. Hadis 9

3 Kompilasi Hukum Islam pasal 3,

"Kharuddin Nasution, Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modren,
(Yogyakarta; ACA deMIA, 2012), h. 282

> Al-Qurén, surah al- Nisa’
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Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang
hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang
sedap lagi baik akibatnya.

Dan kadang disebut ujroh sebagaimana dalam firman Allah

76 1
swt. ~diantaranya;

}e// ///}

A
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, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai
suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu
yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana..... dan
berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-
wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang
mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya...

Secara istilaht definisi mahar terurai sebagai berikut ini,

a. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa mahar adalah sejumlah harta yang
menjadi hak istri karena akad pernikahan sehingga dibolehkannya
terjadi senggama.

b. Mazhab Maliki mengartikan mahar sebagai sesuatu yang menjadikan

halal untuk digauli.

7% Al-Qur’an surat Al-Nisa’ ayat 24-25, surat al-Maidah ayat 5 dan surat al-Mumthahanah
ayat 10. Diantaranya yaitu al-Mumtahanah ayat 10



63

c. Mazhab Hambalt mendefinisikan mahar adalah sebagai imbalan suatu
perkawinan baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah maupun
ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak.

d. Abdurrahman Al-Jazirt mengatakan bahwa mahar adalah pemberian
wajib oleh suami kepada istrinya sebagai barter diperbolehkannya
bersenang-senang. '’

Dari definisi yang diungkapan oleh para ulama ini, dapat ditarik
kesimpulan bahwa mahar merupakan pemberian wajib dari suami berupa
benda ataupun jasa tanpa batasan minimal namun mempunyai manfaat
bagi istri dan sang istri ikhlas menerima.

Batasan mahar yang diberikan suami kepada istri para ulama juga
berbeda pendapat, menurut Abit Hanifah dan A/-shabnya, bahwa
sekurang-kurangnya mahar adalah sepuluh dirham atau yang seharganya.
Sedangkan menurut Umar, Ibnu ‘Abbas, al-Hasan al-Bisri, Ibnu
Musayyab, Rabiah, al-Auza’y, Ahmad, Ishaq, dan al-Syafi’i, bahwa
sekurang-kurangnya kadar mahar yang sah yang dapat dijadikan harga
atau upah.”*Mayoritas para ulama sepakat menetapkan bahwasanya
sebaik-baiknya mahar ialah yang mudah dipenuhi tidak memberatkan dan
sebanyak-banyak mahar tak ada batasnya.”’

Keterangan ini menunjukan bahwah mahar merupakan rukun asli
perkawinan sehingga perkawinan tidak sah tanpa adanya mahar, mahar
tidak perlu besar namun harus ada, besar kecilnya mahar bukanlah ukuran
sahnya perkawinan. Imam Syafi’t, Imam Ahmad, Ishdk, Abr Tsur dan
fugaha Madinah juga sepakat bahwa tidak ada batas minimal dalam semua
pemberian mahar. Pemberian mahar adalah merupakan tanda kecintaan

antara suami dan istri.*’Jika terjadi perceraian dalam perkawinan, maka

77 Abdurahman Aljaziri” Kitab al-Figh a’ld Mazhab al-Ar Ba’ah (Dar al-Kutib al
Islamiyah, Beirut. Th, 1990). H 89

7 Tengku Muhammad Hasbi Al-Shiddieqy "Figh al-Sunnah” Tth. h. 93

" Tbnu Rusyd “Bidayatul Mujtahid Wanihayatu al- Mugqtashid,(Beirut; Dar al-Fikr, th
2005) Juj 2 h. 16

% Sayyid Sabiq “Fikih Sunnah”, Juj 3 (Dar Fath Lil ilmi al-Arabiy. Jakarata, Cakrawala
Publising) : 2011).H. 410-413
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mahar tetap wajib diberikan kepada istri, hal sesuai dengan perintah Allah
swt dalam al-Qurdn.*' Menurut Malikiyah pernikahan tidak sah tanpa
adanya mahar, karena mahar mengandung ketenangan jiwa dan mencegah
terjadinya sengketa dikemudian hari. Mahar dianjurkan disebutkan saat
akad, walaupun demikian mahar tidak disebutkan ketika akad, maka
pernikahan tetap sah.™

Mahar disyariatkan adalah untuk dimanfaatkan oleh istri, maka
sebab itu semua yang dipandang bermanfaat bagi istri, bila diridhoi istri
sahlah menjadi maharnya. Mahar adalah merupakan pemberian dari calon
mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan berbentuk barang,
uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.* Syari’at
Islam tidak menetapkan batasan minimal ataupun batasan maksimal,
sebab manusia memiliki keberagaman dalam tingkat kemampuan. Manusia
juga berbeda dari kondisi sulit dan lapang, serta masing-masing komunitas

memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda.

3. Kekuasaan Terhadap Harta

Islam mengenal sistem kepemilikan individual terhadap harta dan
di samping itu Islam juga mengenal sistem kewarisan. Kewarisan menurut
Islam merupakan permindahan hak dalam bentuk pembagian harta si
pewaris sehingga menjadi hak milik penuh ahli waris. Dengan demikian
harta yang ada pada mulanya dikuasai dan dimiliki oleh seseorang dan
kekuasaannya menjadi terbagi-bagi pada yang lain. Islam tidak mengenal
ketentuan yang mengatur kepemilikan harta secara komunal, kecuali
dalam serikat usaha dengan pertimbangan perhitungan untung rugi.

Dalam figh kajian harta bersama belum ditemukan bagaimana

konsep kepemilikan dan kekuasaannya, yang ada hanya konsep tanggung

81 Al-Qur’an surat al-Bagarah; 228. Quru' dapat diartikan suci atau haid. Hal ini
disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah
tangga (Lihat surat Al-Nisd' ayat 34).

$2Wahbah al-Zuhaili “al-Figh al-Islamy Wa Adilatuhu”(terjemahan) ( Darul Fikri,) Gema
Insani jilid 9 Jakarta. H 82
%3 Kompilasi Hukum Islam Bab I ketentuan Umum Pasal 1 poin d



65

jawab atau kewajiban mencari nafkah® oleh suami, sedangkan istri hanya
menjadi ibu rumah tangga, sehingga ada kesan bahwa peran istri dalam
rumah tangga hanya mengurus suami dan anak-anaknya tanpa ada peran
dalam finansial. Kemudian dari pada itu selain sekedar konsep tanggung
jawab suami tentang nafkah akan istri dan anaknya, disebabkan kondisi
masyarakat saat itu yang tidak memungkinkan untuk membahas tentang
kepemilikan dan kekuasaan akan harta. Dalam al-Qurdn memang telah
diinformasikan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah, pakaian
dan perlindungan kepada istri dan anak-anaknya menurut ukuran yang
ma ritf> Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhiri dan Nasa’i;*®
& sbadl 5 syl olgy By pmall sy il o4y - phre ) Jguy JB
Dan bagi mereka atas kamu tanggungan natkah dan pakaian mereka dengan
cara yang baik”HR. Bukhiiri dan Nasa 1.
Kelonggaran dalam pemberian nafkah oleh suami lantaran suatu
sebab, Rasulullah bersabda.”’
Sy 0TSy g gty 1 2 gl (S8 AL b o 0
oAy T U Vel 5 b OB WSS s (Sad by YT e
s 813y . D9 mally (155 83 @S
Jadi kepemilikan dan atau kekuasaan harta oleh suami dikarenakan suami
mempunyai kepemilikan ‘terhadap nafkah. Kendati suami berkewajiban
memberikan nafkah kepada istri dan tidak ada dalil yang melarang sang istri
untuk mencari nafkah sebagaimana suami.
Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia® juga ikut

mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Menurut undang-undang

% Nafkah yang dimaksudkan adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat
tinggal, pelayanan, dan pengobatan walaupun isrti berkecukupan.

% Kata makritf terambil dari kata ‘urf dalam bentuk pasif (dikenal) jadi dalam hal
memberikan nafkah, pakaian dan perlindungan itu sesuai dengan kebiasaan atau yang sudah
dikenal pada tempat dimana mereka bertempat tinggal. Al-Qur’an surat al-Baqarah; 233. surat al-
Thalaq ayat 7

% As San’ani, Subulu al-salam.. Op., Cit.,h 218-219

¥ HR. Muslim, Kitab Hajjah an Nabiyy swa, h. 886

% Undang-Undang no 1 tahun 1974, tentang Perkawinan. Pasal 35- 37 dinyatakan: Harta
benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing
suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah
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di Indonesia bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama , jika tidak ada perjanjian lain, seperti dinyatakan dengan tegas oleh
kedua belah pihak bahwa harta-harta ini akan dimiliki sebagai harta bawaan,
maka harta yang di dapat dari hadiah atau warisan menjadi tanggung jawab
masing-masing®suami dan istri sama-sama mempunyai kekuasaan dan
kepemilikan terhadap harta bersama, seandainya terjadi perpisahan karena
cerai hidup harta gono gini ini diatur menurut hukumnya masing-masing.”®
Kompilasi Hukum Islam bab XIII mengatur tentang harta kekakyaan
dalam pekawinanglnamun keberadaan harta bersama juga tidak menutup
kemungkinan adanya harta masing-masing, terhadap milik masing-masing
tidak dikenal percampuran harta. Harta istri adalah harta istri, harta suami
adalah harta suami, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan
harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di
bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan
lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing- masing
harta berupa hibah, hadiah, sedekah atau yang lainya. Pada pasal 88 nya
dinyatakan apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta gono-
gini, maka penyelesaian itu diajukan kepada Pengadilan Agama.
Undang-undang ‘Nol ' tahun 1974 tentang perkawinan terdapat
peluang kepada pihak suami atau istri untuk menetapkan hukum lain dalam
pembagian harta bersama jika ada perceraian, sementara dalam kompilasi
hukum Islam menyarankan diselesaikan melalui Pengadilan Agama, artinya

harus diselesaikan sesuai hukum Islam, bahkan dinyatakan bahwa jika

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama
suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaang
masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan mengenai
harta bendanya. Biaya perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut
hukumnya masing-masing.

% Harta bawaan adalah harta yang di dapat bukan pada saat perkawinan dan bukan yang

didapat selama perkawinan. Seperti, harta warisan, hadiah, hibah, dan harta hasil usaha saat
sebelum terjadi perkawinan.

% Menurut hukumnya masing-masing maksudnya adalah bahwa undang-undang ini

memberikan peluang pada kedua belah pihak untuk memberlakukan hukum yang dikehendaki
dalam rangka mencari penyelesaian pembagian harta bersama mereka.

* Kompilasi Hukum Islam pasal 85- 97
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terjadi cerai mati, separoh dari harta bersama menjadi milik istri.”? Ini
berarti sisa yang separoh lagi itulah yang menjadi warisan bagi kerabat ahli
warisnya, tanpa mempertimbangkan mana pihak yang aktif dalam mencari
nafkah.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa semua harta dalam
kekuasaan dan dimiliki suami istri. Bahkan suami istri bertanggung jawab
menjaga harta bersama, dan untuk harta diri masing-masing, dan tidak
melakukan tindakan apapun tanpa persetujuan salah satu pihak. Islam
memberikan isarat akan hak-hak perorangan atas harta yang pada prinsipnya
setiap pribadi mempunyai kemampuan sebagai penerima hak dan
melaksanakan kewajiban dan dipandang mampu bertindak terhadap harta
miliknya. Namun jika belum dianggap mampu untuk bertanggungjawab atas

hartanya, maka perlu jaminan dari wali.

4. Tanggung Jawab Terhadap Anak
a. Anak Kandung
Anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia 15 tahun ke
bawah.” Sementara dalam Convention on The Right Of the Child tahun
1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres
Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang
berusia 18 tahun ke bawah. Unifed Nations Emergency Children's Fund
(UNICEF) organisasi internasional di bawah naungan PBB ini yang
didirikan pada tanggal 11 Desember 1946 untuk memberikan bantuan
kemanusiaan khusus kepada anak-anak. UNICEF sendiri mendefenisikan
anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.”*
Undang-undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan

anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21

2 Kompilasi Hukum Islam pasal 96 yang berisikan; apabila terjadi perceraian (mati),
maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Dan pembagian harta
bersama bagi seorang suami atau istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya
kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama

% Menurut The Minimum Age Convention Nomor 138 tahun 1973

** Kepres No 39 tahun 1990 dan organisasi PBB yakni UNICEF
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tahun dan belum menikah. Sedangkan undang-undang perkawinan
menetapkan batas usia anak adalah 18 tahun.”” Kompilasi Hukum Islam
menyebutkan bahwa bagi anak yang belum menikah, tidak cacat mental
dan belum mencampai umur 21 di bawah pemeliharaan dan tanggung
jawab orang tua.

Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan
yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang sah dan yang dilahirkan
oleh istrinya.”® Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang
wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat,
pemerintah, dan negara. Bagi anak yang cacat mental selama hidupnya
tetap dalam tanggung jawab dan kekuasaan orang tua.’”’

Tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pengasuhan anak
dalam Islam disebut hadanah. Haddnah yang artinya samping atau
merenguh ke samping, adapun pengertian menurut syara’ adalah
pemeliharaan anak oleh yang berhak wuntuk memelihara dan
mengasuhnya dikarenakan anak masih mumayyiz.”® Haddnah dapat
dipahami  sebagai orang menjadikan anak dalam asuhannya atau
mendidiknya lalu mengasuhnya.” Kata haddnah dikaitkan dengan
pengasuhan  karena pada kebiasaan pengasuh meletakkan anak yang

diasuhnya di atas rusuknya atau pangkuannya. i

% Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 47 ‘Anak yang belum mencapai
umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang
tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

%% Kompilasi Hukum Islam pasal 98 poin a “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri
atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau
belum pernah melangsungkan perkawinan” dan pasal 99 poin a “ Anak yang sah adalah anak yang
dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”, dan b hasil perbuatan suami istri yang sah di
luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

°7 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

% Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Isldmy.. Op ., Cit., h. 59

% Lihat Abdul Malik bin al-Sayyid Salim, Sahih Figh Sunnah, (Pustaka: Pustaka al-
Tazkiyah, 2006), Juz 4, h. 567. Ahkam ath-Thifl (hal, 212), karya guru kami, Ahmad al-‘Aisswi.
Lihat juga al-Qamus al-Muhith, al-Badai’(4/40), Mughani al-Muhtaj (3/452) dan Kasyaf al-
Qanna’ (5/576)

' Sayyid Syabiq, Op. cit., h. 138
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Sedang secara istilah syariat hadanah merupakan perbuatan
memelihara anak yang belum mampu mengurus urusannya sendiri,
merawat dan melindunginya dari hal-hal yang bisa membinasakan dan
membahayakannya. Pengertian lainnya adalah merawat dan mendidik
seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasan,
karena tidak bisa memenuhi keperluannya.'”'

Menurut Zakiah Darajat, Haddnah merupakan pendidikan dan
pemeliharaan anak sejak lahir, sampai anak sanggup berdiri sendiri dan
mengurus dirinya sendiri yang dilakukan oleh kerabat anak tersebut.'®*
Sementara itu menurut ulama figh hadanah adalah merupakan bentuk
pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan
yang masih mumayyiz dengan menyediakan suatu kebaikan anak, seperti,
menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik
jasmani dan rohani agar akalnya mampu berpikir sendiri menghadapi
hidup dan memikul tanggung jawab.'"

Perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa kedua orang
tua berkewajiban memelihara anak-anak mereka, baik jasmani maupun
rohani, kecerdasan ataupun agama.'®*Pemeliharaan dan pengasuhan
terhadap anak merupakan kewajiban kedua orang tua khususnya ibu.
Sedangkan dalam pasal 4 disebutkan bahwa anak yang tidak mempunyai
orang tua berhak memperoleh pengasuhan oleh negara, orang atau badan.
Kemudian, pasal 5 nya ayat 1 menyebutkan bahwa anak yang diasuh oleh

keluarganya yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan dari negara

%" Abdul Aziz Dahlan, Loc. Cit.

'] ihat Zakiah Darajat, Et al-Ilmu Figh, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Juz II,
h. 157

1% Abdur Rahman al-ghazali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 176

1% Undang-Undang no 1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 “Kedua orang tua wajib memelihara
dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun
perkawinan antara kedua orang tua putus. Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 3 menyatakan
‘Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik
mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
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agar supaya si anak dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan
berkembang secara wajar.'®
Pengasuhan dan perlindungan anak itu wajib berdasarkan pada

firman Allah swt dalam al Qur’an'®

setiap anak wajib dilindungi dan

diasuh tanpa memandang baik ras, jenis kelamin, asal-usul, keturunan,

agama maupun bahasa, hak-hak anak mencakup empat bidang, yakni:

1) Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup
yang layak dan pelayanan kesehatan.

2) Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi,
waktu luang, seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan
beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan,
perlakuan dan perlindungan khusus.

3) Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk
eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses
peradilan pidana.

4) Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat,
berkumpul, berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan
keputusan yang menyangkut dirinya.'”’

Selain hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, keluarga, dan
negara, anak memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk
dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan
wajar.'®Hadéanah | menurut para peneliti-bertalian dengan tiga hak
sekaligus yakni hak orang yang mengasuh, hak anak yang diasuh, dan
hak ayah atau siapa yang menggantikan posisinya. Bila memungkinkan
untuk menyatukan ketiga hak ini, maka hadanah wajib untuk

dilaksanakan. Adapun tujuan diwajibkannya pengasuhan, pemeliharaan

' Ibid.

1% Al-Qur’an surat Al- amrin ayat 6 dan surat AI-Nisd’: 9

197 K eppres Nomor 39 tahun 1990

1% Kebutuhan dasar yang penting bagi anak adalah adanya hubungan orangtua dan anak
yang sehat dimana kebutuhan anak, seperti: perhatian dan kasih sayang yang kontinue,
perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orangtua. Ahmad Rafiq, Hukum
Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), h. 235
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dan perlindungan terhadap anak adalah pertama untuk menjaga anak,
kedua orang tua berkewajiban memberikan pendidikan, pengajaran agar
anak menjadi manusia yang mempunyai kemampuan, dedekasi hidup
yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan
pembawaan bakat anak.

Bakat anakpun dapat dikembangkan dan berkembang di tengah
masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya
setelah lepas dari tanggung jawab orang tuanya.'” Lingkungan memang
sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologi umat manusia,
oleh karena itu anak perlu bekal untuk menghadapi kehidupan
kedepannya.'"

Pengasuhan anak oleh orang tua merupakan suatu kewajiban
yang bertujuan untuk kebaikan anak di dunia dan akhirat. Namun ketika
pengasuhan dan pendidikan anak itu tidak dapat dilaksanakan oleh orang
tua secara penuh, karena hal yang tidak memungkinkan orang tua untuk
melakukan pengasuhan terhadap anaknya, maka ada urutan-urutan orang
yang berhak dalam pengasuhan anak tersebut. Kaum perempuan lebih
tahu tentang bagaimana cara perawatan anak karena lebih mampu, tabah,
belas kasih, luang waktunya, dan lebih dekat dengan anak kecil, maka
mereka didahulukan dari pada kaum laki-laki dalam urusan pengasuhan
anak pada usia tertentu. Kemudian baru kaum laki-laki lebih mampu
memberikan pendidikan dari pada kaum wanita.'"!

Penjelasan yang panjang lebar ini maka dapat dipahami bahwa
pengasuhan anak jika terjadi perceraian, maka pengasuhan anak yang

paling berhak adalah ibu selama si anak belum baligh dan ibu belum

'Lihat M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading, 1976),
h.204.

"% Al-Qurén surat al-Lugman ayat 12-19; Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih
ialah setelah anak berumur dua tahun.Yang dimaksud dengan Allah Maha Halus ialah ilmu Allah
itu meliputi segala sesuatu bagaimana kecilnya.Maksudnya: ketika kamu berjalan, janganlah
terlampau cepat dan jangan pula terlalu lambat.

"Al-Badai’ (4/41-44), fath al-Qadir (10/313).al-Qawani al-Fighiyyah (224) berserta
reperensi sebelumnya ditambah Zad al-Ma’ad (5/437 dan setelahnya) dan Majmu’al-Fatawa
(34/123)
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menikah lagi, karena seorang ibu memiliki keutamaan yang banyak,''?
Masdar F. Mas’udi menyatakan bahwa ibu lebih sabar kepada anak, lebih
halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang,
seorang ibu juga mempunyai ikatan batin dan kasih sayang kepada anak
melebihi dari kasih sayang seorang ayah. Derita terpisahnya seorang ibu
dengan anaknya akan terasa lebih berat dibanding seorang ayah, sentuhan
tangan ibu lebih menjamin petumbuhan mentalitas anak sehingga
menjadi lebih sehat. '

Urutan mulai yang paling utama mengasuhan anak yang masih
mumayyiz itu adalah ibu dan kerabat yang perempuan dari pihak ibu,
namun bila anak tersebut tidak memiliki kerabat dari pihak ibunya atau
memiliki kerabat tetapi tidak layak untuk merawatnya, maka hak asuh
berpindah kepada kerabat laki-laki yang masuk dalam katagori mahram
baginya, seperti urutan berdasarkan pada orang yang berhak mendapat
harta waris.''"* Jika kerabat dari pihak laki-laki ayah si anak juga tidak
ada, maka hak asuh berpindah kepada kerabat laki-laki yang tidak
termasuk berhak mendapatkan harta warisan. Jika anak tersebut tidak
mempunyai kerabat, maka pihak pengadilan boleh menetapkan seorang
perempuan yang layak untuk mengasuh dan mengurus pendidikan anak
tersebut.'’

Sebelum tahun 1989 dan sebelum ada undang-undang perkawinan
di Indonesia yang mengatur secara khusus tentang pengasuhan anak, para
hakim masih menggunakan kitab-kitab figh. Namun setelah berlakunya
UU no.7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan inpres No.1 tahun 1999

tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam, maka masalah

"2 Ibid., h. 297.
"SMasdar Farud al-Ma’udi, Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih

Pemberdayaan (Bandung:, Mizan, 1997), h. 151-152, Amiur Nuruddin, Op. cit., h. 297-298.
Muhammad Bagir al-Habsyi, Figh Praktis Menurut al-Qur’an, Sunnah, dan Pendapat Para
Ulama’ (Bandung: Mizan, 2002), h. 237, Ibid. dan juga Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamabh, al/-
Mughni, (Riyad: Maktabah al-Riyad, t.th). Juz IX, h. 153

" Sayyid Sabiq, 4/-Figh Sunnah, (t.tp: Dar Fath li ‘alami al-*Abiy, t. th), Juz, IV, h. 142-

5 I ihat ibid.
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pengasuhan anak menjadi hukum positif di Indonesia dan peradilan
agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannnya.''®
Pemeliharaan anak terdapat dalam pasal 41.''" KHI juga mengatur
tentang kewajiban memelihara anak dan harta bila terjadi perceraian
sebagaimana terdapat dalam pasal 105 dan 106.'"®
Ibnu al-Qayyim mengatakan, bahwa keberadaan anak di tangan
orang kafir menyalahi petunjuk Allah swt terhadap hamba-Nya. Seorang
wanita ataupun laki-laki harus mempunayi kemampuan merawat anak
dan tidak ada hak mengasuh anak bagi orang buta, sakit, lumpuh, atau
serupanya karena yang demikian itu terindikasi bisa membahayakan si
anak, bisa menyepelekan dan menyia-nyiakan anak.'"’Ibnu al-
Mundzirpun menukil ijma’ bila ibu telah menikah lagi, maka gugurlah
haknya untuk mengasuh anaknya.'*’
Jika anak sudah tidak lagi memerlukan bantuan karena telah
mencapai usia Tamyiz dan telah mampu mengerjakan sendiri kebutuhan

primernya, seperti makan, minum, berpakaian dan serupanya, maka

"% Abdul Mannan, Problematika hadhanah dan hubungannya dengan Praktik Hukum
Acara di Pengadilan Agama, dalam mimbar Hukum, No. 49, th. 2000, h. 69.

"7 UU No 7 tahun 1989 pasal 41, dinyatakan: Apabila perkawinan putus karena perceraian
maka akibatnya adalah: 1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban -memelihara dan mendidik
anaknya,semata-mata atas kepentingan anak, bilamana ada perselisihan tentang penguasaan anak
.Pengadilan member keputusan, 2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biayapemeliharaan
dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi
kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, 3.
Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau
menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas isteri.

!"8pasal 105 dalam hal perceraian:a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyuz atau belum
berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. B. Pemeriharaan anak yang sudah mumayyiz
diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeriharaannya, c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah. Pasal, 106: a. Orang tua
berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah
pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan
mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak
dapat dihindarkan lagi. b. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena
kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (a). Lihat Mardani, Hukum Islam:
Kumpilan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2013), h. 157

19 7ad al-Ma’ad (5/460)

120 Lebih lanjut lihat Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam
Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, ( Jakarta: Prenada media
Group, 2010), h.170-173
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habislah masa pengasuhan itu. Karena itu, penetapan batas usia ini
diserahkan kepada hakim, berdasarkan perkiraannya tentang kondisi anak
dan demi kemaslahatan anak.'*' Bila telah ditetapkan habisnya masa
pengasuhan, dan kedua orang tuanya sepakat untuk mengurusanya, maka
hal itu boleh saja dilakukan namun bila keduanya berselisih'** maka
perlu diselesaikan melalui pengadilan.

Penjelasan ini dapat dipahami bahwa apabila kedua orang tua
melalaikan tanggung jawab terhadap anaknya, maka tanggung jawab
anak dialihkan hak pengasuhannnya kepada orang lain yang memang
peduli terhadap anak. Menurut imam al-Syafi’i ketika suami isteri
bercerai, mempunyai anak yang telah dewasa maka orang tua sama-sama
layak untuk mengurus anaknya, baik dalam masalah agama, harta dan
ataupun kasih sayang.'” Oleh karena itu anak dipersilahkan memilih
orang yang dianggapnya akan membuat dia terjaga dan aman, sesuai
dengan syarat dari haddanah itu sendiri yaitu kemaslahatan anak yang
menjadi prioritas, bukan keegoan dari salah satu pihak orang tuanya.

Pengasuhan anak di bawah umur atau yang dikatagorikan belum
dewasa baik laki-laki maupun perempuan adalah ibunya, sedangkan yang
sudah dewasa adalah diserahkan kepada anak untuk memilih di antara
tinggal bersama dengan bapak ataupun ibunya. Sedangkan anak yang
tidak normal atau berkebutuhan khusus dibawah pengasuhan ibunya.

b. Anak Angkat

Dalam Islam anak angkat dikenal dengan sebutan al- tabannt dan

dalam bahasa Belanda dikenal dengan adopteren, yang artinya adalah

mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri.'** Anak angkat

2! Undang-Undang Mesir menyatakan bahwa hak pengasukan anak berakhir ketika anak
laki-laki mencapai usia tujuh tahun, dan anak perempuan mencapai usia sebilan tahun.

122 Al-I?l»%dai’ (4/42), al-Oawanin (hal.224), Mughani al-Muhtaj (3/456), al-Mughni (7/614)
1bid.

124 Atau disebut juga dengan al-Lagit. Yang artinya anak pungut. At tabanni dan al laqit
mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak,
namun secara hukum dan asalnya berbeda. Anak angkat berasal dari perkawinan yang sah
sedangkan anak pungut berasal dari luar perkawinan, anak tersebut dibuang oleh orang tuanya
karena malu, lalu dipungut oleh orang yang menjadikannya anak untuk dipelihara. Secara
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diartikan juga anak yang dalam pengasuhan untuk hidupnya sehari-hari,
biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang
tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.'®

Mengambil anak orang lain dan dijadikan sebagai anak sendiri lalu

disamakan haknya dengan anak kandung. Sehingga si anak angkat
berhak mengikuti garis keturunan ayah, seperti memakai menambahkan
nama ayah angkat pada namanya, saling mewarisi dan juga mendapatkan
hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dengan ayah angkat.
Pengangkatan ini sangat erat hubungannya dengan akibat hukum serta
status anak angkat ke dalam keluarga angkatnya. Pengangkatan anak
seperti ini dikenal dengan adopsi, yang melatar belakangi adopsi banyak
faktor, di antaranya faktor peperangan, tidak mempunyai keturunan dan
lain sebagainya.

Secara kemanusiaan pengangkatan anak menguntungkan baik anak
maupun orang tua angkat, namun pengangkatan seperti ini dilarang dalam
Islam, karena dapat menyebabkan terputusnya hubungan anak angkat
dengan keluarga kandungnya. Larangan mengangkatan anak sebagaimana
yang dimaksudkan mengandung hikmah yang banyak.'**Adapun hikmah
larangan itu adalah.

1) Hubungan kekerabatan/nasab sangat diperhatikan oleh Islam dalam
rangka menjaga tegaknya lembaga keluarga dan hak-hak anggotanya.

2) Dalam rangka menjaga kejelasan batasan mana yang halal dan mana
yang haram dalam hubungan keluarga.

3) Dalam rangka menjaga keharmonisan, keamanan keluarga, menghindari

permusuhan dalam keluarga dikarenakan kecemburuan

keperdataan dan hukum adat di Indonesia membenarkan tindakan hukum seperti ini . status
mereka menjadi anak angkat dan masuk kedalam struktur keluarga yang mengambilnya.

125 Kompilasi Hukum Islam pasal 171 poin h : Anak angkat adalah anak yang dalam
pemeliharaan untuk hidupnya sechari-hari, biaya pendidikan dan sebagainyaberalih
tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan
pengadilan.

126 Wahbah al-Zuhaili, Op., Cit,. h. 675. Al-Qurén surat al-Nur ayat 31
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4) Islam memang sangat menghormati keadilan dan kebenaran dengan
tidak memutuskan hubungan antara anak kandung, ayah angkat, dan
anak angkat.

Jadi dapat difahami bahwa anak angkat tidak sama dengan anak
kandung baik berhubungan dengan hak maupun kewajiban. Anak angkat
hanya dimungkinkan mendapatkan hibah atau sedekah, wasiat, wakaf
dan apapun bentuknya namun tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang
ditinggalkan.'?’

5. Sistem Kewarisan
Masalah-masalah kewarisan dalam Islam dikenal dengan “ilmu
mirds” disebut juga ilmu fardaid. llmu Faraid adalah bentuk jamak dari
faridah,terambil dari kata fardu yang berarti penentuan.'”® Hukum
kewarisan adalah merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan
hak kepemilikan harta peninggalan, pewaris, menentukan ahli waris dan
bagiannya masing-masing' > sesuai dengan Hadis Rasulullah,**
lehaly il A1 1) sy ade 1 oo ) Jgosy JB JB a1 o2y pls ) o8
Gyl olgy . S5 Joy S (b Led
Subtansi dari hukum kewarisan Islam 1alah pengaturan tentang peralihan
hak milik dari si mayit kepada ahli warisnya.'’! Adapun azas kewarisan
itu mencakup empat hal;
a. Azas ijbari (memaksa), berdasarkan pada surat Al- Nisa’ ayat 7
b. Azas bilateral, berdasarkan pemahaman surat AI-Nisa’ ayat 7, 11, 12
dan 176.

c. Azas Individual, berdasarkan pemahaman surat al-Baqarah ayat 188.

127 Sebuah Hadis yang .. . ¢ &ddi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

128 Wahbah al- Zuhaill. Op., Cit., h. 340

12 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 poin a; Hukum kewarisan adalah hukum yang
mengatur tentang pemindahanhak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris. Menentukan
siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagianya masing-masing.

130 Al San’ani, Subu al-ssalam..Lok.Cit.

B! Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam; Dalam Pendekatan Teks dan
Konteks, (Jakarta, Rajawali Press, 2013), 17
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d. Azas keadilan berimbang, maksudnya adalah perpindahan harta
kepada semua ahli waris tanpa melihat jenis kelamin, walaupun
bagian-bagian tertentu terlihat menonjol.'*?

Dari sini dapat dipahami bahwa Islam mengatur dan mengurutkan
orang-orang yang menjadi ahli waris dan orang yang dapat untuk saling
mewarisi. Adanya waris mewarisi disebabkan tiga hal, yakni, hubungan
kekerabatan, perkawinan dan hubungan karena memerdekakan hamba
cahaya.

Para ulama sependapat kalau anak yang dilahirkan luar perkawinan
yang sah hanya dihubungkan dan mewarisi pihak ibu, tidak dari pihak
ayahnya walaupun secara biologis dia bagian dari darah daging ayahnya.
Apalagi jika ayah tidak mengakui anaknya itu adalah anaknya, sangkalan
ayahnya itu dilakukan dengan sumpah.'’Anak yang masih dalam
kandunganpun tetap diperhitungkan oleh Islam untuk tetap mendapatkan
warisan. Jika belum diketahui jenis kelaminnya, maka untuk sementara
ditetapkan bagian yang menguntungkan, jika berlebih dikembalikan pada
ahli waris yang lain."** Kerabat yang jauh dapat terhalang oleh kerabat
yang dekat.'*®

Hubungan perkawinan dapat menyebabkan saling mewarisi karena
didasari atas perbuatan hukum antara laki-laki dengan perempuan yang

menghalalkan hubungan kelamin yang sebelumnya diharamkan agama,

132 Abd al-Wahab Khalaf, al-Usul al-Figh, (Jakarta, DDII, 1974). h. 136 dan Amir

Syarifuddin., Op. Cit., h. 18-27

133 Sumpah yang dilakukan oleh si ayah dalam rangka mengingkari bahwa anak itu adalah
anaknya dengan melalui /ian. Sebagaimana terterah dalam Pasal 101,”Seorang suami yang
mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat mengingkarannya dengan
li’an”. Lalu Pasal 102, “Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari sirinya,
mengajukan gugatan kepada pengadilan agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya
atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya
melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada
pengadilan agama, pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat
diterima”. Dan pasal 103” Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran
atau alat bukti lain, jika hal itu tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan
akan asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti
yang sah” Kompilasi Hukum Islam

3 Hijab berarti tertutup/terhalang, maksudnya adalah terhalangnya seseorang menjadi ahli
waris karena ahli waris yang lain yang lebih utama memperolehnya.

13 Al-Quran surat al-Anfal ayat 75
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Islam'3®

hubungan perkawinan yang dimaksud adalah hubungan melalui
perkawinan yang sah.'’’Menurut Abu Zahrah, akad perkawinan yang
tidak sah dari segala sisinya bisa berakibat tidak ada hubungan hukum
kewarisan."”® Suami istri yang masih dalam ikatan perkawinan, atau
dalam talak raj i dan istri dalam masa iddah, maka selama itulah mereka

saling mewarisi. Tujuannya adalah memberikan hak kepada orang yang

berhak dari peninggalan si manyit.

6. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak menurut bahasa merupakan suatu hal yang benar, milik,
kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu,'®
kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat
atau martabat. Hak itu bermacam- macam di antaranya hak legal, hak
moral, hak khusus, hak umum, hak individu, dan hak sosial. Hak dalam
Islam'*secara etimologi mempunyai beberapa arti, yaitu milik, ketetapan
dan kepastian, sebagaimana firman Allah swt.'*!

Kewajiban juga diartikan suatu hal yang terbatas, sebagaimana

Allah swt berfirman.'**Bisa juga diartikan sebagai kebenaran atau

keadilan,'* Sedangkan secara terminologi hak adalah ¢l gyl ol

136 Al-Qur’an surat Al-Nisa ayat 12. Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-
tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud
mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris,
juga tidak diperbolehkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195 poin 2 dinyatakan bahwa
wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknyasepertiga dari harta warisan kecuali apabila
semua ahli waris menyetujui.

7 Kompilasi hukum Islam pasal 4 “perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut
hukum Islam, sesuai dengan UU no 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1.

138 Abu Zahrah, Ahwal Al-Syakhsiyyah, Op., Cit., h. 179

13 Karena telah ditentukan oleh Undang-undang, aturan, dan sebagainya. http:/iimazizah.
Wordpress,com tahun. 2014

140 Hak dalam bahasa Arab Al-Haqu (hak-hak dalam Islam)

141" Al-Qur’an Surat Yasin ayat 7

142" Al-Qurén surat al- Baqarah ayat 241

' Al-Qurén surat Yunus ayat 35
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idakw “sesuatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara’ kekuasaan™.'*

Adapun Menurut Ibn Nuzaim-tokoh figh Hanafi hak adalah > ela:

sesuatu kekhususan yang terlindungi.'®
Hak itu bermacam-macam ada hak Allah swt dan ada pula hak

manusia. Ada hak al- irtifa’ (hak pemilikan manfaat materi) secara istilahi
adalah hak pemanfaatan benda tidak bergerak, baik milik pribadi maupun
milik umum. Hak a/ intifa” merupakan kewenangan memanfaatkan sesuatu
yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain, dan kewenangan itu
terjadi karena beberapa hal yang disyari’atkan Islam seperti, pinjam
meminjam, wakaf dan lain sebagainya. Dalam kamus Munjid hak adalah
nama atau sifat Tuhan atau al-Quran. [a bermakna kebenaran yang menjadi
lawan kebatilan, ia juga bermakna keadilan, Islam, raja atau kerajaan yang
wujub dan tetap.'*®

Sedangkan dari sudut bahasa, hak banyak makna di antaranya adalah
Allah swt,msifat Allah,148 Islam,149 kebenaran,lsokeyakinan yang benar,151
hikmah, kebijaksanaan'>* dan bermakna juga sebagai sesuatu yang berhak
mengenainya.'> Sedangkan menurut para fukaha’ mutadkhirin hak adalah
suatu hukum yang tabit untuk seseorang. Syeikh Ali Khafif mengartikan
bahwa hak 'adalah kepentingan yang dipunyai oleh seseorang menurut
syara’'>* dan hak dapat juga dimaknai ketetapan dan atau kewajiban.">
Ada hak Allah swt semata, hak mutlak manusia, hak berkongsi

dimana hak Allah swt lebih utama, hak yang dikongsi bersama namun hak

144 Hal ini berdasarkan pendapat Mustafa Ahmad al-Zarqa. WSS ¢ dalu g ) 4y 8 e Laid)
“ wewenang yang diperlakukan oleh syara’ yang merupakan kuasa atau arahan
'3 Tbn Nuzaim, Op,. Cit. 65
1% Luis Ma’lup “al Munjit.
17 Al-Qurén surat al-Mukminirn: 71
8 Al-Qurdn Al-An’am ; 62
149 Al-Qurdn Al-Bagarah:119
150 Al-Qurin Shad: 84
! Al-Qurin Al-Zariyat:23
132 Al-Qurén Ibrahim:19
'3 Al-Quran Hud; 79 dan al-Madrij; 24-25
P g b s doekas )
135 Al-Qurén Yasin; 7. Al-Anfal: 8 dan Yunus:35
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individu lebih menonjol. Hak-hak manusia adalah himpunan beberapa hak
yang dimiliki oleh seseorang yang sangat penting seperti hak hidup dan
sumber hak asasi itu adalah prinsip menghormati martabat manusia.'>®
Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diharuskan untuk dilakukan dan
dilaksanakan, kewajiban itu ada dua macam yaitu kewajiban sempurna
yang selalu berkaitan dengan orang lain, hal ini berdasarkan dengan
keadilan. sedangkan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan
hak orang lain dasarnya adalah moral. Menurut Notogoro kewajiban
adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau
diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun.
Dan pada prinsipnya hak dan kewajiban dapat dituntut secara paksa oleh
yang berkepentingan.””’ Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan
dengan penuh rasa tanggung jawab. Artinya kewajiban merupakan sesuatu
yang harus dilakukan.'”®

Adapun masalah yang menyangkut kewajiban suami terhadap
isteri adalah menggauli istri dengan cara yang baik, memberikan tempat

159
L,

tingga memberikan nafkah,'“bersikap adil jika mempunyai istri lebih

dari satu.'®’Suami dibebani tugas sebagai pemimpin keluarga, rumah

1% Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al Islamy., Op. Cit

"7 Notogoro. http//shishyo-heartnet. Bolgspot.com. 2014. Jam 14.00 Ahad ...2015

"% Lihat UUD 45 pasal 31, 32,33 dan 34. Khusus kewajiban orang tua terhadapat anak
Islam juga memperhatikan hal itu sebagaimana hadis Rosulullah saw J& 4is 4l &, 3 u 8 I 08
gt Ch o) g, Al dalay g &) O A gy g dan) Gy O ol g e A6 (Ba al g dle A L Y Jgmy

Artinya” Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda kewajiban orang tua
terhadap anaknya memberikan nama yang bagus, menikahkannya jika sudah dewasa serta
mengajarkan baca tulis” HR Abi Na’im. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan
pasal 32 ayat 1 “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat
kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami istri bersama.” dan pasal 34 ayat 1. :Suami wajib
melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu kepentingan hidup berumah tangga sesuai
dengan kemampuannya.” Kompilasi Hukum Islam pasal 81

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 32 ayat 1 “Suami istri
harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud ditentukan
oleh suami istri bersama.” dan pasal 34 ayat 1. :Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan
segala sesuatu kepentingan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Kompilasi
Hukum Islam pasal 81

10 Al-Qurén Surat Al-Thalak: 7

" Al-Quran Surat Al-Nisd’ ayat 3. Berlaku adil maksudnya adalah perlakuan yang adil
dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam
memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah
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tangga bukan hanya kebendaan melainkan berupa tenaga, suami sebagai
penjaga kehormatan keluarga.mzKewajiban utama istri adalah berbakti
lahir dan batin kepada suami sebatas yang dibenarkan oleh hukum
Islam.'®

Kewajiban keduanya meliputi, saling cinta, hormat menghormati
setia dan memberi bantuan lahir batin, mengasuh dan memelihara anak-

164

anak, pendidikan, kecerdasan dan memelihara kehormatan. ™ Keduanya

sama-sama mempunyai hak melakukan perbuatan hukum, walaupun istri
merupakan pendamping suami.'®

Apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, baik
berhak atas materi '® seperti istri berhak mendapatkan mahar dan nafkah
ataupun non materi seperti hubungan baik, perlakuan yang baik dan
keadilan. Lalu apa yang menjadi kewajiban dari istri merupakan hak bagi
suami. Istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, semua
hal yang menjadi kebiasaan yang patut,'®’ merupakan kewajiban bagi

kedua belah pihak. Sesungguhnya istri berhak mendapatkan penjagaan

kesucian pergaulan dari suaminya, seperti suami dilarang melakukan

ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini
membatasi poligami sampai empat orang saja

192 K ompilasi Hukum Islam pasal 82

' Berbakti ini bisa difahami dalam istilah Patuh kepada suami. Ibnu Qudama’, Al
Mughni wa al Shara al kabir, (Beirut, Dar al-Fkir, 1984). VILh. 469

1% Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 1-5 “Suami istri memikul kewajiban yang
luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadda, warahmah yang menjadi sendi
dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati,
setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. suami istri memikul kewajiban
untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani
maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, suami sitri wajib menjaga kehormatannya, jika
keduanya melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan
agama.’

19 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30-34

1% Pemahaman ini terambil dari firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233 “Dan
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. dan juga hadist
nabi” kami berikan dia makan jika kamu makan, kamu pakaikan dia jika kamu mengenakan
pakaian. dan jangan kamu pukul wajahnya, dan jangan kamu buat dia menjadi buruk, jangan kamu
tinggalkan dia kecuali di dalam rumah. Al Qawaaniinu al Fighiyyah. h, 213 dan Wahbah az
Zuhaili, al-Figh al Islamy., Op., Cit., h. 294

167Sebagaimama firman Allah swt “ pergaulilah mereka secara patut”. Al-Quran surat Al
Nisd ayat 19

C s gr s
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persetubuhan melalui anus. Sementara itu, hak hak suami yang paling
penting adalah ketaatan istri ketika suami mengajaknya ketempat tidur,
menjaga harta suami, menjaga anak-anak, tinggal di rumah selama suami
bepergian.'®® Perlakuan yang baik dan memberikan pelajaran pada istri
Dari paparan itu difahami bahwa suami mempunyai kewajiban dan
hak, yang mana kewajiban suami merupakan hak bagi istri dan hak suami
merupakan kewajiban bagi istri. Dalam melaksanakan kewajiban baik
suami maupun istri harus memperhatikan hak. Hak dan kewajiban harus
berjalan dengan seimbang, kewajiban ada karena adanya hak dan hak itu
harus mereka terima.
C. Sistem Perkawinan Adat di Indonesia
Perkawinan adalah perikatan adat yang berakibat hukum terhadap
adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam persepektif
sosiologis perkawinan merupakan kegiatan penyatuan kehidupan antara
laki-laki dengan seorang perempuan dalam sebuah institusi keluarga dalam
masyarakat. A.Van Gennepmenjelaskan bahwa perkawinan merupakan
upacara-upacara yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari
mempelai berdua, yang asalnya hidup terpisah, setelah melaksanakan
upacara perkawinan menjadi hidup bersatu, kehidupan bersama sebagai
suami istri, yang semula mereka merupakan warga keluarga mereka masing-
masing, namun -setelah perkawinan mereka berdua membentuk keluarga
sendiri, keluarga baru ini berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri. 169
Sedangkan perkawinan dalam persepektif antropologis merupakan

bentuk transaksi menurut adat kebiasaan dalam rangka untuk mendapatkan

' Menurut Wahba Al-Zuhaili bahwa menyuruh istri tinggal dirumah bukan bearti
mengurungnya di dalam rumah ataupun membatasi geraknya. Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al
Islamy,. Op. Cit., h. 304. Al Qur’an surat An Nisa’ ayat 34: tidak Berlaku curang serta memelihara
rahasia dan harta suaminya, Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya
dengan baik. Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri
seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. untuk memberi peljaran kepada isteri yang
dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak
bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah
dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama
telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusny

1 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat,(Jakarta; Gunung
Agung, 1984),.h. 123
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legitimasi masyarakat.'”’ Legitimasi atau pengakuan terhadap perkawinan
menghasilkan suatu jalinan suami istri, kontrak yang menimbulkan hak dan
kewajiban secara terus menerus dan menimbulkan ikatan emosional dan
sosial. Beberapa hal yang mendasari dilaksanakannya perkawinan secara
sosial adalah untuk memenuhi hajat dan kebutuhan naluri seksual,
psikologis, aktualitas, untuk penyelamatan diri dari pergaulan bebas di
lingkungan anak muda, memenuhi permintaan dan harapan orang tua dan
keluarga, untuk menutupi kesalahan sosial melalui legalitas perkawinan.

Menurut hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan
peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan
juga merupakan peristiwa yang sangat penting dan berarti, sepenuhnya
mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah
pihak. Dengan demikian perkawinan menurut hukum Adat merupakan
hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa
hubungan luas, yaitu kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan
antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Hubungan
yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang
berlaku di dalam masyarakat itu.'’' Hubungan mereka setelah terjadinya
perkawinan menjadi hubungan perikatan dalam suatu paguyuban atau
organisasi.

Tujuan perkawinan menurut masyarakat adat yang berkekerabatan
bilateral adalah pertama untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan
menurut garis kebapakan atau keibuan dan atau kebapakan-keibuan. Kedua
adalah untuk membahagiakan rumah tangga keluarga, dan kerabat. Ketiga
adalah untuk memperoleh nilai-nilaai adat budaya dan kedamaian, keempat
untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan

kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lainnya

17" Gough dalam Roger M Keesing, Cultural Antropology; A Contemporary Perspective,
Antropologi Budaya: Suatu Persektif Kontemporer, ter. R.G. Soekadijo, Edisi kedua,. (Jakarta:
Erlangga, 1992),.h. 7

"' Purwadi, Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untian Kearifan Lokal, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2005)., h. 154s
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berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang mereka dianut,
maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adatpun juga berbeda antara
suku daerah yang satu dan suku daerah yang lain, begitu juga dengan akibat
hukum dan upacara perkawinannya.'”

Menurut hukum adat perkawinan bukan hanya semata-mata berarti
suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami
istri untuk mendapatkan keturunan, membangun, dan membina kehidupan
keluarga dalam rumah tangga, tetapi perkawinan juga merupakan suatu
hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat baik dari pihak
keluarga perempuan maupun pihak keluarga laki-laki, agar kedua keluarga
besar itu menjadi ikatan yang dapat saling membantu dan juga menunjang
hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Keturunan yang sah dan diakui keberadaannya oleh undang-undang
dapat terjadi perkawinannya sah. Sebab keturunanlah yang akan menjadi
penerus silsilah orang tua dan kerabat, baik dari garis keturunan ayah
ataupun dari garis keturunan pihak ibu dan atau dari garis keturunan
keduanya. Adanya keturunan yang akan menjadi penerus silsilah ini lah
yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, yang
merupakan barometer dari asal-usul keturunan seseorang yang baik dan
teratur. Menurut peraturan perundang-undangan adat yang berlaku di

173

Indonesia. Berdasarkan - Peraturan perundang-undang noltahunl1974

tentang perkawinan, semua masyarakat diharapkan dapat memperdalam
kesadaran hukum, sehingga dapat menyesuaikan hukum adatnya dengan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.'™

"“Hilam Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan,
Hukum Adat, Hukum Agama, (Bnadung;, Mandar Maju, 1990),. h. 23

'"Sedangkan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, azas-azas
perkawinan meliputi; Azas kesepakatan UU No 1 Tahun 1975 Tentang perkawinan pasal 6, azas
monogami pasal 3, jika terpaksa monogami melalui beberapa syarat pasal 3, 4 dan 5, perkawinan
bukan semata-mata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah, perkawinannya itu harus sah dalam
pasal 2 UU No 1 74 dan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam . Perkawinan berakibat hukum (hak dan
kewajiban bagi kedua belah pihak) dan juga anak dan harta.

"*Hukum harus ditegakan berdasarkan maqasid asyari’ah. sebab apa yang ada hukum
adat itu kadangkala ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga yang tidak sesuai. Hukum
adat yang sesuai dengan hukum Islam disebut ‘urf shohih dan yang tidak sesuai dengan hukum
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1. Sistem Perkawinan Semendo Mengambil Anak
Sistem perkawinan semendo mengambil anak merupakan sistem
perkawinan yang mengangkat atau menjadikan seorang menantu sebagai
anak. Perkawinan semendo mengambil anak dapat juga diartikan sebagai
mengangkatan anak laki-laki yang menjadi suami untuk seorang gadis
dan si gadis itu adalah berhukum kekerabatan matrilineal, dengan tujuan
supaya laki-laki itu menjadi anaknya sendiri dan anak yang dilahirkan
berklan istrinya itu.'”’Perkawinan ini bertujuan untuk mempertahankan
kekerabatan pihak ibu. Perkawinan semendo ambil anak ini terjadi kalau
jujur tidak dibayar, perkawinan seperti ini di Gayo disebut anggap, di
Sumatra Selatan disebut semendo ambil anak, atau angkon, dalam bahasa
Belanda disebut sebagai inlijf huwelijik. Kadang-kadang semendo ambil
anak ini terjadi apabila laki-laki yang menerima jujur176 sehingga ia lepas
dari klannya sendiri, perkawinan yang seperti ini terdapat di Sumatera
Barat. Sedangkan pemberian jujur berfungsi sebagai;
a. Secara yuridis, fungsi pemberian jujur adalah untuk mengubah status
keanggotaan calon pengantin wanita.
b. Secara ekonomi, membawa pergeseran dalam harta kekayaan dan
c. Secarah sosial, penyerahan jujur mempunyai arti pihak si wanita
mempunyai kedudukan yang dihormati.
Perkawinan jujur harus dibayarkan oleh pihak laki-laki terdapat
pada masyarakat hukum yang mempertahankan garis keturunan atau

kekerabatan kebapakan, misalnya terdapat di daerah Gayo, Batak, Nias,

Islam disebut ‘urf fasid. Untuk menentukan apakah shohih ataupun fasid harus dianalisis melalui
maslahah mursalah,(harus dilihat apakah membahayakan, amgam, harta, keturunan, jiwa dan
akal/kehormatan).

"Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan
Hukum di Indonesia (Bandung, Pt Nuansa Aulia, 2013), h. 284. Lihat juga, Talib Setiady, "Intisari
Hukum Adat Indonesia: dalam kajian Kepustakaan. (Bandung: Cv ALFABETA, 2013),h. 233-234

176Jujur adalah merupakan pembayaran, pemberian, dan atau maskawin. Bentuk
konsekwensi dari perkawinan jujur adalah melanjutkan atau mempertahankan keturunan dari pihak
laki-laki, perkawinan jujur dalam bahasa Belanda disebut Bruidschat Huwelijk. Adapun istilah-
istilah teknis tentang jujur adalah; Batak —jujuran, unjung, mangoli, perunjuk dan sinamot, Sum
Sel- jujur, di Nias-beuli niha, di Gayo-unjok, di Jawa-Tukon, di Lampung sero, segreh, daw adat,
ngakuk, hibal. Di Pasemah- kule, tunak. Di Maluku-wilin, beli, di Rejang-beleket, di Palembang
nuku, di Bali-patukun-luh. Dan dalanm bahasa Inodnesia Ganti.
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Lampung, Bali, Timor, dan Maluku, sedangkan yang terdapat pada
masyarakat Tapanuli pembayaran jujur disebut dengan istilah boli, tuho,
perunjuk, pangoli, sinamot. Di Nias disebut dengan istilah beuli aiha, di
Gayo disebut unjuk, di Lampung disebut seroh, di Timor disebut belis,
di Maluku disebut beli atau wilin dan di Bali disebut patunkunluh.

Perkawinan sistem jujur mengandung ketentuan pokok sebagai
berikut:

Perkawinan dilakukan dari seorang dari luar marganya (klan)

&S

Perkawinan bersifat simentris

Istri dilepaskan dari lingkungan famili keluarga marga sendiri

S

Kepada istri dan family diberikan sejumlah uang dan barang jujur

o

Istri dimasukkan dalam lingkungan kerabat suaminya

]

Istri mengikuti dan menetap dalam lingkungan kerabat suaminya
g. Hak dan kekuasaan dalam lingkungan keluarga kerabat dan derajat
sosial suami lebih tinggi dari istrinya

h. Anak-anak masuk kerabat suami

i. Suami menguasai harta kekayaan, tidak ada harta bersama.'”’
Pemberian atau pembayaran jujur dimaksudkan untuk melepas

istri dari lingkungan kerabatnya dan pindah ke lingkungan kekerabatan

suaminya, maka dengan perpindahan kekerabatan istri ke kerabat suami,

maka kekerabatan istri terjadi kepakuman magis. Kepakuman itu dapat

diperbaiki dengan menyerahkan atau pembayaran jujur sebagai pengganti

atau pengisi kepakuman itu, pemberian jujur dapat diartikan sebagai

pemberian ke dalam suasana religius —magis guna memelihara tetapnya

keseimbangan hubungan kedua belah pihak, jadi pemahaman bahwa

pembayaran jujur itu sebagai harga pembelian si istri itu adalah pendapat

yang keliru.

Pembayaran jujur biasanya dilakukan menjelang perkawinan dan

dibayarkan secara tunai dan ada kemungkinan jujur dibayar dikemudian

""Ahmad Sanusi, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia,
(Bandung, Tarsito, 1084), h. 143
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hari, pada masyarakat Batak apabilah perkawinan belum dilakukan

dengan adat atau Nagok, artinya belum lunas atau tuntas pemberian jujur

atau boli atau tuho. Selama belum melaksanakan boli dan semacamnya

tersebut, maka terhalanglah anaknya melaksanakan perkawinannya.'”

Perkawinan sistem jujur dapat dibedakan menjadi beberapa jenis

berikut;

a. Perkawinan mengabdi (Dien Huwelijk)
Dalam bentuk perkawinan ini pembayaran jujurnya ditunda, suami
hidup dengan istrinya dan bekerja pada mertuanya, sampai jujurnya
lunas, sebelum jujur dibayar lunas anak-anak mereka masuk ke suku
marga suaminya, perkawinan mengabdi masyarakat Batak memakna
mandinding. Di Bali nungoni, di Lampung eringbeli.

b. Perkawinan meneruskan (Vervool Huwelijk)
Adalah perkawinan meneruskan dengan saudara seorang dengan
seseorang perempuan yang sudah meninggal dalam perkawinan ini
tidak perlu jujur karena istri yang kedua seakan-akan menduduki
tempat istri yang pertama, bentuk perkawinan ini di Batak dikenal
mangabio, Jawa; karang wulu, dan Pasemah ; tungkot.

c. Perkawinan menganti (Liviraat Huwelijk)
Perkawinan 'seorang janda yag telah ditinggal suaminya dengan
saudara laki-lakinya sebagai penganti biasanya tidak ada pembayaran
jujur, bentuk perkawinan ini |di Batak paraekon, Palembang ganti
tikar, Lampung; nyemalang, dan Jawa medun ranjang.

d.Perkawian mengambil anak (/nliijf Huwelijk)
Artinya seorang anak laki-laki diambil untuk seorang gadis, gadis
tersebut adalah berhukum patrineal, menantu laki laki itu menjadi
anaknya sendiri dan anak yang dilahirkan menjadi keturunan dari
klan istrinya (mertua) kalau jujur tidak dibayar, di Gayo, Sumatra

Selatan disebut semendo ambil anak, angkon, kadang-kadang suami

'78 Talib Setiadi, Intisari Hukum Adat Indonesia, Ibid, h. 231
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yang menerima jujur sehingga ia lepas dari klannya sendiri, terdapat
di Sumatera Selatan. '”°
Sedangkan pengertian sistem perkawinan semendo mengambil
anak dalam masyarakat yang bersistem kekerabatan matrilineal adalah
mengambil anak laki-laki sebagai menantu untuk menjadi ahli waris
mertuanya dan laki-laki ini tidak memberikan jujur kepada mempelai
perempuan dan bahkan si laki-laki inilah penerima jujur, yang melamar
adalah perempuan.'®™Anak-anak yang lahir dari sistem perkawinan
semendo masuk ke keluarga istrinya dan bapak tidak mempunyai
kekuasaan terhadap anak-anaknya dan harta. Sementara pengertian
perkawinan semendo ambil anak dalam pasal kelima buku Sending

Delapan'!

adalah perkawinan seorang laki-laki yang tidak sama sekali
memberikan harta baik berupa uang atau lainnya kepada pihak
perempuan, jika terjadi perceraian antara keduanya maka anak, semua
harta dan hutang piutang jatuh ke tangan bapak angkatnya. Dan si
anak angkat tadi tidak mendapatkan apapun, kecuali pakaian yang
dipakai.

Sedangkan istilah-istilah perkawinan ambil anak bagi masyarakat
berhukum patrilineal di berbagai daerah di Indonesia adalah terdapat di
Gayo disebut Anggap, di Sumatera Selatan disebut tambik anak, ambik
anak, di Lampung disebut Ngakuk ragah, dan di Bali disebut nyentane-di
dan disebut inliijf huwelijk dalam sebutan bahasa Belanda. Bagi
masyarakat berhukum matrilineal istilah yang digunakan dalam sistem

perkawinan mengambil anak adalah Anggap di Gayo, semendo ambil

anak, nongkon, campur sumbai di Sumatera Selatan, kawin ambil piara

" Talib Setiady, "Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam kaji.. Ibid,h. 233

"®Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan,
Hukum Adat dan Hukum Agama.(Badung; Pt Mandar, 2007), h. 9

'®pendidikan dan Kebudayaan, Sending Delapan dan Undang-Undang adat Lembaga
Raja Melayu (Bengkulu, Diroktorat Jenderal Kebudayaan, Sejarah dan Nilai Tradisional, 1990), h
54
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di Ambon, nyeburin di Bali dan di inlijk huwelijk dalam istilah bahasa
Belanda.'®

Dari penjelasan di atas dipahami bahwa perkawinan semendo
mengambil anak dapat di terjadi pada masyarakat kekerabatan patrlineal
dan matrlinieal dengan ketentuan yang berbeda namun akibat hukum
yang berbeda. Untuk membedakan sistem semendo ambil anak yang
terjadi di kedua sistem kekerabatan ini akan penulis jelaskan pada tabel

di bawah ini.

Tabel 1

Sistem Pengertian Istilah yang di
Kekerabatan gunakan

Pada masyarakat | - Bentu perkawinan menyimpang dari | Anggap,

berkekerabatan perkawinan jujur. Idealnya yang tambik  anak,
patrilineal membayar jujur adalah laki-laki. ambik - anak,
- Seorang anak laki-laki diambil untuk | Ngakuk ragah,
suami dari seorang gadis. nyentane-di,
- Laki-laki itu diangkat menjadi inliijf huwelijk

anaknya sendiri,
- Anak yang dilahirkan menjadi
keturunan dari klan istrinya.
- Jujur tidak dibayar atau jujur hutang,
kadang-kadang yang menerima
jujur adalah laki-laki.
-Yang melamar pihak laki-laki.
- Anak-anak dari keturunannya
masuk ke keluarga istrinya.
- Istri mempunyai kuasa penuh
terhadap harta.
- Suami bukan kepala keluarga.
- Bukan ahli waris dari pihak istri

pada masyarakat | - Mengambil anak laki-laki sebagai | Anggap,

berkekerabatan menantu untuk menjadi ahli waris | semendo ambil
matrilineal mertuanya. anak, nongkon,
- Laki-laki tidak memberikan jujur | campur
kepada mempelai perempuan. sumbai, kawin
- laki-laki adalah penerima jujur. ambil  piara,

"2 Talib Setiady, "Intisari Hukum Adat Indonesia:.. Op., Cit h. 230-237
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- Yang melamar pihak perempuan. | nyeburin, inlijk
- Anak-anak keturunannya masuk huwelijk
keluarga istrinya.
- Suami tidak mempunyai kekuasaan
baik terhadap harta dan anak-
anaknya.
- Merupakan ahli waris dari pihak istri

penulis

Perkawinan sistem mengambil anak banyak ragam bentuknya, untuk itu

akan memberikan penjelasan bentuk-bentuk dari perkawinan

mengambil anak itu sebagai berikut;.

2. Bentuk-bentuk Perkawinan Semendo Mengambil Anak

a.

Semedo rajo-rajo. Yaitu suami istri berkedudukan sama baik dipihak
1stri maupun suami.

Semendo bebas. yakni suami menetap pada kerabatnya ia hanya urang
semedo.

Semendo menetap. Artinya suami mengikuti kediaman istri.

Semendo menunggu. Suami istri bertempat tinggal pada kerabat istri
menunggu adik istrinya sampai mampu hidup mandiri/sampai tugas
pertanggungjawabannya terhadap keluarga mertua selesai diurusnya
Semenda nangkit (ngangkit), suami menjadikan istri untuk menjadikan
penerus keturunan pihak suami karena ibunya tidak mempunyai anak
perempuan. Sehingga suami istri ini nantinya akan menguasai harta
kekayaan dan meneruskan keturunannya. Semenda ngangkit ini
kebalikan dari perkawinan semenda ambil anak. '*

Semendo anak gadang. Suami tidak menetap di tempat istrinya
melainkan datang sewaktu-waktu lalu kemudian pergi (sementara)
Semendo bertandang. Artinya suami tidak bertempat tinggal yang sama
Semendo ambil anak. Artinya mengambil anak laki-laki sebagai

menantu untuk menjadi ahli waris mertua.

' Talib Setiady, "Intisari Hukum Adat Indonesia: .... Ibid.,h. 239
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1. Semendo beradat. Pihak pria membayar uang kerabat kepada kerabat
wanita menurut martabat adatnya.

J.  Semendo tidak beradat. Artinya pihak pria tidak membayar adat karena
semua biaya ditanggung pihak wanita.’**

k. Semendo bleket. Artinya pihak perempuan setelah kawin sudah menjadi
milik keluarga laki-laki dan tidak diperbolehkan berhubungan langsung
dengan keluarganya lagi tanpa seizin suaminya atau keluarga suami.'®

Dalam suku Melayu kedatangan seseorang ke dalam lingkungan
keluarga karena perikatan perkawinan disebut dengan semendo, sebab
prinsip keturunan dalam suku Melayu sudah tidak menentukan ikatatan
secara khusus, bila seseorang akan melaksanakan perkawinan biasanya yang
dipilih adalah keseimbangan hak keturunan antara laki-laki dan perempuan.

Adapun bentuk perkawinan semendo dalam adat suku Melayu ada
tiga macam, yaitu:

a. Semendo bleket. Artinya pihak perempuan setelah kawin sudah
menjadi milik keluarga laki-laki dan tidak diperbolehkan berhubungan
langsung dengan keluarganya lagi tanpa seizin suaminya atau keluarga
suami.

b. Semendo ta abik anak
Artinya pihak laki-laki setelah kawin sudah menjadi milik keluarga
perempuan-dan tidak diperbolehkan berhubungan langsung dengan
keluarganya lagi tanpa seizin istrinya atau keluarga istri. Bila terjadi
perceraian maka si laki-laki wajib meninggalkan segala hasil usaha
selama perkawinan pada keluarga istri dan mengganti segala biaya
semasa perkawinan untuk istri.

c. Semendo rajo-rajo. Artinya masing-masing mempunyai hak dan

kewajiban yang sama dalam perkawinan dan sesudahnya. '*

184Djamanatt Samosir, Hukum Adat Indonesia, Eksistensi,.Op. Cit, h. 285

"¥*Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor wilayah provinsi Bengkulu, Sending
Delapan dan Undang-undang adat Lembaga Raja Melayu, Op.Cit

"%Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor wilayah provinsi Bengkulu, Adat dan
Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu (Bengkulu, Diroktorat Jenderal Kebudayaan, Sejarah dan
Nilai Tradisional, 1995), h. 25
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Selain yang disebutkan di atas ada satu macam lagi sistem
perkawinan yang mempunyai pengertian yang sama dengan perkawinan
ambil anak, yaitu perkawinan semendo bayar hutang. Perkawinan
semendo bayar hutang adalah perkawinan seorang laki-laki dengan
seorang gadis, sang laki-laki yang akan melaksanakan perkawinan
mempunyai hutang pada orang tua si gadis. Hutangnya akan dianggap
lunas jika dia mau diangkat menjadi anak si bapak yang memberikan
hutang kepadanya serta mau mengawini anak perempuannya. '’

Pada masyarakat Lampung bentuk sistem perkawinan semendo
ada beberapa macam, yaitu;

a. Semendo Lepas. Di daerah Lampung pesisir yang pada umumnya
beradat peminggir, ada istilah semendo lepas yang artinya setelah
terjadi perkawinan maka suami melepaskan hak dan kedudukan
dipihak kerabatnya dan masuk kedalam kerabat istri. Bentuk ini sama
dengan perkawinan cambur atau perkawinan nangkon yang juga tidak
lain adalah sama dengan perakwinan semenda ambil anak (inlijf
Huwelijk) dimana suami tidak mempunyai kekuasaan apa-apa.

b. Semendo tegak-tegi. Artinya seorang anak perempuan dikawinkan
dengan pria dimana pria itu diambil dari anggota keluarga pihak
perempuan (ibu) 'dan menantu ini sekaligus diangkat sebagai anak
oleh mertuanya, sehingga mempunyai kedudukan sebagai ahli waris
dari mertuanya.

c. Semendo ambil anak. Perkawinan ini hampir sama dengan perkawinan
semendo tegak tegi namun dalam perkawinan ini pengantin laki-laki
yang dijadikan menantu bukan dari pihak keluarga. Diangkat jadi anak
dan menjadi ahli waris dari mertuanya.

d. Kawin semendo jengmirul. Pada bentuk perkawinan ini kedudukan

suami adalah sebagai wali terhadap istri dan anak-anaknya, sehingga

'8 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu, Sending
Delapan dan Undang-Undang Adat Lembaga...Op.. Cit ,h 55
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suami dalam semua persoalan hukum dari keluarga mertuanya hanya
bertindak sebagai wali.

e. Kawin semendo meminjam (meminjam jago), yaitu perkawinan yang
menempatkan laki-laki hanya mempunyai kedudukan sebagai suami
saja yakni untuk menolong keluarga istri memperoleh anak-anak
(keturunan)'®®

Demikian penjelasan mengenai macam-macam bentuk sistem
perkawinan Semendo, semua bentuk ini mencerminkan ragam bentuk
perkawinan yang semakna dengan bentuk perkawinan pengambil anak

walau variasinya yang berbeda. Selanjutnya penulis akan menjelaskan asal

usul dan sejarah perkembangan sistem perkawinan mengambil anak.

. Asal Usul dan Sejarah Perkembangan Perkawinan Mengambil Anak

Sosok laki-laki adalah sebagai pemimpin bagi keluarganya, maka
keberadaan laki-laki di tengah-tengah keluarga sangat diperlukan dan sangat
penting, sebab laki-laki identik dengan fisik dan fisikis yang stabil, kuat dan
gagah sehingga tanggung jawab perlindungan keluarga berada di pundak
laki-laki. Sebuah keluarga yang tidak ada sosok laki-laki selain ayah yang
ada dalam rumah tangga terasa tidak mempunyai wibawa dan kekuatan,
oleh karena itu untuk menutupi perasaan itu dilakukannya mengambil anak
orang lain untuk dijadikan anak sendiri melalui sebuah sistem perkawinan,
perkawinan anak angkat dengan| anak gadisnya yang selanjutnya disebut
dengan perkawinan semendo mengambil anak.

Sistem perkawinan semendo mengambil anak dapat terjadi pada
masyarakat kekerabatan patrilineal maupun masyarakat berkekerabatan
matrilineal. Sistem perkawinan semendo mengambil anak pada masyarakat
berkekeluargaan patrilineal merupakan bentuk perkawinan menyimpang
dalam perkawinan jujur, hal ini disebabkan si laki-laki tidak mampu
membayar jujur sehingga jujur tidak di bayar dan atau jujur dalam keadaan

terhutang. Jadi yang melatar belakangi terjadinya perkawinan bersistem

' Hilman Hadikusuma,. Hukum Perkawinan Indonesia... Op..Cit. h. 20
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semendo mengambil anak adalah kemiskinan laki-laki dan pihak perempuan
butuh sosok laki-laki dalam keluarganya, sehingga sistem perkawinan
seperti ini bertujuan mempertahankan kekerabatan pihak perempuan.
Perkawinan sistem semendo mengambil anak dapat berlaku bagi

perempuan perempuan miskin atau perempuan berpendidikan rendah itu
dibeli lalu diangkat jadi anak dan dikawinkan dengan laki-laki dari
keturunan kaya. Posisi laki-laki atau perempuan yang melakukan
perkawinan semendo ambil anak sama dengan perempuan yang kawin
semendo ambil anak, yakni derajatnya lebih rendah dan tidak mempunyai
kuasa apapun terhadap harta maupun anak. Sedangkan sejarah kapan mulai
dikenal dan siapa yang pertama kali menemukannya ini tidak diketahui asal
usulnya ataupun sejarahnya.'™

Sedangkan dalam masyarakat yang bersistem kekerabatan matrilineal
perkawinan mengambil anak dilakukan dalam rangka semata-mata untuk
mempertahankan garis keturunan dari pihak ibu yang dalam keluarganya
tidak mempunyai sosok anak laki-laki dengan tujuan si laki-laki yang
dijadikan menantu ini diangkat anak lalu dijadikan sebagai perisai bagi
keluarga istrinya dalam banyak hal, seperti pencari nafkah, bertindak dalam
hukum namun tidak mempunyai kekuasaan dalam harta ataupun anak.

Sistem perkawinan mengambil anak pada masa kini telah melalui
perkembangan dan perubahan sebab perkawinan mengambil anak terjadi
tidak lagi melihat sistem kekerabatan, kaya atau miskinnya seorang laki-
laki, ada anak laki-laki atau tidak dalam sebuah keluarga dan yang diambil
anak bisa laki-laki bisa juga perempuan, seperti yang terjadi daerah Pagar
Alam, artinya prinsip keturunan sudah tidak menentukan ikatan khusus,
kemiskinan maupun tidak mempunyai anak laki-laki tidaklah menjadi syarat
untuk melakukan sistem perkawinan mengambil anak. Jika seseorang

datang baik laki-laki maupun perempuan dalam suatu perkawinan dan

'"®Data dari berbagai macam buku hukum adat ataupun kekeluargaan namun sampai saat
ini penulis belum menemukan sumber yang menginformasikan tentang asal- usul sistem
perkawinan mengambil anak. Yang ada hanya informasi bahwa sistem perkawinan mengambil
anak idelanya berasal dari kekerabatan matrilineal.
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menetap di keluarga salah satu pihak itu disebut perkawinan mengambil

anak.

4. Akibat Hukum Perkawinan Semendo Mengambil Anak
Sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat di berbagai daerah
di Indonesia mempengaruhi sistem kekerabatan bagi keturunan mereka,
otoritas suami baik dalam kekuasaan terhadap harta maupun kekuasaan
terhadap anak, Adapun perbedaan akan sistem kekerabatan, kekuasaan akan

harta dan juga sistem kewarisan akan penulis jelaskan berikut ini.

a. Kekerabatan Anak

Masyarakat yang berkerabatan matrilineal, maka kekerabatan
keturunannya dinisbahkan kepada ibu sebab tujuan dari perkawinannya
adalah untuk mempertahankan kekerabatan ibu. Sehingga kondisi
kekerabatan anak dinisbahkan ke kekerabatan ibu, sehingga menjadi
salah satu faktor penyebab hubungan antara anak dan ayahnya,
merenggang'*’karena status keduanya berbeda. Penisbahan anak pada
klan ibu mengandung arti bahwa anak mengikuti suku pihak ibunya.
Sedangkan dalam masyarakat berkekerabatan patrilineal penisbahan
anak juga pada kekerabatan ibu apabila jujur tidak dibayar atau hutang,
namun jika-jujur dibayar maka kekerabatan anak dinisbahkan pada
ayah.

Suami yang menjalani perkawinan sistem mengambil anak
dalam posisi yang lemah dibanding posisi istrinya, baik terhadap anak

maupun harta.'”’ Seorang bapak hanya bertindak sebagai pelengkap,

%0 Anak, kurang menghormati ayahnya, anak juga tidak dekat dengannya karena ayah
mereka sibuk mencari nafkah.

""Hal ini difahami dari pengertian perkawinan mengambil anak berikut: Seorang anak
laki-laki diambil untuk suami dari seorang gadis, gadis tersebut adalah berhukum patrilineal,
dengan tujuan supaya laki-laki itu menjadi anaknya sendiri dan anak yang dilahirkan menjadi
keturunan dari klan istrinya. perkawinan mengambil anak dalam masyarakat yang bersistem
matrilineal adalah mengambil anak laki-laki sebagai menantu untuk menjadi ahli waris mertuanya
dan laki-laki ini tidak memberikan jujur kepada pihak mempelai perempuan akan tetapi silaki-laki
adalah penerima jujur, yang melamar adalah pihak perempuan
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maksudnya si bapak tidak dapat bertindak sebagai wali bagi anak
keturunannya sebab anak adalah tanggung jawab ibu (istri).

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem perkawinan mengambil
anak berakibat hukum pada otoritas seorang suami (laki-laki) baik
terhadap keturunannya yakni anak maupun harta dan baik pada sistem

kekerabatan matrilineal maupun kekerabatan patrilineal.

b.Kekuasaan Terhadap Harta.

Kedudukan harta dalam perkawinan dipengaruhi oleh susunan
masyarakat hukum adat, bentuk perkawinan dan macam harta yang
berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal perkawinan
mengambil anak kekuasaan harta terindikasi berada di tangan istri dan
keluarga istri, sebab suami tidak membayar jujur dan atau jujur belum
lunas. Dalam sistem perkawinan semendo ambil anak istrilah penguasa
harta kekayaan. Suami hanyalah orang datang yang tidak mempunyai
kedudukan selain sebagai suami, tukang mencari natkah, pelindung istri
dan wali bagi anak-anaknya, suami dianggap seperti buruh istri dan
keluarga istri adalah majikannya.

Jika terjadi perceraian si suami tidak diperbolehkan membawa
harta, sebab 'semua  harta dimiliki istri ‘dan keluarganya. Hak dan
kekuasaan -istri serta kedudukannya lebih tinggi dari pada suami,
suamipun bukan kepala keluarga. Karena dalam masyarakat yang
mempertahankan garis keturunan pihak ibu itu, sistem perkawinannya
adalah sistem perkawinan semendo, suami masuk dalam kekerabatan
istri. Dalam bentuk perkawinan semendo sementara, suami bertugas
memelihara mertua, saudara istri, membiayai kehidupan rumah tangga

dan membiayai pendidikan anak-anak yang masih kecil sampai mereka

"I Anak-anak dari keturunannya masuk keluarga istrinya dan sibapak tidak mempunyai
kekuasaan terhadap anak-anaknya. Dalam pasal 5 buku Sending Delapan Undang-undang Adat
Lembaga Raja Melayu.
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berkeluarga.'”* Setelah semua tanggung jawab itu selesai, maka dia
terbebaskan dengan sendirinya sebagai orang yang diangkat jadi anak
“bisa bebas dari sistem semendo artinya suami selama masa itu dia
tidak mempunyai kekuasaan selain yang telah ditugaskan, kendali
keuangan keluarga tetap ditangan istri dan keluarga istri.

Masyarakat matrilineal ini mengenal harta bersama, yakni harta
yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan. Harta bawaan
merupakan harta yang di peroleh sebelum terjadi perkawinan, termasuk
hadiah dari perkawinan. Jika terjadi perpisahan dan juga salah satunya
meninggal maka harta bawaan dikuasai oleh masing-masing keluarga
sedangkan harta bersama akan menjadi hak dan kekuasaan istri.'”
Dilihat dari sudut perkawinan, baik harta peninggalan maupun harta
bawaan kesemuanya merupakan harta asal. Sebaliknya, dilihat dari
sudut pewarisan, keduanya merupakan harta peninggalan. Harta bawaan

suami maupun harta bawaan istri akan kembali kepada pemilik asal.

5. Sistem Kewarisan
Hukum adat yang ada di Indonesia masih berlaku berdasarkan
daerah masing-masing dan erat hubungannya dengan sifat kekeluargaan
apakah kekerabatan patrilineal, kekerabatan matrilineal dan kekerabatan

bilateral ataupun parental. Jadi pembentukan hukum waris adat'** suatu

"2Talib Setiadi, Intisari Hukum Adat dalam Kajian Kepustakaan (Bandung Alpabeta,
2013), h. 238-239

%3 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum
Adat, dan Hukum Agama, (Bandung; Mandar Maju, 2007), h. 114-116. Berdasarkan UU no 1
tahun 74, pasal 36-37. Harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.
Terhadap harta bersama masing-masing pihak bertindak dengan persetujuan kedua belah pihak.
Kalau terjadi perceraian, harta bersama diatur sesuai dengan hukumnya masing-masing.
Sedangkan harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing (hibah, warisan) kedalam
perkawinan. Terhadap harta bawaan ini masing-masing pihak mempunyai hak sepenuhnya
melakukan perbuatan hukum harta bendanya.

194Sejak Snouck Hurgronje memperkenalkan istilah hukum adat (adatrecht) pada akhir
abad 19. Maka sebenarnya istilah hukum adat hanya merupakan istilah teknis semata untuk
membedakan antara hukum Barat dan hukum bumi putera, hukum Barat yang ditulis dan hukum
bumi putera yang kebanyakan tidak ditulis, Van Vollenhoven mengatakan’dikatak hukum karena
bersaksi, dikatak adat karean tidak dikodifikasi, Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat
(Bandung; lumni, 1983),. h 14
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masyarakatpun tidak terlepas dari pengaruh hukum kekerabatan dan
hukum perkawinan, menurut Soerojo Wignjodipoero bahwa hukum
adat tentang kewarisan sangat erat sekali hubungannya dengan sifat
kekeluargaan masyarakat hukum yang bersangkutan dan berpengaruh
pula pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat itu'®’
Oleh sebab itu, dalam membicarakan kewarisan ada kaitannya dengan
pembahasan hukum kekerabatan. Hukum perkawinan itu mempunyai
pengaruh yang besar dari sistem kewarisan hukum Islam yang mutlak
bagi banyak daerah di Indonesia. Oleh karena itu sistem kewarisanpun
berlaku sesuai dengan sistem hukum yang ada di masyarakat.

Pada masyarakat pedesaan sistem keturunan dan kekerabatan
adat masih tetap dipertahankan dengan kuat. Hazairin Mengatakan
hukum adat tentang kewarisan memiliki corak tersendiri dari alam
pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang
sistem keturunannya baik patrilineal, matrilineal, dan bilateral.'”
Selanjutnya mengenai hubungan dan kaitan antara hukum kekerabatan
dengan hukum kewarisan, Soerojo Wignjodipoero dalam hal ini
mengemukakan pendapatnya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa
di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan dan sifat
warisan yang dalam suatu masyarakat tertentu berhubungan sangat erat
dengan sifat kekeluargaan dan sangat berpengaruh pada kekayaan
dalam masyarakat itu. Sifat dari kekeluargaan tertentu menentukan
batas-batas dalam tiga unsur, yakni soal warisan (erflater), ahli waris
(erfgenaam) dan harta warisan (natalatenschap)."’

Dalam pembicaraan hukum waris harus dipahami bahwa sistem
kekeluargaan yang berbeda itu dapat dimasukkan dalam tiga macam

golongan; yaitu sifat kebapakan (partiarchaat, faderrechfelijk)), sifat

keibuan (matriarchaat, moderrechtelijk), dan sifat kebapakan-ibuan

3S0erojo  Wingjodipuro, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat (Jakarta: Haji
Masagung, 1989)., h 165
196 Hazairin, Bab-bab Tentang Hukum Adat (Jakarta, Pradnya Paramiya, 1975),., 45
197 . . .
Soerojo Wingjodipuro, Op. Cit
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(parental, ouderrectelijk)™®® dalam sifat kekeluargaan tersebut Hilman
Hadikusuma menyebutkan sebagai sistem keturunan, dia mengatakan
bahwa Indonesia sistem kuturunannya sudah berlaku sejak dahulu kala
sebelum masuknya ajaran Hindu, Islam, dan Kristen.'”’

Sistem keturunan yang berbeda-beda berpengaruh terhadap sistem
pewarisan hukum adat. Secara teoritis sistem kekerabatan itu dapat
dibedakan dalam tiga corak, yakni patrilineal, menurut kekerabatn ini
kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari perempuan dalam
kewarisan, matrileneal dalam kekerabatan ini yang lebih menonjol
dalam kewarisan adalah perempuan. Dalam kekerabatan parental atau
bilateral, di mana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan
dalam menerima warisan.”” Soerojo Wignjodipoero mengemukakan
pendapat yang sama seperti di atas, kemudian ditambahkannya suatu
masyarakat yang dalam pergaulan sehari-hari mengakui keturunan
patrilineal atau matrilineal saja, disebut unilateral sedangkan yang
mengakui keturunan kedua belah pihak disebut bilateral.*!

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa daerah
di Indonesia pada prinsipnya terdapat masyarakat yang susunan
kekeluargaannya berlandaskan pada tiga garis keturunan, kekerabatan
patrilineal yang dalam kewarisan laki-lakilah yang dominan sedangkan
kekerabatan matrilineal yang dominan menerima warisan adalah
perempuan dan kekerabatan parental atau bilateral, keduanya, yakni
laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dan berarti
keduanya tidak ada yang dominan.

Hukum waris merupakan peraturan-peraturan atau ketentuan-
ketentuan yang di dalamnya mengatur proses peralihan hak-hak dan

kewajiban tentang kekayaan seseorang, baik berupa barang-barang

'8 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta; Rajawali, 1988), h.14-16

1 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, Perundang-undang hukum Adat, Hindu
dan Islam,( (Bandung, Cipta Aditya Bakti, 1994), 23

2 Hazairin, Hendak Kemana Hukum Islam, (Jakarta; Tintamas, 1976).. h. 6

2 Soerojo Wingjodipuro, Pengantar.. Op..Cit. h. 109
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harta benda yang berwujud, maupun yang tidak berwujud pada waktu
wafatnya kepada orang lain yang masih hidup dan diketahui tempatnya.
Dalam kehidupan masyarakat yang masih teguh memegang hukum adat
istiadat, peralihan dalam hak dan kewajiban, proses peralihannya dan
kepada siapa peralihannya, serta kapan dan bagaimana peralihannya
diatur berdasarkan hukum waris adat.

Ter Haar menyatakan, sebagaimana telah dikutip oleh Soerojo
Wingjodipoero bahwa hukum adat waris kita meliputi peraturan-
peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat
mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan
pengoperan harta kekayaan baik berupa meteri ataupun immaterial dari
suatu generasi ke generasi berikutnya, hukum adat waris juga meliputi
norma-norma hukum yang menetapkan jumlah harta kekayaan baik
materi maupun immateri manakah dari seseorang yang akan diserahkan
kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur acara dan

. 202
proses peralihannya.”

Hukum waris adat tidak hanya mengatur tentang
warisan dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas dari
pada itu.

Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa hukum waris adat
memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas waris,
tentang harta warisan, pewaris, waris, dan cara bagaimana harta warisan
itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli
waris.”’Hal demikian ini menunjukan bahwa adanya kaidah-kaidah
yang mengatur proses penerusan harta baik materiel maupun immateriel
dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dalam pandangan hukum
adat dapat terjadi pengalihan harta kekayaan kepada ahli waris sebelum

pewaris wafat dalam bentuk penunjukan, penyerahan kekuasaan, atau

penyerahan kepemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli waris.

22 Ibid. h. 161
2% Hilman Hadikusuma, Hukum Waris...Op. Cit, h. 7
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Dari keterangan panjang lebar di atas dapat disimpulan bahwa
masalah warisan memiliki tiga unsur penting, yakni seseorang yang
mempunyai harta peninggalan, adanya ahli waris, dan adanya pewaris.
Proses pembagian atau peralihan harta dari pewaris ke ahli waris harus
sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di daerah di mana mereka
tinggal. Menurut Djaren Saragih, sesungguhnya sistem kewarisan yang
ada dalam masyarakat seluruh Indonesia adalah sistem pewarisan di
mana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pada laki-laki juga
perempuan, seperti yang berlaku pada masyarakat yang menganut
sistem bilateral. Namun ada juga yang bersistem kewarisan di mana
harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagikan, terdapat pada masyarakat
unilateral. Sistem ini terbagi dalam dua bentuk yakni sistem pewarisan
kolektif dan sistem pewarisan mayorat.”**

Adapun sistem kewarisan yang ada di Indonesia ada tiga
macam sistem kewarisanyaitu;

a. Sistem kewarisan Individu. yaitu kewarisan yang membagi-bagi
harta peninggalan pada orang-perorangan sebagai ahli waris dan
dibagi sama rata antara ahli waris. Sistem kewarisan ini berlaku
diantaranya di jawa yang menganut sistem kekerabatan bilateral
dan 'Batak yang menganut patrilineal. Sistem kewarisan ini
mempunyai ciri ciri sebagai berikut;

1) Harta peninggalan dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada
ahli waris, seperti bilateral di Jawa, patrilineal Batak.

2) Bahwa ahli waris sama-sama mempunyai hak waris, baik laki-
laki maupun perempuan.

b. Sistem kewarisan kolektif. Yaitu kewarisan secara kelembagaan.
Maksud dari kelembagaan adalah keluarga sebagai satu kesatuan
kekerabatan genealogis, warisan ini biasanya berupa benda atau

tanah sebagai lahan pertanian, yang dibagi bagi itu adalah giliran

2% 1bidh.7
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penggarapannya dan juga menikmati hasilnya saja. Maka ciri-ciri

kewarisannya adalah;

1) Harta warisan di warisi kesejumlah ahli waris yang merupakan
semacam badan hukum , yang disebut harta pusaka.

2) Harta warisan tersebut tidak boleh di  bagi-bagi
kepemilikannya oleh ahli waris.

3) Harta tersebut hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya.**

c. Sistem kewarisan mayorat. Yaitu kewarisan tunggal anak yang tertua
dalam satu keluarga terhadap harta peninggalan atau sejumlah harta
pokok dari keluarga tersebut. Seperti di Sumatera Selatan kewarisan
jatuh pada anak perempuan tertua, sedangkan di Bali kewarisan jatuh
kepada anak laki-laki tertua. Dalam hal ini ciri-cirinya adalah:

1) Anak tertua adalah ahli waris tunggal atas seluruh harta yang
ditinggalkan.
2) Atau dengan bahasa lain seluruh harta pokok jatuh kepada anak
tertua kewarisannya.”*®
Sistem kewarisan ini menurut Hazairin tidak selalu menunjukan
bentuk kemasyarakatan. Karena kadang pada masyarakat patrilineal
ditemukan sistem kewarisan mayorat dan kolektif yang terbatas. Seperti
mayorat di Sumatera Selatan juga berlaku' di Dayak dan Kalimantan,
kewarisan kolektif di Minangkabau berlaku juga di Minahasa yang
bersistem bilateral. Hilman Hadikusuma menambahkan bahwa sistem
kewarisan individual berlaku di kalangan masyarakat yang menganut
sistem kekerabatan parental dan atau dikalangan masyarakat adat yang

kuat di pengaruhi hukum Islam. 2’

%K hairuddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (perdata) Islam
Indonesia, (Yogyakarta; ACAdeMIA & TAZZAFA, 2010), h.86

*®Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadis,(Jakarta:
Timtamas, 1982), h 15.

27Sistem kewarisan ini maksudnya adalah ketiga sistem kewarisan yaitu individu, kolekti
dan mayorat. Hazairin,, Sistem Kewarisan, [Ibid. pemberlakuan hukum kewarisan itu sendiri di
Indonesia masih beragam, yaitu sistem agama Islam, sistem hukum adat dan sistem hukum perdata
Barat.



103

Kebaikan dari kewarisan sistem individual ini adalah ahli waris
dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan tanpa dapat
dipengaruhi oleh anggota keluarga yang lain, sedangkan kelemahannya
adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan
serta timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan
mementingkan diri sendiri.’”® Kelebihan dari sistem kewarisan kolektif
tampak apabila fungsi harta kekayaan digunakan untuk kelangsungan
hidup keluarga besar itu masa sekarang dan masa seterusnya masih
tetap berperan, tolong menolong antara yang satu dan yang lainnya di
bawah kepemimpinan kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap
dipelihara, dibina dan dikembangkan. Adapun kelemahannya adalah
sistem ini dapat menimbulkan cara berpikir yang terlalu sempit kurang
terbuka bagi orang luar, kesulitan mencari kerabat yang
kepemimpinannya bisa diandalkan, di samping rasa setia kawan dan
kekerabatan semakin luntur.

Sistem pewarisan mayorat sebenarnya merupakan sama dengan
sistem pewarisan kolektif, hanya saja penerusan hak diberikan kepada
anak tertua sebagai pemimpin keluarga, menggantikan ayah dan ibu. la
hanya pemegang mandat bukan pemiliki harta secara perorangan.
Adapun kewarisan dalam sistem perkawinan mengambil anak sistem
kewarisannya- tidak menganut sistem individu, kolektif ataupun mayorat
sebab semua harta dalam perkawinan mengambil anak menjadi milik
keluarga pihak istrinya khususnya orang tua yang mengangkat dia
sebagai anak, jika terjadi perceraian, semua harta baik hutang dan juga
anak jatuh pada bapak yang mengangkatnya menjadi anak. Suami tidak
mendapatkan apapun, kecuali pakaian yang dipakai. Namun dalam
sistem ambil anak Semendo tegak-tegi, jika mertuanya meninggal

terdahulu dibandingkan dia. Maka dia akan mendapatkan warisan dari

208 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris.. Op., Cit,. h. 24
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mertuanya tersebut.*”® Tapi kesemua itu cuma hanya sebatas nama dan
untuk pengendalian penggunaanya adalah kuasa istri, ini mirip dengan
sistem kewarisan mayorat.

Kewarisan itu erat sekali hubungannya dengan harta warisan
dan juga ahli warisnya dan untuk mengetahui apakah harta warisan dapat
dibagi-bagi’'® atau tidak dapat dibagi-bagi, perlu adanya pengelompokan
harta dalam harta asal, harta pencarian, dan juga harta pemberian. Harta
asal adalah merupakan kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris,
baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan yang dibawa masuk
ke dalam perkawinan. Harta peninggalan ini terbagi pada tiga macam,
yakni harta peninggalan yang tidak terbagi, harta peninggalan belum
terbagi dan harta peninggalan yang terbagi. Di Minangkabau harta
peninggalan seperti ini disebut dengan harta pustaka rendah yakni semua
harta warisan yang di dapat dari satu atau dua angkatan kerabat di atas
pewaris, sedangkan harta pustaka tinggi merupakan harta peninggalan
dari pewaris yang melebihi dua generasi di atasnya.

Harta pencarian merupakan harta yang didapat suami secara
bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan, baik istri aktif bekerja
atau tidak, atau hanya suami yang bekerja, sedangkan istri di rumah saja
dalam rangka mengurus rumah tangga dan anak, namun tetap menjadi
harta hasil suami istri. Akan tetapi bisa saja terdapat harta pencarian
suami sendiri bila mana terjadi, perkawinan sederajat atau disebabkan
terjadinya perkawinan suami pedagang dengan istri pedagang sehingga
biaya belanja rumah tangga dibiayai bersama, sedangkan masing-masing

memiliki harta pencarian sendiri-sendiri. Perkawinan yang tidak sederajat

*Semendo tegak-tegi adalah sistem perkawinan dimana seorang anak perempuan
dikawinkan dengan pria dimana pria itu diambil dari anggota keluarga pihak perempuan (ibu) dan
menantu ini sekaligus diangkat sebagai anak oleh mertuanya, sehingga mempunyai kedudukan
sebagai ahli waris dari mertuanya

21%ada pasal 1066 Hukum Perdata (BW) dinyatakan bahwa adanya hak mutlak dari para
ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Hukum
adat menyatakan bahwa harta warisan tidak berubah-ubah dan tidak boleh dipaksakan dibagi
antara para ahli waris. Wirjono Prodjokoro, Hukum Antar Golongan di Indonesia, (Bandung;
Vorkink-Van Hoeve, Tth)., h. 99
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atau mangih koyo, yakni suami jauh lebih kaya dari pada istri, atau
perkawinan ngalindung kagelung di daerah Pasundan, kawin semendo
mati manuk mati tungu Lampung adalah perkawinan yang tidak
sederajat, perkawinan semacam ini sekarang sudah jarang dikenal.*"!
Harta pemberian merupakan harta warisan yang bukan karena
jerih payah seseorang bekerja untuk mendapatkannya. Pemberian dapat
dilakukan seseorang atau kelompok orang atau seseorang kepada suami
istri. Harta yang seperti ini bila terjadi perceraian di bawah kembali oleh
masing-masing. Menurut Soerjono Soekamto setiap perkawinan pada
dasarnya memerlukan harta yang menjadi dasar materi bagi kehidupan
keluarga. Harta tersebut disebut harta keluarga atau harta perkawinan

?12 Harta itu termasuk harta yang didapat dari masing-

(harta bersama).
masing sebelum terjadi perkawinan dan harta yang didapat selama dalam
perkawinan, baik oleh suami sendiri atau istri sendiri maupun di dapat
secara bersama-sama. Apabila terjadi perceraian hidup, harta bersama di
bagi sama rata, sedangkan harta asal kembali pada asalnya.

Terdapat perbedaan antara suatu daerah dengan daerah yang lain
tentang para pewaris berhak atau tidaknya para ahli waris, sebagai orang
penerima warisan sangat dipengaruhi sistem kekerabatan dan agama
yang dianut. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa para pewaris
adalah anak baik anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup, tetapi
tidak semua anak adalah ahli waris, kemungkinan para waris lainnya
seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, waris bulu, waris kemenakan
dan para ahli waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, kakek, waris
anggota kerabat dan waris lainnya.”"> Soerojo Wignjodipoeo menyatakan

bahwa anak-anak dari sepeninggal pewaris merupakan golongan ahli

waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan

2" Wirjono Prodjokoro, Hukum Antar.,, Ibid.h 100

*’Harta ini bisa disebut dengan harta bersama apabila suami istri hidup bersama,
kedudukan suami dan istri sederajat dan tidak terpengaruh oleh hukum Islam. Soerjono Soekamto,
Pokok-pokok Hukum Adat (Bandung; Alumni, 1981)., h. 61

13 Hilman Hadikusuma, Hukum Adat Waris,.. Op.. Cit. h. 67
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satu-satunya golongan ahli waris apabila si yang meninggalkan warisan
meninggalkan anak-anak. Jadi ahli waris yang selain anak-anak dari si
peninggal harta waris menjadi tertutup.”'*Bagi masyarakat yang bersifat
unilateral, anak-anak baik laki-laki ataupun anak perempuan dapat
menjadi ahli waris. Bagi masyarakat yang sistem kekerabatannya
matrilineal, seperti di Minangkabau, apabila yang meninggal itu seorang
suami, maka anak-anaknya tidak merupakan ahli waris dari harta
pencariannya, sebab anak-anak itu merupakan famili ibunya, sedangkan
bapaknya tidak; bapaknya tetap merupakan warga familinya sendiri. Oleh
karena itu maka harta pencariannya tidak diwarisi oleh anak-anaknya,
tetapi diwarisi oleh saudara-saudara sekandungnya.

Di Lampung dan Tapanuli yang menganut susunan kekerabatan
patrlineal, anak gadis yang telah kawin tidak menjadi ahli waris dari
ayah dan ibunya kandung sendiri.”"> Antara suami dan istri tidak terdapat
hubungan saling mewarisi, apabila salah satu di antaranya meninggal
maka janda ataupun duda tidak mempunyai hak mewarisi harta yang
ditinggalkan terhadap suami atau istri yang telah meninggal itu. Sistem
ini terdapat pada masyarakat berkekerabatan matrilinel seperti yang
terjadi di Minangkabau dan juga Lampung. Dan bagi masyarakatnya
yang menganut sistem kekerabatan patrilineal seperti di Batak, maka
selama hidupnya hanya dibolehkan mendapatkan hak pakai dari harta itu
untuk kebutuhan hidupnya.

Menurut Djaren Saragih ahli waris itu terdiri dari keluarga
sedarah dalam pengertian generasi berikutnya dari si pewaris dan orang
tua atau saudara-saudara pewaris lainnya menurut cara menarik garis
keturunan, keluarga yang bukan sedarah seperti anak angkat, anak tiri,
janda dan duda. Anak angkat menerima warisan berbeda dengan
keturunan sedarah kecuali kedudukan dan haknya telah disamakan, anak

tiri sebenarnya tidak berhak atas warisan bapak atau ibu tirinya, tetapi

1% Soerjo Wignjodipoero,.. Pengantar..Op.Cit.,h. 182
P Ibid.,.. h. 183
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hanya bisa ikut menikmati penghasilan bapak tirinya yang diberikan
kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda. Janda bukanlah keturunan
dari suaminya, seorang janda harus dijamin kelangsungan hidupnya oleh

keluarga suamianya selama sang janda masih membutuhkannya. *'®

1% Djaren Saragih, Hukum Adat... Op..Cit,. h. 170
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BAB III
METODE PENELITIAN
Metode penelitian sangat penting dalam menyelesaikan sebuah penelitian
baik berupa disertasi ataupun bentuk lainnya, oleh karena itu dalam menyusun
disertasi ini metode penelitian yang digunakan peneliti bertujuan untuk membahas
semua pokok permasalahan yang telah dirumuskan dengan tujuan agar penelitian
dapat terlaksana secara obyektif, sistematis dan ilmiah sehingga tercapai hasil
yang optimal. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan

disertasi ini akan dijelaskan berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah
jenis kualitatif yang akan menjelaskan sosio legal studis (peraturan yang ada di
lapangan) tentang sistem perkawinan taambik anak suku Lintang Empat
Lawang propinsi Sumatera Selatan.

Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan
data deskriftif analitik mengenai kata-kata lisan, tulisan dan juga tingkah laku
yang diamati dari orang-orang yang peneliti teliti' penelitian kualitatif dapat
digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik
fenomena perkawinan faambik anak yang kadangkala merupakan sesuatu yang
sulit untuk diketahui atau difahami. Penelitian kulitatif juga diharapkan mampu
memberikan penjelasan secara rinci tentang fenomena yang sulit disampaikan
oleh penelitian kuantitatif* untuk itu peneliti mendeskripsikan bagaimana potret
sistem perkawinan faambik anak Suku Lintang Empat Lawang Sumatera
Selatan lalu peneliti menganalisanya melalui pemahaman figh dan peraturan
perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia, sehingga

peneliti dapat menjelaskan konstruksi sistem perkawinan taambik anak suku

! Robert Bogdan & Steven J.Tailor, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, (Surabaya;Usaha
Nasional,1992), h. 21

% Anselm Strauss & Juliiet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, (Surabaya; Bina Ilmu
Ofset, 1997), h. 13
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Lintang dalam bingkai pemahaman figh dan peraturan perundang-undangan
tentang perkawinan di Indonesia.

Dalam penelitian kualitatif ada lima ciri pokok yang perlu diperhatikan
oleh peneliti, yaitu:
1. Penelitian kualitatif mempunyai latar belakang alami dan peneliti sendiri
berperan sebagai instrumen inti.
Penelitian kualitatif bersifat deskriptif.
Penelitian kualitatif lebih menekankan proses dari pada produk.

Penelitian kualitatif cendrung menganalisa data secara induktif.

A

Dalam penelitian kualitatif makna sangat penting artinya.’

Penelitian kualitatif memungkinkan adanya kedekatan secara emosional
karena subyektifitas peneliti tidak dibuat netral untuk mencapai kebenaran
obyektif. Dalam peneltian ini, subyektifitas peneliti diangkat ke permukaan
sebagai cara untuk menarik sebuah informasi, hal ini berbeda dengan penelitian
kuantitatif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang
dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami
bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar.* Oleh karena itu dengan
penelitian kualitatif ini peneliti mengungkap fenomena sistem perkawinan
taambik anak suku Lintang Empat Lawang Sumatera Selatan, lalu peneliti
menggambarkan realitas yang sesungguhnya di lapangan.

Watt dan Berg, sebagaimana dikutip Kuswarno menjelaskan bahwa
paradigma fenomenalogis 'yang mengembangkan metode kualitatif untuk
mengungkap konstruksi realitas (reality construction).” Sedangkan menurut
Moustakas sifat-sifat dasar dalam penelitian kualitatif yang relevan
menggambarkan posisi metodelogis fenomenelogis, untuk membedakan antara
penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif adalah dengan cara;

1. Menggali nilai-nilai dalam pengalaman dan kehidupan manusia.

3 Zamroni, Pengantar Pengembangan Teori Sosial,(Jogjakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 81-82

*S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung; Tarsito, 1988), h. 5

> Kuswarno, Fenomenalogi: Metode Penelitian Komunikasi, Konsepsi, Pedoman, dan Contoh
Penelitian (Bandung: Widya Padjajaran, 2009),h 125
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2. Fokus penelitian adalah pada keseluruhannya, bukan pada perbagian yang
membentuk keseluruhan itu.

3. Tujuan penelitian adalah menemukan makna dan hakikat dari pengalaman,
bukan sekedar mencari penjelasan atau mencari ukuran-ukuran dari
realitas.

4. Memperoleh gambaran kehidupan dari sudut pandang orang pertama,
melalui wawancara formal dan informal.

5. Data yang diperoleh adalah dasar pengetahuan ilmiah untuk memahami
perilaku manusia.

6. Pertanyaan yang dibuat peneliti merefleksikan kepentingan, keterlibatan
dan komitmen pribadi dari peneliti.

7. Melihat pengalaman dan perilaku sebagai satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan, baik itu kesatuan antara subjek dan objek antara bagian dan
keseluruhannya.

Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan instrumen kunci dalam
pengumpulan dan menganalisi data, sehingga kehadiran dan keterlibatannya di
lapangan—baik saat melakukan wawancara maupun dalam kegiatan observasi—
tidak boleh diwakilkan, karena akan berdampak pada data dan informai yang
diperoleh. Pemahaman peneliti tentang kenyataan yang dilihat sendiri secara
langsung di lapangan ini sangat membantu mendeskripsikan hasil penelitian.
Merriam menyebutkan enam asumsi paradigma penelitian kualitatif, yaitu;

1. Penelitian kualitatif lebih menekankan perhatian pada proses, bukannya
pada hasil atau produk.

2. Penelitian kualitatif tertarik pada makna-bagaimana orang membuat hidup,
pengalaman, dan struktur dunianya yang masuk akal.

3. Peneliti kualitatif merupakan instrumen pokok untuk mengumpulkan dan
menganalisa data. Data didekati melalui instrumen manusia, bukannya

melalui inventaris, daftar pertanyaan, atau mesin.

% Kuswarno, Ibid, 36-37
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4. Peneliti kualitatif melibatkan lapangan. Peneliti secara fisik berhubungan
dengan orang, latar, lokasi, atau institusi untuk mengamati atau mencatat
perilaku dalam latar alamiahnya.

5. Peneliti kualitatif bersifat deskripsi dalam arti peneliti tertarik pada proses,
makna, dan pemahaman yang didapat melalui kata atau gambar.

6. Proses penelitian kualitatif bersifat induktif dimana peneliti membangun
abstraksi, konsep, hipotesa dan teori dari rincian.”

Menarik untuk diperhatikan pernyataan Immanuel Kant bahwa manusia
memiliki dua dunia sekaligus, yaitu dunia fenomena dan dunia noumena.®

Immanuel Kant mengatakan;

“Dunia fenomena adalah dunia yang kita alami dengan panca indera dan
terbuka bagi penelitian ilmiah karena rasional. Sains meneliti dunia fenomena-
dunia alami (natural world) dan nalar (reason) mengarahkan pada pengamatan
itu. Dunia noumena tidak bisa didekati dengan dunia empiris karena bukan hal
yang fisik atau empiris. Kedua bentuk itu terpisah setela ada batas yang harus
disadari oleh pemikiran manusia. Lebih lanjut Immanuel Kant menjelaskan
bahwa sebagai fenomena, manusia terikat hukum alam dan sebaliknya manusia
juga noumena, karena mempunyai jiwa, paling tidak sebagian dari diri manusia
memiliki kemauan bebas.”

Broswil dan Sukidin menegaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan
untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir
induktif. Peneliti memusatkan perhatiannya pada kenyataan atau kejadian yang
sebenarnya dalam konteks yang diteliti. Setiap kejadian merupakan sesuatu
yang unik dan berbeda dengan yang lain karena ada perbedaan konteks.'
Pendapat Bosrowil dan Sukidin tersebut diperkuat oleh Sugiyono, Sugiyono
menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung kesumber data dan peneliti

adalah instrumen kunci.

7 Creswell, Jhon W, Research Design: Qualitative, and Quantitative Approaches ( Tahousan
Oaks California: Sage, 1994).h. 145

¥ Salim, Agus(peny), Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Pemikirian Norman K Denzin
& Egon Kuba, dan Penerapannya)(Y ogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001),h. 1-2

’Pandangan Immanuel Kant tersebut dapat dilihat juga dalam Mulyana”Metodelogi Penelitian
Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya”’(Bandung; Remaja
Rosdakarya, 2003), h. 19

"Broswill dan Sukidin, Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro,(Surabaya: Insan
Cendikia, 2002), h. 2
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2. Peneliti kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk
kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada anggka.

3. Sedangkan penelitian kualitatif menekankan pada proses dari pada produk
atau outcome.""

Locke, Spirduso dan Silverman menyatakan bahwasanya penelitian
kualitatif merupakan penelitian yang bersifat interpreatif sehingga bias. Nilai
dan penilaian peneliti dinyatakan dengan tegas dalam laporan penelitian.'?
Keterbukaan seperti itu dianggap bermantfaat lagi positif. Sementara Bogman

dan juga Taylor mengatakan bahwa:

“Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif, berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang yang
diamamati. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subyek dan
merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari hari. Penelitian
kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang
ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu,
kelompok, masyarakat dan atau suatu organisasi tertentu dalam suatu setting
konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan
holistik”.

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dari orang atau gejala yang diamati.
Sedangkan pendekatan kualitatif — interpreatif diarahkan kepada latar gejala
secara holistik (utuh menyeluruh) dan alamiah sehingga tidak mengisolasikan
gejalah ke dalam variabel penelitian. Namun, mengkaji objeknya sesuai latar
alamianya.'*Miles dan juga Huberman mempertegas bahwa metode kualitatif
berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat di dalam individu,
kelompok, masyarakat, dan atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari
secara menyeluruh, rinci, mendalam, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berangkat dari sejumlah pandangan para pakar sebagaimana diuraikan

di atas, peneliti menyimpulkan dan memutuskan untuk melakukan penelitian

dengan bentuk kualitatif. Keputusan ini diambil karena penelitian yang akan

" Sigiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,(Bandung: Alfabeta, 2005), h. 9-10

12 Creswell, Op. Cit, h 147

13 Broswil dan Sukidin,Op.Cit, h. 1-2

' Vardiansyah, Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Indonesia: Indeks Kelompok
Gramedia,.2005)h, 69
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peneliti lakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data (pelaku
perkawinan taambik anak, tokoh masyarakat dan sesepuh masyarakat suku
Lintang di kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan) dan peneliti sendiri
adalah instrumen kunci. Dengan demikian, peneliti dapat mengenali subyek,
yakni potret sistem perkawinan taambik anak suku Lintang Empat Lawang
dan aktivitas para taambik anak, sehingga peneliti mampu menghasilkan data,
baik berupa ucapan/uraian mendalam tentang sistem perkawinan taambik
anak yang dijalaninya, maupun perilakunya secara langsung pada saat
observasi di lapangan dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan
holistik.

Kuswarno dalam hal ini menegaskan secara tegas dan cerdas kalau
dalam penelitian kualitatif lebih mementingkan perspektif emik dan bergerak
dari pakta, informasi atau peristiwa menuju ketingkat abstraksi yang lebih
tinggi (apakah itu konsep ataukah teori) serta bukan sebaliknya dari teori atau
konsep data atau informasi.'’Senada dengan Kuswarno, Sugiyono
menyatakan bahwa metode penelitian naturalistik kualitatif, digunakan untuk
meneliti pada tempat yang alamiah dan penelitian tidak dibuat perlakuan,
karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat emik, yaitu berdasarkan

pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.'®,

B. Sifat Penelitian
Disertasi ini sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik mengenai
kata-kata lisan maupun tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari
orang-orang yang diteliti di lapangan. Peneliti mendiskripsikan bagaimana
potret sistem perkawinan taambik anak suku Lintang Empat Lawang provinsi
Sumatera Selatan.
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus meliputi kontrusi sistem

perkawinan taambik anak Suku Lintang, makna filosofis sistem perkawinan

15 Kuswarno, Fenomenalogi: Metode Penelitian Komunikasi, Konsepsi, Pedoman, dan Contoh
Penelitian (Bandung: Widya Padjajaran, 2009),h 126

' Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D (Bandung; Alfabeta, 2011), h.
221
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taambik anak dan rekonsturksinya dalam bingkai pemahaman figh dan

peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia.

C. Metode Pendekatan
Penelitian lapangan yang fokus pada data tentang sistem perkawinan
taambik anak suku Lintang Empat Lawang Sumatera Selatan menggunakan
pendekatan Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Historis.
1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis/hukum adalah pendekatan penelitian berdasarkan
hukum. Pemahaman akan suatu peristiwa melalui pendekatan hukum yang
berlaku, yaitu hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang
perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Peneliti sendiri melihat, menelaah teori-teori hukum yang ada lalu
menganalisanya dengan kenyataan di lapangan tentang sistem perkawinan
taambik anak suku Lintang di kabupaten Empat Lawang.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang
keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta gejala sosial
lainnya yang saling berkaitan. Sosiologi berasal dari bahasa latin yakni kata
Socius yang berarti kawan dan logos dari bahasa Yunani yang berarti
berbicara, sehingga dapat diartikan berbicara menganai kawan, yang
kemudian makna ini berkembang menjadi sebuah ilmu yang mempelajari
masyarakat dan interaksi yang terjadi antar anggotanya, sehingga objek
kajian sosiologi adalah fakta sosial, yaitu masyarakat yang melaksanakan
hubungan sosial antar individu atau antar kelompok di lingkungannya'’
yang disebabkan oleh dorongan, gagasan kelembagaan, khususnya
kelembagaan agama mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial.'®
Auguste Comte dan Henri Saint-Simon adalah orang yang dianggap sebagai

bapak pendiri sosiologi. Bagi Comte sosiologi mengikuti jejak ilmu alam,

" Adeng Muhtar Ghazali, Ilmu Studi Agama, (Bandung: Pt Pustaka Setia Bandun)), h. 101
'8 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 243
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observasi terhadap masyarakat akan memunculkan akan kajian mengenai

kehidupan sosial masyarakat dan akan menuntun kehidupan sosial manusia.

Adapun karakteristik dasar pendekatan sosiologis meliputi;

a Stratifikasi sosial, seperti kelas dan etnisitas.

b Katagori biososial, seperti seks, gender, perkawinan, keluarga masa
kanak-kanak dan usia.

¢ Pola organisasi sosial meliputi politik, produksi ekonomis, sistem —sistem
pertukaran dan birokrasi.

d Proses sosial, seperti formasi batas, relasi intergrouf, interaksi personal,
penyimpangan dan globalisasi."

Teoritisasi sosiologis menggunakan paradigma dan konseptualisasi
analogis tentang dunia sosial yang didasarkan pada tradisi sosial logis
maupun refleksi data empiris. Pendekatan sosiologis dilakukan dengan
menyoroti dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada sebuah
prilaku. Dengan ilmu sosiologi itu suatu fenomena sosial dapat dianalisis
dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial
keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Anggapan
dasar perspektif sosiologis adalah concern pada struktur sosial, konstruksi
pengalaman manusia dan kebudayaan termasuk agama.’’Objek-objek,
pengetahuan, ' praktik-praktik dan institusi dalam dunia soisal, oleh para
sosiologi dipandang sebagai interaksi manusia dan konstruksi sosial.

Dengan demikian penelitian yang peneliti lakukan ini sangatlah tepat
menggunakan pedekatan sosiologi sehingga sistem perkawinan makna
sistem taambik anak serta konstruksinya dalam perspektif pemahaman figh
dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia dapat
difahami dengan mudah, karena sistem perkawinan taambik anak

dilaksanakan untuk kepentingan sosial.*’

! Anthony Gidden, sosiology (Cambridge; Polity Press, 1989)

%% Sebagaimana di ungkap ole Peter Beger dalam Michael S. Northcott dalam Peter Connolly
(ed), Aneka Pendekatan Studi Agama, (Yogyakarta: PT LKIS, 2009), h. 271

*'Michael S. Northcott dalam Peter Connolly (ed), Aneka Pendekatan Studi Agama,
(Yogyakarta: PT LKIS, 2009), h. 271-73
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3. Pendekatan Antropologis
Antropologi terdiri dari kata antropos dan logos. Antropos berarti
manusia sedangkan /ogos bearti Ilmu. Dengan kata lain Antropologi
diartikan sebagai ilmu tentang manusia. Secara terminologi antropologi
diartikan sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang asul-usul, aneka
warna bentuk fisik, adat istiadat dan kepercayaannya pada masa lampau.*
Edward Taylor mendefinisikan antropologi sebagai hasil prilaku yang pada
gilirannya akan mengakumulasikan sehingga mampu mentransimilasikan
pengetahuannya. Oleh karena itu kemampuan yang khusus manusia itu
dapat menyusun kembali lingkungan alamiahnya. Adapun definisi lain yang
dikemukakan oleh para pakar antropologi, antara lain adalah menurut James
L.Peacock pengertian antropologi menitik beratkan pada aspek pemahaman
kemanusiaan dalam bentuk keanekaragaman secara menyeluruh.”

Dalam dunia ilmu pengetahuan, menurut Parsudi Suparlan, makna
dari istilah pendekatan adalah sama dengan metodologi yaitu sudut pandang
atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu yang menjadi perhatian atau
masalah yang dikaji.**Adapun yang dimaksud pendekatan disini adalah cara
pandang atau paradigma yang terdapat di dalam suatu bidang ilmu yang
selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dalam hubungan ini,
Jalaluddin Rahmat sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata, mengatakan
bahwa agama dapat diteliti dengan menggunakan berbagai paradigma.
Realitas keagamaan yang diuangkapkan mempunyai nilai kebenaran sesuai
dengan kerangka paradigmanya.” Dengan demikian pendekatan
antropologis yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sudut pandang atau
cara melihat (paradigma) memperlakukan sesuatu gejala yang menjadi

perhatian dengan menggunakan kebudayaan dari gejala yang dikaji itu

?2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 1995), h. 50

BJames. L. Peacock, The Antrophological Lens, Harsh Ligh, Soft Focus (Cambridge:
University,Press,1998),h.10.

*M. Deden Ridwan, Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin
(Bandung: Nuansa Ilmu, 2001), h. 180

 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Cet. VI (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001),
h.3
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sebagai acuan dalam melihat, memperlakukan dan menelitinya.
Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai
salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek
keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.* Melalui
pendekatan ini agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah
yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan
jawabannya. Dengan kata lain bahwa cara-cara yang digunakan dalam
disiplin ilmu antropologi dalam melihat suatu masalah digunakan pula untuk
memahami agama.”’ Antropologi, sebagai salah satu sebuah ilmu yang
mempelajari manusia, menjadi sangat penting untuk memahami agama.
Antropologi mempelajari tentang manusia dan segala perilaku
mereka untuk dapat memahami perbedaan kebudayaan manusia. Dibekali
dengan pendekatan yang holistik dan komitmen antropologi akan
pemahaman tentang manusia, maka sesungguhnya antropologi merupakan
ilmu yang penting untuk mempelajari agama dan interaksi sosialnya dengan
berbagai budaya. Nurcholish Madjid mengungkapkan bahwa pendekatan
antropologis sangat penting untuk memahami agama Islam, karena konsep
manusia sebagai khalifah (wakil Tuhan) di muka bumi, misalnya,
merupakan simbol akan pentingnya posisi manusia dalam Islam.
Agama diperuntukkan untuk kepentingan manusia, maka sesungguhnya
persoalan-persoalan manusia adalah juga merupakan persoalan agama.
Dalam Islam manusia digambarkan sebagai khalifah Allah di muka bumi.
Secara antropologis ungkapan ini berarti bahwa sesungguhnya realitas
manusia menjadi bagian realitas ketuhanan. Di sini terlihat betapa kajian
tentang manusia, yang itu menjadi pusat perhatian antropologi, menjadi

sangat penting. Dalam pandangan Dawam Raharjo, antropologi dalam hal

2 Selanjutnya Pendekatan Antropologi dalam tulisan ini lebih dititik beratkan pada masalah
Budaya. Karena demikian luasnya wilayah kebudayaan, studi antropologi dispesialisasikan
kedalam beberapa disiplin ilmu seperti antropologi budaya, antropologi sosial, antropologi fisi

27 .

1bid, h. 35
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ini penelitiannya lebih menggunakan pengamatan langsung, bahkan sifatnya
partisipatif *®
Dari sini timbul kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya induktif
yang mengimbangi pendekatan deduktif sebagaimana digunakan dalam
pengamatan sosiologis. Dawam menambahkan penelitian antropologis yang
induktif dan gronded, yakni turun ke lapangan tanpa berpijak pada atau
setidak-tidaknya berupaya membebaskan diri dari kungkungan teori-teori
formal yang pada dasarnya sangat mengarah pada sesuatu yang abstrak.”
Aplikasinya, berbagai penelitian antropologi agama dapat dikemukakan
hubungan yang positif antara kepercayaan agama dengan kondisi ekonomi
dan politik. Golongan masyarakat yang kurang mampu dan golongan miskin
yang lain, pada umumnya lebih tertarik kepada gerakan keagamaan yang
bersifat menjanjikan perubahan tatanan sosial kemasyarakatan..*
4. Pendekatan Filosofis
Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan filosofis. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa
Yunani dengan istilah philosophia. Yang terdiri dari dua kata, fhilia dan
sophia. Kata fhilia bermakna cinta sedangkan kata sophia bermakna ilmu
atau hikmah, bijaksana, dalam bahasa Arab disebut falsafah, sedangkan
dalam bahasa Inggris philosophy, adapun dalam bahasa Latin dan bahasa
Jermannya adalah philosophia, Belanda dan Prancis adalah philosophie.
Filsafat diartikan dengan cinta pada kebijaksanaan dan juga diartikan
menemukan hakikat sesuatu, berusaha mengaitkan dari sebab akibat serta
berusaha untuk menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Sedangkan
secara terminologinya filsafat adalah berfikir secara mendalam, sistematik,

dan radikal dalam rangka mencari kebenaran, hakikat mengenai segala

* Ibid,. h. 35

¥ M. Dawam Raharjo, Pendekatan Ilmiah Terhadap Fenomena Keagamaan, dalam M. Taufik
Abdullah dan M. Rusli Karim, Metodologi Penelitian Agama, cet. 11 (Yogyakarta: Tiara Wacana,
1990), h. 19

**M. Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas atau Historitas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2002), h. 31
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sesuatu yang ada.’' Filsuf merupakan orang yang banyak mengetahui hal-
hal tertentu. Kebijakannya adalah akumulasi dari pengalaman dan
pembelajaran dalam kehidupan. Sedangkan tugasnya adalah melihat
persoalan-persoalan yang melingkupi pengalaman, faktor-faktor yang
menyebabkan pengalaman manusia untuk dijadikan pengalaman relegius
dan membahas bahasa yang digunakan umat yang beriman. Aristoteles dan
Plato merupakan bapak filsafat. **

Pendekatan filosofis merupakan suatu proses rasional.Proses rasional
suatu hal yang menunjukkan fakta bahwa akal memainkan peran
fundamental dalam merefleksikan pengalaman dan keyakinan keagamaan
dalam suatu tradisi. Bagian dari proses refleksi itu melibatkan peninjauan
secara terbuka terhadap bahasa, doktrin, simbol-simbol, model-model yang
terdapat dan digunakan dalam tradisi. Kemudian menunjukkan fakta bahwa
dalam menguraikan tradisi itu harus menggunakan akal sehat agar dapat
memproduksi argumen-argumen yang dan dapat membuat klaim-klaim yang
benar.

Sebagai suatu aktivitas filsafat adalah suatu yang dilakukan oleh
individu, suatu proses gradual, abadi melalui ide, argumen, pemikiran dan
pengalaman. Bagian dari aktivitas itu adalah belajar bagaimana berpikir
yang melibatkan proses produksi alasan dan argumen. Produksi alasan dan
argumen menunjukan bahwa kita sedang berpikir tentang apa yang sedang
dialami dan diyakini, hal ini menunjukan bahwa adanya bentuk usaha dalam
mencari cara untuk mendukung dan membenarkan apa yang terjadi.
Pendekatan filsafat menuntun peneliti agar membaca dengan teliti, berpikir
cermat sehingga peneliti mampu pengemukakan pikirannya dengan jelas.
Pendekatan filosofis merupakan proses yang cermat, metodis, mendalam,
evaluatif, dan kritis yang tentu membutuhkan waktu dan tenaga.

Pendekatan filosofis penting dilakukan karena peneliti berkeinginan

untuk mengungkap pemikiran pelaku sistem perkawinan taambik anak

31 Ibid, h. 149-150
> Ibid
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dengan seluasnya sampai titik maksimal dari daya tangkapnya, dengan
demikian peneliti mendapatkan makna, hikmah, nilai, hakikat, atau inti dari
perkawinan taambik anak, sehingga dapat dimengerti dan dipahami secara
saksama serta merasakan hikmah nilai perkawinan taambik anak.

Pemakaian pendekatan filosofis dalam penelitian sebab peneliti akan
mengungkap seberapa dalam dimensi intelektual yang dimiliki oleh pelaku
taambik anak, ungkapan ini dimaksudkan untuk menunjukan bahwa akal
dan rasionalitas berperan dalam pembentukan keyakinan pelaku taambik
anak suku Lintang di Empat Lawang sehingga apa yang dilakoni bisa
dianalisis secara persepektif tujuan perundang-undangan.

5.Pendekataan Historis

Historis merupakan suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa
dengan menggunakan unsur-unsur tempat, waktu, objek, latar belakang dan
pelaku peristiwa tersebut. Pendekatan historis merupakan salah satu upaya
memahami peristiwa dengan penyelidikan sistematis dari sejarah objek
penelitian yang bertugas mengklasifikasikan dan mengelompokan, menurut
cara tertentu, sejumlah data yang tersebar luas sehingga suatu pandangan
menyeluruh dapat diperoleh dari objek penelitian tersebut dan isi makna
yang dikandungnya.’*Sebab kehidupan terikat akan dimensi waktu, masa
lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Masa lalu bisa menjadi
modal untuk meraih sukses masa depan atau sebaliknya. Manusia adalah
produk dari masa lalu dan ' berkembang secara dinamis dan
berkesinambungan.

Menurut Shiddiqi karakter yang menonjol dari pendekatan sejarah
adalah tentang signifikansi waktu dan prinsip-prinsip kesejarahan tentang
individualitas dan perkembangan. Melalui pendekatan sejarah, peneliti dapat
melakukan periodisasi atau derivasi sebuah fakta, dan melakukan
rekonstruksi proses genesis; perubahan dan perkembangan. Tujuan dari
analisis sejarah dalam rangka menemukan kebenaran tentang bagaimana

dan mengapa peristiwa-peristiwa penting itu terjadi. Karena itu analisis

33 Adeng Muhktar Ghazali, Ilmu Studi Agama (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), h. 74
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sejarah tidak dapat dilepaskan dari analisis subyektif dan obyektif, internal
dan extsernal yang menjadi sebab akibat.**

Melalui analisis pendekatan sejarah ini, peneliti dapat melacak asal
mula dari keinginan untuk menjalani kehidupan rumah tangga dalam sistem
perkawinan taambik anak, peneliti juga dapat memahami tindakan yang

mempengaruhinya baik secara internal maupun external.

D. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam yang
terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tertier.
Adapun penjelasan dari ketiga macam sumber data ini adalah sebagai berikut;
1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah merupakan sumber pokok atau sumber
wajib dalam penelitian yang berjudul “Potret Sistem Perkawinan Taambik
Anak Suku Lintang di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan
(Studi Analisis Dalam Bingkai Pemahaman Figh dan Peraturan Perundang
Undangan tentang Perkawinan di Indonesia) adalah buku-buku Figh, Ushul
Figh, Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi
Hukum Islam dan hasil wawancara dari pelaku taambik anak, tokoh
masyarakat dan sesepuh masyarakat Lintang di Empat Lawang.

Adapun sumber data atau informan penelitian yang peneliti gunakan
adalah purposif dan snowball sampling karena berdasarkan pertimbangan
bahwa;

a. Orang yang menjalani faambik anak yang berasal dari suku Lintang.

b. Mereka yang berdomisili di daerah Empat Lawang

c. Keberadaan taambik anak diketahui masyarakat,

d. Mereka yang mau menerima, memberikan informasi dan mengijinkan

peneliti untuk melakukan penelitian.

34 Abdullah, T Karim, (ed) Metode Penelitian Agama,; sebuah Pengantar,(Jogjakarta; Tiara
Wacana;1989), h. 72 dan lihat juga dalam Imam Suprayogo dan Tabrani, Metodologi Penelitian
Sosial-Agama,( Bandung, Remaja Rosdakarya; 2001), h. 65
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Spradley menyatakan sebagaimana dikutip oleh Sanafiah Faisal

bahwa informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Mereka yang menguasai, memahami sesuatu melalui proses enkulturasi,
sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
b. Mereka yang tergolong masih sedang terlibat pada kegiatan yang tengah
diteliti.
c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
d. Mereka yang tidak cenderung memberikan informasi hasil “kemasannya”
sendiri.
e. Mereka yang tergolong”cukup asing”dengan peneliti sehingga lebih
dapat mengarahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.>>
2. Sumber Data Sekunder
Adapun yang dijadikan sebagai data sekundernya adalah pengamatan
peneliti terhadap orang yang melakukan perkawinan tambik anak ini beserta
buku-buku yang ada hubungannnya dengan permasalahan penelitian, seperti
kitab Undang- Undang hukum perdata.
3. Sumber Data Tertier
Adapun sumber data tertier dalam penelitian ini adalah berupa
kamus-kamus, buku-buku yang berhubungan dengan data kependudukan
kabupaten Empat Lawang dan lain sebagainya.

Informan dalam sebuah penelitian kualitatif menurut Suprayogo
dan Tobroni*® adalah manusia yang peneliti pilih secara purposif dan
snowball sampling. Teknik ini dipilih berdasarkan pertimbangan rasional
peneliti bahwa informanlah yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk
memberikan informasi atau data sebagaimana diharapkan peneliti. Menurut

Loflan sebagaimana dikutif oleh Moleong sumber data utama dalam

35 1
1bid
Suprayogo dan Tabrani, Metodologi Penelitian Sosial-Agama ( Bandung:Remaja
Rosdakarya, 2001), h. 134
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penelitian kualitatip ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data

tambahan seperti dokumen dan lainnya.”’

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolahan Data

1.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan tiga macam teknik
pengumpulan data yaitu wawancara secara mendalam (in-depth inteview),
pengamatan (observatian), dan studi dokumentasi.

Ketiga teknik pengumpulan data ini akan dijabarkan sebagaimana berikut:

a. Wawancara Mendalam.

Wawancara mendalam sebagai alat utama dalam penggalian
data dan bersifat informal. Wawancara bersifat terbuka dan intensif
dilakukan kepada informan sebagai upaya mengungkap dan menggali
pengalaman dan informasi dalam berbagai hal penting lain yang terkait
dengan konteks penelitian.

Menurut istilah purposive sampling melalui wawancara pada
para informan dengan pertimbangan probability pada masing-masing
obyek yang diwawancarai. Jika masukan yang diperoleh dianggap telah
memadai dan tambahan dianggap tidak akan menghasilkan bahan yang
baru, maka wawancara dapat dihentikan.®

Sedangkan menurut Kuswarno sendiri, bahwa dalam tradisi
fenomenologi jumlah informan tidak harus 10 orang informan, karena
yang diperlukan bukan pada jumlah informannya, tetapi lebih kepada
”Bagaimana mengungkap kesadaran dan pengalaman hidup informan
secara utuh. Dalam tradisi fenomenalogi 1 orang pun bisa dijadikan
informan penelitian, seperti penelitian tentang tokoh. Lebih lanjut

beliau mengatakan bahwa penelitian subyektif sebenarnya tidak

37 Moleong, Lexi J, metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h.

112

* Robert Bogdan & Steven J. Tylor, Intradaction to Qualitative Methods Research, A
Phenomenological Approach to Social Sciences, (New York: Jhon Willey & Son, 1975), h. 33
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sebagaimana anggapan yang dilontarkan kaum obyektivitas, memakan
waktu yang lama, 1-2 tahun.’’ Artinya, penelitian subyektivitas pun
bisa dilakukan dengan lebih cepat, dan ini tergantung pada semangat,
motivasi, kesadaran, dan ketekunan sang peneliti. Kendati penelitian
menggunakan tradisi objektivis, tetapi peneliti tidak memiliki semangat,
motivasi, kesadaran, dan ketekunan maka penelitian yang dilakukan
pun akan memakan waktu yang jauh lebih lama.

Peneliti setuju dengan pendapat Kuswarno, bahwa informan
dalam penelitian ini jumlahnya tidak harus 10 orang informan, tetapi
yang lebih urgen adalah bagaimana mengungkapkan secara natural,
holistik, mendalami kesadaran dan pengalaman hidup mereka. Kegiatan
penelitian dianggap selesai manakala data yang diperoleh di lapangan
sudah mencapai titik jenuh, yakni apabila pertanyaan yang peneliti
ajukan kepada informan jawabannya atau informasi yang diberikan
berulang atau sama dengan jawaban sebelumnya.

Dalam penelitian yang berjudul “Potret sistem perkawinan
taambik anak suku Lintang di kabupaten Empat Lawang provinsi
Sumatera Selatan (studi analisis dalam bingkai pemahaman Figh dan
peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia,” ini
informannya berjumlah 10 orang dengan rincian sebagai berikut, pelaku
perkawinan sistem taambik anak 6 orang, tokoh masyarakatnya 2 orang
serta sesepuh 2 orang. 'Sebab Sugiyono berpendapat, bila pemilihan
jatuh pada subyek yang benar-benar mengusai situasi sosial yang teliti,
maka merupakan keberuntungan bagi peneliti, karena tidak memerlukan
banyak informan lagi, sehingga penelitian cepat dapat selesai dan yang
menjadi kepedulian bagi peneliti kualitatif adalah tuntasnya perolehan
informasi dengan keberagaman variasi yang ada, bukan banyaknya

sumber data.*’

*Sebagaimana dikutif oleh Ujang Mahadi dalam, Komunikasi Dakwah Kaum Migran,
(Disertasi,Unpad Bandung, 2012),h. 143

* Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D(Bandung: Remaja Rosada
,2011),h. 221
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Mulyana menegaskan bahwa hanya dengan melalui wawancara
yang mendalam dan pengamatan yang intensiflah peneliti dapat
merekam data sealamiah mungkin, dengan melukiskan apa yang subyek
alami, pikirkan dan rasakan.*'Patilima mengatakan penggunaan metode
ini didasarkan pada dua alasan, pertama dengan wawancara peneliti
dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subyek yang
diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi di dalam subjek penelitian.*?
Kedua apa yang dinyatakan kepada informan bisa mencakup hal-hal
yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa
sekarang dan juga masa mendatang.

Menurut Faisal sebagaimana dikutif oleh Bungin dengan
wawancara mendalam, bisa digali apa yang tersembunyi disanubari
seseorang, apakah yang menyangkut masa lampau, masa kini, maupun
masa depan.”Wawancara mendalam dimaksudkan untuk memburu
makna yang tersembunyi di balik tabel hidup sehingga sesuatu
fenomena sosial dipahami. Mengingat sumber data primer dalam
penelitian ini adalah pelaku taambik anak, tokoh masyarakat dan juga
sesepuh masyarakat, maka peneliti menggunakan pendekatan bahasa
ibu dan etika yang sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku pada
masyarakat suku Lintang  kabupaten Empat Lawang. Peneliti akan
mengawalinya dengan bersilaturahmi dan berkunjung ke rumah-rumah
informan. Pada saat berkunjung itulah peneliti menjelaskan maksud dan
tujuan kedatangan peneliti.

Pada proses wawancara, pertanyaan yang peneliti ajukan tidak
terstruktur dan dalam suasana informal. Pedoman wawancara yang
telah dipersiapkan tidak menjadi panduan yang baku oleh peneliti,

melainkan hanya sebagai rambu-rambu untuk memudahkan wawancara,

! Mulyana, Metode Penelitian Komunikasi, contoh-contoh Penelitian Kualitatif dengan
pendekatan praktis,(Bandung: Remaja Rosada, 2007), h. 15

*2 Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2007),h. 65

* Bungin, Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian
Kontemporer(Jakarta; Raja Grafindo, 2003), 67
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peneliti juga melakukan improvisasi dengan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan terbuka kepada subyek penelitian dengan tetap menjaga
konsistensi pada penggalian data yang dibutuhkan.

Adakalahnya peneliti memperdalami informasi dari informan
dengan mengejar jawaban yang diberikan, dan ada juga dengan
mengajukan pertanyaan baru, bahkan jika diperlukan peneliti akan
meminta mereka untuk menjelaskan lebih lanjut informasi yang di
paparkan. Jika nantinya informan memberikan jawaban di luar konteks
penelitian, peneliti akan berusaha mengarahkannya untuk fokus pada
konteks penelitian sesuai data yang diharapkan. Agar informasi terekam
dengan baik, pada saat wawancara nanti peneliti akan menggunakan
alat perekam, kamera digital dan buku catatan. Dalam proses
wawancara, semuanya di awali dengan peneliti mendatangi tempat
tinggal/ tempat domisili informan.

b. Observasi (Pengamatan)

Dalam melakukan obsevasi, peneliti berperan sebagai observer
atau pengamat langsung terhadap peristiwa yang terjadi. Bungin
berpandagan bahwa pengamatan adalah metode pengumpulan data yang
digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian
tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut
dihimpun melalui pengamatan peneliti dengan penggunaan panca
indera.” Sedangkan Rahmat menjelaskan bahwa observasi berguna
untuk menjelaskan, memberikan, dan merinci gejala yang terjadi.*

Sedangkan Patilima mengungkapkan bahwa pengamatan
merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun
kelapangan untuk mengamati hal-hal berkaitan dengan ruang, tempat
pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa tujuan dan perasaan.

Tetapi tidak semua perlu diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang

4 Bungin, Metode Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta
Ilmu-imu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 134

* Rahmat, Jalaluddin, Metode Penelitian Komunikasi: dilengkapi Contoh Analisis Statistik,(
Bandung; Remaja Rosdakarya, 2004), h. 84
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terkait atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan.*® Observasi
yang peneliti lakukan ini terlebih dahulu peneliti memberitahukan dan
meminta izin saat wawancara untuk tidak takut ataupun curiga pada saat
peneliti melakukan tugas.

Peneliti melakukan observasi di lapangan dengan mengamati dan
bergaul dengan keluarga taambik anak dan masyarakat suku Lintang.
Dengan demikian peneliti dapat mengamati secara langsung, leluasan,
dan seksama tentang hal-hal yang dilakukan, bagaimana potret sistem
perkawinan faambik anak suku Lintang di kabupaten Empat lawang,
makna filosofisnya sehingga peneliti dapat menganalisa bagaimana
rekonsrtuksi perkawinan taambik anak suku Lintang ini dalam bingkai
pemahaman figh dan perundang-undangan tentang perkawinan di
Indonesia. Observasi peneliti lakukan dari kejahuan dengan jangkauan
yang dapat diperkirakan mampu mengetahui gerak gerik, tingkah laku
dan hal lainnya yang berhubungan dengan keluarga faambik anak,
dengan harapan mendapatkan informasi lain tentang potret sistem
perkawinan taambik anak suku Lintang.

c. Studi Dokumentasi

Untuk memperkaya data yang diperlukan dalam penelitian yang
berjudul potret sistem perkawinan taambik anak suku Lintang di Empat
Lawang Sumatera Selatan peneliti perlu melakukan studi dokumentasi.
Bungin mengatakan bahwa metode dokumenter merupakan salah satu
metode untuk pengumpulan data dalam penelitian sosial.*’ Suprayogo
dan Tabrani mengatakan juga bahwa dokumen merupakan bahan
tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau akivitas

tertentu, bisa merupakan rekaman atau tertulis, seperti arsip data base,

% Patilima, Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,2007, h. 60
*" Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta
Ilmu-ilmu Sosial lainnya, (Jakarta: Kencana, 2005),h. 144
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surat-surat, rekaman gambar, benda-benda peninggalan yang berkaitan
dengan suatu peristiwa.*®

Sebelum peneliti ke lapangan, peneliti berusaha mencari informasi
dan data taambik anak dengan mempelajari, membaca, dan mencari di

berbagai referensi, baik cetak maupun di dunia internet.

2. Teknik Pengolahan Data

Penelitian yang berjudul potret sistem perkawinan taambik anak
suku Lintang di Empat Lawang Sumatera Selatan ini pengolahan datanya
melalui teknik deskripsi analitik, di mana peneliti mendiskripsikan, dan
mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat tentang prilaku, situasi
tertentu, hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan-padangan serta
proses-proses yang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari fenomena.

Perspektif waktu dalam penelitian ini adalah masa lalu untuk
melihat perjalanan sejarahnya. Lalu masa kini atau setidaknya jangka
waktu yang masih terjangkau dalam ingatan masyarakat yang menjadi

obyek penelitian.

F. Analisis Data
Penelitian tentang potret sistem perkawinan taambik anak suku
Lintang di Empat Lawang Sumatera Selatan ini dilakukan menggunakan
paradigma kualitatif, sehingga dapat dimaknai sebagai kajian terhadap apa
yang tampak. Prosedur analisis datanya mengacu pada analisis data penelitian
fenomenologi.
Menurut Creswell sebagaimana dikutip oleh Kuswarno analisis data
penelitian paradigma kualitatif adalah:
1. Peneliti memulai dengan mendeskripsikan secara menyeluruh

pengalamannya.

* Suprayogo, Imam dan Tabrani, Metodelogi Penelitian Sosial-Agama (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2001), h. 164
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2. Peneliti kemudian menemukan pernyataan (dalam wawancara) tentang
bagaimana orang memahami topik, rinci pernyataan-pernyataan tersebut
dan memperlakukan setiap pernyataan memiliki nilai yang setara, serta
mengembangkan rician tersebut dengan tidak melakukan pengulangan atau
tumpang tindih.

3. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam unit-
unit bermakna (meaning Unit), peneliti merinci unit-unit tersebut dan
menuliskan penjelasan teks (textural deskripsiton) tentang pengalamannya,
termasuk contoh-contohnya secara seksama.

4. Peneliti kemudian merefleksikan pemikirannya dan menggunakan variasi
imajinasi (imajinative variation), dan atau deskripsi struktural (struktural
descripsition) mencari keseluruhan makna yang memungkinkan, melalui
deskriftif yang divergen (devergent perspective) yang mempertimbangkan
kerangka rujukan segala (phenomenom) lalu mengkontruksikan bagaimana
gejala tersebut dialami.

5. Penelitian kemudian mengkonstruksikan seluruh penjelasannya tentang
makna dan esensi pengalamannya.

6. Proses tersebut merupakan langkah awal peneliti dalam mengungkapkan

pengalamannya, setelah itu baru dideskripsikan gabungannya.*

Langkah- langkah dalam analisis data sebagaimana diinformasikan di
atas merupakan bagian yang terintegral, saling berhubungan serta dilakukan
secara kontinyu, mulai dari perumusan masalah sebelum turun ke lapangan,
lalu menyusun, mengelompokan, menelaah dan menafsirkan data dalam pola
serta hubungan antara konsep dan merumuskan dalam unsur-unsur lain agar
mudah di mengerti dan di fahami mulai dari awal hingga penelitian berakhir.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam analisis data

hasil penelitian ini secara sederhana dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:

* Engkus Kuswarno, , Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi, Konsepsi, Pedoman,
dan contoh Penelitian, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), h. 72
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1. Peneliti mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang
semua hal yang berhubungan dengan potret sistem perkawinan taambik
anak suku Lintang yang telah peneliti kumpulkan kemudian membaca dan
membuat catatan pinggir terhadap data-data yang dianggap penting.

2. Menemukan dan mengelompokan makna pernyataan yang dirasakan oleh
pelaku perkawinan taambik anak dengan melakukan harizonaliting yaitu
setiap penyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama.
Pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan juga pertanyaan yang
bersifat repentitif atau tumpang tindih dihilangkan. Sehingga yang tersisa
hanya harizon arti tekstual dan unsur pembentukan atau penyusun dari
phenomenom yang tidak mengalami penyimpangan.

3. Mengumpulkan pernyataan-pernyataan tersebut ke dalam unit makna, lalu
peneliti menuliskan gambaran bagaimana yang sebenarnya tentang potret
sistem perkawinan faambik anak suku Lintang di Empat Lawang Sumatera
Selatan. Mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena hingga
menemukan esensi dari sebuah fenomena tersebut. Dilanjutkan dengan
mengembangkan tekstural description (mengenai fenomena yang terjadi
pada pelaku). Dan structural deskription (yang menjelaskan bagaimana
fenomena itu terjadi)

4. Memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena
yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman pelaku mengenai
fenomena tersebut, dan lapaoran hasilnya dapat dituangkan dalam laporan
pengalaman berbentuk tulisan.

Dengan menggunakan kerangka analisis ini diharapkan cara kerja
dalam pengupas peran aktor sosial potret sistem perkawinan taambik anak
suku Lintang di Empat Lawang dapat diungkap secara mendalam. Karena
menurut Agus Salim cara para aktor sosial menjalankan perannya bisa
menjelaskan tempat mereka hidup, belajar menghadapi masalah, memilih

alternatif, dan melaksanakan pilihannya secara konsisten. *°

% Agus Salaim, Teori dan Paradigma Penelitian Klasipikasi( Yogyakarta: Tiara Wacana,
2006), h. 206
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Guna menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif, data yang
telah dikumpulkan, penelitian melakukan pemeriksaan ulang secara cermat
dan teliti. Untuk itu peneliti sendiri melakukan tahapan berikut:

1. Peneliti sendiri melakukan observasi secara cermat dan sungguh-sungguh
dengan ikut bergaul, datang ke tempat pelaku taambik anak, sehingga
potret sistem perkawinan taambik anak dapat diamati apa adanya, dengan
tujuan agar informasi yang digali dari subyek yang diteliti memiliki
keselarasan dengan fakta di lapangan, meminta bantuan teman peneliti
lakukan untuk memberikan sumbangsih, kritik dan saran sampai
tersusunnya hasil penelitian, hal ini merupakan bentuk dari kredibilitas
peneliti.

2. Peneliti pasti melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan hasil
penelitian ini atas penilaian, kritik dan saran yang sangat berharga dari
tim promotor. Hal ini penting dilakukan sebab menurut Licoln dan Guba,
sebagaimana di kutif oleh Kanto dalam Bungin bahwa pada prinsipnya
stndar transferabilitas ini merupakan pertanyaan empirik yang tidak dapat
dijawab oleh peneliti kualitatif itu sendiri, tetapi dijawab dan dinilai oleh
para pembaca laporan penelitian.’'

3. Adapun untuk memenuhi standar dependabilitas, peneliti menyerahkan
pemeriksaan pada tim promotor yang telah diperuntukkan bagi peneliti,
sebab salah satu upaya untuk menilai dependabilitas adalah dengan
melakukan audit. Ini dapat dilakukan oleh auditor yang independen,
dengan melakukan revieu terhadap seluruh hasil penelitian.™

4. Kebenaran dan kualitas data penelitian dapat dipertanggungjawabkan,
karena peneliti menyajikan data dalam hasil penelitian ini adalah data
yang sebenarnya yang didapatkan dari lapangan. Standar konfirmabilitas
lebih terfokus pada pemeriksa kualitas dan kapastian hasil penelitian,

biasanya dilakukan bersamaan dengan audit dependabilita.”

*! Bungin, Burhan, Analisa Data Penelitian Kualitatif- Pemahaman Filosofis dan Metodologis
ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 59-61

>2 Bungin, Burhan, Analisa Data.... Ibid.

>3 Bungin, Burhan, Analisa Data... Ibid.
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Kriteria yang peneliti sebutkan di atas diharapkan dapat menjadi alat
dalam menentukan keabsahan data penelitian yang peneliti kumpulkan dari
lapangan, walaupun demikian kecermatan dan ketelitian dalam pemeriksaan
sangatlah diperlukan agar keabsahan hasil penelitian terjamin.

Keberadaan promotor dan co promotor sangatlah penting dan sangat
berarti karena dipastikan dapat menambah sempurnanya hasil penelitian ini,
Dipastikan secara tidak langsung promotor dan co promotor memberikan
penilaian secara tranferabilitas dan dependabilitas melalui proses

bimbingan secara intensif.
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BAB IV
HISTORITA DAN SISTEM PERKAWINAN TAAMBIK ANAK SUKU
LINTANG DI EMPAT LAWANG

A. Deskripsi Wilayah
1. Letak Geografis
Kabupaten Empat Lawang terletak di antara 3,25° hingga 4,15°
Lintang Selatan dan 102,37° hingga 103,45° Bujur Timur. Dengan luas

wilayah 2.256,44 Km? Secara geografis, kabupaten Empat Lawang ini
berbatasan dengan kabupaten Musi Rawas di sebelah utara, Lahat dan
Bengkulu Selatan provinsi Bengkulu di sebelah selatan, kabupaten Lahat
di sebelah timur sedangkan kabupaten Rejang Lebong dan kabupaten
Kepahyang provinsi Bengkulu di sebelah barat.' Dengan posisi yang
sangat strategis, kabupaten Empat Lawang menjadi daerah perlintasan
antar daerah atau antar kabupaten dan kota kecamatan karena merupakan
jalur transportasi lintas Timur.”.

Tipografi wilayah kabupaten Empat Lawang merupakan daerah
dengan ketinggian wilayah antara 50 hingga 2.500 m di atas permukaan
laut. Kecamatan Muara Pinang merupakan kecamatan dengan wilayah
paling tinggi di antara kecamatan lain yaitu antara 300 hingga 2.500 m
di atas permukaan laut. Sedangkan kecamatan yang paling rendah dari
permukaan laut adalah kecamatan Saling dengan ketinggian 80 meter
sampai dengan 670 meter. Keadaan tanahnya adalah Litosol, tanah
yang cocok untuk tanaman keras dan tumbuhan rumput-rumputan
sehingga potensial pengembangan ternak sangat bagus sekali. Alluvial
sepanjang sungai Musi dan sungai Lintang berwarna coklat kekuning—

kuningan yang cocok untuk tanaman palawija.’

'Data Empat Lawang 2015 Kerjasama Badan Perencanaan Pembagunan Daerah
Dengan BPS Kabupaten Empat Lawang.,Tahun 2014 h. 3

> Ibid..h 4

’Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang, Profil
Kabupaten Empat lawang,.
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Jarak terjauh dari ibukota kabupaten Empat Lawang ke ibukota
kecamatan adalah jarak dari Tebing Tinggi ke desa Nanjungan, ibukota
kecamatan Pasemah Air Keruh jaraknya mencapai 56 km. Sedangkan
kecamatan terdekat dengan Tebing Tinggi adalah kecamatan Saling,
dengan ibukotanya desa Suka Kaya, yaitu hanya berjarak 15 km. Sebagai
salah satu negara tropis, secara normal Indonesia mempunyai 2 musim,
hujan dan kemarau.

Rata—rata suhu pada temperatur normal di kabupaten Empat
Lawang berada pada kisaran 25 hingga 27 derajat celcius. Suhu
minimum 22°C terjadi antara bulan Agustus-Desember, dan suhu
maksimum 39°C terjadi pada bulan April. Rata-rata kelembaban relatif di
kabupaten Empat Lawang pada tahun 2010 menunjukkan antara 66,85
sampai dengan 90,20 persen. Sedangkan rata-rata kecepatan angin
antara 5,18 sampai dengan 27,50 knot, jumlah  hari hujan terendah
adalah 5 hari terjadi pada bulan Februari dan Agustus, sedangkan jumlah
hari hujan tertinggi adalah 17 hari di bulan November dan Desember.
Di sisi lain, jumlah curah hujan tertinggi yang mencapai 287,25 mm
terjadi di bulan Desember, sedangkan terendah di bulan Juni yang

hanya mencapai 43,80 mm.

2. Asal Usul dan Sejarah Nama Suku Lintang dan Empat Lawang

Pulau Sumatera merupakan pulau yang didiami oleh beragam
suku di setiap provinsi didiami oleh suku-suku asli, tidak terkecuali
provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan merupakan
wilayah yang didiami oleh salah satu suku yang bernama suku Lintang.
Suku Lintang merupakan masyarakat adat yang mendiami wilayah
pegunungan Bukit Barisan.”

Secara geografis suku ini mendiami wilayah kecamatan Muara
Pinang dan kecamatan Pendopo, kabupaten Lahat dulunya dan sekarang

menjadi kabupaten Empat Lawang, provinsi Sumatera Selatan. Suku ini

* Suthonbustarikl4l.blogspot.co.id, diakses 15 April 2016. jam 17.30 WIB
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termasuk dalam rumpun bangsa Melayu. Pemukiman masyarakat terletak
di sepanjang sungai Musi sekitar kota Batu Lintang di aliran sungai Musi
Tebing Tinggi kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan sampai ke
wilayah sekitar gunung Melintang provinsi Bengkulu. Suku Lintang
hidup berdampingan dengan suku asli Sumatera Selatan lainnya yaitu
suku Pasemah dan Rejang.’Suku Lintang mayoritas berprofesi sebagai
petani kopi, lada, dan padi.

Kata Lintang itu berasal dari nama salah satu sungai di kecamatan
Pendopo dan Muara Pinang. Suku Lintang cukup disegani oleh beberapa
tempat dan suku di provinsi Sumatera Selatan karena masyarakatnya
terkenal memiliki semangat dan optimis yang tinggi saat melawan
penjajah sebelum negara Indonesia merdeka. Suku Lintang juga terkenal
karena memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi yang dikenal dengan
namanya Puyang. Puyang merupakan orang yang memiliki pengaruh
yang besar dan merupakan leluhur mereka, dengan puyang inilah yang
akan menunjukkan tali persaudaraan diantara mereka dalam skala luas.
Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat suku Lintang berkomunikasi
menggunakan bahasa Lintang. Contoh kata-kata dalam bahasa Lintang:
Nedo = tidak, Pela = ayo, galak = mau, Ingin.°

Kata Lintang berasal dart nama sebuah sungai yang disebut
sungai Lintang yang melintasi dari desa Sematu Lintang Kanan sampai
dengan Air Lintang Jembatan Gunung Meraksa. Suku Lintang berasal
dari keturunan beberapa suku yakni suku Pasemah, Komering dan suku
Rejang yang telah terlebih dahulu mendiami wilayah ini. Suku Lintang
termasuk ke dalam masyarakat Deutro Melayu yang telah memasuki
wilayah ini berabada-abad yang lalu.

Sedangkan kata Lawang yang sesungguhnya adalah lawangan
atau pamitan yang berarti orang yang terkemuka atau sesepuh dan dapat

pula diartikan sebagai pahlawan. Pada zaman nenek moyang dahulu,

> Www. Wacananusantara.org/suku Lintang. di akses 2 Mei 2016, jam 18.00
6 .
1bid,
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terdapat empat pahlawan yang merangkap jadi imam dan pimpinan di
daerah Empat Lawang dengan kawasan wilayah I marga Tedajen,
sekarang ini disebut marga Lubuk Puding dengan zariatnya adalah
pangeran Halek, Demang Achmad istrinya adik pangeran Mariatul anak
bapak Hasan Belado.

Adapun bapak Halek Marga Kejaten Mandi Ulu Musi, sekarang
disebut marga Tanjung Raya dengan zuriatnya Pangeran H. Abubakar
anak pasirah A.Zaini (alm). Marga Muara Pinang, dengan zuriatnya
pasirah Sani IV. Marga Muara Danau, dengan zuriatnya pangeran Majid
anak pasirah A.K. Menurut Matjik dan Demang Umar di samping ke
empat marga tersebut di atas ada marga yang diistimewakan yang
disebut Miji yaitu marga Singkap Dalam Musi Ulu sekarang disebut
marga Karangdapo daerahnya meliputi Talang Padang yang dipimpin
oleh puyang Kagade yang nama aslinya Nung Kodo Lindung.’

Daerah marga Tedajen, marga Lubuk Puding dari Wates sampai
Karangdapo, daerah marga Kejatan Mandi Musi Ulu atau marga Tanjung
Raya adalah dari dusun Kungkilan terus ke arah daerah Pagaralam
sampai ke Gunung Meraksa, yang ke arah Tebing Tinggi sepanjang
sungai Musi sampai ke Saling. Dari dusun Muara Pinang sampai dusun
Sawah disebut Lintang Kiri yang ' dikenal sebagai Marga Semidang,
puyangnya yaitu Serunting Sakti. Sedangkan daerah Muara Danau
disebut Lintang Kanan. Sesudah zaman Belanda daerah ini terbagi
menjadi 13 Marga yaitu Marga Saling, Marga Kupang, Marga Batu
Pance, Marga Talang Padang, Marga Tanjung Raya, Marga Karangdapo,
Marga Lubuk Puding, Marga Gunung Meraksa, Marga Tanjung Raman,
Marga Babatan, Marga Muara Danau, Marga Muara Pinang dan Marga
Seleman.®

Pada zaman sunan Palembang berperang dengan tentara Tuban

di Jawa, pada waktu itu sunan mengirim utusan ke Empat Lawang

7 http;//forumlintangempatlawang.blogspot.com, diakses 20 April 2016, jam 18.00
8 .
1bid,
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memohon bantuan untuk berperang dengan kerajaan Tuban, maka empat
pahlawan ditambah puyang Kagede bersedia membantu sunan, dengan
membawa empat puluh pasukan lalu mereka berkumpul disebuah batu
besar untuk berunding (bermusyawarah untuk menyusun strategi).

Batu besar tempat mereka berunding akhirnya menjadi sebuah
daerah dan menjadi marga Singkap Pelabuhan dan kini disebut daerah
Batu Pance. Dari hasil perundingan tadi, diputuskan untuk berangkat ke
Tuban beserta pasukan masing-masing dan langsung berperang dengan
kerajaan Tuban. Kerajaan Tuban yang kalah, tetapi puyang pahlawan dari
Muara Pinang terbunuh, kerajaan Tuban mengakui kekalahannya dengan
ditandai penyerahan Gong Pusaka Gading, Kelinteng Aur Lanting,
seorang putri raja dan seorang anak laki-laki sebagai ganti puyang yang
terbunuh waktu berperang. °

Anak sang raja yang laki-laki tadi ditempatkan di Muara Pinang,
sedangkan yang perempuan dikawinkan dengan salah satu prajurit dan
harus tinggal di desa Linggeh, sekarang menjadi dusun Lingge.
Sedangkan Kelintang Aur Lanting sampai sekarang ini masih ada di
Karangdapo dan Gong Pusaka Gading tidak tahu di mana keberadaannya
sampai sekarang.

Setelah ‘menang berperang, para pahlawan ini kembali ke
Palembang melaporkan kepada sunan bahwa mereka sudah menaklukkan
kerajaan Tuban, semua pahlawan ini oleh sunan Palembang ditempatkan
khusus di rumah rakit di atas sungai Musi, kepulangan pahlawan ini
menimbulkan rasa iri hati dari banyak orang yang akhirnya mereka
memfitnah para pahlawan ini dengan mengatakan bahwa mereka akan
menakklukan sunan Palembang, sunan Palembangpun terpengaruh fitnah
yang disebarkan, sehingga berencana untuk memusnahkan mereka,
dengan dalih menyambutnya kedatangan mereka dengan mengadakan
acara jamuan makan malam di istana sunan Tetapi pada waktu itu puyang

Kagede telah mencium niat tidak baik sunan Palembang kalau jamuan

? Ibid, http;//forumlintangempatlawang.blogspot.com, diakses 20 April 2016, jam 18.00
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makanan ini hanya jebakan saja, oleh karenanya puyang Kagede tidak
hadir dengan alasan sakit, apa yang telah diduga oleh puyang Kagede
ternyata benar, sebab semua yang hadir dapat ditawan oleh sunan dalam
keadaan mabuk, melihat hal ini puyang Kagede tidak tinggal diam,
puyang Kagedepun mengamuk dan menyerang istana sunan Palembang
sehingga puyang-puyang yang lain dapat dibebaskan.

Dengan kesaktian yang dimiliki oleh puyang Kagede dan
puyang-puyang ini sunan Palembang mengalami kekalahan dan anak
sunan Palembang terbunuh.'® Akhirnya sunan Palembang mengadakan
damai dengan para Empat Lawang ini dengan balasan nyawa harus
diganti nyawa, karena putra mahkota sunan Palembang meninggal,
sebagai gantinya puyang Kagede harus tinggal di Istana.

Berselang beberapa tahun kemudian terjadi keributan di antara
puyang yang ada di daerah Empat Lawang dengan istilah Lintang berebut
Kundu. Maksudnya berebut siapa yang tua dan patut menjadi pemimpin,
akhirnya beberapa puyang mengambil inisiatif untuk mengadakan
semedi, untuk menentukan siapa yang patut menjadi pemimpin diantara
mereka, beberapa hari kemudian didapatlah petunjuk, bahwa “Kenapa
puyang yang bertuah yang tinggal di kerajaan Palembang”.

Kemudian puyang dikirimlah utusan ke sunan Palembang untuk
menemui puyang Kagede. Lalu diadakanlah perundingan antara sunan
Palembang, puyang Kagede dan puyang yang lainnya dan disepakati
bahwa puyang Kagede diangkat sebagai sunan sebagai perwakilannya
didaerah Uluan Palembang yang berkedudukan di Tebing Tinggi dengan
istilah pepatih (perwakilan) sunan.

Pada zaman Belanda berkuasa daerah Tebing Tinggi dipegang
oleh Asisten Residen, setelah berkembang dan berjalan cukup lama,
kedudukan assisten Residen akhirnya dipindahkan ke kota Lahat dengan
pertimbangan yang dirahasiakan. Sedangkan pertimbangan sunan dulu

adalah selain puyang Kagede mewakili sunan diseluruh daerah Uluan

1 1bid



139

juga pertimbangan dapat berkumpul kembali ke daerah puyang-puyang
di Empat Lawang.

Dikemudian hari kata Lintang Empat Lawang'' yang terdiri dari
tiga kata ini di artikan berbeda.'? Yakni, Lintang berasal dari kata lantang
yang mempunyai arti menurut sejarah adalah tegas, kuat, berani, dan
sakti. Kelantangan ini dipunyai oleh penjaga penjaga Lawang yang
terdiri dari Empat Lawang dari seluruh daerah Lintang. Sedangkan
Lawang mempunyai arti pintu. jadi, empat Lawang berarti empat pintu.
Secara geografis, ada 4 pintu masuk ke daerah Lintang ini yakni, Muara
Pinang, Pendopo, Tebing Tinggi, dan Ulumusi.

Sejarah keempat pintu itu bermula dari pertama, lawang satu
pada tahun 1711 datang 6 orang laki dan seorang perempuan yang
berasal dari India ke daerah sekitar desa Tanjung Raya sekarang, mereka
mendirikan pemukiman di pinggiran sungai Musi dan sungai Lintang.
Lama kelamaan dengan bertambahnya penduduk baik yang datang dari
derah daratan Asia maupun dari wilayah Indonesia sendiri, sehingga
merekapun memerlukan pemimpin untuk mengatur daerah di sana,
terhadap ancaman keamanan dari luar daerah. Pada tahun 1716 mereka
mendirikan wilayah Lawang 1 dengan penjaga lawang yakni Batu
Belawang Hilir desa Tanjung Raya oleh Muhammad Abdullah, dengan
julukan “Jantan Mata Api”’ sebab menurut sejarah kesaktiannya, bila dia
marah keluar dari bola matanya percikan api dan yang menjadi pimpinan
daerah ini adalah Ugau Sakti.

Lama kelamaan daerah yang masuk kewilayah pimpinan Ugau
Sakti makin luas, dan dengan demikian penjagaan pintu masuk sungai
Musi arah hilir dipindahkan ke pangkalan Bukit Tinggi (daerah Tebing
Tinggi sekarang) yang dijaga oleh seorang laki-laki yang bernama

Keluang Sakti dan seorang perempuan bernama Jeneng Selendang

" Lawang= pintu

"Salinan Sejarah yang ditulis oleh pangeran H. Abu Bakar Bin H Yen.,Sebagaimana
dikutif oleh Majid., dalam http;//groups.google.co.id/group/lintang-iv-lawang?hl=id di Ambil
tanggal 20 Desember 2015
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Merah. Pada tahun 1012 pertahanan pangkalan bukit Tinggi yang di
sebut dengan pertahanan bukit Timbun Tulang, dikatakan demikian,
karena diharapkan bila ada yang mau masuk ke daerah kekuasaan Ugau
Sakti, mereka meragukan maksud dan tujuannya. Sebab sudah dipastikan
akan tamatlah riwayatnya yang menyebabkan bertambahnya kumpulan
tulang tulang."® Pada tahun 1514 pertahanan bukit Timbun Tulang diberi
gelar Kejantan Bukit Tinggi dan pada tahun 1802 menjadi Kejantan Musi
llir Tebing Tinggi.

Kedua, Lawang dua Untuk menjaga pintu masuk ke wilayah
daerah yang dipimpin Ugau Sakti dengan mendiami pemukiman aliran
sungai Lintang, penjaga diperlukan untuk menjaga kalau ada orang yang
hendak masuk dari hulu sungai Lintang. Untuk keperluan penjagaan
maka dibuatlah pos pertahanan yang di sebut Lawang Dua, yang terletak
di daerah Dusun Sawah sekarang, pos penjaganya bernama Bukit
Campang Belawang yang di jaga oleh seseorang bernama Sulaiman
dengan panggilan Macan Kumbang dan dijuluki juga dengan Bujang
Telunjuk Emas yang akhirnya menjadi pimpinan daerah disana dengan
gelar Raja Gimpalan Sakti.

Ketiga, Untuk menentukan pemimpin di Lawang tiga ini, maka
kedua pimpinan Lawang 1 yakni, Ugau Sakti dan pemimpin Lawang 2
Gimpalan Sakti berembuk bagaimana cara untuk menjaga daerah Lintang
dari arus sungai Musi sebelah hulu, akhirnya mereka memutuskan untuk
mendirikan pos penjagaan. Maka didirikanlah pos penjagaan/pertahanan
di bukit Tumbak Rajang, sekarang disebut bukit Raflesia dengan penjaga
lawang bernama Betok Wajedi dengan panggilan Jago Goreng alias
Tokek. Sedangkan pimpinan wilayahnya adalah Raden Rambut Selaka

adik kandung dari Gimpalan Sakti pimpinan semua Lawang. Di antara

B 1bid.,
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pemimpin lawang 3 ini ada yang bernama Riu Bajau yang mendiami
daerah pedalaman, yang terletak di daerah Lubuk Puding sekarang.'*

Keempat, Lawang empat berada di sungai Lintang Kiri sebagai
pos pertahanan empat yakni, Lawang empat di bukit Siaga Tidur dengan
penjaga pos pertahanan bernama Lidah Api, sedangkan pusat pertahanan
berada di daerah Muara Danau sekarang dengan pimpinan bernama Suib
Akbar dengan julukan Jalak Jambul. Di Lawang empat ini, di antara
pimpinannya ada yang bernama Tapak Sakti.

Hampir keseluruhan masyarakat suku Lintang beragama Islam,
sehingga wilayah kediaman mereka banyak didirikan bangunan mesjid
dan pesantren. Masyarakat suku Lintang sehari-hari berkomunikasi
dengan menggunakan bahasa Lintang. Bahasa ini merupakan bagian dari
rumpun bahasa Melayu. Bahasanya sendiri mirip dengan bahasa
Pasemah, Semendo serta bahasa Lampung, dan Bengkulu.

Masyarakat suku Lintang bertempat tinggal di rumah-rumah
panggung yang terbuat dari kayu. Walaupun permukiman masyarakat
suku Lintang terletak di sepanjang sungai Musi, akan tetapi masyarakat
suku Lintang bermata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam.
Hal ini dikarenakan struktur tanah di wilayah tersebut gembur dan subur
serta mengandung banyak humus sehingga masyarakat suku Lintang
lebih mengandalkan sumber penghidupan dari bercocok tanam atau
pertanian.

Bertani merupakan pekerjaan para kaum prianya saja sementara
para kaum wanita bekerja mengurus rumah tangga. Ini disebebkan
karena suku Lintang menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Selain
bertani masyarakat suku Lintang juga mencari penghidupan dari usaha
beternak.

Masyarakat suku Lintang merupakan masyarakat yang ramah dan

walaupun sebagian besar penduduknya menganut agama Islam tetapi

' Daerah Lubuk Puding merupakan desa yang berada dalam lingkungan kecamatan Ulu
Musi. di Seberang sungai Musi.
" www. Wacananusantara.org/suku Lintang. di akses 2 Mei 2016, jam 18.00
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masih banyak ditemukan praktik ritual yang ditujukan untuk nenek
moyang. Sebagai masyarakat tradisional, masyarakat Lintang pastinya
memiliki banyak kekhasan kebudayaan daerah akan tetapi sumber hasil
penelitian tentang ini masih sangat jarang ditemukan sehingga perlu
banyak dilakukan penelitian terhadap kebudayaan suku Lintang ini.

Suku Lintang yang muslim populasinya berjumlah lebih kurang
70.000 orang. Mereka bertempat tinggal terutama di sepanjang sungai
Lintang dan di lembah-lembah pegunungan Bukit Barisan di propinsi
Sumatra Selatan. Orang-orang Lintang tinggal secara berkeluarga dalam
rumah-rumah panggung yang terbuat dari kayu, yang biasanya terdiri
dari dua atau tiga ruangan kamar. Di bawah rumah tempat penyimpanan
kayu bakar, yang sering juga dipakai sebagai tempat bekerja.

Di masa-masa modern ini, rumah-rumah kayu itu mulai
digantikan dengan rumah yang terbuat dari batu bata dan dibangun
langsung di atas tanah. Pada musim panen rumah-rumah penduduk
ditinggalkan kosong, karena seluruh keluarga pindah ke perkebunan, dan
tinggal di sana pada malam hari sekalipun. Apalagi jika musim panen
kopi yang berlangsung sekali setahun. Selain itu suku Lintang juga

memelihara kerbau, kambing, ayam, dan bebek.'®

3. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Empat Lawang

Kabupaten Empat Lawang terbentuk didasari sejarah pemerintah
Hindia Belanda (Governement Qostkust Van Sumatra) sejak tahun 1823
sampai dengan tahun 1918, pengkajian atau hasil penelitian dokumen
yang berhubungan dengan pembentukan kabupaten Empat Lawang.
Pada tahun 1823 pemerintah Hindia Belanda menduduki dan menguasai
kesultanan Palembang yang sedang dipimpin oleh Sultan Mahmud

Badaruddin II. Di masa perjuangan ini Sultan Mahmud Badaruddin II

'® http;//librianacandraa.blogspot.com, diakses April 2016, jam 17.45
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diasingkan oleh Belanda ke Betawi/Batavia, kemudian ke Ternate sampai
akhir hayatnya.'’

Pada sekitar tahun 1825 pemerintah Hindia Belanda membentuk
pemerintah tingkat keresidenan Palembang dengan ibukota Palembang
dibawah pimpinan seorang Residen. Setelah terbentuknya keresidenan
Palembang, pemerintah Hindia Belanda mengatur strategi meluaskan
wilayahnya melalui operasi militer. Kemudian pada tahun 1869 di dalam
keresidenan Palembang terbentuk tujuh wilayah yang amat kecil disebut
afdelling, dimana afdelling Tebing Tinggi meliputi beberapa onder
afdelling yang terdiri dari, onder afdelling moesi oeloe, onder afdelling
Empat Lawang, onder afdelling Rejang, onder afdeling Lebong. Dari ke-
empat order afdelling ini, yang masuk ke dalam wilayah kabupaten
Empat Lawang hanya order afdelling Empat Lawang.

Kabupaten Empat Lawang terbentuk didasari oleh semangat ingin
memajukan Empat Lawang. Sehingga pada tahun 1956 mulai timbul
wacana untuk membentuk pemerintahan sendiri dan pada tahun 1967 dan
tahun 1975 wacana untuk memekarkan daerah Empat Lawang semakin
kuat muncul kepermukaan.

Sejalan  dengan bergulirnya reformasi, keinginan untuk
memekarkan Empat Lawang semakin mencuat. Sehingga terbentuknya
forum komunikasi masyarakat Ulu Musi yang menyampaikan karya tulis
pada tanggal 10 Februari 2001 yang berjudul “Daerah Empat Lawang
Berpeluang Menjadi Kabupaten”, kemudian pada bulan Agustus 2002
kembali timbul aspirasi serupa di kota Lubuk Linggau melalui forum
perjuangan masyarakat Lintang Empat Lawang dan Lubuk Linggau yang
disingkat FPMLELLL.

Pada tahun 1998 aspirasi masyarakat Lintang untuk membentuk
sebuah kabupaten sendiri, yakni Empat Lawang dituangkan melalui

proposal yang disampaikan oleh forum masyarakat Ulu Musi kepada

"Profil Kabupaten Empat Lawang, Badan Perencanaan Pembagunan Daerah
Kabupaten Empat Lawang,. Tahun 2009., h .4
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ketua ikatan keluarga Lintang Empat Lawang di Jakarta yaitu Mayjen
TNI Pur HM. Gasyim Aman dengan judul proposal Empat Lawang
Layak Menjadi Kabupaten.'®

Menyikapi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat,
para tokoh masyarakat Lintang yang ada di Jakarta membentuk Forum
Peduli Pembangunan Lintang Empat Lawang pada tanggal 14 Oktober
2002, keinginan menjadikan Lintang Empat Lawang menjadi kabupaten
dituangkan dalam seminar sehari yang diselenggarakan bersama antara
FOPPLEL, IKL4L, dan pemerintah kabupaten Lahat dengan tema
“Peduli Pembangunan Masyarakat Lintang Empat Lawang”.

Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2002 malam, dengan
berbekal semboyan “Kalu Bukan Kito Sapo Lagi, Kalu Bukan Mak ini
Kebilo Agi,"” maka terbentuklah Forum Perjuangan Masyarakat Lintang
Empat Lawang (FPMLA4L) yang diketuai oleh H.M. Sohid DJ, Forum
perjuangan masyarakat Lintang Empat Lawang dibentuk dalam rangka
untuk mewujudkan usaha pembentukan kabupaten Lintang Empat
Lawang semakin terarah. Mulai dari pertemuan akbar di Pendopo tanggal
31Mei 2003 yang dimotori oleh ketua FPMLA4L Lahat yang dihadiri oleh
ketua IKL4L yang baru yaitu Mayjen TNI (Pur) H.A. Syarnubi Hasyim, ,
serta dukungan segenap masyarakat untuk membentuk kabupaten Empat
Lawang kepada bupati Lahat yang disampaikan melalui Surat NO :
15/FPMLAL/V1/203 Tanggal: 18 Juni 2003 dan audiensi forum
perjuangan masyarakat Lintang dengan bupati Lahat dilaksanakan pada
tanggal 26Juni 2003.

Aspirasi masyarakat Lintang untuk membentuk kabupaten Empat
Lawang kemudian direspon baik oleh bupati Lahat yang saat itu dijabat
oleh Harunata, dengan melalaui surat yang ditujukan kepada DPRD
kabupaten Lahat dengan registrasi Surat No: 135/805/1/2003 dan kepada

18 11,
Ibid
" Artinya: Kalau bukan kita yang memulai siapa lagi, Kalau bukan sekarang kapan lagi.
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Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat No: 135/806/1/2003, 21
Agustus 2003.

Kemudian pemerintah kabupaten Lahat mengeluarkan Surat No:
470/KEP/1/2004 tentang pembentukan tim penyusun rencana pemekaran
wilayah kabupaten Lahat dan kemudiann dilanjutkan kegiatan pemekaran
kabupaten Empat Lawang pada tanggal 25 April s/d 8 Mei 2004 DPRD
kabupaten Lahat melalui sidang paripurna ke IlInya yang menghasilkan
persetujuan adanya pemekaran kabupaten Lahat malalui keputusan
DPRD kabupaten Lahat No: 07 Tahun 2004 tanggal 8 Mei 2004. Dan
selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2004 persetujuan DPRD kabupaten Lahat
disampaikan kepada gubernur Sumatera Selatan.”

Pada tanggal 28 Juni 2004, persetujuan gubernur Sumatera
Selatan tentang pembentukan kabupaten Empat Lawang keluar melalui
Surat No : 135/2527/11/2004 dan yang langsung disampaikan kepada
anggota DPRD provinsi Sumatra Selatan. Pada tanggal 31 Agustus 2004,
DPRD provinsi Sumatera memberi dukungan terhadap rencana
pemekaran kabupaten Lahat dengan keputusan DPRD provinsi Sumatera
Selatan No: 9 tahun 2004, yang kemudian disampaikan kepada menteri
dalam negeri dan DPR RI Jakarta melalui komisi II.

Dan akhirnya dalam sidang pleno DPR RI yang dilakukan pada
Tanggal 8 Desember tahun 2006 memberikan persetujuan pembentukan
kabupaten Empat Lawang melalui Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun
2007 tentang pembentukan kabupaten Empat Lawang di provinsi
Sumatera Selatan yang meliputi 7 wilayah kecamatan, yang terdiri dari:
kecamatan Muara Pinang, kecamatan Lintang Kanan, kecamatan
Pendopo, kecamatan Ulu Musi, kecamatan Pasemah Air Keruh,
kecamatan Tebing Tinggi dan kecamatan Talang Padang®'

Selanjutnya pada tanggal 20 April tahun 2007, bertempat di Griya

Agung rumah dinas gubernur Sumatera Selatan di Palembang, kabupaten

20 77
Ibid.
*'Profil Kabupaten Empat Lawang, Badan Perencanaan Pembagunan Daerah
Kabupaten Empat Lawang,. Tahun 2009., h .4
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Empat Lawang diresmikan oleh Mendagri Ad Interm Bapak Jenderal
TNI (Purn) Widodo A.S, dan bapak. Abdul Shobur, selaku penjabat
bupati Empat Lawang langsung dilantik dan disepakat hari jadi
kabupaten Empat Lawang jatuh pada tanggal 20 April 2007.%

4. Propil Masyarakat Kabupaten Empat Lawang
a. Jumlah Penduduk

Penduduk suatu daerah mempunyai peran sangat besar dalam
menjalankan roda kehidupan masyarakatnya jika diimbangi dengan
sumber daya alam yang memadai. Jumlah penduduk suatu negara
sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, kelahiran, kematian,
dan perpindahan penduduk. Pertumbuhan penduduk selalu cenderung
bertambah, jika tidak diimbangi dengan penyebaran penduduk yang
merata sebab dengan laju pertumbuhan yang terkendali maka akan
menimbulkan permasalahan baru.”

Secara absolut jumlah penduduk di kabupaten Empat Lawang
meningkat 3.300 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk secara dinamis
akan berdampak terhadap tingkat kepadatan potensi wilayah tinggal
penduduk. Kondisi tersebut mengakibatkan kepadatan penduduk di
kabupaten Empat Lawang pada tahun 2015 mencapai 102,68 orang

per km? dengan luas wilayah 2.256,44 km?

. Peningkatan jumlah
penduduk terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Empat Lawang.

Dan kepadatan penduduk terbesar terjadi di Kecamatan Pendopo yaitu

189,48 orang per km?Z.2*

Berdasarkan rasio jenis kelamin, jumlah penduduk kabupaten
Empat Lawang, jumlah laki-laki lebih besar dari pada perempuan.
Kondisi ini ditunjukkan dengan adanya rasio jenis kelamin yaitu

perbandingan jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan perl100

“Profil Kabupaten Empat Lawang, Badan Perencanaan Pembagunan Daerah
Kabupaten Empat Lawang,. Tahun 2009., h .6
“BPS Kabupaten Empat Lawang, Data Empat Lawang 2015,
2447 -
1bid,
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perempuan. Pada tahun 2015, rasio jenis kelamin kabupaten Empat
Lawang sebesar 104,5 di mana kecamatan dengan rasio terbesar
terdapat di kecamatan Ulu Musi (115,13), diikuti oleh Pasmah Air
Keruh (112,82), serta Lintang Kanan (106,75).

Sebagai identitas keluarga, rumah tangga di kabupaten Empat
Lawang Tahun 2013 umumnya memiliki anggota rumah tangga yang
relatif masih ideal yaitu 4,22 atau pada kisaran 4 hingga 5 anggota per
rumah tangga. Dari jumlah penduduk merupakan angkatan kerja dari
jumlah tersebut, sekitar 105.127 orang, atau 95,47 persen adalah
penduduk yang mempunyai pekerjaan/bekerja yang berada pada usia
15 tahun ke atas. Dilihat sisi pendidikannya, masyarakat Empat
Lawang sebanyak 50,72 persen berpendidikan SD, 25,43 persen
berpendidikan SLTP dan 23,85 persen berpendidikan SMU sedarajat
ke atas.”

Para pria bekerja sebagai petani, tetapi pekerjaan itu hanyalah
musiman dengan panen kopi yang hanya setahun sekali. Para wanita
juga ikut bekerja di ladang, dan sering kali meninggalkan anak-
anaknya di rumah yang jauh dari ladang, sehingga anak-anak sedikit
mendapatkan pengawasan kedua orang tua dan agak terlalu bebas.

Sedangkan kelompok orang Lintang yang tidak mengerjakan
pekerjaan kasar biasanya mempunyai ciri-ciri kuku panjang di jari
kelingkingnya. Kaum muda suku Lintang biasanya memilih pasangan
hidupnya sendiri tetapi pengaturannya dilakukan pihak keluarga.
Rumah-rumah mereka terbuat dari kayu dan dibangun di atas tiang-
tiang penyangga (rumah panggung).*®

Pemimpin masyarakat adalah kaum pria dan orang Lintang asli.
Kepemimpinan kaum pria ini sudah melekat kuat dalam masyarakat
Lintang yang mayoritas beragama Islam. Bila timbul konflik, mereka

menyelesaikannya yang pertama di tingkat keluarga, bila masih tidak

25 17
Ibid,.,
*% http;//forumlintangempatlawang blogspot.com, diakses 20 April 2016, jam 18.00



148

bisa diselesaikan masalahnya akan dibawa ke para pemimpin atau
panutan desa. Kalau tetap juga tidak bisa diselesaikan oleh panutan
desa, maka baru akan dibawa ke polisi.

Adapun sistem mata pencahariannya adalah bercocok tanam di
ladang atau petani dan sangat jarang sekali yang pedagang ataupun

yang bekerja di pemerintahan ataupun perusahaan.

b. Strata Sosial

Untuk menggambarkan keadaan sosial daerah ini, diperlukan
data mengenai fasilitas sosial atau sumber-sumber kesejahteraan sosial
serta masalah yang terdapat di daerah tersebut. Salah satu fasilitas
sosial tersebut adalah panti asuhan. Jumlah panti asuhan di kabupaten
Empat Lawang hanya terdapat dua panti asuhan swasta. Pertanian
adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan
manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau
sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.”’

Primadona tanaman perkebunan di kabupaten Empat
Lawang adalah kopi yang produksi mencapai sebesar 26.005 ton.
Sedangkan karet merupakan komoditas andalan kabupaten Empat
Lawang yang produksi karetnya mencapai 8.284 ton. Selain itu,
komoditi kemiri juga cukup memberikan kontribusi sebesar 1.472 ton.

Hak atas rasa aman dan nyaman merupakan salah satu hak
asasi manusia yang paling mendasar. Dalam hal ini, keamanan
merupakan salah satu komponen penting untuk terciptanya rasa aman
dan nyaman dalam masyarakat. Jenis kejahatan yang paling banyak

terjadi di kabupaten Empat Lawang adalah pencurian dan perampokan.

¢. Tingkat Pendidikan
Pendidikan merupakan kunci utama dalam keberasilan dan

perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk melihat

Y BPS, Loc.Cit
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seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan
fasilitas pendidikan yang ada dapat dilihat dari persentase penduduk
yang masih bersekolah pada umur tertentu yang dikenal dengan
angkan partisipasi sekolah, anak-anak usia 7-12 tahun (usia SD)
mencapai 97,89 persen. Pada kelompok umur 13-15 tahun (usia
SLTP), dan lebih kecil (92,05 persen) kemudian pada kelompok umur
16-18 tahun, hanya sebesar 68,84 persen.”®

Dari angka di atas, mengindikasikan bahwa masih banyaknya
penduduk Empat Lawang yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke
jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti SMU ataupun perguruan
tinggi. Sedangkan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk Empat
Lawang bersekolah di masing-masing jenjang pendidikan (SD, SMP,
SMA) bisa dilihat berdasarkan angka partisipasi murni yang dikaitkan
dengan program wajib belajar selama 9 tahun, maka program tersebut
belum sepenuhnya berhasil karena pada tingkat SLTP sebesar 79.37
persen. Bahkan pada tingkat SMA hanya sebesar 63.40 persen. Guna
menghasilkan pendidikan yang berkualitas, maka harus disertai
dengan peningkatan fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan yang
baik ditunjukkan oleh idealnya daya tampung ruang kelas serta jumlah
dan kualitas guru yang ada. *’

Di “kabupaten Empat Lawang terdapat 25 sekolah Taman
Kanak-kanak negeri maupun swasta, 176 Sekolah Dasar Negeri, 9 SD
swasta sederajat, 34 SMP negeri sederajat, 4 SMP swasta sederajat, 13
SMA negeri sederajat, 1 SMA swasta sederajat, 2 SMK negeri, danl
SMK swasta. Rasio murid-guru pada tahun 2015, pada jenjang SD,
satu orang guru mengawasi secara rata-rata 29 orang siswa, sedangkan
pada jenjang SLTP rata-rata seorang guru mengawasi 33 orang siswa
dan pada jenjang SMA seorang guru mengawasi rata-rata 28 orang

siswa.

** BPS Kabupaten Empat Lawang, Data Empat Lawang
% Ibid, Data Empat Lawang 2015
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Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa di kabupaten
Empat Lawang sangat kekurangan guru yang sangat banyak untuk tiap
jenjang pendidikan yang ada, bahkan perguruan tinggipun belum ada.

d. Kondisi Kehidupan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di kabupaten Empat Lawang selama
periode empat tahun terakhir ini, yakni antara tahun 2012
sampai dengan tahun 2016 menunjukkan tren meningkat. Hal ini
mengindikasikan bahwa kinerja perekonomian di kabupaten Empat
Lawang semakin baik.>® Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi yang
paling tinggi terjadi pada sektor bangunan. Sektor bangunan juga
merupakan sektor dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi
terbesar kedua dibandingkan sektor-sektor lainnya. Pertumbuhan
ekonomi sektor ini meningkat dari sebesar 11,50 persen menjadi 3,15
persen. Sedangkan sektor lainnya mengalami penurunan. Sektor
dengan penurunan pertumbuhan ekonomi cukup besar adalah sektor
pengangkutan dan komunikasi dari sebesar 9,29 persen menjadi 4,95
persen.™

Konsumsi rumah tangga merupakan peranan utama dalam
perekonomian - kabupaten Empat Lawang.  Rumah tangga dalam
fungsi ekonomi dibedakan menjadi tiga kategori yaitu rumah tangga
sebagai penyedia faktor produksi, produsen, dan konsumen. Sebagai
faktor produksi, rumah tangga merupakan institusi penyedia tenaga
kerja bagi perusahaan, disisi lain rumah tangga juga dapat berfungsi
sebagai produsen yaitu rumah tangga sebagai penyedia barang dan
jasa.

Namun fungsi pokok rumah tangga di sini adalah sebagai
konsumen akhir. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk

kebutuhan individu maupun kelompok, rumah tangga mengkonsumsi

OBPS..1bid
3 BpS Ibid
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barang dan jasa. Pada umumnya, semakin besar proporsi pengeluaran
digunakan untuk konsumsi kelompok bukan makanan menunjukkan
bahwa semakin sejahtera rumah tangga tersebut.*>

Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk tercatat sebesar
638.540 rupiah per bulan yang terdiri dari pengeluaran makanan
sebesar 382.610 rupiah dan bukan makanan sebesar 255.930 rupiah.
Hal ini mengindikasikan bahwa komposisi konsumsi rumah tangga
kabupaten Empat Lawang lebih banyak pada kelompok makanan,
yakni mencapai 59,92 persen..

Dengan peran yang relatif besar terhadap pembentukan nilai
tambah dalam produk domestik regional bruto, tanaman bahan pangan
(padi dan palawija) menjadi andalan dan unggulan dalam menjaga,
memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan. Padi, jagung dan
ubi kayu merupakan bahan pangan pokok sebagian besar masyarakat
yang produksinya terus menerus mengalami peningkatan sejalan
dengan tren pertumbuhan penduduk.

Produktivitas padi sawah per hektar di kabupaten Empat
Lawang mencapai 416,17 ton per hektar, dengan luas panen sebesar
25.819 hektar dan produksi 115.430 ton. Sementara penyumbang
padi sawah terbesar adalah masih kecamatan Pasemah Air Keruh
sebesar 34.180 ton (29,61 persen).

Kecamatan Muara Pinang, masih merupakan daerah penghasil
jagung terbesar di kabupaten Empat Lawang,.*® Disisi lain kedelai
yang juga merupakan bahan pangan dasar sebagian besar masyarakat
di kabupaten Empat Lawang dengan kandungan protein-nabati yang
cukup tinggi, tercatat luas panennya mencapai 218 hektar.

Kemudian perusahaan konstruksi di kabupaten Empat Lawang
dengan jumlah tenaga kerja yang terserap kurang lebih sebanyak

1.252 orang. Jumlah perusahaan konstruksi terbanyak terdapat di

2 1bid,
33 Ibid,
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kecamatan Tebing Tinggi, yakni 42 perusahaan. Perannya yang sangat
penting dan strategis dalam proses pendistribusian produk dari
produsen ke konsumen menjadikan kegiatan ini sangat penting dalam
mata rantai ekonomi.”*

Bidang perdaganganpun mengalami peningkatan pertumbuhan
yakni dari 3,50 persen hingga mencapai 8,38 persen, meningkatnya
produktivitas di berbagai kegiatan penghasil produk dan didukung
meningkatnya daya beli konsumen menyebabkan meningkatnya
permintaan atas jasa perdagangan. Seiring dengan peningkatan jumlah
unit usaha maka jumlah pedagang pun meningkat. Pembangunan sub
sektor transportasi didesain untuk tiga tujuan yaitu mendukung gerak
perekonomian, stabilitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan
pembangunan antar desa/kecamatan dengan memperluas jangkauan
arus distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok daerah. *°

Sedangkan pendapatan dari angkutan penumpang tersebut
sebagai bagian dari sistem perekonomian perkembangan dunia telah
mendorong terjadinya transformasi ekonomi maupun non ekonomi.
Dengan demikian berdasarkan data yang dikeluarkan dinas
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Empat
Lawang sekitar 664,27 miliar rupiah. Sebagian besar pendapatan ini
bersumber-dari dana perimbangan yang mencapai 83,57persen dari
total pendapatan atau sebesar 555,13 miliar rupiah.

Sedangkan pendapatan asli daerah hanya menyumbang 3,65
persen atau senilai 24,23 miliar rupiah. Dana alokasi umum
merupakan salah satu komponen dana perimbangan yang memiliki

kontribusi penting dan terbesar, yakni sekitar 308,42 miliar rupiah.*®

** Ibid, BPS Data Empat Lawang h. 312

3Profil Kabupaten Empat Lawang, Badan Perencanaan Pembangunan Derah kabupaten
Empat Lawang. h. 30

% Ibid.
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e. Kondisi Kehidupan Keagamaan

Mayoritas penduduk di kabupaten Empat Lawang menganut
agama Islam yakni sebanyak 258.630 orang, dan sisanya menganut
agama kristen protestan. Untuk menunjang peribadatan penduduk-
nya, kabupaten Empat Lawang memiliki 241 masjid, 72 mushola, dan
1 gereja. Orang Lintang adalah penganut Islam yang cukup kuat, hal
ini terlihat dengan banyaknya masjid-masjid dan pesantren .

Warga Lintang menganut agama Islam Sunni yang setia selama
berabad-abad dan di setiap kota ataupun desa terdapat banyak sekali
masjid dan langgar, hampir setiap maghrib terdengar anak-anak
belajar mengaji di rumah-rumabh kiai di setiap desa yang ada.. Mereka
merayakan semua hari raya Islam, seperti hari raya Idul Fitri dan Idul
Adha, meskipun setia sebagai penganut Islam, kebiasaan mereka telah
bercampur dengan adat istiadat setempat.

Masyarakat suku Lintang berkumpul pada waktu salat, tetapi ada
di antara mereka juga kadang berdo’a kepada roh nenek moyang
karena mengharapkan bantuan roh mereka. Sebagian masih ada
masyarakat yang mendatangi dukun-dukun dan orang "pintar"untuk
melakukan pengusiran setan dan juga untuk menyembuhkan orang

sakit.?’

f. Kondisi Kehidupan Budaya

Tidak ada bentuk kesenian khusus yang bisa ditemukan di
kabupaten Empat Lawang kecuali pencak silat dan perayaan-perayaan
tradisional yang mereka lakukan yang berhubungan dengan agama
Islam, seperti perayaan hari lebaran, perayaan pernikahan, dan
khitanan.

Adapun jenis-jenis tari yang terdapat di Empat Lawang yaitu:
tari sambuk, tari Gerigik, tari nunggal padi, tari ketubean, tari

Mutigh kawo. Selain itu ada lagu-lagu daerah Empat Lawang yaitu:

*7 http;//forumlintangempatlawang blogspot.com. Diakses 20 April 2016, jam 18.00
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lagu Empat Lawang alap, lagu Empat Lawang iluk, lagu ketubean,
lagu gadis kembang dusun, lagu ngersayo, lagu tuoi rasan kami, gitar
tunggal (Rejung) dan guritan.

Dalam rangka melestarikan kebudayaan Empat Lawang, Wakil
Bupati Empat Lawang H Sofyan Djamal mengajak para pemangku
adat dan masyarakat di bumi Saling Keruani Saling Kerawati,>® untuk
melestarikan adat istiadat yang ada di daerah ini. Karena dengan tetap
melestarikan adat istiadat, diharapkan kebudayaan di Empat Lawang
tidak punah. Masyarakat dihimbau untuk tetap melestarikan adat
istiadat dan kebudayaan yang ada.

Jangan sampai adat istiadat ini punah dengan masuknya
budaya-budaya luar yang kita khawatirkan akan merusak kebudayaan
daerah, apa yang diharap oleh wabup H Sofyan Djamal ini
disampaikan dihadapan para peserta sosialisasi adat istiadat kabupaten
Empat Lawang yang berlangsung di aula kantor camat Tebing Tinggi.
Para pemuka adat yakni Aljufri Ahmad, sesepuh masyarakat, para
kepala dinas, camat dan para pemuka masyarakat Empat Lawang
hadir.”

Melalui sosialisasi yang diprakarsai oleh badan pemberdayaan
masyarakat desa kabupaten Empat Lawang tersebut, wabup berharap
masyarakat akan dapat lebih mengetahui adat istiadat dan budaya
masyarakat kabupaten Empat Lawang. Karena, menurut wakil bupati
di kabupaten termuda di Sumatera Selatan ini cukup banyak adat
istiadat. Adat istiadat merupakan jati diri bangsa Indonesia, sekaligus
mendasari bagian terbesar prilaku budaya bangsa.

Keberadaan adat istiadat, akan dapat menentukan corak
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Adat istiadat
atau kebiasaan masyarakat merupakan modal bangsa dalam

menentukan corak pengamalan bangsa. Kemudian, adat istiadat juga

*¥Setiap orang Lintang harus selalui menjaga kekerabatan dengan jalan selalu saling
mengenal dan saling jaga.
*Ibid.,
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berfungsi sebagai titik terdepan untuk menjaring nilai-nilai budaya
asing yang masuk ke seluruh pelosok negara Indonesia khususnya di
kabupaten Empat Lawang.

Sejalan dengan adanya perkembangan teknologi informasi
yang semakin pesat. Selain adat pernikahan masih banyak lagi bentuk
budaya-budaya yang ada di kabupaten Empat Lawang. Berikut adalah
bentuk budaya yang terdapat di kabupaten Empat Lawang yaitu:*’

a. Ngece’ yaitu budaya perkenalan dan percintaan bujang gadis
Empat Lawang

b. Ngersayo yaitu budaya bekerjasama dalam bidang pertanian

c. Budaya pernikahan kabupaten Empat Lawang

d. Budaya pantauan pada saat hajatan (syukuran)

e. Budaya sedekah dusun

Dari Informasi yang telah dipaparkan ini dapat di simpulan
bahwa masyarakat yang mendiami kabupaten Empat Lawang
mayoritas suku Lintang asli, penganut agama Islam Sunni yang taat,
bermata pencarian mayoritas petani dan juga tidak banyak budaya

yang ada.

B. Sistem Kekerabatan Suku Lintang di Empat Lawang

Sistem kekerabatan suku Lintang adalah kekerabatan patrilineal hal itu

dapat dibuktikan dengan;

1.
2.
3.

Kekerabatan anak dari keturunannya atas dasar garis keturunan ayah.
Kepemimpinan masyarakatnya adalah kaum pria dan orang Lintang asli.
Kepemimpinan kaum pria ini sudah melekat kuat dalam masyarakat
muslim Lintang terlihat dalam hal menyelesaikan masalah baik yang
berhubungan dengan hukum, sosial, budaya dan agama, laki-laki jualah
yang utama.

. Sistem perkawinan masyarakatpun menganut sistem jujur dimana pihak

laki-lakilah yang berkewajiban memberi jujur.

“Www. wacananusantara.org/suku Lintang, diakses 2 Mei 2016, Jam 18.00
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5. Laki-laki yang memberi uang hantaran sebagai bantuan biaya pesta

perkawinan.

6. Laki-laki juga yang melamar.

7. Laki-laki yang bertanggung jawab terhadap keperluan hidup atau nafkah

keluarga.

8. Bapak dan laki-laki pihak bapak yang mempunyai hak menjadi wali.

9. Laki-laki juga yang mengambil keputusan apabila akan melakukan

hajatan.*!

10. Laki-laki dalam masyarakat suku Lintang di Empat Lawang wajib
dihormati, karena mereka ini mempunyai kedudukan yang mulia dan
tinggi dibanding perempuan.

Bukti keselarasan sistem kekerabatan patrlineal suku Lintang dapat dilihat
pada ciri-ciri sistem kekerabatan patrilineal di beberapa teori yang peneliti
temukan dalam beberapa referensi yakni, adalah:
1. Perkawinannya bersifat jujur
2. Jujur dibayar oleh laki-laki dengan tunai
3. Yang berkewajiban mencari nafkah adalah kepala ruma tangga yakni
suami.
4. Menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar, seperti klan,
marga, dan suku.
5. Garis keturunan dihubungkan dengan garis ayah (laki-laki)
6. Bentuk perkawinan exogamie
Sistem kekerabatan patrilineal suku Lintang yang selanjutnya dapat
juga dilihat dari sistem kewarisannya. Sistem kewarisan masyarakat suku

Lintang anak laki-laki adalah ahli waris utama, anak laki-laki mendapatkan

pembagian dua kali lipat dari anak perempuan. Perwalian baik dalam

perkawinan ataupun perlindungan terhadap keluarga juga dalam tanggung

jawab pihak laki-laki khususnya laki-laki dari pihak kerabat ayah, sedangkan

*'Hasil wawancara dengan Orang yang dituakan yakni dengan bapak KH. Husen 70
tahun, ketua Adat bapak Romli 68 tahun, sesepuh masyarakat yakni H. Fikri 68 tahun, Hj Sot 80
tahun dan Hj Faridah 67 tahun, pada tanggal 09 Nopember 2015 dan juga dari hasil pengamatan
peneliti.
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laki-laki dari pihak ibu diperlukan apabilah laki-laki dari pihak ayah sudah
tidak ada lagi dan atau posisinya sebagai pendamping saja. Jadi yang paling
berhak memimpin dan mengambil keputusan adalah tanggung jawab dari
laki-laki, baik anak laki-laki, bapak dan laki-laki dari pihak ayah bukan dari
pihak ibu.

Dalam kematian, orang yang paling berhak untuk memandikannya
adalah selain saudara kandungnya adalah kerabat dari pihak ayah dari pihak
yang meninggal, dan disesuaikan dengan yang meninggal, artinya jika yang
meninggal laki-laki, maka yang memandikan kerabat laki-laki dari pihak ayah
dan ibunya, dan jika yang meninggal itu adalah perempuan maka yang
memandikannya adalah perempuan, baik perempuan dari pihak ibu maupun
pihak ayahnya, masyarakat suku Lintang memahami bahwa bagi mayat laki-
laki hanya boleh dimandikan oleh keluarganya yang laki-laki baik dari pihak
bapaknya maupun ibunya.

Jadi kalau ditelisik dari sisi penerima warisan dan juga orang-orang
yang berhak memandikan mayat, maka sistem kekerabatannya adalah sistem
kekerabatan parental atau bilateral, yakni sistem kekerabatan yang mengakui
dan menghargai baik kekerabatan ayah maupun kekerabatan ibu. Namun jika
dilihat dari wali anak dalam perkawinan maupun pertanggung jawaban dalam
masalah penyelesaian hukum, sosial, dan budaya kemasyarakatan menganut
sistem kekerabatan patrilineal atau menarik klan anak kekerabatan ayah.
Karena perwalian dan juga pertanggungjawaban dalam banyak masalah harus
berhadapan dengan laki-laki yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan
ayah.

Dalam masyarakat suku Lintang seorang laki-laki haram mengawini
ibu, ibunya ibu, kakak perempuan, dan adik perempuan baik seayah, seibu
seayah maupun seibu dan adik tiri, anak perempuan bibik kandung dari ayah.

sebagaimana pengharaman mengawini wanita-wanita yang diharamkan dalam
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Islam. Adapun panggilan terhormat seorang istri terhadap suami dan atau
suami terhadap istri adalah kamu atau dikhi.*

Sistem perkawinan masyarakat suku Lintang membolehkan seseorang
kawin dengan seseorang dalam satu suku endogami ataupun diluar suku
exsogami™ tidak ada keistimewaan dan tidak ada juga kecelaan bagi yang
kawin dengan satu suku atau kawinan dengan yang di luar suku.

Dari hasil pengamatan dan wawancara di atas jelas bahwa suku
Lintang di Empat Lawang menganut sistem kekerabatan patrilineal namun
jika melakukan perkawinan dengan sistem taambik anak, maka sistem
kekerabatannya menjadi patrilineal semu, bersistem perkawinannya jujur
karena yang membayar mahar adalah laki-laki dan semua hal yang
bertanggung jawab adalah laki-laki dan pihak laki-laki.

Selanjutnya peneliti akan menyajikan hasil wawancara mengenai
bentuk-bentuk perkawinan suku Lintang. Bentuk-bentuk perkawinan sangat
penting untuk disajikan dalam tulisan ini untuk memperkuat bahwa
masyarakat suku Lintang mempunyai ragam bentuk perkawinan adat yang

masih berlaku.

C. Bentuk-Bentuk Perkawinan Masyarakat Suku Lintang

Setelah melalui wawancara kebeberapa tokoh masyarakat dan juga
sesepuh masyarakat suku Lintang®* maka peneliti dapat menyimpulkan dan
menuliskan bahwa kabupaten Empat Lawang dalam perkawinan atau memilih
calon pasangan hidup sangat berpegang teguh pada aturan dan kebiasaan
masyarakat, sehingga pemahaman sekupu (idealisme) dalam perkawinan

dipengang teguh bagi mereka. Sekupu dalam pemahaman masyarakat suku

*Dikhi adalah kamu, engkau namun kalimat Dikhi ini sangat halus sehingga yang
mendengarnya membuat nyaman.

“Perkawinan sistem exogami adalah perkawinan diluar lingkungan sendiri, perkawinan
ini membebaskan memilih jodoh diluar klan, kerabat, atau etnisnya. Sedangkan endogami adalah
perkawinan yang hanya dilakukan di dalam klan, kerabat maupun etnisnya, sistem ini tidak
memperbolehkan kawin dengan orang luar klan, kerabat ataupun etnisnya.

*Hasil wawancara dengan Orang yang dituakan yakni dengan bapak KH. Husen 70
tahun, ketua Adat bapak Romli 68 tahun, sesepuh masyarakat yakni H. Fikri 68 tahun, Hj Sot 80
tahun dan Hj Faridah 67 tahun, pada tanggal 09 Nopember 2015.
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Lintang adalah apabila perkawinan dilakukan dengan orang yang seagama,
berasal dari keturunan kiyai, berpendidikan dan dari keluarga yang ekonomi
mampu.

Masyarakat Lintang memahami betul bahwa perkawinan harus
sama-sama beragama Islam dan itu merupakan syarat mutlak dibolehkannya
terjadi perkawinan dan merupakan suatu kebanggaan masyarakat kalau dapat
mengawini keturunan kiai sebab dengan mengawini keturunan kiai derajat
sosial keluarganya akan menjadi tinggi. Sedangkan soal ekonomi itu hanya
sedikit pengaruhnya terhadap rasa bangga, sebab bagi suku Lintang apalah
arti kekayaan dibanding keturunan kiai, namun demikian mengawini dari
keturunan kaya itu juga merupakan kebanggaan juga tetapi di bawah derajat
keuturunan kiai.

Perkawinan menurut masyarakat suku Lintang merupakan suatu
peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan, sebab perkawinan itu tidak
hanya menyangkut perempuan dan laki-laki sebagai pasangan pengatin, tetapi
juga kedua orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga
mereka masing-masing. Muda mudi suku Lintang di kabupaten Empat
Lawang bila sedang dilanda cinta dilakukan dengan proses berpacaran secara
sembunyi-sembunyi karena takut diketahui pihak keluarga si gadis,
khususnya ayah, saudara laki-laki sigadis. Bila' sibujang ingin bertemu
(ngece ) dengan seorang gadis maka dia harus menyuruh seseorang sebagai
utusan untuk menemui gadis tersebut dan mengundang untuk bertemu di
salah sebuah rumah tetangga atau keluarga, jika si gadis merasa setuju, lalu
utusan itu kembali menyampaikan berita itu kepada si bujang tadi.

Kabupaten Empat Lawang yang letaknya di ujung barat kabupaten
Lahat, memiliki corak dan kebiasaan tersendiri dalam hal proses perkawinan
atau memilih calon pasangan hidup, konon sangat tertib dan sangat berpegang
teguh pada aturan dan kebiasaan bermasyarakat, apabila ada yang melanggar

aturan yang tidak tertulis itu bisa saja berakibat fatal sebab dapat mengundang

“Bertemu berdua saja dalam rangka membicarakan tindak lanjut dari hubungan
mereka.
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perkelahian bahkan mungkin sampai terjadi pembunuhan, mengerikan
memang kedengarannya, tetapi itulah ciri khas suku Lintang daerah Empat
Lawang. Dalam menyampaikan keinginan untuk berumah tangga, baik
bujang maupun gadis boleh langsung menyampaikan kepada orang tua
mereka atau melalui pihak ketiga (kakek, nenek, uwak, atau kakak) bila
merasa malu (singku).46

Saat hari yang dijanjikan tiba untuk memadu rasan (bertunangan),
pihak keluarga sang bujang datang ke rumah si gadis dan disertai seorang
diplomatis (orang yang dipercaya sebagai pemegang rasan, orang ini biasanya
seseorang yang dituakan dan berasal dari keluarga pihak ayah dari laki-laki
yang empunya rasan alias calon penganti laki-laki). Demikian juga
sebaliknya, pihak gadisjuga menyiapkan seseorang pemegang rasan yang
diwakili pihak ayah dari calon penganten perempuan, dalam hal ini tentunya
orang tersebut pandai bicara dan mengena sasaran yang diinginkan oleh
pemberi amanabh.

Setiap bentuk perkawinan, kecuali perkawinan lari selalu diawali
dengan proses lamaran'’yang dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap
keluarga pihak perempuan. Pihak laki-laki mengutus beberapa orang dalam
rangka mencari kata sepakat dalam hal penentuan maskawin, tanggal
perkawinan dan jumlah ' harta lainnya, seperti, uang, Emas, beras, hewan
kerbau atau sapi, uang dan lain sebagainya. Kecuali mas kawin semua barang
yang diminta itu untuk biaya pesta perkawinan.

Pemberian harta yang diminta tadi harus diberikan minimal satu
minggu sebelum pesta perkawinan dimulai. Setelah kesepakatan tercapai,
maka secara langsung kedua belah pihak telah terikat perjanjian yang
berisikan pihak laki-laki harus memberikan tanda jadi berupa uang dan atau
emas dan apabila dari pihak laki-laki yang mengingkari janji pertunangan,
maka tanda yang telah diberikan ke pihak perempuan hilang begitu saja,

namun jika yang mengingkari janji pertunangan itu dari pihak perempuan,

*Singku diartika sebagai bahasa dan perasaan segan dan hormat kepada orang yang
patut dihormati dari kedua belah pihak.
*"Lamaran dalam bahasa Lintang disebut memadurasan.
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maka pihak perempuan harus mengembalikan harta dua kali lipat yang telah

diberikan oleh pihak laki-laki kepadanya.

Masyarakat suku Lintang kabupaten Empat Lawang hakekatnya

memiliki banyak sekali bentuk-bentuk perkawinan adat. Dan bentuk-bentuk

perkawinan masyarakat suku Lintang daerah Empat Lawang yakni:*®

1.

Kawin lari (nebo, ngerpet).

Adalah bentuk perkawinan yang mana pada awalnya kedua mempelai
tidak mendapatkan restu dari keluarga pihak perempuan, sehingga
mempelai laki-laki mengajak lari dari rumah calon mempelai perempuan
menuju rumah kepala desanya atau ke rumah orang yang menurut adat
mempunyai kedudukan tinggi, seperti orang yang mempunyai ilmu agama
yang tinggi (kiayi) dan atau kerumah kepala desa tetangga. Kemudian si
calon mempelai dititipkan itu, sedangkan si laki-laki pulang kekeluarganya
untuk memberikan kabar kalau dia (si laki-laki ini) telah membawa pergi
calon mempelai perempuan dan sekarang sudah dititipkan di suatu tempat
yang aman. Pihak keluarga laki-laki mengutus utusan kepada pihak
perempuan untuk memberi kabar bahwa anak perempuan atas nama..
binti... telah dilarikan oleh sianu bin.. dan untuk selanjutnya tergantung
pithak perempuan apakah dinikahkan langsung atau dijemput untuk
dikawinkan di rumah keluarga perempuan.

Kawin kesah (Lanang mati tino)

Adalah suatu perkawinan yang mana anak perempuan dijual oleh
keluarganya kepada pihak laki-laki, biasanya yang berhak menjual gadis
ini adalah ayahnya atau kakak laki-lakinya. Dalam perkawinan kesah
selain mas kawin, laki-laki atau pihak laki-laki harus membiayai pesta
perkawinan dan juga memberikan harta-harta lain. Besara mas kawin,
biaya perkawinan dan harta lain yang harus disiapkan oleh calon mempelai
laki-laki ditentukan oleh keluarga perempuan dan biasanya jumlah yang

sangat besar dalam perkawinan kesah si perempuan tidak diperbolehkan

Kesam

*Hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama; Hj. Subai, Hj. Sotiyah, Jumli dan
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meninggalkan suaminya apapun yang terjadi, enak, nyaman atau tidak
harus di tempat (ikut dan tinggal) pada suami. Jika terjadi perceraian si
perempuan tidak mendapatkan hak apa-apa baik hak atas anak maupun hak
atas harta.

3. Kawin Taambik Anak
Adalah merupakan bentuk perkawinan yang mana laki-laki harus ikut ke
rumah perempuan. Namun si laki-laki tetap wajib membayar jujur, atau
mas kawin dan yang lainnya.

4. Kawin Gantung
Adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak
mereka yang menurut pandangan hukum adat masih di bawah umur (atau
masih sekolah) perkawinan ini diawali dengan ijab gabul sedangkan
resepsinya belum dilakukan. Kedua mempelai belum dibolehkan campur
sebelum umurnya cukup dan atau sekolahnya selesai.

5. Kawin Cindo.
Adalah merupakan bentuk perkawinan antara mempelai laki-laki dengan
mempelai perempuan yang masih mempunyai hubungan nasab.*’

6. Kawin Ngikut.
Adalah perkawinan antara perempuan dan laki-laki atau yang juga disebut
dengan istri. ikut  suami, 'dikarenakan suami semata-mata hanya
berkeinginan untuk melindungi martabat istri yang mana keluarga istri
dalam keadaan miskin. Dalam perkawinan ini tidak ada akibat hukum lain.

7. Kawin Tebus.
Adalah merupakan bentuk perkawinan yang pihak laki-laki membayar
tebusan sejumlah uang kepada pihak keluarga perempuan, pembayaran
tebusan ini dilakukan karena si laki-laki sangat berkeinginan untuk

mengawini wanita tersebut. Dalam perkawinan tebus ini tidak ada akibat

*“Menurut pemahaman masyarakat Lintang perkawinan boleh dilakukan antara laki-laki
dengan perempuan yang masih mempunyai hubungan nasab, yakni apabila ayah keduanya kakak
beradik, kakek kaduanya kakak beradik dan atau ibu kedua mempelai kakak beradik dan atau
nenek kedua mempelai kakak beradik. Dilarang keras melakukan perkawinan yang mana kedua
mempelai mempunyai hubungan nasab antara ibu dengan ayahnya, seperti ibu mempelai laki-
laki adalah kakak bapak dari mempelai perempuan atau sebaliknya.
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hukum lain’’sehingga istri mempunyai hak dan kewajiban yang normal

sebagaimana istri-istri biasanya.

. Kawin Berdikari.

Adalah merupakan perkawinan yang biasa, laki-laki dan perempuan dalam
hal ini disebut suami istri bebas untuk menetap dan mencari kebutuhan
hidup di manapun, yang mana keluarga kedua belah pihak tidak
mempunyai hak ikut campur. Suami dan istri mempunyai hak dan
tanggung jawab yang sama.

Kawin Turun Ranjang.

Adalah perkawinan antara laki-laki dengan adik perempuan dari istri
pertama yang sudah meninggal. Perkawinan ini terjadi dalam rangka
melindungi anak-anak dari istri pertama.

Kawin Cino Buto.

Kawin bentuk merupakan bentuk perkawinan antara seorang laki-laki
dengan seorang perempuan yang telah ditalak tiga olehnya sebelumhya.
Biasanya si laki-laki in1i menyewa laki-laki lain untuk mengawini mantan
istrinya, namun sebelum melakukan hubungan suami istri si laki-laki yang
disewa ini harus menceraikan istrinya itu, dengan tujuan si mantan suami
pertama tadi dapat segera mengawini si perempuan tersebut.”’

Kesemua bentuk perkawinan itu, ada sebagian yang masih berlaku dan

sebagian sudah tidak berlaku, yang masih berlaku seperti perkawinan cindo,

perkawinan lari, kawin taambik anak, turun ranjang dan kawin berdikari.

Sedangkan yang lainnya hanya tinggal cerita dan kenangan.

Dari penjelasan ini diharapkan masyarakat mendapatkan gambaran

yang jelas bagaimana bentuk-bentuk perkawinan yang ada pada suku Lintang

di Empat Lawang. Selanjutnya peneliti akan memaparkan realitas perkawinan

taambik anak suku Lintang kabupaten Empat Lawang pada poin di bawah ini,

sebab perkawinan taambik anak sajalah yang menjadi fokus dari penelitian

yang peneliti lakukan.

*Perempuan bukan dijual sebagaimana dalam perkawinan kesah
sipps
1bid.
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D. Potret Sistem Perkawinan Taambik Anak

Setelah peneliti melakukan wawancara ke beberapa pelaku faambik
anak™, beberapa tokoh, dan sesepuh masyarakat,” maka peneliti
mendapatkan gambaran perkawinan sistem taambik anak tidak bertujuan
memindahkan sistem kekerabatan baik suami ataupun anak dari
keturunannya, jadi tetap pada sistem patrilineal, kekerabatan anak tidak
berklan ibu tetapi tetap ber klan ayah, orang tua istri ini mengakui bahwa
anak menantu (suami dari anak perempuannya) sebagai anak sehingga
berkedudukan dalam keluarga sebagai kepala keluarga dan pemimpin namun
tidak yang mempunyai kekuasaan terhadap harta.

Proses awal perkawinan sistem taambik anak dilalui dengan proses
pacaran sebagaimana yang sering terjadi pada pasangan muda mudi walau
ada juga orang yang dijodohkan. Pelaku taambik anak yang peneliti
wawancarai semuanya bukan berasal dari keluarga yang ekonomi lemabh,
sebagian dari mereka bukan mengawini perempuan dari keluarga yang tidak
mempunyai anak laki-laki. Adapun gambaran umum dari mulai lamaran awal,
pertunangan, resepsi perkawinan sampai dengan bersatu keduanya dalam
sebuah rumah tangga adalah sebagai berikut;

1. Laki-laki dan keluarga pihaknya yang datang ke pihak perempuan untuk
melamar.
2. Kedua belah pihak melakukan negosiasi tentang bentuk perkawinan adalah

taambik anak, jumlah mahar, jumlah hantaran atau jujur, bantuan biaya

**Maliki umur 50 tahun, pendidikan SD, tingkat ekonomi sekarang menengah, menikah
dengan Saibah, tinggal di desa Ulak Mengkudu, perjalanan rumah tangga sudah hampir 30
tahun. Ali Thsan umur 35 tahun, pendidikan SMP tingkat ekonomi menengah, menikah dengan
Emi tinggal di desa Sawa Belau, kondisi rumah tangga sampai kini tentran walau sudah dua kali
bercerai dan rujuk. Mulakan umur 35 tahun, pendidikan SMA, ekonomi menengah, tinggal di
desa Manggilan, setelah 8 tahun menikah taambik anak mulkan atas saran istrinya untuk
meninggalkan sistem faambik anak. Zul Sarifan umur 50 tahun, ekonomi menengah, melakukan
taambik anak setelah dua kali bercerai dengan dua istrinya terdahulu. Terakhir Hanafi umur 68
tahun pendidikan sarjana, pensiunan PNS.

*Hasil wawancara dengan Orang yang dituakan yakni dengan bapak KH. Husen 70
tahun, ketua Adat bapak Romli 68 tahun, sesepuh masyarakat yakni H. Fikri 68 tahun, Hj Sot 80
tahun dan Hj Faridah 67 tahun, pada tanggal 09 Nopember 2015.
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pesta, hari dan tanggal perkawinan, waktu memberikan jujur atau hantaran

dan lain sebagainya.

. Laki-laki yang membayar mahar secara tunai.

laki-laki yang membayar jujur berupa uang dan barang hantaran lainnya,
seperti sapi, beras, dan benda-benda lainnya yang dibutuhkan untuk pesta.
Kesemuanya dibayar dengan tunai, tidak boleh hutang.

Setelah perkawinan laki-laki ikut istri dan bertempat tinggal di rumah atau
di daerah orang tua istri.

Si laki-laki diangkat anak oleh orang tua istri.

Tidak menjadi ahli waris orang tua angkatnya. (mertua)

Bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan keluarganya.

Tidak mempunyai kekuasaan terhadap harta

Tetap berkuasa terhadap anak.

. Anak yang dilahirkan tetap berklan bapaknya.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Si suami diperlakukan seperti buruh.

Derajat istri lebih tinggi dari suaminya.

Dalam urung rembuk keluarga, si laki-laki tetap diikut sertakan.

Anak keturunannya tetap dalam perwaliannya.

Keberadaanya seperti pemimpin dan kepala keluarga.

Jika terjadi perceraian, suami tetap mendapatkan pembagian harta gono
gini.

Ada kemungkinan untuk keluar dari sistem taambik anak, yakni dengan
cara meninggalkan atau keluar dari desa keluarga istri, atas inisiatip istri,
biasanya istri tidak merasa nyaman dengan kondisi suaminya itu.* dan
membuat rumah serta mencari kehidupan di daerah lain.”

Pelaku taambik anak bukan hanya dari kalangan miskin tetapi bisa juga

terjadi pada kalangan kaya dan derajat sosialnya tinggi’®

*Dari data yang peneliti temukan ada yang keluar dari sistem taambik anak, yakni

Mulkan.

>Kasus ini dilakukan oleh salah satu narasumber yakni Mulkan, hal seperti ini sangat

jarang terjadi,

*Derajat Tinggi itu menurut suku Lintang adalah dari keturunan alim ulama’ atau kiai,

kaya dan atau berpendidikan tinggi.
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20. Laki-laki (suami) tidak diperbolehkan bersilaturahmi pada keluarga pihak
keluarga aslinya tanpa seizin istri.”’

Dari gambaran yang peneliti dapatkan dari proses wawancara dan
juga pengamatan di atas, maka peneliti dapat memberikan gambaran
perbedaan antara sistem perkawinan semendo ambil anak baik yang terjadi
pada sistem kekerabatan patrilineal maupun matrilinel dengan sistem
perkawinan taambik anak suku Lintang. Gambaran perbedaan sistem

perkawinan semendo ambil anak pada kekerabatan matrilinel, patrilineal

dan taambik anak suku Lintang, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 2
N Perkawinan Perkawinan Semendo | Perkawinan Sitem
o Semendo Mengambil Mengambil Anak Taambik anak
Anak Kekerabatan Kekerabatan suku Lintang
Matrilineal Patrilineal Berkerabatan
patrilinela
1 2 3 4
1 Bentuk perkawinan Bentuk perkawinan Bentuk perkawinan
yang sebenarnya menyimpang dari semi menyimpang
perkawinan jujur. dari  perkawinan
jujur
2 Laki-laki tidak Idealnya yang Laki-lakilah yang
memberikan jujur membayar jujur adalah | memberikan jujur
kepada perempuan, laki-laki. Jujur tidak dan mahar tunai >®
tetapi laki-lakilah dibayar atau jujur kepada pihak
penerima jujur. hutang, kadang-kadang | perempuan dengan
yang menerima jujur
adalah laki-laki
3 | Laki-laki itu diangkat | Laki-laki itu diangkat Mengangkat
menjadi anak. menjadi anak. menantu menjadi
Dijadikan suami Dijadikan suami anaknya
seorang gadis dari seorang gadis dari
anaknya anaknya
4 | Yang melamar pihak Yang melamar pihak Yang melamar
perempuan laki-laki. pihak laki-laki.

sebagian dana pesta pernikahannpun laki-laki yang bertanggungjawab.

"Hasil wawancara bersama pelaku taambik anak yakni: Maliki umur 50 tahun, Ali
Thsan umur 30 tahun, Azhar umur 45 tahun, Mulkan umur 35 tahun
**Bukan hanya jujur dan maskawin saja yang harus dibayarkan dengan tunai, tetapi juga
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Anak yang dilahirkan | Anak yang dilahirkan Anak yang
menjadi keturunan menjadi keturunan dilahirkan menjadi
istrinya. istrinya. keturunan
suaminya
Suami tidak Suami tidak Suami tidak
mempunyai kekuasaan | mempunyai kekuasaan mempunyai

baik terhadap harta
dan anak-anaknya.

baik terhadap harta dan
anak-anaknya.

kekuasaan terhadap
harta namun
mempunyai
kekuasaan terhadap
anak-anaknya

Merupakan ahli waris
dari pihak istri

Bukan ahli waris dari
pihak istri

Bukan ahli waris
dari pihak istri

Suami bukan kepala
keluarga.

Suami bukan kepala
keluarga.

Suami kepala
keluarga

Istri mempunyai kuasa

Istri mempunyai kuasa

Istri mempunyai

penuh terhadap harta. | penuh terhadap harta. kuasa penuh
Tidak ada harta Tidak ada harta terhadap harta.
bersama bersama Mengenal harta
bersama
Jika terjadi perceraian | Jika terjadi perceraian Suami

si suami hanya
membawa baju yang
dipakai

si suami hanya
membawa baju yang
dipakai

mendapatkan bagian
dari harta di dapat
selama perkawinan

Perempuan yang menjadikan suaminya taambik anak karena tidak

dapat meninggalkan orang tua kandungnya dan atau rumah tempat dia tinggal,
menegakkan jurai,”’ nunggu tungguan. Adapun alasan yang diungkap dari
laki-laki pelaku faambik anak karena merasa kurang nyaman berada
dilingkungan keluarga asal, ingin mendapatkan perhatian, ingin mendapatkan
peran lebih dalam memenuhi kebutuhan hidup, menumpang hidup, ingin
meningkatkan derajat keluarga istri, dan rasa kasih sayang yang lebih terhadap
istri.

Keluarga taambik anak menikmati saja takdir hidup mereka,

sehingga dia merasa nyaman dan aman, bangga dan jarang sekali terjadi

**Menjaga merawat, melindungi keluarga istri dengan sosok laki-laki yang dijadikan
pemimpin.
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perceraian, jika pun terpaksa terjadi perceraian maka diapun menerima
dengan kondisinya itu, sebab walaupun tidak mendapatkan warisan dari
mertuanya sekaligus orang tua angkatnya, dia tetap mendapatkan pembagian
harta dari hasil perkawinannya walaupun tidak seberapa karena harus dibagi
kepada istri dan anak-anaknya. Dilema lain dalam perkawinan taambik anak
ini si laki-laki berpenampilan kumuh, tidak pernah berpakaian sebagaimana
layaknya walau ketempat pesta sekalipun, lesu, sering melamun, segala
sesuatu tergantung pada istri dan tidak pernah menjalin silaturahmi
kekeluarga aslinya.®’

Demikianlah paparan mengenai potret sistem perkawinan faambik
anak suku Lintang daerah Empat Lawang. Dari hasil paparan ini jelas bahwa
perkawinan taambik anak suku Lintang sangat berbeda dengan teori-teori
yang ada dalam hukum Adat. Perbedaan itu di antaranya terlihat bahwa laki-
laki tetap wajib bayar jujur dan mahar kepada pihak perempuan, laki-laki
tidak dijadikan ahli waris, dan anak yang dihasil dari perkawinan taambik

anak tidak putus hubungan dengan ayahnya.

E. Konsekwensi Hukum Dalam Perkawinan Taambik Anak
1. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Suami atau laki-laki yang menjalani perkawinan taambik anak
tetap mendapatkan hak dasar sebagai manusia seperti pelayanan makan
minum, menjadi wali bagi anak keturunnya, jika terjadi perceraian suami
tetap menerima pembagian harta selama perkawinan.’'Pelaku taambik
anak juga mempunyai kewajiban ikut serta menyelesaikan masalah yang
terjadi di tengah-tengah keluarga istri walau hanya sebatas wujud adanya
saja atau simbol saja, memenuhi nafkah keluarga, menjaga kehormatan
dan martabat keluarga istri.

Suami tidaklah masuk dalam kekerabatan istri akan tetapi tunduk

pada penguasaan pihak istri dan keluarganya, karena suami tidak

%Hasil pengamatan dan wawancara dari beberapa istri pelaku taambik anak
'Hasil wawancara bersama pelaku taambik anak yakni: Maliki umur 50 tahun, Ali
Thsan umur 30 tahun, Azhar umur 45 tahun, Mulkan umur 35 tahun
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mempunyai kekuasaan terhadap harta. Istri seorang taambik anak hanya

mempunyai kewajiban melayani makan minum suami. Sedangkan hak

istri banyak sekali, yakni.

a. Berhak mengatur dan mengurus harta (mempunyai kekuasaan penuh
terhadap harta),

b. Mempunyai harga diri dan martabat yang lebih tinggi dari suami.

c. Berhak memberi izin suami jika suami hendak melakukan suatu
kegiatan.

d. Istri dalam melakukan apapun tanpa perlu izin suami termasuk
membelanjakan harta.

Dengan penjelasan ini menunjukkan bahwa hak, kekuasaan istri
dalam keluarga dan kedudukannya lebih tinggi dari pada suami sebab
suami kepala keluarga yang tanpa kekuasaan dalam mengelola harta.

Pasangan suami istri yang taambik anak tetap bertanggung jawab
terhadap pengasuhan dan memperhatikan keberlangsungan hidup
terhadap anak-anak walaupun mereka sudah bukan berstatus sebagai
suami istri. Suami atau bapak dari anak yang dilahirkan tetap berhak
menjadi wali bagi mereka.®”’

Dari paparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa suami tetap
mempunyai  kewajiban dan hak sebagaimana mestinya, suami juga
mempunyai beban tanggung jawab lebih dibandingkan dengan hak yang
dia peroleh, seperti suami berkewajiban patuh kepada keluarga istri
sedang haknya untuk berkunjung ke keluarga asalnya diabaikan. Istri
mempunyai hak lebih banyak dibanding dengan kewajibannya. Seperti
istri berhak mengatur suami.

Selanjutnya peneliti juga akan menjabarkan kekerabatan anak
yang dilahirkan dari sistem perkawinan taambik anak. Sebab kekerabatan

anak sangat erat hubungannya dengan sistem perkawinan yang dianut.

5Hasil wawancara bersama pelaku taambik anak yakni: Maliki umur 50 tahun, Ali
Thsan umur 30 tahun, Azhar umur 45 tahun, Mulkan umur 35 tahun. Hasil pengamatan dan
wawancara dari beberapa istri pelaku taambik anak
63 -
Ibid.
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2. Kekerabatan Anak

Anak yang dilahirkan dari suami yang taambik anak mempunyai
sistem kekerabatan patrlineal,® artinya anak- anak yang dilahirkan dari
perkawinan ini menganut sistem kekerabatan kebapakan, ibunya tetap
berkewajiban mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Anak—anak
yang dilahirkan dari perakwinan faambik anak tidak hanya dapat
mewarisi harta warisan, perlindungan dan pengakuan dari ayah mereka
dan kerabatnya namun mereka juga tetap mendapatkan warisan, hak
perlindungan dan pengakuan sebagai bagian dari ibu dan keluarganya.
Namun yang menjadi wali mereka tetap bapaknya dan jika bapak mereka
tidak ada maka keluarga laki-laki dari pihak bapaklah yang mempunyai
hak sebagai walinya.

Pertanggung jawaban dalam perlindungan hukum bagi anak-anak
dari keturunan sistem taambik anak yang diutamakan dan paling
dominan adalah bapak dan kerabat laki-laki dari bapaknya dan juga
mendapatkan perlindungan dari laki-laki kerabat dari ibunya. Akan tetapi
khusus untuk perwalian yang paling berhak adalah hanya bapaknya atau
laki-laki dari pihak bapaknya, sedangkan dari pihak ibunya tidak
mempunyai hak untuk memberikan wali dalam perkawinan.®> Sistem
seperti ini. mirip dengan sistem parental atau bilateral karena dapat
melahirkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang menghubungkan
keturunan atas dasar garis keturunan ayah dan ibu, sehingga anak-anak
dari keturunannya ber klan ayah dan juga berklan ibunya. Selain dapat
menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar dapat pula
menghubungkan kedua belah pihak. Bentuk perkawinan keturunannya
pun dimungkinkan terjadi sistem endogami atau sistem perkawinan

exogami. Sebagaimana dikemukan dalam ciri-ciri parental bilateral yang

$*Walaupun demikian demikian anak tetap dalam pengakuan kedua belah pihak, baik dari
pihak ayah maupun pihak ibu. Namun tanggungjawab kewalian dan kehidupan tetap pada ayah.

5*Hasil wawancara bersama pelaku taambik anak yakni: Maliki umur 50 tahun, Ali Thsan
umur 30 tahun, Azhar umur 45 tahun, Mulkan umur 35 tahun. Dan hasil wawancara dengan
beberapa tokoh, seperti; H. Fikri 67 Tahun. Hj. Subai,60 tahun Hj. Sotiyah, 80 tahun, Jumli 75
tahun dan Kesam 85 tahun pada bulan Nopember 2015
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ada dalam masyarakat suku Lintang, masyarakat mengakui klan ayah dan
klan ibu dan juga membolehkan melakukan perkawinan baik sesama
suku Lintang dan juga suku luar Lintang.

Data yang dipaparkan ini membuktikan bahwa perkawinan suku
Lintang adalah FEleuherogami karena tidak mengenal larangan atau
keharusan kawin dengan keturunan satu suku atau di luar suku, seperti
larangan dan keharusan dalam sistem endogami dan exogami, larangan
yang berlaku dalam sistem perkawinan taambik anak suku Lintang adalah
larangan yang berhubungan dengan pertalian dan ikatan kekeluargaan
dikarenakan nasab, seperti kawin dengan ibu, anak kandung, adik
kandung dan larangan karena hubungan musaharah, seperti perkawinan
dengan atau menantu.®® Penisbahan anak terhadap kekerabatan ibu dan
kekerabatan bapak untuk menjaga agar hubungan antara anak dengan
ayahnya dan ibunya tidak merenggang.

Jadi jelas bahwa kekerabatan anak akibat dari perkawinan sistem
taambik anak pada masyarakat suku Lintang di kabupaten Empat
Lawang kalau dilihat dari tanggung jawab nafkah dan juga perwalian
mengandung sistem kekerabatan patrilineal namun jika dilihat dari segi
pengakuan keturunan menganut sistem bilateral-parental, yakni
kekerabatan anak dinisbahkan pada ibu dan ayahnya, sebab dalam sistem
perkawinan taambik anak suami dalam posisi yang lemah hanya dari
segi kekuasaan terhadap harta bukan kekuasaan terhadap anak.

Sistem perkawinan dan sistem kekerabatan mempunyai peran
yang sangat penting dalam kekuasaan terhadap anak dan juga kekuasaan
terhadap harta, oleh karena itu selain menjelaskan tentang kekuasaan
akan anak disini penulis juga akan menerangkan tentang kekuasaan
terhadap harta. Kekuasaan terhadap harta akan peneliti bahas dalam poin

berikut.

%Dan hasil wawancara dengan beberapa tokoh, seperti; H. Fikri 67 Tahun. Hj. Subai,60
tahun Hj. Sotiyah, 80 tahun, Jumli 75 tahun dan Kesam 85 tahun pada bulan Nopember 2015
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3. Kekuasaan Terhadap Harta

Masyarakat suku Lintang mengenal yang namanya harta bawaan
dan harta gonogini. Bagi masyarakat suku Lintang yang dimaksud harta
bawaan adalah hanya harta yang didapat dari warisan yang berupa
barang yang tidak habis pakai, seperti rumah, kebun, dan lainnya.
Sedangkan harta yang habis dipakai seperti uang itu tidak dijadikan
sebagai harta bawaan dan dalam perkawinan sistem faambik anak ini
mengenal harta bersama.®’

Dalam perkawinan sistem taambik anak didapati data bahwa
semua bentuk harta hakekatnya dalam penguasaan istri, walaupun bukan
milik istri, sementara suami hanya sebagai pencari nafkah semata.®®
Dipahami demikian karena yang berkuasa dalam pengelolaan harta dan
juga paling berhak untuk mengambil keputusan akhir dalam mengelolaan
harta adalah istri, jika hendak membeli sesuatu dan atau menjualnya
istrilah yang bertanggungjawab, sedangkan suami tidak mempunyai
kuasa apapun dan pendapat suamipun tak ada nilainya. Suami juga tidak
berhak menyantuni keluarga asalnya tanpa seizin dari istri atau keluarga
istrinya. Hak dan kekuasaan istri dalam keluarga dan kedudukannya
lebih tinggi dari pada suami, walau suami merupakan kepala keluarga.”

Jika terjadi perceraian, misalnya cerai hidup, maka harta dibagi
dua, satu bagian milik istri dan satu bagian lagi milik suami, anak — anak
dalam pengasuhan ibunya kalau masih kecil sedangkan jika sudah besar
tergantung anak hendak ikut siapa dan ayahpun tetap bertanggung jawab
atas kehidupan anak-anaknya. Namun jika terjadi cerai mati, maka harta

juga dibagi dua, misalnya salah satu meninggal, maka harta dibagi dua

“Tbid

%Hasil wawancara bersama pelaku faambik anak yakni: Maliki umur 50 tahun, Ali
Thsan umur 30 tahun, Azhar umur 45 tahun, Mulkan umur 35 tahun. Dan hasil wawancara
dengan beberapa tokoh, seperti; H. Fikri 67 Tahun. Hj. Subai,60 tahun Hj. Sotiyah, 80 tahun,
Jumli 75 tahun dan Kesam 85 tahun pada bulan Nopember 2015

%Hasil wawancara bersama pelaku tfaambik anak yakni: Maliki umur 50 tahun, Ali
Thsan umur 30 tahun, Azhar umur 45 tahun, Mulkan umur 35 tahun. Dan hasil wawancara
dengan beberapa tokoh, seperti; H. Fikri 67 Tahun. Hj. Subai,60 tahun Hj. Sotiyah, 80 tahun,
Jumli 75 tahun dan Kesam 85 tahun pada bulan Nopember 2015
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dahulu. Satu bagian untuk yang masih hidup dan satu bagian untuk yang
sudah meninggal, harta bagian untuk yang telah meninggal dibagi-bagi
untuk anak-anaknya yang masih hidup.”

Dari hasil wawancara dengan para pelaku taambik anak dan juga
para informan lainnya peneliti mengambil kesimpulan bahwa walau
kekuasaan istri jauh lebih tinggi dibanding suami dan sebaliknya hak
suami lebih sedikit dibanding dengan istri dan kewajiban suami lebih
tinggi dibanding istri namun kekerabatan anak tetap ikut bapaknya. Poin
selanjutnya yang akan disampaikan dalam tulisan ini adalah sistem

kewarisan yang ada dalam perkawinan sistem taambik anak.

Sistem Kewarisan

Peneliti nemukan fakta bahwa dalam sistem perkawinan taambik
anak mengenal tiga hal yang penting dalam kewarisan, yakni harta
warisan, penerima warisan ahli waris dan pemberi warisan. Sedangkan
yang berhak menerima warisan atau ahli waris adalah keluarga yang
mempunyai hubungan darah, seperti anak dengan ayah ibunya dan
sebaliknya, kakek dan nenek kandung, saudara kandung baik laki-laki
maupun perempuan, paman dan bibik kandung dan seterusnya namun
yang paling diutamakan yang paling dekat hubungan darahnya, anak
angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya.

Bagi anak—anak yang dilahirkan dari anggota masyarakat atau
suku Lintang faambik anak adalah sistem kewarisan Individu, yaitu
kewarisan yang membagi-bagi harta peninggalan pada orang-perorangan
sebagai ahli waris dan dibagi sama rata antara ahli waris, karena
bercirikan harta peninggalan dibagi-bagi kepemilikannya kepada ahli

waris, artinya ahli waris sama-sama mempunyai hak waris, baik laki-laki

" 1bid
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maupun perempuan. Anak laki-laki ataupun anak perempuan dapat
menjadi ahli waris.”!
Dalam menganut sistem perkawinan faambik anakpun, mereka
tetap berkeyakinan bahwa anak angkat walau statusnya menantu (suami
dari putri kandungnya) tidaklah mendapatkan warisan dari mertuanya
dan sebaliknya si mertua juga tidak mendapatkan harta warisan dari anak
angkatnya. Jadi sistem kewarisan dalam perkawinan sistem taambik anak
suku Lintang adalah sistem kewarisan yang bersifat kekerabatan bilateral
atau parental. Jika pelaku taambik anak meninggal atau istrinya yang
meninggal ahli warisnya adalah salah satu dari kedua yang masih hidup
dan anak-anak mereka baik yang laki-laki maupun yang perempuan.
Adapun cara pembagiannya adalah sebagai berikut
a. Dibagi dua dahulu lalu sebagian diberikan pada yang masih hidup dan
sebagiannya lagi dibagi kepada anak- anaknya. Jika anak-anak mereka
masih kecil, maka harta masih belum boleh dibagi-bagi, namun
dipercayakan kepada salah satu pasangan yang masih hidup sekaligus
bertanggungjawab terhadap kepentingan anak-anak.

b. Harta warisan dapat dibagi bagi ke anak-anak mereka walau mereka
sudah berkeluarga atau sudah dewasa dan dapat hidup mandiri.

c. Semua harta yang didapat baik sebelum perkawinan (harta bawaan)
maupun harta gono gini adalah harta warisan.

d. Istilah harta gono gini dan harta bawaan dalam pembagian warisan
tidak dibedakan, namun jika pembagian harta karena perceraian antara

harta bawaan dan harta gono gini harus dipisahkan terlebih dahulu.”

""Hasil wawancara bersama pelaku taambik anak yakni: Maliki umur 50 tahun, Ali
Thsan umur 30 tahun, Azmar umur 45 tahun, Mulkan umur 35 tahun. Dan hasil wawancara
dengan beberapa tokoh, seperti; H. Fikri 67 Tahun. Hj. Subai,60 tahun Hj. Sotiyah, 80 tahun,
Jumli 75 7t22lhun dan Kesam 85 tahun pada bulan Nopember 2015
Ibid
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BAB V
REKONSTRUKSI SISTEM PERKAWINAN TAAMBIK ANAK
SUKU LINTANG DI EMPAT LAWANG

A. Konstruksi Sistem Perkawinan Taambik Anak

Untuk memudahkan penulis menganalisa konstruksi sistem perkawinan
taambik anak, maka penulis membaginya terlebih dahulu dalam beberapa
bagian, yakni sistem kekerabatan, kewajiban laki-laki pada calon mempelai,
pengasuhan dan tanggungjawab terhadap anak, yang berhak menjadi wali
nikah anak, sistem kewarisan dan kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga,

dan baru kemudian akan peneliti analisis satu persatu.

1. Sistem Kekerabatan.

Kekerabatan masyarakat Lintang adalah bersistem patrilineal dan
sedangkan sistem perkawinannya bersifat jujur. Sistem kekerabatan suatu
masyarakat dapat berubah sesuai dengan sistem perkawinan yang dianut
sebab sistem perkawinan dapat mempengaruhi sistem kekerabatan, seperti
jika seorang yang berkekerabatan patrilineal yang perkawinannya semendo
ambil anak, maka kekerabatan anak keturunannya berkekerabatan ibu, sebab
memang tujuan perkawinan semendo ambil anak adalah mempertahankan
kekerabatan 1bu, jika seorang laki-laki dari keturunan patrilineal melakukan
perkawinan semendo ambil anak, maka kekerabatan anak keturunannya
menjadi berkekerabatan - matrilineal, perubahan kekerabatan seperti ini
disebut beralih-alih.

Sedangkan sistem perkawinan faambik anak suku Lintang bukan
bertujuan untuk mempertahankan kekerabatan ibu, bukan pula untuk
mengubah sistem kekerabatan anak keturunannya menjadi matrilineal.
Tidak bertujuan merubah sistem kekerabatan ini karena adanya pergeseran
yang dipengaruhi oleh tiga suku dari asal muasal suku Lintang yakni, suku
Komering, suku Besemah, dan suku Rejang.

Bukti kuat bahwa sistem perkawinan taambik anak tidak bertujuan

untuk merubah kekerabatan adalah:
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. Wali bagi anak-anak keturunannya tetap menjadi hak bapaknya.

b. Anak-anak keturunannya tetap mendapatkan warisan dari bapak dan
keluarganya

c. Anak-anaknya juga dalam tanggung jawab dan kekuasaan bapaknya,
walau pengasuhannya tetap ada pada keduanya.

d. Jika terjadi perceraian si laki-laki (saumi) tetap mendapatkan bagian
dari harta yang didapat selama perkawinan.

e. Si laki-laki bukan ahli waris dari orang tua angkatnya dan begitupun
sebaliknya.

Tidak bertujuan merubah sistem kekerabatan dalam sistem faambik
anak ini membuat penulis menyebutnya dengan sistem kekerabatan
patrilineal terbatas.' Sistem perkawinan yang mirip dengan perkawinan
taambik anak sangat banyak seperti anggap, Ngakuk ragah, nangkon dan
semendo ambil anak baik masyarakat yang kekerabatannya matrilineal
maupun yang berkekerabatan patrilineal. Tujuan sistem perkawinan yang
mirip dengan makna faambik anak adalah untuk mengubah sistem
kekerabatan suami dan anak-anak keturunannya menjadi berkekerabatan
matrilineal. Perpindahan sistem kekerabatan dari sistem patrilineal ke sistem
matrilineal menurut Hazairin disebut sistem kekerabatan beralih-alih dan
ada pula yang menyebutnya dengan sistem berganti-ganti.

Tidak berubahnya sistem kekerabatan dalam sistem taambik anak
pada suku Lintang itu sejalan dengan sistem kekerabatan yang ada dalam
kekerabatan Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia, sebab menurut
pemahaman para ahli figh yang terambil dari makna ayat al Qur’an tentang
perkawinan, perwalian,” tanggung jawab nafkah®, sistem kewarisan® dan
tanggungjawab anak,” maka dapat dipahami bahwa kekerabatan menurut

Islam adalah kekerabatan patrilineal, begitu juga jika dikaitkan laki-laki

! Sebab semua sistem perkawinan yang senada dengan makna perkawinan taambik anak
bertujuan untuk mengubah status sistem kekerabatan menjadi kekerabatn ibu.

? Bab II dalam tulisan ini sudah penulis jelaskan dengan rinci.

3 Al-Quran surat Al-Nisd’; 34

* Al-Quréan Surat Al-Nisa’: 7, Al-Isra’: 26, dan Al-Rirm: 38

> Al-Quran Surat Al-Tamrin: 6 dan Al-Nisd’: 9
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sebagai pemimpin perempuan, dan talak merupakan hak prerogatif laki-laki,
maka bentuk kekerabatan dalam Islam adalah patrialchaat.® Di antara Nash
yang secara tersirat menyatakan bahwa kekerabatan dalam Islam adalah

patrilineal adalah
“y” < w s T oWy - }/:i"’/ - /"’//: a w - /W"
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Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta
peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut
bagian yang telah ditetapkan.’

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indoensia yakni
pasal 19 sampai pasal 23.® Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun
yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, yang bertindak sebagai
wali nikah ialah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni
muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.
Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam wurutan kedudukan,
kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat
tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, kelompok
pertama terdiri dari kerabat laki-laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah,
kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua, saudara laki-laki
kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka,
kelompok ketiga kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah,
saudara laki-laki seayah dan keturunannya laki-laki mereka. Kelompok
terakhir adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah

kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Pemahaman ini terambil dari kondisi bangsa Arab yang menganut kekerabatan
patrilineal, bangsa Arab selalu menyebut nama orang tua laki-laki di belakang namanya, seperti
Umar ibn al khattab. DII.

7 Al-Qurin surat Al-Nisa’ ayat 7

¥ Kompilasi Hukum Islam
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Menurut pemahaman figh, istri harus ikut ke rumah suami dan istri
wajib memelihara harta milik suami, anak- anak dinisbahkan kepada suami,
suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri, termasuk selama masa
iddah dan memelihara anak-anak sampai dewasa. Dalam kewarisanpun laki-
laki mendapat bagian dua kali lipat dari bagian perempuan,’

Penyebutan bin anak dihubungkan dengan ayahnya, keharusan istri
ikut, tinggal di rumah suami dan bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian
perempuan penulis dijadikan sebagai salah satu alasan untuk mengatakan
bahwa Islam menganut kekerabatan patrilineal. Sebab hak wali hanya pada
orang tua laki-laki sedangkan kewajiban orang tua terhadap anak merupakan
kewajiban pengasuhan terhadap anak, kewajiban itu bukan hanya pada
orang tua laki-laki saja akan tetapi kedua belah pihak, yaitu ayah dan
ibunya.

Banyak wulama menyatakan bahwa kekerabatan Islam adalah
patrilineal. Akan tetapi jika dianalisa dari konsep-konsep Islam khusus
tentang kewarisan dan pengasuhan anak, maka sistem kekeluargaan Islam
adalah parental bilateral. Islam adalah agama yang memperbaharu bentuk
kewarisan Arab sebelum Islam yang hanya terbatas pada laki-laki dewasa
saja. Islam jelas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan termasuk anak-
anak, bahkan bayi yang masih dalam kandungannya dapat diperhitungkan

hak kewarisannya, sepanjang hubungan kekerabatan membolehkan.

. Kewajiban Laki-laki kepada Perempuan (Melamar, Membayar Jujur,
Maskawin, dan Sebagian Dana Pesta Perkawinan)

Dalam sistem perkawinan taambik anak laki-lakilah yang melamar,
membayar jujur, mahar atau maskawin bahkan membiayai sebagian dana
pesta perkawinan, dan kewajiban itu harus dibayar tunai. Kondisi seorang
laki-laki calon mempelai laki-laki adalah yang melamar, membayar jujur,
dan membayar maskawin sesuai dengan konsep Islam yang menyatakan

bahwa mahar merupakan pemberian wajib mempelai pria kepada mempelai

? Sebagaimana terdapat dalam Al-Qurén surat Al-Nisd’ ayat 11
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wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah
pihak.'’ Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,
sebagaimana dalam pasal 31 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa
penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang
dianjurkan oleh ajaran Islam. Pemberian wajib ini boleh berupa jasa atau
benda, sedangkan besar kecilnya mahar itu disesuaikan kemampuan laki-
laki serta persetujuan sang perempuan.

Mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari
mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya
akad nikah sebagai tanda perlindungan dan penghormatan pada perempuan
dengan diberikan hak kepemilikan''sebagaima firman Allah swt."?
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Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh
kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari
maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah pemberian itu yang sedap
lagi baik akibatnya.

Lalu firman Allah swt"yang lain menyatakan bahwa mahar adalah

faridhatun.
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Tidak wajib membayar mahar, jika kamu menceraikan isterimu sebelum

kamu mencampuri mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan

hendaklah kamu berikan suatu mut'ah kepada mereka. sesuai
kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya, Yaitu

LA\

23

1 K ompilasi Hukum Islam. Pasal 30.

" Departemen Pendidikan Nasional” Kamus Besar Bahasa Indonesia”(Balai Pustaka, Th
2008. H. 696

'2 Al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 4

"> Al-Qur’an surat al-Bagarah; 236
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pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan
bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dan juga firman Allah swt'*

V5 Gansl Sasiie T3] Gapisis of K ’Ct:.’; Js..
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...Mahar yang telah mereka bayar dan tiada dosa atasmu mengawini mereka
apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap
berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir; dan
hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah
mereka meminta mahar yang telah mereka bayarkan. Demikianlah hukum
Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi
Maha Bijaksana.

Lalu Hadis Nabi Saw, B
iy § QB oy o3 Cadb i o Wil gy it (g el (o 1 gy Jub
Jmy JUiD M "E :\SJ 4L Jew JG S5} e STy i\""'; o Wi Y3 Ay Jsmy 4
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...Rasulullah bersabda: "Lihatlah, meskipun yang ada hanyalah cincin dari
besi." Laki-laki itu pergi laki kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi
Allah wahai Rasulullah meskipun hanya cincin besi. Akan tetapi aku
mempunya kain ini. "Sahl berkata Ia tidak memiliki kain kecuali setengah.
Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda "Apa yang
dapat kamu lakukan dengan kainmu itu. Jika kamu memakainya maka ia
tidak akan kebagian, dan jika ia memakainya maka tidak akan kebagian."
Akhirnya laki-laki itu duduk hingga lama, lalu ia beranjak. Kemudian
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun melihatnya hendak pulang.
Maka beliau memerintahkan seseorang agar memanggilnya. Ketika laki-

" Al-Qur’an surat Al-Nis3’ ayat 24-25, surat al-Maidah ayat 5 dan surat al -
Mumthahanah ayat 10. Diantaranya yaitu al-Mumatahanah ayat 10

Bukhari, Bab” Tazawajal mu”asira “ardhul marati Nafsihaa. Hadis No 4697 . lihat
juga dalam kitab Shohih al Bukhari dan Muslim; Alita Aksa Media: Jakarta 2013. H 377
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laki itu datang, beliau bertanya "Surat apa yang kamu hafal dari Al
Qur'an” la berkata, "Yaitu surat ini" [a menghitungnya. Beliau bersabda:
"Apakah kamu menghafalnya dengan baik?" laki-laki itu menjawab,"Ya."
Akhirnya beliau bersabda: "Sesungguhnya aku telah menikahkanmu
dengan wanita itu dengan mahar hafalan Al Qur’anmu.

Lalu Hadis Nabi '¢
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Dari Abi Salamah. la berkata; aku bertanya kepada Aisyah radllallahu
'anha mengenai mahar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata; dua
belas ugiyah dan nusy. Kemudian aku katakan; apakah nusy itu? Ia
berkata; setengah ugiyah.

Dan Hadis'’
(e Lot @l g ks U1 o b1 Jgos 31 JB Al s 7955 Ld 1 JB ol ol o8
ldl 92913 gl 0lgy ekl (Eheyd ) JB s b shs b JB

Dari Ibnu‘Abbas dia berkat, tatkala Ali akan menikahi Fatimah, Rasulullah
berkata”berilah Fatimah sesuatu, Ali menjawab, saya tidak mempunyai
apapun ya Rosulullah, lalu Rosululllah berkata, mana baju besimu yang
dibuat oleh Hutomiyah dulu, berikanlah

Mahar yang diberikan oleh laki-laki menjadi hak para perempuan
dan tidak boleh diganti dengan imbalan apapun. Namun jika sang istri

memberikannya dengan ikhlas tanpa paksaan, maka memanfaatkannya

tidak menjadi masalah, Allah Swt berfirman.'®
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'“Sunan Daromi. Bab “Kam Kdnat Muhitru Azwdji An Nabiy wabanatihi” Juj 6. H 491.
Sunan Ibnu Majah. Bab” Shidaqu An Nisa’l” Juj 6. H 77 dan ada hadis lain yang terdapat dalam
Bukhari. Hadis No 4751. Bab “Tazawaj al Mu’Ashiru ‘Ardhu al Mar’ati Nafsiha”

Sunan Daromi.Bab “ Bdabu Kam Kdnat Muhitru Azwdji an Nabiy Wabandtihi” dan
terdapat juga dalam hadis yang tertera dalam Tirmizi. Hadis No. 1064. Bab’Tazawaja Rojulu al
Mar’ata”

"Al-Quran Al-Nisa’; 20-21 menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan
isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun
meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan
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Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang
kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang
banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang
sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan
tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata ?
Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu
telah bercampur dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka telah
mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku
di Indonesia'’menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar
mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya
disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan mahar berdasarkan atas
kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, Mahar
diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan dan sejak itu
menjadi hak pribadinya, penyerahan mahar dilakukan dengan tunai,
apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh
ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang
belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad
nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Suami yang mentalak
isterinya gabla al dukhirl wajib membayar setengah mahar yang telah
ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia gabla
dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya dan
apabila perceraian terjadi gabla al-dukhitl tetapi besarnya mahar belum
ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar misil.

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat

diganti dengan mahar lain yang sama bentuk dan jenisnya dengan yang

sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar

PKompilasi Hukum Islam, pasal 30-38 dan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang
perkawinan pasal 14
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yang hilang. Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai
mahar yang ditetapkan, penyelesaian dianjurkan kepengadilan agama. Dan
apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi
calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat,
penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila isteri menolak untuk
menerima mahar karena cacat suami harus menggantinya dengan mahar
lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar
dianggap masih belum dibayar.

Pemberian wajib ini boleh berupa jasa atau benda, sedangkan
besar kecilnya mahar disesuaikan kemampuan laki-laki serta persetujuan
sang perempuan, dalam firman Allah swt*’yang menyatakan bahwa mahar
adalah fariihdatun sebagai kewajiban yang harus dibayar suami untuk
menjadi hak istri. Mayoritas para ulama sepakat menetapkan bahwasanya
sebaik-baik mahar ialah mahar yang mudah dipenuhi oleh pihak suami,
tidak memberatkan dan sebanyak-banyak mahar tak ada batasnya.”’

3. Pengasuhan dan Tanggungjawab Terhadap Anak

Kemudian tentang pengasuhan dan tanggungjawab terhadap anak
yang dilahirkan dalam perkawinan taambik anak dibebankan kepada kedua
orang tuanya, yakni ayah dan ibunya, hal ini juga sesuai dengan ajaran
Islam dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Figh menyatakan bahwa Islam tidak menentukan secara terpisah tugas
kedua orang tua dalam hal pemeliharaan anak.”> Kedua orang tua
bertanggungjawab terhadap anak-anaknya sesuai dengan kedudukan
masing-masing. Jika Islam membebankan ayah sebagai yang berkewajiban

mencari nafkah, maka Islam juga memberi pembebankan kepada ibu dan

% Al-Qurin surat al-Baqarah; 236

*! Ibid,

Hadanah dalam ayat ayat kewarisan dan hubungannya dengan kekerabatan terlihat
bahwa bagi suami, selain istri menjadi ahli warisnya, anak-anak, ayah dan ibunya, serta semua
saudaranya. Itu semua adalah satu kerabat. Ayah, ibu mertua bukan ahli warisnya dan bukan pula
kerabatnya. Dan begitu juga bagi istri.
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ayah sebagai orang yang berkewajiban menjaga dan mengasuh anak-

anaknya, sebagaimana hadis Rasulullah saw.”
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Janganlah kalian menyumpahi diri kalian sendiri, janganlah kalian

menyumpahi anak kalian, janganlah kalian menyumpahi pembantu kalian,

harta kalian dan janganlah juga kalian menyumpahi sesuatu terlebih ketika

Allah mengambulkan permintaan. HR Muslim dan Abu Daud

Peraturan perundang-undangan di Indonesia menyebutkan bahwa :

a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan
berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam
asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan
kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian
bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa
kandungan maupun sesudah dilahirkan.

d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan
dengan wajar.”*

Sedangkan dalam pasal 4 disebutkan bahwa anak yang tidak
mempunyai orangtua-berhak memperoleh asuhan oleh negara, orang atau
badan.”> Kemudian pasal 5 ayat 1menyebutkan bahwa anak yang diasuh
oleh keluarganya yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan dari
negara agar si anak dalam lingkungan keluarganya agar dapat tumbuh dan

berkembang secara wajar.

2 As San’Ani, Subulu al-salam., Op.. Cit, h.450

*Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak. Dan bisa
juga dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974. Undang-Undang No 4
tahun 1990, Kepres No 39 1990

% Ibid.
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Pengasuhan, pemeliharaan dan pertanggungjawaban terhadap
anak itu wajib berdasarkan pada firman Allah swt dalam al-Quran®®
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Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan.

Kewajiban istri yang lain adalah menjaga harta dan rumah jika
suami sedang tidak ada di rumah. Kondisi ini bukan berarti istri tidak
diperbolehkan untuk mencari nafkah di samping suami, sebab secara
material, anak dipelihara dari natkah yang didapat oleh suami dan istri.
Jika terjadi perceraian, suami tetap wajib memberikan nafkah istri sampai
habis masa iddahnya dan tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya
sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga menyebutkan
bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara anak, baik jasmani
maupun rohani, kecerdasan dan agama. Kedua orang tua wajib memelihara
dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”” Kewajiban orang tua
yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri,
kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang
tua putus. KHI pasal 77 ayat 3 berbunyi‘Suami istri memikul kewajiban
untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai
pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan

agamanya.

8 Al-Qurén surat Al-Tamrin ayat 6 dan dapat juga dilihat dalam surat AI-Nisd’: 9

*"Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1. “Kedua orang tua wajib memelihara
dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun
perkawinan antara kedua orang tua putus. Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 3 menyatakan
‘Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik
mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
Kompilasi Hukum Islam
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Bertanggungjawab dalam memelihara dan pengasuhan anak
merupakan kewajiban kedua orang tua berdasarkan pada firman Allah swt

dalam al Qur’an berikut;*®
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Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah
terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan
apa yang diperintahkan.

Dan juga firman Allah swt dalam al Qur’an berikut;*’
° "ﬂ/’f’ o~ _ /f j f . . ,/ .4,4 - - /,/
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Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
perkataan yang benar.

4. Yang Menjadi Wali Perkawinan

Dalam perkawinan sistem taambik anak sistem perwalian bagi anak
keturunannya adalah hak ayahnya dan kerabat laki-laki dari ayahnya, sesuai
urutan perwalian dalam Islam. Dalam pemahaman figh dinyatakan bahwa
wali yang berwenang untuk mengawinkan anaknya tanpa seizinya adalah
bapak, kakek dan seterusnya menurut garis lurus keatas. Sebagaimana Hadis

yang diriwayatkan oleh al Zuhri dari ‘Urwah dari Aisyah,* yaitu

* Al-Qurin surat Al-Tamrin ayat 6
*" Al-Qurin surat Al-Nisd’: 9
* Ibid.
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“Aisyah berkata bahwa Rasulullah Saw, bersabda, siapapun wanita yang
kawin tanpa ijin walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali), jika
suaminya telah menggaulinya, maka maskawinnya adalah untuknya(wanita)
karena apa yang telah diperoleh darinya. Apabila mereka bertengkar, maka

penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”. HR Abu
Daud dan Tirmizi.

Dan Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini.
:5334\ 9 ‘5)17155\ s\r,j‘\ .Jas O,g.\.&\.é 9 @3—3 N C ] N

Akad nikah tidak sah kecuali dengan wali dan dua orang saksi. HR Bukhari
dan Abu Daud.
Lalu firman Allah swt,3 ;
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Apablla kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang
ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di
antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan
lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

\ éi\

Urutan perwalian dalam perkawinan disesuaikan garis keturunan
kebapakan, yakni, bapak, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-
laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki

dari saudara laki-laki sebapak, dan paman dari bapak.’> Dalam peraturan

3! Al-Quran surat Al-Baqarah 232 dan ayat 221

32 Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa laki-laki kalau meminang
perempuan harus melalui walinya. Ummu Salamah mengisyaratkan kepada Rasulullah bahwa
tidak seorangpun wali-walinya hadir dalam perkawinannya. Ini menunjukan bahwa wali itu adalah
orang yang dikenal lama oleh si perempuan dan wali itu berjumlah lebih dari satu orang. Kendati
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perundang-undangan yang berlaku juga jelas menerangkan bahwa urutan
perwalian, yakni; kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas (ayah,
kakek dari pihak ayah, dan seterusnya). Kelompok kerabat saudara laki-laki
kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Selanjutnya kelompok kerabat saudara paman; yakni saudara laki-laki
kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka terakhir
adalah kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah
kakek, dan keturunan laki-laki mereka.’®Yang bertindak sebagai wali adalah
seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh.**

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau
suatu lembaga atau badan hukum untuk melakukan perbuatan hukum
sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak-anak yang kedua
orang tuannya atau salah satunya telah wafat, atau tidak cakap melakukan
perbuatan hukum undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 12.
Kemudian® pasal 19- 23 yang berbunyi; Wali nikah dalam perkawinan
merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang
bertindak untuk menikah. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.
Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok
yang satu di dahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya
susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, kelompok pertama

terdiri dari kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak

keberadaan wali telal dikenal pada masa turunya ayat-ayat tentang keharusan adanya wali, namun
urutannya tidak ditemukan. Kompilasi Hukum Islam pasal 20-29, As San’ani. Op,. Cit, 121.
Mahmud Yunus,. Op,. Cit,, h. 55

33 Kompilasi Hukum Islam pasal 21

*Kompilasi Hukum Islam Indonesia, bagian ketiga tentang wali, pasal 19- 23 yang berbunyi;
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita
yang bertindak untuk menikah, yang bertindak sebagai wali nikah ialah laki-laki yang memenuhi
syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali
hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu di
dahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatn dengan calon
mempelai wanita, kelompok pertama terdiri dari kerabat laki-laki-laki garis lurus keatas yakni
ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua, saudara laki-laki kandung atau
saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka, kelompok ketiga kerabat paman, yakni
saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunannya laki-laki mereka.
Kelompok terakhir adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan
keturunan laki-laki mereka.

% Kompilasi Hukum Islam.
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ayah dan seterusnya. Kelompok kedua, saudara laki-laki kandung atau
saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka, kelompok ketiga
kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki
seayah dan keturunannya laki-laki mereka. Kelompok terakhir adalah
saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan
keturunan laki-laki mereka.Wali itu dalam hukum Islam dan juga Kompilasi
Hukum Islam dinnyatakan ada dua macam, yaitu wali nasab dan wali
hakim. Wali hakim mempunyai hak untuk menjadi wali apabila wali nasab
berhalangan hadir atau tidak mungkin mengadirkannya.*® Dikarenakan tidak
tahu tempat tinggalnya, ghaib, dan enggan menjadi wali.

Susunan sistem perwalian baik dalam ajaran Islam maupun peraturan
perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia .sama
persis dengan yang dipahami dan diterapkan dalam perkawinan sistem

taambik anak

5. Sistem Kewarisan

Kemudian sistem kewarisan dalam perkawinan taambik anak
menerapkan pembagian harta warisan bagi laki-laki dan perempuan
mendapatkan hak warisan selama mempunyai hubungan nasab dengan si
pemberi waris, hubungan perkawinan yang sah dan tidak memberikan harta
warisan untuk anak angkat. Kenyataan bahwa dalam perkawinan sistem
taambik anak lagi-lagi sesuai dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa
warisan hanya dibagikan pada ahli waris yang mempunyai hubungan nasab
dengan si pemberi waris dan anak angkat tidak ada hubungan nasab dengan
ayah angkatnya sehingga tidak saling mewarisi. Status anak angkat

terhadap keluarga kandung dan familinya tidak berubah.

3% Kompilasi Hukum Islam, pasal 20 tentang urutan-urutan wali. Sedangkan aturan
perpindahanya ada dalam pasal 21-23.
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Islam menyatakan jikalau mempunyai hubungan nasab baik laki-laki
maupun perempuan, anak- anak, baik lemah ataupun kuat juga menerima

warisan., sebagaimana firman Allah Swt berikut;37
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Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta
peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut
bagian yang telah ditetapkan.

Hubungan darah lebih utama dari yang lainya, sebagaimana firman

Allah swt ini.*®

. 4 A
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Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan
istrinya adalah ibunya. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah
satu sama lain lebih berhak waris-mewarisi di dalam kitab Allah daripada
orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu
berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama adalah yang demikian itu
telah tertulis di dalam kitab Allah.

7 Al-Qurén surat Al-Nisd’ ayat 7 dan ayat 127 Menurut adat Arab Jahiliyah seorang Wali
berkuasa atas wanita yatim yang dalam asuhannya dan berkuasa akan hartanya. jika wanita yatim
itu cantik dikawini dan diambil hartanya. jika wanita itu buruk rupanya, dihalanginya kawin
dengan laki-laki yang lain supaya Dia tetap dapat menguasai hartanya. kebiasaan di atas dilarang
melakukannya oleh ayat ini.

3% Al-Qurén surat al-Anfal ayat 75 dan Al-Ahzab ayat 6. Yang dimaksud dengan berbuat
baik disini ialah Berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta. Kompilasi Hukum Islam pasal
194-2009.



191

Hal ini juga di isyaratkan oleh Allah swt dalam Al Qur’an dengan

firman-Nya. 39
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Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi
kematian, dan dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan
oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan
agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu
ditimpa bahaya kematian....
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Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam
rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu
sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak
kandungmu (sendiri)yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu
saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan
(yang benar).Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai)
nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka
sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada
dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada
dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.*’
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%% Sebagaimana firman Allah dalam Al- Qurén surat al-Maidah; 106
%0 Al Ahzab ayat 4-5
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Ayat ini menjelaskan bahwa anak angkat dilarang diberi status sama
dengan anak kandung, karena tidak ada hubungan nasab dengan ayah
angkatnya, tidak saling mewarisi dan bukan semahram. sehingga statusnya
terhadap keluarga kandungnya dan familinya tidak berubah.*' Dari ayat ini
sangat jelas maksudnya, bahwa anak angkat tidak disamakan dengan anak
kandung dalam nasab, sehingga diperbolehkan mengawini mantan pasangan
anak angkat, tidak saling mewarisi, tidak menjadi wali nasab dan tidak juga
semahram. Dalam perkawinan sistem faambik anak si suami yang berstatus
anak angkat mertuanya ini, keduanya tidak saling mewarisi dan ini sangat
sesuai dengan Islam.

Hubungan kekerabatan adalah merupakan pertalian darah secara
genealogis. Seperti hubungan kekerabatan anak dengan ibu atau dengan
ayahnya,’hubungan yang demikian ini sudah pasti saling mewarisi.
Seorang ibu yang melahirkan anaknya sudah tidak terbantahkan lagi kalau
mereka saling mewarisi, dalam KHI mengatur Anak sah adalah anak yang
dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami
istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pada pasal 100 dinayatakan bahwa anak yang lahir di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga
ibunya.” Dan pasal 171 ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal
dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan
pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi
ahli waris.**Sedangkan ayah statusnya masih perlu dikaji, sebab ayah

kadang dia merupakan ayah bukan yang sebenarnya. Ayah dan anak akan

“'Mahmud Syaltut, Op., Cit, h. 322-324

*Al-Quran surat Al-Nisd’ ayat 11. Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah
karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan
memberi nafkah. Kompilasi Hukum Islam pasal 172-193

“Kompilasi Huium Islam

*Kompilasi Hukum Islam pasal, 99,: Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau
akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh
istri tersebut. Pasal 100, ; Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab
dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan pasal 171 poin c¢”Ahli waris adalah orang yang pada saat
meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,
beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.’
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saling mewarisi apabila karena perkawinan yang sah dan anak yang
dilahirkan istrinya dalam batas ukuran minimal perkawinan, yakni tidak
kurang dari enam bulan.

Suami taambik anak diangkat menjadi anak dan tidak dijadikan ahli
waris, tidak juga mendapatkan wasiat wajibah. Tidak menjadi ahli waris
bagi anak angkat merupakan perbuatan yang sesuai dengan hukum Islam
yang menyatakan bahwa anak angkat tidak saling mewarisi antara dirinya
dengan orang tua angkatnya. Karena Islam tidak mengenal istilah anak
angkat, Islam hanya mengenal adanya anak asuh. Pengasuhan anak dalam
Islam mengandung pengertian mengambil anak orang lain untuk diasuh,
untuk dididik, dikasih sayangi disamakan seperti anak kandungnya karena
hanya membantu orang tua kandung anak dalam lingkup perhatian, kasih
sayang, dana pendidikan dan lainnya.*> Tujuan pengasuhan ini adalah untuk
mengangkat derajat anak melalui pendidikan agar menjadi anak yang
bermanfaat bagi bangsa, negara, serta agama. Seperti kegiatan pemerintah
tentang gerakan orang tua asuh yang dikenal dengan istilah Gerakan
Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) yang digalakkan dalam rangka
menanggulangi ketertinggalan anak-anak Indonesia dalam pendidikan dan
pengetahuan sehingga hubungan antara anak dengan orang tua kandung
tidak terputus.

Anak angkat juga dibolehkan untuk dikawini oleh orang tua
angkatnya karena anak angkat tidak termasuk orang yang haram untuk
dikawini, baik haram selama-lamanya dan ataupun haram secara temporal,
sedangkan walinya adalah ayah kandungnya. Anak yang diasuh, dididik
sedari kecil saja Islam tidak memberikan hak waris baginya, artinya apalagi
sekedar mengangkat anak yang sudah dewasa dan menikah, maka dari itu
sudah sangat jelas bahwa anak angkat dalam kasus taambik anak tidak

mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya itu sesuai dengan

*Mahmud Syaltut, al-Fatawa, (Kairo: Dar al-Qalam, Tth), h. 318. Dan Masfuk Zuhdi,
Masailul Fihqgiyah, (Jakarta; Masagung, 1991), h. 27
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pemahaman figh dan juga perauran perundang-undangan tentang
perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Penerapan aturan sebagaimana disebutkan di atas ternyata
didukung oleh sosiologis dan antropologis masyarakat suku Lintang yang
merupakan pemeluk agama Islam yang kuat, berasal asul dari keturunan
pendekar yang gagah perkasa, berkehidupan sosial masyarakat petani, hidup
dipinggiran sungai dan masyarakat yang mendiami wilayah pegunungan
Bukit Barisan.**Suku Lintang adalah warga penganut agama Islam Sunni
yang setia selama berabad-abad dan di setiap kota ataupun desa terdapat
banyak sekali masjid dan langgar, hampir setiap maghrib terdengar anak-
anak belajar mengaji di rumah-rumah kiai di setiap desa yang ada. Mereka
merayakan semua hari raya Islam, seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha
sehingga sangat menuntun kehidupan sosial mereka menghormati kekuatan
dan keberadaan laki-laki.

Jadi fenomena perkawinan taambik anak jika dilihat dari beberapa
sudut padang ini jelas mengandung nilai-nilai norma agama dan juga
yuridis, karena baik pemahaman Islam maupun peraturan perundang-
undangan sama-sama memperhatikan hubungan kekerabatan dalam rangka
menjaga tegaknyan lembaga keluarga dan hak-hak anggotanya, menjaga
batasan mana yang halal dan mana yang haram menjaga keharmonisan,
keamanan hubungan keluarga, sama-sama menghindari permusuhan dalam
keluarga karena kecemburuan, sangat menghormati keadilan dan kebenaran

hubungan nasab.

6. Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga
Perkawinan sistem taambik anak memposisikan suami yang
mempunyai derajat lebih rendah dari istrinya, sebaliknya derajat istri lebih
tinggi dibanding suami dalam hal penguasaan harta dalam rumah tangganya.

Suami yang taambik anak sangat bertanggung jawab dalam pemenuhan hak

*Asal Usul Lintang,. Salinan Sejarah yang ditulis oleh pangeran H. Abu Bakar Bin H
Yen.,Sebagaimana dikutif oleh Majid.,, dalam http;//groups.google.co.id/group/lintang-iv-
lawang?hl=id di Ambil tanggal 20 Desember 2015
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dan kewajiban yang dibebankan padanya dalam keluarganya. Posisi Suami
taambik anak yang tidak mempunyai kekuasaan terhadap harta sehingga
kepemimpinannya hanya sebatas legalitas dan tidak mempunyai legitimasi
atau otoritas yang kuat. Suami sebagai kepala rumah tangga yang
kepemimpinan terbatas sebagaimana diterapkan dalam rumah tangga sistem
taambik anak tidak berbanding lurus dengan pemahaman figh dan peraturan
perundang undangan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Islam dan peraturan perundang undangan tentang perkawinan yang
berlaku di Indonesia menyatakan bahwa suami adalah pemimpin dan kepala
keluarga yang mempunyai kewajiban yang meliputi, mencari nafkah,
menguasai harta, pembimbing istri dan anak-anaknya, mengenai urusan
rumah tangga diputuskan oleh suami sebab suami yang mencari nafkah dan
mengatur keluarga*’melindungi anggota keluarga sehingga keluarga merasa
nyaman dan aman. Seharusnya menurut Islam dan hukum positif bahwa
laki-laki yang telah memenuhi kebutuhan nafkah dan perlindungan
sebagaimana tersimpul dalam kewajiban suami diberikan haknya sebagai
pemimpin yang mempunyai otoritas yang kuat.

Tidak memberikan otoritas yang kuat kepada suami sebagai pemimpin
dalam rumah tangga sebagaimana dalam perkawinan taambik anak tidak
sesuai dengan Islam, karena menurut Nash al-Quran, dengan firman Allah
sw‘[;48
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“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari

47Una’ang—Undang No 1 Tahun 1974 pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 79
dinyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
* Al-Quran al Karim surat Al-Nis3’ ayat 34
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harta mereka. sebab itu Maka wanita yang sholeh, ialah yang taat kepada
Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,..”

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia® juga
menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah
tangga, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup
bersama dalam rumah tangga. Kedudukan suami sebagai pemimpin,
penguasa dalam harta bagi istri dan anak-anaknya dan pelaksana segala
urusan wanita karena suami atau laki-laki mempunyai kelebihan baik
kelebihan yang bersifat hakiki, seperti kemampuan berfikir dan kemampuan
fisik, maupun kelebihan bersifat syar’i seperti kelebihan dalam menerima
warisan.

Kepemimpinan laki-laki sebagaimana yang tergambar dalam
firman Allah swt*® mengandung makna yang bersifat fitri yang mencakup
kekuatan fisik dan ketenangan akal dan juga mengandung makna faktor
yang bersifat kasbi (usaha) yang mencakup tanggung jawab membayar
mahar dan nafkah keluarga sehingga istri dapat menyelesaikan tugas
mengandung, melahirka dan menyusui, dengan baik dan benar.”'

Dalam peraturan perundang-undangan pasal 105 dijelaskan bahwa
suami merupakan kepala keluarga dalam persatuan suami istri, setiap suami
harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi istrinya, kecuali
ada perjanjian lainya. Pasal 106 dinyatakan bahwa setiap istri harus tunduk
dan patuh pada suaminya.”® Oleh karena itu kepemilikan dan kekuasaan
harta oleh suami karena suami mempunyai kepemilikan terhadap nafkah.

Suami yang taambik anak telah memenuhi kewajiban-

kewajibannya sebagai suami, oleh karenanya haknya sebagai pemimpin

* Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 1 dan 2
30 Al-Qur’an surat al-Nisd’ ayat 34 yang berbunyi "..... ;L.:;JT J-"“\)J; ;gd ’JJT -

! Sayyid Qutub, Fi Zilal al Quran, (Beirut: Dar al- ‘Arabyah, Tth), h. 52

>2 Subekti, R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek
dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta, Pt
Pradnya Paramita, 1992) pasal 105-106
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yang mempunyai otoritas yang kuat, seperti kekuasaan baik dalam
penguasaan harta ataupun mengambil keputusan. Kepemimpinan seorang
suami dalam rumah tangga tercermin dalam pemenuhan kewajiban-
kewajibannya, seperti menggauli istri dengan cara yang baik, sebagai mana
firman Allah Swt ini”

T
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Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak
menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai

sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Lalu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi,>* yakni

Gl (Sl (WSilsy Wl gl Olog) e el JaST hedl 5 ke 1 o 1 J gy JUB
Al olyy)
Sebaik baik laki-laki muslim yang beriman adalah yang baik akhlaknya dan
baik (Iemah lembut) terhadap istrinya.HR Tirmizi

st g Ulal agall oST 0 @hsy ade dll o AUl Jgosy JB JB 300 o o8
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Dari Abu Hurairoh, ia berkata, Rasulullah saw bersabda; iman orang-orang
mukmin yang paling sempurna adalah yang terbaik akhlaknya dan yang

terbaik diantara kamu sekalian adalah yang terbaik memperlakukan istri.
HR. Tirmidzi, Ahmad dan Ibn Majah

Kemudian
PSSO sl B g L ey e D o B Jgsy JBJB A s ol e e
ot @oSKi 3 b ¥ O e oSy A IS gy b ellouily 1 DL 8 gadds

3 Al-Qurin Surat al-Nisa’:19. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita
tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang
meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda
itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya
diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi. Berbuat keji maksudnya adalah berzina
atau membangkang perintah.

**Al-Tirmizi, dalam Kitab al-Rohdo’ah hadis no 1082. Ahmad dalam kitab Musnad al
Muktasirin hadis no 7095 sedangkan Ibn Majah dalam kitab al-Nikah hadis no 1968
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Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata Rasulullah saw bersabda, takut lah kamu
sekalian kepada Allah swt dalam hal kaum perempuan, karena mereka
adalah amanat Allah swt yang kamu sekalian ambil, kamu sekalian
mendapatkan kehalalan farji mereka dengan kalimat Allah. Kamu sekalian
harus menjaga mereka untuk kehormatan kamu sekalian dari seseorang yang
kamu sekalian tidak sukai. Jika mereka melakukan hal itu, pukullah mereka
dengan pukulan yang lembut. Disamping itu kamu sekalian harus memberi
mereka nafkah dan pakaian yang baik. HR Bukhori dan Muslim, lafazh
hadis bagi Muslim *°

Memberikan tempat tinggal, sebagaimana firman Allah Swt>®
C{;/,;d/, 4w P A A aa e s 3. s gh 4 E
Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut

kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka.

Peraturan perundang—undangan yang menyatakana bahwa suami istri
harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman
yang ditentukan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya
dan memberikan segala sesuatu kepentingan hidup berumah tangga sesuai
dengan kemampuannya.®’ Lalu pada aturan yang menjelaskan bahwa Suami
wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, suami wajib memberi
pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar
pengetahuan yang berguna lagi bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.’®
Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya

atau bekas istri yang masih dalam masa iddah. Tempat kediaman adalah

> Al-Bukhiri Kitab Haji hadis no 1493 dan hadis no 1568. Al-Muslim hadis no 2137
sedangkan Tirmidzi hadis no 756 dan hadis no 784

% Al-Qur’an Surat Al Thalaq ayat 6

’Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35
ayat 1

¥ Kompilasi Hukum Islam pasal 80-81



199

tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau
dalam iddah talak atau iddah wafat.

Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-
anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan
tentram. Suami wajib melengkapi tempat tinggalnya, baik berupa alat
perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.”® Kewajiban

memberikan nafkah berdasar pada Nash Al-Qur’an

P
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Berilah naftkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan
rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah
kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan atas
kemampuannya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah
kesempitan.

Rasulullah juga memberikan penjelasan melalui hadisnya yang

dirtwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibu Majah, berikut ini

g\; SE.J\&?L: J?,')s\.‘t.o Je ij&\&ogﬁ\yaﬁiy&juwr&y
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Dari Hakim bin Mu’awiyah, dari ayahnya, dari Nabi saw. Berkata
Mu’awiyah; seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw tentang hak
seorang istri. Nabi saw menjawab; engkau harus memberinya makan jika
engkau mendapat makan, memberinya pakaian, jangan memukul wajahnya

dan jangan meninggalkan mereka kecuali ia berada di rumah. HR. Ahmad,
Abu Daud dan Ibn Majah®

* Ibid pasal 82

% Ahmad dalam kitab Musnad al-Basariyyin, hadis no 19160 dan 19162. Abu Daud dalam
kitab nikah hadis No 1830 dan hadis no 1831 sedangkan Ibn Majah dalam kitab Nikah hadis no
1840. Kewajiban memberikan nafkah juga diatur dalam UU no 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1
“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah
tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada
pengadilan.” Dan KHI pasal 80 ayat 4 “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung, nafkah,
kiswah, dan tempat kediaman bagi istrinya, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biayah
pengobatan bagi istri dan anaknya. Biaya pendidikan bagi anaknya.
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Dari Abi Hurairoh, Rasulullah saw bersabda; Seorang mukmin tidak boleh
membenci seorang mukminah. Jika ada satu perangai yang tidak disukainya,
maka ada perangai lain yang di sukainya, atau ia akan berkata lain. HR.
Muslim dan Ahmad !

Kewajiban-kewajiban ini harus diimbangi dengan pemberian hak
kepadanya, seperti berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas
yang dibenarkan oleh hukum Islam, istri menyelenggarakan dan mengatur
keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik baiknya.®> Salah satu
bentuk patuh atau berbakti adalah dengan meminta ijin jika hendak
bepergian dan bukan sebaliknya, istri merupakan pendamping suami,® istri
wajib menjaga diri dan harta suami® dan keduanya mempunyai hak yang
sama dalam melakukan perbuatan hukum, sebagaimana firman Allah swt
ini.

5
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Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya
menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu

tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana.

Jadi suami dibebani tugas sebagai pemimpin keluarga, rumah
tangga bukan hanya kebendaan melainkan berupa tenaga dan suami juga
sebagai penjaga kehormatan keluarga, kecuali jika ada perjanjian lain dalam

perkawinan.®® Suami sendiri yang harus mengurus harta kekayaan bersama,

' Muslim kitab al-Rodho’ah hadis no 2672 dan Ahmad dalam kitab al-Muktasirin hadis
no 8013

82K ompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat 1-2

%Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 30-34

%*Khairuddin, Hukum Perkawinan I,(Yogyakarta, ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), h. 280

% Kompilasi Hukum Islam pasal 82
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ia diperbolehkan menjual dan memindah tangankan tanpa campur tangan
istri.°® Kewenangan suami seperti inilah yang tidak ditemukan dalam
keluarga sistem taambik anak, kewenangan suami yang terbatas dalam
mengurus harta kekayaan inilah yang menjadikan peneliti berkesimpulan
bahwa suami tidak mendapatkan haknya sebagai pemimpin sehingga tidak
sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan tentang
perkawinan yang berlaku di Indonesia. Suami Istri harus saling cinta
mencintai, saling hormat menghormati setia, memberi bantuan lahir batin,
mengasuh, memelihara anak-anak, baik jasmani maupun rohani, pendidikan,
kecerdasan dan kehormatan. Karena perundang-undangan mengatur tentang
itu.®’

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan
rumah tangga, pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, kedua suami
istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam rumah
tangga maupun dalam masyarakat. Keduanya sama-sama mempunyai hak

melakukan perbuatan hukum, istri merupakan pendamping Suami.®*Dalam

pasal 40 ayat 3*dinyatakan bahwa perjanjian yang demikian tidak boleh

%pasal 24 KUHP Perdata. Dalam pasal 40 perjanjian yang demikian tidak boleh

mengurangi segala hak yang disandarkan kepada kekuasaan suami sebagai kepala persatuan harta
suami dan istri, kecuali namun ini, bahwa berhaklah si istri memperjanjikan bagi dirinya, akan
mengatur sendiri urusan harta kekayaannya pribadi, baik bergerak maupun tak bergerak, dan akan
meninkmati sendiripula dengan bebas pendapatannya secara pribadi. Dalam Kompilasi Hukum
Islam kekuasaan suami diatur dalam pasal 89 “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama,
harta istri maupun hartanya sendiri” Pasal 90 “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta
bersama maupun harta suami yang ada padanya. Pasal 92 “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak
lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama” dan pasal 93
“pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
Petanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebabankan
kepada harta bersama, bila harta bersama tidak cukup, dibebankan kepada harta suami, dan bila
harta suami tidak cukup atau tidak ada dibebankan kepada harta istri.

7K ompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 1-5 “Suami istri memikul kewajiban yang luhur
untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadda, warahmah yang menjadi sendi dasar
dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan
memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. suami istri memikul kewajiban untuk
mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani
maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, suami sitri wajib menjaga kehormatannya, jika
keduanya melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan
agama.’

:Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 30-34

1bid.
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mengurangi segala hak yang disandarkan kepada kekuasaan suami sebagai
kepala persatuan harta suami dan istri, oleh karena itu berhaklah si istri
memperjanjikan bagi dirinya, untuk mengatur sendiri urusan harta kekayaan
pribadinya, baik harta bergerak maupun tak bergerak, dan akan menikmati
sendiri pula dengan bebas pendapatannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam kekuasaan suami diatur dalam
pasal 89 “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri
maupun hartanya sendiri”’pasal 90“Istri turut bertanggung jawab menjaga
harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Pasal 92 suami atau
istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau
memindahkan harta bersama dan pasal 93 tanggungjawab terhadap hutang
keduanya antara suami dan istri dibebankan pada harta mereka masing-
masing. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk
kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, bila harta bersama
tidak cukup, dibebankan kepada harta suami, dan bila harta suami tidak
cukup atau tidak ada dibebankan kepada harta istri.

Apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, baik
berhak atas materi’’seperti istri berhak mendapatkan mahar dan nafkah
ataupun non materi seperti hubungan baik, perlakuan yang baik dan
keadilan. Lalu apa yang menjadi kewajiban dari istri merupakan hak bagi
suami. Istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Semua
hal yang menjadi kebiasaan yang patut,”'merupakan kewajiban bagi kedua
belah pihak. Kebiasaan yang patut maksudnya adalah sesuai dengan hukum
Islam, seperti memperhatikan khusus terhadap keluarga, keduanya harus

memperlakukan yang lain dengan penuh kebaikan dan menahan aniaya.

"Pemahaman ini terambil dari firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233 “Dan
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. dan juga hadist
nabi” kami berikan dia makan jika kamu makan, kamu pakaikan dia jika kamu mengenakan
pakaian. dan jangan kamu pukul wajahnya, dan jangan kamu buat dia menjadi buruk, jangan kamu
tinggalkan dia kecuali di dalam rumah. Al-Qawaaniinu al-Fighiyyah. h, 213 dan Wahbah al-
Zuhaili, al-Figh a- Islamy., Op., Cit., h. 294

71Sebagaimana firman Allah swt “ pergaulilah mereka secara patut”. Al Qur’an surat Al-
Nisa’ ayat 19

¢ L A2 o7 gt s -,
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Keberadaan hak Suami dan hak istri juga dibicarakan dalam hadis
Rasulullah”
oy W (Sl o (S LB U (Se (WSSldy Ui WSSl o0 oSS 01
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“Sesungguhnya kalian memiliki hak pada istri kalian, dan istri kalian juga
memiliki hak yang harus kalian penuhi. Sedangkan hak kalian yang harus
dipenuhi oleh istri kalian adalah jangan sampai tempat tidur itu disentuh
oleh orang yang kalian benci, dan jangan sampai diijinkan masuk orang
yang kalian benci kedalam rumah kalian. Ingatlah kah mereka yang harus

kalian penuhi adalah kalian berlaku baik kepada mereka dalam pakaian
mereka dan makanan mereka.”

Dan juga Hadis”

. Y (i Ul adal (Soo WS
Orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik
memperlakukan keluarganya, dan akau adalah orang yang paling baik

memperlakukan keluargaku.

Lalau Hadis”™*
e ld (WS @Sty W gl Ulag) o Gedl ST

Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang
paling baik akhlaknya, dan yang paling baik kepada istrinya.

Dan sesungguhnya istri berhak mendapatkan penjagaan kesucian
pergaulan dari suami, seperti- suami ' dilarang melakukan persetubuhan
melalui anus. Sementara itu, hak-hak suami yang paling penting adalah
ketaatan istri ketika suami mengajaknya ke tempat tidur, menjaga harta

. . . . . . 5
suami, menjaga anak-anak, tinggal di rumah selama suami bepergian.’

72 Al-Syarhush Shaghiir. h. 459-463 dan juga Al-Bada’i., Op. Cit . h. 302-304

" Ibid

" Ibid

”Menurut Wahba Al-Zuhaili bahwa menyuruh istri tinggal dirumah bukan bearti
mengurungnya di dalam rumah ataupun membatasi geraknya. Wahbah al- Zuhaili, al-Figh al-
Islamy,. Op. Cit., h. 304
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Perlakuan yang baik dan memberikan pelajaran pada istri, sebagaimana

firman Allah swt berikut ini;76
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Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri
ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka
dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari
jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha
besar.

Dari paparan itu difahami bahwa suami mempunyai kewajiban dan

hak, yang mana kewajiban suami merupakan hak bagi istri dan hak suami
merupakan kewajiban bagi istri. Dalam melaksanakan kewajiban baik suami
maupun istri harus memperhatikan hak. Hak dan kewajiban harus berjalan
dengan seimbang, kewajiban ada karena adanya hak dan hak itu harus
mereka terima. Allah swt menciptakan kedua jenis kelamin ini tidak
mungkin berbuat zalim terhadap salah satunya, Islam memberikan
pengaturan, pembagian peran, tanggung jawab dalam kanca kehidupan
secara adil dan harmonis. sedemikian itu dapat difahami dari rahasia dibalik
penciptaan laki-laki dan perempuan.”’

Aturan interaksi laki-laki dan perempuan ini sangat dibutuhkan

manusia, sebab manusia mempunyai suatu fitrah yang khas dibanding

"Al-Qur’an surat Al-Nisi’ ayat 34: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan
harta suaminya, Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.
Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti
meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. untuk memberi peljaran kepada isteri yang
dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak
bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah
dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama
telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

""Pengaturan pembagian peran nampak jelas pada peran suami dan istri dalam keluarga,
dapat juga dilihat dari hak dan kewajiban suami dan istri.
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makhluk yang lain. Kedua jenis ini tidak dapat dibedakan dari aspek
kemanusiaannya, oleh karenanya Allah swt dalam penciptaannya telah
menganugerahkan akan potensi dinamis sebagai kebutuhan hidup baik
berupa dorongan jasmani, seperti: lapar, dan potensi naluria atau insting
seperti mempertahankan diri. Selain itu Allah swt juga memberikan manusia
kekuatan untuk berfikir yakni akal yang ada pada perempuan ataupun laki-
laki, dengan akal manusia dapat melakukan pilihan-pilihan sekaligus
mencapai efektivitas kesempurnaan hidup.

Perempuan dan laki-laki diciptakan Allah swt sebagai mitra yang
saling membutuhkan sebab tidak mungkin seorang perempuan merasa tidak
butuh kepada laki-laki sebagai mendampinginya meskipun si perempuan
mempunyai kedudukan yang tinggi, harta yang melimpah ataupun
intelektual yang tinggi. Begitu juga seorang laki-laki tidak mungkin tidak
membutuhkan perempuan yang mendampinginya. Nabi bersabda berikut
ini; =

7y oS | oK 851 e gzg) o B0l Lgelae i ey Pl Ll O
A z3Y 8 AeSlans 8SCne o 800

Sesungguhnya, dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan
adalah perempuan yang membantu suaminya untuk mewujudkan
kebahagiaan 'diakhirat. Sungguh kasihan seorang laki-laki yang tidak
memiliki istri. Sungguh kasihan bagi perempuan yang tidak memiliki suami.

Dan Dalam Hadis lain juga dinyatakan’

S JWdl iSO U191 JB ¢ Jldl SO0 188 3100 e oy St | St
Sl 387 SIS 01y JB . el 3,8 CilS 019 108 79y @ R RO P

Kasihan sungguh kasihan laki-laki yang tidak mempunyai istri., lalu
berkatalah sahabat; Walaupun dia banyak harta. Rasulullah menjawab,
walaupun dia mempunyai harta yang banyak. Dan kasihan.. kasihan seorang
perempuan yang tidak mempunyai suami, lalu shahabat juga bertanya;
walaupun dia kaya, Rasulullah menjawab walaupun dia memiliki harta yang
banyak.

"*Ibnu Majah., Sunan ibnu Mdjah, (Beirut; Dar al-Fikr, TTh) jiuj 1., h. 592
7911
Ibid.,
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Suami dan istri diberi tanggungjawab untuk melestarikan manusia
dan memelihara kehidupannya, mengelolah alam semesta, sebagaimana
firman Allah swt80

s
-5 ° -
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Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: "Sesungguhnya aku
hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, "mereka berkata,
Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami
Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ?
Tuhan berfirman, Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu
ketahui."

Manusia dalam kehidupannya di dunia memerlukan kebutuhan untuk
kelangsungan keturunannya, laki-laki dan perempuan telah ditakdirkan
untuk hidup bersama dalam sebuah masyarakat. Interaksi keduanya akan
terciptanya kelangsungan hidup manusia di bumi. Untuk merealisasikan
keberlangsungan manusia ini, Islam menetapkan metode, yaitu
perkawinan.? Pengambaran penciptaan laki-laki dan perempuan sebagai

pasangan hidup lalu melahirkan anak-anak sebagai kelanjutan keturunan

sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt,*

%0Al-Qurén Surat al-Bagarah ayat 30

$'Penjelasan tentang perkawinan ini sudah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya dalam
desertasi ini.

%2 Al-Qurén surat al- Nisa’ ayat 1. Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah
dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di
samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah
yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka
menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti
:As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah. Selain dalam
surat al- Nisa ayat 1 ada dalam surat Al- Nahal ayat 72, Al-Syuura ayat 11, dan Al- Naba’ ayat 8.
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Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu
dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari
pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan.
dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya
kamu saling meminta dan saling peliharalah hubungan silaturrahim.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Informasi dari Nash ini menunjukan bahwa pandangan Islam akan
kebersamaan laki-laki dengan perempuan dalam ikatan perkawinan adalah
suci, mulia sebagai penghormatan diri, disamping dapat mewujudkan
ketenangan hidup dan juga dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam
keberlangsungannya.® Penetapan hak dan kewajiban suami istri sangat
erat hubunganhya dengan kemaslahatan manusia,**Allah swt sendiri telah
memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk bersikap ridho
terhadap pengkhususan salah satu pihak.®

Dari penjelasan yang sangat rinci di atas dapat dipahami bahwa
perbedaan boleh saja dalam hal penguasaan dan peran, namun dari segi
penilaian tentang ibadah itu tetap sama. Islam selalu mengikuti fitrahnya
dalam membagi tugas-tugas laki-laki dan perempuan, lalu memberikan
keistimewaan masing-masing, untuk menyandarkan tugas-tugas tertentu

kepada masing-masing. Bukan untuk memberikan perhitungan khusus

%3 Al-Quran surat al-A”raf ayat 189 dan al -Ritm ayat 21

¥ Abdul Qadim Zallum, Konspirasi Barat Meruntuhkan Khalifah Islamiyah, (Bangil; al
Izzah, 2001), h. 1-20

% Al-Qurén surat Al-Nisa’ ayat 32. Asbabunuzul dari ayat ini adalah bahwa Ummu Salamah
berkata, kaum laki-laki berperang, sedang wanita tidak, dan kita hanya mendapatkan setengah
bagian warisan laki-laki, dalam persi lain dinyatakan bahwa ada seorang wanita yang mengadu
kepada Nabi dengan mengatakan, ya Nabi laki-laki mendapatkan dua bagian dari kaum perempuan
dalam warisan dan dua orang saksi perempuan sama dengan satu orang saksi laki-laki, apakah
dalam beramalpun demikian..?. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai penjelasan bahwa laki-laki
dan perempuan mendapatkan imbalah yang sama sesuai dengan amal ibadahnya. Dahlan, et. al,
Asbabun Nuzul Latar belakang Historis turunnya Ayat —ayat Al Qur’an, (Bandung; Diponogoro,
Tth) h 129
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karena jenis kelaminnya melainkan mempertimbangkan kehidupan
manusia yang ditegakkan, diatur oleh kekhususan dengan diwujudkan
tujuannya, seperti menjadi pemimpin di muka bumi ini. Dan beribadah
kepada Allah swt sesuai dengan kekhususannya masing-masing dan juga
variasi fungsinya dalam memenuhi kehidupan.®®

Hubungan laki-laki dan perempuan merupakan kenyataan bahwa
keduanya saling dapat membangkitkan naluri seksual. Petemuannya dalam
kehidupan bermasyarakat merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan,
Apabila kedunya menempati kedudukan sesuai tabiatnya, maka tujuan
hidup untuk beribadah kepadanya dapat terlaksana dengan sehat dan,®’

Sebagai landasan dan hukum-hukum syari’at, Al-quran maupun
sunnah mengandung nilai akhlak yang luhur, yang memandang manusia,
yang memiliki naluri, perasaan, kecendrungan, serta akal. Sehingga dapat
mendorong kokohnya manusia dalam kehidupan.® Peran yang diberikan
itu kadang kala sama dan adakalanya berbeda.® Pertama, secara umum,
Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai sasaran taklifi tanpa
membedakan kedudukan keduanya dari sisi kelamin. Laki-laki dan
perempuan mempunyai potensi yang sama dari segi insaniya, sehingga
syari’at Islam memberikan status hukum yang sama bagi laki-laki dan
perempuan dalam berprilaku atau bertindak, tindakannya itu kadangkala
mubah, makruh, wajib, sunnah dan haram.

Kesamaan itu diinformasikan ~dalam Al-Qur’an laki-laki dan
perempuan sama-sama mempunyai kewajiban mengajak pada kebaikan,
berakhlak mulia dan mencegah kemungkaran, tanpa harus bertentangan
satu dengan yang lainnya.90 Tatkala Allah swt membedakan tabiat laki-laki

dan perempuan, maka keduanya dibebani hak dan kewajiban yang berbeda

% Sayyid Quthb, Op., Cit., h. 347

%7 Al-Qurén Al-Dziriyat ayat 56

% Anggota keluarga itu terdiri dari suami, istri, anak dan bahkan ibu.

¥Siti Muslikhati, Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam T imbangan Islam,
(Jakarta; Gema Insani, 2014) 118-123

% Informasi-informasi tentang kesamaan yang diserukan oleh Allah swt ini terdapat dalam
Al-Qur’an surat al- Nisd ayat 1, Al-Ahzab ayat 36, Al-A’raaf ayat 158, al-Anfaal ayat 24, al-
Bagqara ayat 183, 110 dan surat al- Nur ayat 30-31
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pula, baik dengan fungsi, kedudukan maupun posisi dalam masyarakat.
Sedangkan secara khusus perbedaan itu ditunjukan pada keberadaan
keduanya.”' Seperti dalam hal berpakaian, mengingat aurat perempuan
berbeda dengan laki-laki, laki-laki dibebani pemberian mahar, sedangkan
perempuan dibebani penyusuan dan lainnya.

Perbedaan ini ada karena Islam tidak menjadikan peran kehidupan
manusia sebagai penentu kualitas kehidupan.”? Kekhususan peran laki-laki
dan perempuan itu semata-mata merupakan pembagian tugas yang
dipandang sama-sama penting dan bersifat saling melengkapi demi
terselenggaranya kehidupan yang stabil.”®

Kedua, dalam kontek hubungan kelamin, Islam memandang bahwa
hubungan yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan harus didasari
pada satu filosofi dasar, yakni bahwa naluri seksual yang diciptakan Allah
swt pada keduanya semata-mata ditujukan agar keduanya melakukan
aktivitas reproduksi dan pelestarian keturunan, yang disahkan melalui
lembaga perkawinan. Jadi perkawinan yang bukan bertujuan reproduksi
dan pelestarian keturunan adalah merupakan suatu penyimpangan,”*

Ketiga, dalam pergaulan, cara berinteraksi antara laki-laki dan
perempuan yang berhubungan dengan keperluan wanita diperbolehkan
menjalaninya, seperti melakukan jual beli di pasar dan dalam kondisi
tertentu perempuan diberikan batasan seperti keluar malam. Keempat,
suami dan istri sama-sama mempunyai kewajiban untuk menjaga
pandangan dan memelihara kehormatan, di samping itu seorang laki-laki
diharuskan memenuhi natkah terhadap istri dan anak-anaknya. Kelima,
keduanya harus mencurahkan perasaan, tolong menolong dan juga saling

kasih dan sayang. Keduanya harus menghargai hak dan kewajiban masing-

"'Al-Qur’an surat Al-A’rdf ayat 158 dan surat Saba’ ayat 28. Dan yang kemudian
Rasulullah dalam hadisnya menjelaskan bahwa sesungguhnya kaum perempuan adalah setara
dengan kaum laki-laki. Hr Abu Daud dan al- Nsa’i. As San’ani, Subulu al salam. Op. cit,.

2 Al-Qurén surat Al-Hujarat ayat 13

% Al-Qurd’n Surat Al-Najm ayat 45 dan Al-Taubah ayat 71

**Al-Qur’an surat Al-Nahl ayat 72, Al-Syuura ayat 11 dan al-Naba’ ayat 8
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masing.”Rasa saling menghargai, tolong menolong, saling mengasihi,
saling menyayangi, dan saling menghargai adalah bentuk kerja sama
antara suami dan istri yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Sedangkan dalam perkawinan sistem faambik anak kekuasaan
suami sangat terbatas dalam penguasaan dan pengeloloaan harta karena
harta dalam kekuasaan istri. Kekuasaan istri yang lebih tinggi dari suaminya
dalam penguasaan dan pengelolaan harta ini tidak mencerminkan ajaran
Islam dan juga peraturan perundang-undangan serta tidak relevan dengan
konstruksi sosologis dan antropologis masyarakat suku Lintang yang
berlatar belakang berkekerabatan patrilineal dan telah melaksanakan
kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Kebiasaan yang tidak
mencerminkan pada al- ‘urf sohihah dan mengabaikan konsep maslahah
adaruriyah, baik menjaga agama, menjaga akal (kehormatan), menjaga

keturunan, menjaga harta dan menjaga jiwa.

B. Makna Filosofis Sistem Perkawinan Taambik Anak

Secara ontologi perkawinan sistem taambik anak telah mengalami
pergeseran nilai dari sistem perkawinan semendo ambil anak sebagaimana
yang dikenal dalam hukum adat. Pergeseran nilai itu terlihat jelas, yang mana
dalam sistem faambik anak kekerabatan anak keturunannya tetap berklan
bapak sedang dalam sistem semendo ambil anak, kekerabatan anak beralih ke
klan ibunya, wali anak keturunannya adalah hak bapaknya dan dalam sistem
semendo wali adalah hak bapak dari ibunya, antara bapak dengan anak
menantu (suami dari anak perempuanya) tidak saling mewarisi sementara
dalam sistem semendo ambil anak keduanya saling mewarisi. Dalam taambik
anak jika terjadi perceraian harta dapat di bagi antara suami istri sedangkan
dalam semendo harta semua milik istri. Pergeseran nilai ini dikarenakan suku

Lintang berasal dari keturunan tiga suku yakni suku Besema, suku Komring

% Kompilasi Hukum Islam pasal 77 poin 2 dan 4
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dan suku Rejang, dilihat dari kemiripan bahasa maka suku Lintang banyak di
pengaruhi oleh adat istiadat suku Besemah.

Kebiasaan seorang laki-laki yang melaksanakan perkawinan taambik
anak karena dia merasa kurang difungsikan dalam lingkungan keluarga
asalnya, ingin mendapatkan perhatian serta peran lebih, kadang ada yang hanya
ingin menumpang hidup dan adanya memiliki rasa kasih sayang yang
berlebihan pada keluarga istri. Sedangkan perempuan yang mau melakukan
perkawinannya sistem taambik anak dikarenakan si perempuan berkeinginan
menegakkan jurai (menjaga, merawat, dan melindungi keluarganya) atau
istilah lainnya nunggu tungguan,’® si perempuan hanya seorang diri, tidak
mempunyai saudara laki-laki dan bisa juga mempunyai saudara laki-laki
namun bertempat tinggal jauh dari tempat tinggalnya atau tidak dapat
diandalkan menjadi simbol seorang pemimpin.

Sehingga aksiologi sistem perkawinan taambik anak terindikasi hanya
pada keluarga istri sedangkan keluarga suami tidak. Keluarga asal suami akan
sangat merasa kehilangan anak laki-laki karena anak laki-lakinya yang telah
berkeluarga dengan sistem taambik anak, anak laki-lakinya ini tidak bisa lagi
dapat mengunjungi keluarga asalnya tanpa seizin istri, kondisi ini membuat
hubungan antara suami/laki-laki faambik anak dengan keluarga asalnya
renggang, jangankan memberi bantuan dana atau yang lainnya pada orangtua
asalnya, sekedar berkunjung saja belum tentu diperbolehkan.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa -dalam perkawinan sistem taambik
anak tidak mengandung makna filosofis sebuah perkawinan sebagaimana yang
dikehendaki oleh Islam dan hukum positif, hubungan dua keluarga, yakni
keluarga istri dan suami tidak terjalin dengan baik. Dan jika dihubungkan
dengan pakta kepemimpinan masyarakat suku Lintang bahwa laki-laki adalah
sebagai pemimpin dalam keluarga, pemahaman figh dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, maka jelas bahwa kepemimpinan yang
terbatas sebagaimana dalam perkawinan sistem taambik anak suku Lintang

tidak mengandung kemaslahatan. Padahal salah satu tujuan dari perkawinan

*Bertanggungjawab mengurusu semua harta termasuk orang tua.
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adalah menambah saudara dengan bersatunya dua keluarga, yakni keluarga
pihak istri dan keluarga pihak suami membuktikan bahwa perkawinan
mengandung kemaslahatan yang besar. Islam menjelaskan bahwa perbuatan

hukum itu harus mengandung maslahat dan menolak mafsadat, °’ sebagaimana

kaidah yang berbunyi. 4wlde)) 539 d Laall Gl

Kemaslahatan itu sifatnya umum dan bukanlah perorangan,
sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Gazali bahwa kemaslahatan itu adalah
mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara
tujuan-tujuan syara’. Al-Gazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus
sejalan dengan tujuan-tujuan syara’ sekalipun bertentangan dengan tujuan
manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada
kehendak syari’.*®Persayaratan maslahat dapat disimpulkan dalam tigal hal,
yakni
1. Kemaslahatn itu harus sesuai dengan magqashid al syai’ah, dalil-dalil kulli

dan dalil got i baik wurud maupun dalalahnya.

2. Kemaslahatan itu harus menyakinkan, artinya kemaslahatan itu
berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan
bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat.

3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan
kesulitan.

4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat
bukan kepada sebagian kecil masyarakat. *°

Kemaslahatan dapat melahirkan dan mewujudkan manfaat bagi setiap
umat manusia, karena kemaslahatan tidak berlawanan dengan tatanan hukum
Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena

itu tuntutan kemaslahatan menyatukan keluarga pihak suami dan keluarga

Izzuddin bin ‘Abd al-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, (tt. Dor al Jai,
1980), Juz I, h. 11

% Al-Ghazali, Al-Mustashfa min ilm al-Ushirl,(Mesir; t.pn,tt.), h. 2. Abu Ishaq al-Syatibi, al-
Muwdfaqat fi Ushuel al Syari’ah, (t,t.al Maktabah al Tijariyah, tt,) , Juj II, h. 8-38. Abu Zahrah, al-
lagah al-Dauliyah fi al Islam, terj; Mahmud Nur; (Jakarta; Bulan Bintang, 1973), cet 1

A Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum islam dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah yang Praktis. (Jakarta; Kencana, 2011), h. 28
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pihak istri, saling menghargai dan memposisikan suami seorang pemimpin
yang mempunyai otoritas yang kuat dalam keluarga merupakan bagian dari
mendapat kemaslahatan.

Kebiasaan dapat dikatagorikan mengandung kemaslahatan apabila
adanya jaminan keselamatan keyakinan, keselamatan jiwa, keselamatan akal,
keselamatan keturunan dan keselamatan harta benda. Oleh karenannya jika
suatu kebiasaan yang terindikasi mengandung kezholiman, maka aturan atau
kebiasaan tersebut tidak perlu untuk dilanjutkan pelaksanaannya, dalam rangka

menjamin kemaslahatan dan menolak mafsadat (kerusakan), sudah merupakan

kemaslahatan. Agar sesuai dengan kaidah e e Jof )l ads
dan Hladl Gl e pdds duldall ads

Dalam sistem perkawinan taambik anak unsur menjamin keselamatan
agama, seperti menjadikan suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga
yang mempunyai otoritas kuat tidak dapat dirasakan oleh laki-laki, jaminan
keselamatan jiwa juga tidak dirasakan olehnya, karena suami tidak mempunyai
kemampuan menolak perintah oleh istri dan keluarganya. Padahal di antara
tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan
kasih sayang. Jaminan keselamatan hartapun juga tidak tampak, karena harta
hanya dalam kuasa istri, seorang suami taambik anak jika hendak membeli
kebutuhannya sendir1 harus persetujuan istri. Lalu dari sisi menghormati akal,
jelas suami yang taambik anak kurang dihormati oleh anak-anaknya, hubungan
di antara merekapun lemah. Padahal dalam prinsip-prinsip perkawinan yang
dikehendaki dalam Islam, adalah sebagai berikut;

1. Musyawarah dan demokrasi, maksudnya adalah bahwa dalam segala aspek
kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan
berdasarkan hasil musyawarah antara suami dan istri. Suami dan istri harus
saling terbuka untuk mendengarkan, mempertimbangkan dan menerima
pandangan kedua belah pihak. Prinsip musyawarah ini ditunjukan dalam
firman Allah swt surat al-Talaq ayat 6, al-Baqarah ayat 233. AI-Nisa’ ayat
19
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Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah
ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya
hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu
untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah
di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui
kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.'®

Lalu dalam ayat yang lain Allah berfirman, "
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Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah
seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah
karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya
ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin

"l,“

1% Al-Quran Surat Al-Thalaq ayat 6
%" Al-Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 233
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anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila
kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu
kerjakan.
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Dan
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Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang
benar.
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2. Menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga, ini berarti bahwa
dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang merasa saling
kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi dan saling sayang. Hal ini

ditunjukan Allah swt berikut in,'*
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Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia-menciptakan untukmu

isteri-isteri dari-jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

bagi kaum yang berfikir.

3. Menghindari adanya kekerasan, terhindari dari kekerasan fisik maupun
psikis, jangan sampai ada pihak dalam rumah tangga yang melakukan

pemukulan ataupun bentuk kekerasan lain. Prinsip ini di dasari dari firman

Allah swt yang berbunyi'®.

192 Al-Quran surat Al-Nisa’ ayat 19
19 Al-Qurén surat Al-Rum; 21
1% Al-Quran surat al-Nisd’ ayat 19



216

e 16 s B3 aals G 185 5 a0 3
(D Vel 58 1 T 0

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang
benar

sﬁ‘

4. Hubungan suami dan istri adalah hubungan patner. Suami dan istri
merupakan pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, patner, dan

sejajar. Prinsip ini tergambar dalam firman Allah swt dalam al-Qurén'®’
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Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan
isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah
pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat
menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af
kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah
ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu
benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah

195 Al-Qurdn surat al-Baqarah ayat 187, I'tikdf ialah berada dalam mesjid dengan niat
mendekatkan diri kepada Allah swt.
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puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka
itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka
janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-
Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.
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Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali
quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah
dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan
suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka
(para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para
suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
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Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada
sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi
orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi
Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan
mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui segala sesuatu

1% A1-Qurén surat Al-Bagarah ayat 228 Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab
terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat Al-Nisa' ayat 34).
' Al-Qur’an surat Al-Nisi ayat 32
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5. Berkeadilan, yaitu menempatkan diri dari masing-masing keluarga pada
posisinya (proposional) dan berimbang dalam kehidupan rumah tangga.
Berimbang dalam memenuhi hak dan kewajiban. Prinsip ini secara inplisit

terdapat dalam firman Allah swt berikut ini,'®

‘.rCJT;;)ﬁ:i} ‘JJ Lé.l.’h‘ J‘ WY‘ bw QT F,gﬁ /4& g/l
s s HE T ) W,QML,,U ) LTS

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Ini menunjukkan bahwa pandangan Islam akan kebersamaan laki-laki
dengan perempuan dalam ikatan perkawinan adalah suci dan mulia sebagai
penghormatan diri, di samping dapat mewujudkan ketenangan hidup dan
memenuhi kebutuhan manusia dalam keberlangsungannya.'”” Penetapan hak
dan kewajiban suami istri sangat erat hubungannya dengan kemaslahatan
manusia,''® Allah swt telah memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan
untuk bersikap ridho terhadap pengkhususan salah satu pihak.''';

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perbedaan boleh saja
dalam hal penguasaan dan peran, namun dari segi penilaian tentang ibadah itu
tetap sama. Islam selalu mengikuti fitrahnya dalam membagi tugas-tugas laki-
laki dan perempuan, lalu memberikan keistimewaan masing-masing, untuk

menyandarkan antara tugas tertentu kepada masing-masing. Bukan untuk

% Al-Qur’an surat Al-Nisd’; 58

"% Al-Qurin surat al-A”raf ayat 189 dan al-Rirm ayat 21

"°Abdul Qadim Zallum, Konspirasi Barat Meruntuhkan Khalifah Islamiyah, (Bangil; al
Izzah, 2001), h. 1-20

"Al-Quran surat AI-Nisa’ ayat 32. Asbabunuzul dari ayat ini adalah bahwa Ummu
Salamah berkata, kaum laki-laki berperang, sedang wanita tidak, dan kita hanya mendapatkan
setengah bagian warisan laki-laki, dalam persi lain dinyatakan bahwa ada seorang wanita yang
mengadu kepada Nabi dengan mengatakan, ya Nabi laki-laki mendapatkan dua bagian dari kaum
perempuan dalam warisan dan dua orang saksi perempuan sama dengan satu orang saksi laki-laki,
apakah dalam beramalpun demikian..?. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai penjelasan bahwa
laki-laki dan perempuan mendapatkan imbalah yang sama sesuai dengan amal ibadahnya. Dahlan,
et. Al-Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat —ayat Al-Qur’an, (Bandung;
Diponogoro, Tth) h 129
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memberikan perhitungan khusus karena jenis kelaminnya melainkan memper
pertimbangkan kehidupan kemanusiaan yang ditegakkan, diatur oleh
kekhususan, dengan diwujudkan tujuannya, seperti menjadi pemimpin di muka
bumi ini. Dan beribadah kepada Allah swt sesuai dengan kekhususannya
masing-masing dan juga variasi fungsinya dalam memenuhi kehidupan.''?

Perkawinan sistem taambik anak tidak mencerminkan kepatuhan
terhadap nilai-nilai hukum Islam karena mengabaikan hak suami dan
menurunkan martabat laki-laki, “laki-laki sebagai pemimpin”, mengabaikan
musyawarah, mengabaikan rasa aman dan tentram, menimbulkan kekerasan
psikologi, tidak ada mencerminkan bermitra antara keduanya dan terakhir tidak
berkeadilan. Sebagai landasan dan hukum-hukum syari’at, Al-quran maupun
sunnah mengandung nilai akhlak yang luhur, memandang manusia memiliki
naluri, perasaan, kecendrungan, serta akal yang dapat mendorong kokohnya
manusia dalam kehidupan.'"” Secara umum, Islam memandang laki-laki dan
perempuan sebagai sasaran taklifi tanpa membedakan kedudukan keduanya
dari sisi kelamin, laki-laki dan perempuan mempunyai potensi yang sama dari
segi insaniya, sehingga syari’at Islam memberikan status hukum yang sama
bagi laki-laki dan perempuan dalam berprilaku atau bertindak, jadi jangan ada
yang paling dominan dalam berprilaku ataupun bertindak.

Laki-laki' dan perempuan sama-sama mempunyai kewajiban mengajak
pada kebaikan, berakhlak mulia dan mencegah kemungkaran, tanpa harus
bertentangan satu dengan yang lainnya.''! laki-laki dan perempuan dibebabani
hak dan kewajiban yang berbeda pula, baik dengan fungsi, kedudukan maupun
posisi dalam masyarakat. Kekhususan peran laki-laki dan perempuan itu
semata-mata merupakan pembagian tugas yang dipandang sama-sama penting
dan bersifat saling melengkapi demi terselenggaranya kehidupan yang stabil. 13

Suami dan istri sama-sama mempunyai kewajiban untuk menjaga pandangan

"2 Sayyid Quthb, Op., Cit., h. 347

' Anggota keluarga itu terdiri dari suami, istri, anak dan bahkan ibu.

" Informasi-informasi tentang kesamaan yang diserukan oleh Allah swt ini terdapat dalam
Al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 1, Al Ahzab ayat 36, Al-A’raf ayat 158, al Anfal ayat 24, al-Baqara
ayat 183, 110 dan surat al- Nur ayat 30-31

"> Al-Qur’an Surat Al-Najm ayat 45 dan Al-Taubah ayat 71
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dan memelihara kehormatan, di samping itu seorang laki-laki diharuskan
memenuhi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, Kelima, keduanya harus
mencurahkan perasaan, tolong menolong dan juga saling kasih dan sayang.
Keduanya harus menghargai hak dan kewajiban masing-masing.''°Rasa saling
menghargai, tolong menolong, saling mengasihi dan saling menyayangi adalah
bentuk kerja sama antara suami dan istri yang sangat dianjurkan dalam Islam.
Kemaslahatan dalam perkawinan sistem faambik anak harus sejalan
dengan magqasid al-Syari’ah tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang
mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari’atkan Allah swt
terhadap manusia saja namun juga bertujuan untuk mengetahui tujuan yang
hendak dicapai oleh perumus dalam mensyari’atkan hukum, sehingga yang
menjadi alasan utamanya adalah mengenai masalah hikmah dan illat
ditetapkannya suatu hukum. Oleh sebab itu tujuan hukum merupakan salah
satu faktor penting dalam menetapkan hukum yang berlaku bagi masyarakat
dimana mereka tinggal harus dihasilkan melalui ijtihad. Inilah sebenarnya yang

dimaksud dari epistemologi sistem perkawinan taambik anak.

. Rekonstruksi Sistem Perkawinan Taambik Anak.

Masyarakat suku Lintang mayoritas beragama Islam, maka idealnya
dalam keluarga sistem perkawinan taambik anak mempraktikan seluruh hukum
- hukum Islam. Masyarakat suku Lintang penganut Islam Sunni yang kuat dan
organisasi keagamaannya adalah Nahdhotul Ulama tradisional yang setia
selama berabad-abad dan di setiap kota ataupun desa terdapat banyak sekali
masjid dan langgar, hampir setiap maghrib terdengar anak-anak belajar
mengaji di rumah-rumah kiai. Mereka merayakan semua hari raya Islam,
seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk menunjang peribadatan
penduduknya, kabupaten Empat Lawang memiliki 241 masjid, 72 mushola,
dan banyak sekali langgar. Oleh karena itu dalam perkawinan sistem taambik

anak perlu memberlakukan hukum Islam secara kaffah, dalam

"1® Kompilasi Hukum Islam pasal 77 poin 2 dan 4
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mengaktualisasikan hukum Islam bagi masyarakat yang mengakui Islam
sebagai agamanya, seperti suku Lintang dalam perkawinan sistem taambik
anaknya menurut penulis perlu mempedomani teori syahadah atau kredo serta
teori receptio in Complexu.

Teori syahadah atau kredo adalah teori yang mengharuskan
pelaksanaan hukum Islam bagi pemeluknya sebagai konsekuensi dari
pengucapan syahadatain.'"Teori ini berlaku sejak Indonesia di bawah
kekuasaan para sultan. Keberadaan hukum Islam di Indonesia adalah
bersamaan dengan keberadaan Islam di Indonesia, oleh sebab itu ketika
masyarakat Islam (menyatakan dua kalimat syahadat), secara otomatis
mengakui hukum Islam atas dirinya. Dalam teori receptio in Complexu yang
dicetuskan oleh Mr.Lodewijk Willem Charistian Van Den Berg bahwa bagi
pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya sendiri. Untuk kaum Hindu
berlaku hukum Hindu, untuk kaum Kristen hukum Kristen dan untuk kaum
Islam berlaku hukum Islam.''®Menurut ahli hukum dari Belanda ini hukum
mengikuti agama yang dianut seseorang.

Pemahaman tentang pemberlakuan hukum Islam bagi masyarakat
yang beragama Islam adalah telah dipertegas dalam Undang-Undang No 1
tahun 1974 tentang perkawinan.'”” UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan

“Suparman Usman, Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam

Tata Hukum Indonesia, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2001), h. 119, sebagaimana dikutip oleh
Muh. Haras Rasyid dalam Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, h. 15-23
,Universitas Islam Makasar (UIM). Sebagaimana dikutip juga oleh Adnan Qohar, Teori dan
Pemikiran Berlakunya hukum Islam di Indonesia.,. Imam Syaukani, Rekonstruksi Efistemologi
Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional (Jakarta; Raja
Grafindo Persada, 2006), h. 68

"pendapat L.W.C. Van Den Barg ini dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, di
antaranya : Sockanto, meninjau Hukum adat di Indonesia Suatu Pengantar untuk Mempelajari
hukum Adat, (Jakarta; Rajawali Press, 1981), h. 53. Sajuti Thalib, Reseptio a Contrario,(Jakarata;
Academica, 1980), h .5. Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat, suatu Pengantar,(Jakarta;
Pradnya Paramita, 1994), h. 4. Buku asal karangan van den Berg sendiri mengenai hukum Islam
berjudul: “De Beginselen van het Mohammadaansche Recht, volgens de Imams Aboe Hanifah en
Syafi’i (Dasar-dasar hukum Islam menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i), (Batavia, Ernst en Co.
S’Gravenhage, M. Nijhorf, 1883). Buku ini dapat kritikan serius oleh Snouck Hurgronje yang
tertuang dalam: “ Verspreide geschriften van Snouck Hurgronje” (Kumpulan karangan Snouck
Hurgronje), (Bonn dan Lepzig, 1923) mengenai hukum Islam, terjemahan INIS (/ndonesia n-
Netherlands Coorporation in Islamic Studies), (Jakarta; INIS, 1995).

% YU No 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1.
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Agama dan Instruksi presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia.

Berdasarkan teori-teori itu maka sebagai umat Islam harus konsisten
untuk menjaga dan menjalankan aturan Islam sebagai konsekwensi
pengakuanya. Prilaku (kebiasaan) dalam sistem perkawinan taambik anak yang
membatasi kekuasaan suami dalam urusan keuangan dalam rumah tangga dan
membatasi ruang gerak suami untuk menjalin silaturahmi pada keluarga
asalnya harus ditiadakan. Pengabaian hak suami dalam sistem taambik anak ini
bertentangan dengan al’urf sohihah yakni kebiasaan dapat dijadikan sebagai
dasar hukum jika sesuai dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram,

tidak mengugurkan kewajiban dan tidak bertentangan dengan sopan santun.
Sebagaimana dalam kaidah £, byiwedSe Bgmadl  dan hadist Rasulullah

120
Saw

Opadanall 8lylag o A L5 308 L G gabenall oyls ¢ phuy ace N o AUl gy JB
Lo 01y . g dlil i ggd Lo
Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan, maka ia
disisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum
muslimin merupakan keburukan, maka ia juga dipandang Allah keburukan.”
HR Ahmad
Semua sesuatu hal yang sudah saling dimengerti oleh manusia, telah
disepakati dan dinggap sebagai kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan
syara’ wajib untuk dijaga dan dilestarikan. Kebiasaan yang harus dijaga dan
dilestarikan itu'?' apabila adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang
sebagai sumber dalil dengan tujuan-tujuan syari’at (Magasid Al-yar’iah).
Maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan
dengan dalil yang gath’iy. Akan tetapi harus seseuai dengan maslahat-
maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh syar’i. Misalnya jenis maslahat
itu tidak asing meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas. Maslahat itu

harus masuk akal, (rationalble) mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan

120K itab Hadis 9 Kitab Ahmad
2! Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Usul Figh, (Kuwait: Dar al-Qalam. 1983), h. 89
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pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada rasionalis akan
diterima.

Penggunaan dalil maslahat ini untuk menghilangkan kesulitan yang
terjadi (raf’u haraz lazim), seandainya malashat yang dapat diterima akal itu

22Benar-benar

tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.
membuahkan maslahah. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan
hukum mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Jika maslahah
berdasarkan dugaan atau pembentukan hukum itu mendatangkan kemanfatan
tanpa pertimbangan apakah maslahat itu bisa lahir lantaran pembentukan
hukum itu atau tidak berarti maslahat itu hanya diambil berdasarkan dugaan
semata. Misalnya, maslahat dalam hal merampas hak suami dalam
menceraikan isterinya, kemudian hak talak itu dijadikan sebagai hak gadi
dalam seluruh suasana.

Lalu kemaslahahan harus bersifat umum, bukan bersifat perorangan,
maksudnya ialah bahwa dlam kaitannya dengan pembentukan hukum atas
suatu kejadian atau maslahah dapat melahirkan kemanfatan bagi kebanyakan
umat manusia yang benar-benar dapat terwujud atau bisa menolak mudharat,
atau tidak hanya mendatangkan kemanfaatan bagi seorang atau beberapa orang
saja, karena itu hukum tidak bisa disyariatkan lantaran hanya membuahkan
kemaslahatan secara khusus kepada pimpinan atau orang-orang tertentu dengan
tidak menaruh perhatian kepada kemaslahatn umat. Dengan kata lain
kemaslahat itu harus memberi manfaat bagi seluruh umat. Dan pembentukan
hukum dengan mengambil kemaslahat tidak berlawanan dengan tata hukum
atau dasar ketetapan nash dan ijma’.

Kemaslahatan manusia mencakup keselamatan agama, keselamatan
jiwa, keselamat akal atau kehormatan, keselamat keluarga, keturunan dan
keselamatan harta benda. Kelima jaminan dasar keselamatan merupakan tujuan

ditegakannya hukum atau magasid al- syar’iah,'”> Lima dasar inilah yang

122gvarat-syarat (a,b,dan ¢) adalah yang diajukan oleh imam Malik. Abd. Aziz Dahlan. H
427-428 dalam Ensiklopidia Hukum Islam.

'ZKelima unsur ini (Daruriyyah) di isyaratkan oleh Allah swt dalam Al-Qur’an surat a-I
Mumtahanah ayat 12. Menurut para ahli Ushul walaupun ayat ini tertuju pada wanita, akan tetapi
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menjadi pedoman untuk mengatakan sesuatu itu maslahah atau tidak dan
bertentangan dengan syari’at atau tidak, maksudnya adalah jika perbuatan atau
perkataan mengabaikan dari salah satu dari lima jaminan dasar keselamatan itu,
maka hal itu bertentangan dengan tujuan syari’ah. Asy Syatibi mengungkapkan

bahwa magqasid al asyar’iah
e lly aldl B egodlas ald (B 6y LI do e Gl Sy L. dm ) ada

“Sesungguhnya syari’at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di
dunia dan akhirat”

Kemudian Fathi al-Duraini juga mengatakan bahwa hukum-hukum itu
tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri melainkan dibuat untuk tujuan lain
yakni kemaslahatan.'” Muhammad Abu Zahrah juga menegaskan bahwa
tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tidak satupun hukum yang di
syari’atkan baik dalam al-Qur’an maupun Sunnah melainkan dalamnya
terdapat kemaslahatan.'*

Jadi kewenangan suami dalam sistem perkawinan taambik anak harus
menginspirasi dari pemahaman figh dan Undang-Udang No 1 tahun 1974
tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, suami adalah pemimpin dan
kepala keluarga yang harus mempunyai otoritas yang kuat, karena masyarakat
Lintang beragama Islam, menganut sistem kekeluargaan patrilneal, laki-laki
yang berkewajiban memberikan mahar dan tunai, uang jujur dibayar tunai oleh
laki-laki, suami bertanggung jawab terhadap nafkah dan elah memenuhi
kewajiban sebagai suami.

Suami sebagai pemberi mahar, pencari nafkah, pelindung keluarga
baik keluarga asal maupun keluarga intinya, kekuasaan harta di tangan suami
dan segala hal dalam aspek kehidupan dalam rumah tangga diputuskan dan

diselesaikan berdua antara suami dan istri. Suami mempunyai kewajiban dan

hal ini juga berlakup pada kaum pria. Tidak syirik; dalam rangka menjaga agama, tidak mencuri;
dalam rangka menjaga harta, tidak berzina; dalam rangka menjaga keturunan dan kehormatan dan
tidak membunuh dalam rangka menjaga jiwa.

124 A1-Syatibi, al Muwdfaqdt fi Usitl al-Syari’ah ( Kairo: Mustafa Muhammad, Tth) jil I, h. 20
'2Fathin al-Duraini, al Mandhij al-Usuliyyah bi al-Ra'yi fi al-Tasyri’, (Damasyik: Dar al-

Kutub al=Hadis, 1975), h. 28

26Muhammad Abu Zahrah, Usul al-F. igh, (Mesir; Dar al-Fikr al-Arabi, 1968), h. 366
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hak, begitupun juga istri yang mempunyai kewajiban dan hak, kewajiban suami
adalah mencakup hak istri dan hak suami adalah merupakan kewajiban istri
Keseimbangan inilah yang terkadung dalam Undang-Undang No 1 tahun1974
dan Kompilasi Hukum Islam. Suami dalam rumah tangga adalah sebagai
kepala keluarga,'*’ yang bertanggungjawab untuk membimbing istriya, anak-
anak keturunannya dan urusan rumah tangga diputuskan oleh suami untuk

diputuskan bersama istri.'*® Berdasarkan firman Allah swt'?’

T° - .27 \// —:}/’/ 2% ca Ayic owyT
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Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),

\‘%\ '
(-\
548
£l

c

127Pengertian keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, seisi rumah, ibu bapak, anak-

anaknya, orang-orang seisirumah yang menjadi tanggungan, atau satuan kekerabatan yang sangat
mendasar. Lihat = Departemen- Pendidikan. dan Kebudayaan, - Kamus Besar bahasa
Indonesia,(Jakarata; Balai Pustaka. 1988), h. 413 dan W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 470. Keluarga juga diartikan dua orang atau
lebih yang hidup bersama, yang mempunyai hubungan darah, perkawinan atau karena
pengangkatan. Bisri Mustofa dan Elisa Vindi Maharani, Kamus Lengkap Sosiologi, (Jogjakarta;
Panji Pustaka, 2008), h. 103. Dan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang
kependudukan dan Keluarga Sejahtera Bab Ketentuan Umum, menjelaskan bahwa keluarga
merupakan unit (Lembaga) terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri , atau suami
istri dan anaknya, atau ayahnya dengan anaknya, atau ibu dengan ayahnya. Adapun hidup
berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang bukan mahramnya yang telah
mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta anak keturunannya yang dihasilakn dari akibat
tersebut. Pengertian keluarga memiliki dua dimensi; pertama, keluarga sebagai ikatan kekerabatan
antar individu, ini merujuk pada hubungan darah dan perkawinan. Kedua “rumah tangga” dalam
makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang menjadi penekanan adalah kesetuhunian
dan ekonomi. Sedangkan dalam al-Qur’@n surat Thaha:132 dan surat al-Tahrim: 6, keluarga
diistilahkan dengan a/ Ahlu (Famili, keluarga dan kerabat).

BUndang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 77. Di jelaskan
bahwa suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah waraohmah, wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi
bantuan lahir dan batin. Keduanya berkewajiban mengasuh, memlihara anak-anak mereka, wajib
menjaga kehormatannya.

12 Al-Quran surat al-Nisd’:34
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dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara
(mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan
untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Lalu dalam Kompilasi Hukum Islam'*°diyatakan bahwa suami adalah

kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, hak dan kedudukan istri adalah
seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga
dan pergaulan hidup bersama dalam rumah tangga. Suami dan istri tidak ada
yang dominan kekuasaan dalam segala aspek kehidupan rumah tangga, dalam
rumah tangga taambik anak harus menganut prinsip musyawarah dan
demokrasi, istri tidak diperkanankan mendominasi kekuasaan. Maksudnya
adalah bahwa dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus
diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara
suami dan istri. Pasangan suami dan istri hendaknya saling terbuka untuk
mendengarkan, mempertimbangkan dan menerima pandangan kedua belah
pihak. Sebagaimana dalam firman Allah swt,"’
S5l A Sl 1) o S L G e
Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurl'it'
kemampuanmu dan janganlah kamu ~menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka.

Suami dan istri harus sama-sama menciptakan rasa aman dan tentram
dalam keluarga baik bagi kaduanya, anak-anak dan juga keluarga asal kedua
belah pihak. Kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang merasa
saling kasih, saling asuh, saling cinta, saling melindungi dan saling sayang. Hal

ini ditunjukan Allah swt dalam al-Qur’an berikut in,"**

130 K ompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 1 dan 2

BIAI-Qurén Surat Al-Thaldq ayat 6 dan dapat dilihat juga al-Bagarah ayat 233 dan Al-
Nisd’ ayat 19

132 Al-Qurin surat al-Ritm; 21
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Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.

Keduanya harus menghindari kekerasan baik fisik maupun psikis,.

Prinsip ini di dasari dari firman Allah swt yang berbunyi'*.

T P DO PR ST %0 T I T
52506 ol 16 Gnp 4555 agals 5. 155 50 2ol
5913000 38 1) a3

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada
Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar

Hendaknya hubungan suami istri taambik anak hubungan patner, bukan
hubungan antara majikan dan pembantu, bermitra dan sejajar, bukan ada yang
pencari nafkah dan yang menguasai hasilnya.**Harus menganut azas
berkeadilan, yaitu menempatkan diri dari masing-masing keluarga pada
posisinya (proposional) dan berimbang dalam kehidupan rumah tangga.
Berimbang dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam rangka menunaikan

perintah Allah swt sebagaiman firman-Nya berikut ini,"*’

13 Al-Quran surat al-Nisd’ ayat 19

% A1-Qurin al-Bagarah ayat 187, I'tikaf ialah berada dalam mesjid dengan niat mendekatkan
diri kepada Allah.

135Al—QurEm surat al- Nisa’; 58
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi
Maha melihat.

Suami berkewajiban memberikan nafkah, pakaian dan perlindungan

o s~ 136 -
kepada istri dan anak-anaknya menurut ukuran yang ma riif, > sebagaimana

dalam al-Quran
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.. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan
cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban
demikian...

Dan dalam firman-Nya yang lain disebutkan,'*’

w
-

) Py m& JZQTAT}W L@_J/” ;M‘ﬁﬂ’p&/ ;

Hendaklah orang yang mampu memberi natkah menurut kemampuannya. dan
orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang
melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan
memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Kemudian hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Buhkari dan Nasa’i;'**

sl 5 3 819y By madly ignSy By 89 - Ao M) Ygy JB

Kata makruf terambil dari kata ‘wrf dalam bentuk pasif (dikenal) jadi dalam hal
memberikan nafkah, pakaian dan perlindungan itu sesuai dengan kebiasaan atau yang sudah
dikenal pada tempat dimana mereka bertempat tinggal. Al Qur’an surat al Baqarah; 233

"*7Al-Qurin surat a- Thalaq ayat 7

8 As San’ani, Subulu al-sala.. Op., Cit., h 218-219
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Dan bagi mereka atas kamu tanggungan nafka dan pakaian mereka dengan cara
yang baik”HR. Bukhari dan Nasa’i.

Istri diperbolehkan mengambil harta suami tanpa seizinnya apabila suami
kikir akan kebutuhan anak-anaknya asal tidak berlebihan, hal demikian ini
pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw yang memerintahkan kepada Hindun
istri Syufyan untuk mengambil keperluannya beserta anak-anaknya menurut
yang makruf dari harta suaminya Abu Syufyan yang kikir kepadanya.'*® Sesuai
dengan pengahasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman
bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri,
anaknya serta biaya pendidikan bagi anak.'* Kelonggaran dalam pemberian

nafkah lantara sesuatu sebab. Rasulullah bersabda.'*!
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Kepemimpinan laki-laki sebagaimana terkandung dalam firman Allah
swt'* mengandung faktor yang bersifat fitri yang mencakup kekuatan fisik dan
ketenangan akal dan juga mengandung faktor yang bersifat kasbi (usaha) yang
mencakup tanggung jawab membayar mahar dan nafkah keluarga sehingga
istri dapat menyelesaikan tugas mengandung melahirka, menyusui, dengan
baik dan benar.'” Dalam buku kitab hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek
(BW) pasal 105 dijelaskan bahwa suami adalah kepala dalam persatuan suami

istri, setiap suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi

1397 akaria Ahmad al Barri, Al Ahkam al Auwdad fi al Islam, (Mesir; Dar al Qaumiyah li

At Taba’ wa an Nasyr, 1964), h. 55. Dijelaskan juga bahwa mencuri harta suami yang kikir
sekedar untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anak diperbolehkan, sesuai dengan hadis
Rasulullah <ignally dal g cisila s34

""Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 poin a-c.: Sesuai dengan penghasilannya

suami menanggung, nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya
perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anaknya dan biaya pendidikan bagi anaknya.
Dalam pasal 6 dinyatakan bahwa istri dapat membebaskan suaminya dari tanggung jawab terhadap
dirinya sebagaimana tersebut dalam poin a-c itu.

! Muslim, Kitab Hajjah al- Nabiyy swa, h. 886
"2 Al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 34 yang berbunyi ... ;L;,‘T Jl:\) ™ ';id ’JJT -
"Sayyid Qutub, Fi Zilal al-Quran, (Beirut: Dar al- ‘Arabyah, Tth), h. 52
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istrinya, kecuali ada perjanjian lainya. Pasal 106 dinyatakan bahwa setiap istri
harus tunduk dan patuh pada suaminya.'**

Perbuatan ataupun perkataan yang bersendikan adat dan bertentangan
dengan tujuan syara’ tidak dapat diberlakukan bagi masyarakat yang mayoritas
pemeluk agama Islam dan yang berlaku adalah hukum Islam yang sudah
terakomodir dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang
berlaku di Inddonesia, yakni undang-undang No 1 tahun 1974 tentang
perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan teori syahadah atau
kredo, reception in camplexu hukum yang berlaku bagi umat Islam di
Indonesia adalah hukum Islam, adapun hukum adat baru bisa berlaku kalau

tidak bertentangan dengan hukum Islam.

14 Subekti, R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek
dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta, Pt
Pradnya Paramita, 1992) pasal 105-106
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menganalisa hasil penelitian dengan beberapa teori
maka sampailah peneliti pada titik penarikan kesimpulan. Adapun kesimpulan
dari penelitian ini adalah:

1. Lamaran dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai
perempuan sebagaimana yang lazimnya terjadi. Dalam proses lamaran hal-
hal yang disepakati dan harus dipenuhi oleh pihak mempelai laki-laki pada
pihak mempelai perempuan, di antaranya adalah besaran mahar, barang dan
uang hantaran. Barang hantaran yang dimaksud adalah berupa beras dan
hewan ternak sapi atau kerbau. Posisi suami adalah kepala rumah tangga
dan pemimpin namun tidak mempunyai kekuasaan terhadap pengaturan
penggunaan keuangan dan harta dalam rumah tangganya. Sehingga sistem
perkawinan taambik anak disebut sistem ambil anak semu. Sedangkan
kondisi tidak beralihnya sistem kekerabatan, maka disebut kekerabatan
patrilineal terbatas

2. Pesan yang terungkap dalam perkawinan sistem taambik anak adalah bahwa
suami merupakan hanya lambang kehormatan dan si pencari natkah dalam
keluarga istri semata dan menapikan lewajiban keberadaan keluarga asal.
Pesan ini jelas tidak bersinergi dengan nilai-nilai hukum Islam baik yang
dijelaskan dalam al Qur’an surat An Nisa; 34 maupun UU No 1 tahun1974
pasal 30-37 dan Kompilasi Hukum Islam pasa 79 dan 89-93.

3. Sistem perkawinan taambik anak dalam pelaksanaannya harus bersinergi
dengan hukum Islam, sebagaimana yang dikendaki oleh teori receptio in
complexu dan teori syahadah atau kredo. Kedua teori ini mengharuskan
pada kaum muslim untuk patuh dalam menerapkan hukum Islam, sebagai
konsekwensi terhadap keislamannya. Artinya penerapan hukum Islam

haruslah secara menyeluruh bukan setengah hati.
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B. Impilikasi Penelitian

Untuk meminimalisir pelanggaran hak dan martabat suami yang taambik
anak, maka peneliti menyarankan:

1. Kepada pemegang kebijakan baik exsekutif, legislatif dan yudikatif untuk
bersinergi mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat tentang perundang
undangan Perkawinan yang berlaku di Indonesia secara menyeluruh dan
komprehensip. Baik Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
maupun Kompilasi Hukum Islam agar masyarakat mengetahui dan
memahami secara benar kedudukan keduanya sebagai hukum yang berlaku.
Kedua produk hukum tersebut merupakan bentuk legislasi hukum Islam di
Indonesia.

2. Kepada para mubaligh, petugas Pengadilan Agama, dan tidak ketinggalan
petugas Kantor Urusan Agama setempat untuk berperan aktif dalam setiap
waktu, seperti di acara perkawinan, khotbah nikah, dan acara-acara yang
relevan lainnya mensosialisasikan gerakan kembali pada hukum Islam. Agar
tidak terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan yang berlawanan dengan ajaran

agama Islam
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